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WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BENGKULU TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, serta Pasal 69 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu

Tahun 2019 - 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan;
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17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita  Negara   Republik   Indonesia

Tahun  2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2010 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2016 Nomor 6/205);
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23. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);

24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
BENGKULU TAHUN 2019 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.



- 6 -

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah

unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang

melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah Kota Bengkulu.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota

Bengkulu yang terdiri dari sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas daerah, badan, lembaga

teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial di Kota Bengkulu dalam jangka

waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat RPJMD

adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan PD

Kota Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung

sejak tahun 2019 sampai dengan 2023.
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12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD
Kota Bengkulu yang disusun untuk periode 1 (satu)
tahun.

BAB II
PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 2
(1) RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program

Walikota hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota

tahun 2018.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dokumen perencanaan pembangunan

daerah sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

2019 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penyusunan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Massa

lalu

3.3 Kerangka Pendanaan
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BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.2 Isu-isu Strategis Daerah

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027

5.2 Visi RPJMD Kota Bengkulu 2018-2023

5.2 Misi Daerah

5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

BAB IX. PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penjabaran RPJMD lebih lanjut dituangkan dalam:

1. RKPD;

2. Renstra PD; dan

3. Renja PD.

Pasal 6

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan daerah Kota.
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BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 7

(1) Walikota melakukan pengendalian terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)

meliputi pengendalian terhadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

dan

b. pelaksanaan RPJMD.

Pasal 8

(1) Pengendalian RPJMD oleh Walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh Bapelitbang.

(2) Pengendalian oleh Bapelitbang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan

kebijakan RPJMD.

(3) Kepala Bapelitbang melaporkan hasil pemantauan dan

supervisi RPJMD kepada Walikota, disertai dengan

rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

(4) Pengendalian RPJMD oleh Bapelitbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 9

(1) Walikota melakukan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

evaluasi terhadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
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b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

Pasal 10

(1) Evaluasi RPJMD oleh Walikota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

Bapelitbang.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses

perumusan dokumen RPJMD, pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil

evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka

pencapaian RPJMD.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD

periode berikutnya.

(4) Evaluasi RPJMD oleh Bapelitbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Sebelum RPJMD periode 2023 - 2027 ditetapkan,

penyusunan RKPD Tahun 2024 dapat berpedoman pada

RPJMD periode 2019 - 2023.

Pasal 12
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bengkulu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2013 Nomor 8 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...1......

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU:

( 1/25/2019).
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BENGKULU TAHUN 2019 – 2023

I. UMUM

Untuk menjamin terselenggaranya Pemerintahan Daerah Kota
Bengkulu yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien
maka diperlukan adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah sebagai instrumen untuk dapat melakukan berbagai
kebijakan serta program pembangunan selama 5 tahun ke depan.
Dasar hukum penyusunan perencanaan pembangunan dimaksud yaitu
sebagaimana  ketentuan P1asal 19 ayat (3) Undang  Undang Nomor  25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Pasal 69 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu diatur RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019-
2023 dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023 merupakan
dokumen yang berisi komitmen politik pemerintah Kota Bengkulu
untuk menata dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,
penganggaran, dan pelaksanaannya sesuai dengan Visi dan Misi Kota
Bengkulu yaitu terwujudnya Bengkulu yang Bahagia dan Religius,
APBD untuk rakyat.

Dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023 harus
menjadi pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum
program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
yang disertai rencana kerja dalam kerangka deregulasi dan pendanaan
yang bersifat indikatif, guna mewujudkan tata kelola pemerintah
daerah yang lebih baik, demokratis, berkeadilan dan berkelanjutan.
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RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2019 - 2023 ini juga harus
dijadikan instrument pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja-Perangkat Daerah, dan KUA
PPAS, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah,
dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR .........
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA BENGKULU
TAHUN 2019 – 2023.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dokumen ini memuat lampiran dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu periode tahun 2018–2023. RPJMD merupakan
operasionalisasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). UU tersebut memberi keleluasaan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk merencanakan arah pembangunan daerah dan mengatasi permasalahan
pembangunan dalam periode lima tahun.

Penyusunan RPJMD Kota Bengkulu merupakan tahapan penting untuk menjawab
permasalahan kontekstual pembangunan. Kota Bengkulu masih menghadapi persoalan mendasar yaitu
belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik. Persoalan tersebut penting direspon dalam
dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan pembangunan periode tahun
2018–2023.

Kota Bengkulu juga memiliki capaian pembangunan sebagai potensi yang dapat dioptimalkan
untuk mengatasi permasalahan. Capaian pembangunan Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir
diantaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari 76,16
persen pada tahun 2013 menjadi 77,82 persen pada tahun 2017 (BPS Pusat, 2017). Laju pertumbuhan
ekonomi juga mengalami peningkatan dari 6,09 persen pada tahun 2013 menjadi 6,17 persen pada
tahun 2016 (BPS Kota Bengkulu, 2016). Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per
bulan juga mengalami peningkatan dari 3,1 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 4 juta rupiah pada
tahun 2016.

RPJMD secara politis merupakan instrumen bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
terpilih untuk mengimplementasikan janji-janji kampanye. Dokumen RPJMD yang disusun secara
teknokratis, disesuaikan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu terpilih
dengan memperhatikan tahapan penyusunan RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Kota
Bengkulu juga harus memiliki keserasian dengan agenda Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
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Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD Teknokratik

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD dimulai dengan penyusunan rancangan RPJMD
yang menjadi acuan bagi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD. Rancangan tersebut disusun
dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang direspon dengan
program prioritas daerah. Sementara itu, substansi RPJMD menjadi acuan bagi setiap OPD dalam
menyusun dokumen perencanaan sektoral.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt. Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 No.55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)
Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
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3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

25. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23
Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019;

26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6/205);
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29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010
Nomor 01);

30. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);

31. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

1.3. Hubungan Antar Dokumen
RPJMD merupakan bagian dari keseluruhan sistem perencanaan nasional. Penyusunan

perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJMD diharapkan mampu
mendukung koordinasi antar daerah, antar urusan pemerintahan, dan antar periode perencanaan, baik
dengan perencanaan di daerah lain maupun dengan perencanaan di level nasional. Selain itu,
penyusunan dokumen RPJMD juga harus memastikan keterkaitan dan konsistensi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bengkulu telah berpedoman pada beberapa dokumen
pembangunan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu
Tahun 2007-2027, RPJMD Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) sebagai landasan dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan. Dokumen
RPJMD Kota Bengkulu ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan dan sebagai acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang bersifat lima tahunan. Hubungan RPJMD
dengan berbagai dokumen perencanaan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.2
Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Keterkaitan antar dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

Penyusunan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018 memperhatikan RPJMN yang diatur dalam Peraturan
Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2021 dan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Hal ini dilakukan
melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu. Sehingga RPJMD Kota
Bengkulu Tahun 2018-2023 sudah berpedoman pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Periode 2007-2027 menjadi pedoman
penyusunan RPJMD Kota Bengkulu dengan menggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan
program yang berkelanjutan selama 20 (dua puluh) tahun dengan senantiasa mengedepankan aspek
sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan  kemampuan keuangan Kota
Bengkulu.
RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJPD Kota
Bengkulu 2007-2027 dimana pada tahap ketiga ini sasaran dari RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027 adalah :
a. Meningkatkan daya saing SDM Kota Bengkulu secara kompetitif serta kemampuan ilmu dan

tekhnologi yang terus meningkat

b. Pemantapan dalam rangka kemandirian ekonomi serta kemampuan daya saing daerah

c. Meningkatkan kesejahteraan masyrakat melalui peningkatan pendapatan per kapita, menurunkan
angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatkan derajat kesehatan dan menurunkan
disparitas kesejahteraan antar kelompok masyarakat

Pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 yang dilaksanakan telah
diserahkan RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027 ke KPU dan setiap Calon Kepala Daerah sudah
diwajibkan untuk menyusun Visi dan Misi berdasarkan tahap ketiga dari RPJPD Kota Bengkulu
2007-2027. Oleh karena itulah, maka pada dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 ini
visi dan misi serta prioritas Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu sudah pula berdasar pada
RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu

Penyusunan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 berpedoman pada RTRW Kota Bengkulu yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2012-2032 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
strategi dan program pembanguna jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang
Kota Bengkulu.
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4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kota Bengkulu tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan
tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dan dapat
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

5. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra organisasi
perangkat daerah (OPD). Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD pelaksana
pembangunan.

6. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah pada setiap tahun, sekaligus merupakan derivasi Renstra OPD yang telah dituangkan
dalam RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan
Penyusunan RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk Memenuhi amanat

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bagian keempat Tata Cara Penyusunan RPJMD melalui
penyelarasan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi,
arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Kota Bengkulu. Dokumen ini juga merupakan
pedoman bagi OPD di Kota Bengkulu untuk merumuskan Rencana Strategis Perangkat daerah
(Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
pada periode 2018-2023. Selain itu, dokumen ini juga sebagai acuan dalam menilai kinerja Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatannya.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Bengkulu diantaranya meliputi:
1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar

fungsi Pemerintah maupun antar Pemerintah Pusat dan Provinsi;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan;
4. Mewujudkan penggunaan sumber data secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;

dan
6. Instrumen bagi pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib dan

urusan pilihan Pemerintah Daerah.
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1.5 Sistematika Penyusunan
Sistematika penyajian RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistematika lampiran
Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bengkulu tahun 2018-2023 tersusun dalam bab-bab sebagai
berikut:
1) BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan,
maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, dan sistematika laporan.

2) BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum aspek geografi
dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing
daerah di Kota Bengkulu serta serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018).

3) BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan
kerangka pendanaan untuk menyongsong pembangunan tahun berikutnya.

4) BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan yang dihadapi di daerah berdasarkan analisis pada
gambaran umum kondisi daerah pada Bab II beserta isu strategis yang dapat disimpulkan dari berbagai
permasalahan pembangunan yang muncul.

5) BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang
lebih detail yang ingin dicapai pada tahun 2018–2023.

6) BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan dari setiap strategi terpilih.

7) BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang
dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target pagu indikatif, dan
Perangkat Daerah Penanggung jawab. Bagian ini juga menjelaskan hubungan antara program
pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

8) BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah yang sekaligus
merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa
jabatan.

9) BAB 9 PENUTUP
Bab ini memuat telaah singkat kesimpulan dokumen RPJMD.
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BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab dua ini menyajikan gambaran tentang kondisi umum daerah Kota Bengkulu sebagai bagian
dari proses perencanaan. Kondisi umum Kota Bengkulu dianalisis melalui empat aspek, yaitu: (1) aspek
geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4)
aspek daya saing daerah. Penjelasan empat aspek tersebut disajikan berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Sub-bagian ini memberikan gambaran umum Kota Bengkulu dilihat dari aspek geografi dan
demografi. Kedua aspek tersebut disampaikan secara sistematis mulai dari karakteristik lokasi dan
wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi. Gambaran
aspek geografi dan demografi Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah di Kota Bengkulu dapat dilihat dari beberapa hal meliputi: letak
dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Penjabaran kondisi tersebut
dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.
2..1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Secara historis, Kota Bengkulu merupakan Ibukota Provinsi Bengkulu yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Batas wilayah Kota
Bengkulu juga diperbaharaui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2013
tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Bengkulu dengan
Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah yang mencapai 15.197,91
Ha. Secara administrasi, batas wilayah Kota Bengkulu terdiri dari:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Indonesia;
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Sumber: RTRW Kota Bengkulu Tahun 2012-2032

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Kota Bengkulu

Kota Bengkulu telah mengalami pemekaran wilayah, sebelum pemekaran memiliki 4
kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Teluk Segara, dan Muara Bangka Hulu. Pada
tahun 2008, wilayah Kota Bengkulu bertambah 5 kecamatan yaitu Kampung Melayu, Ratu Agung, Ratu
Samban, Singaran Pati dan Sungai Serut sehingga jumlah Kecamatan Kota Bengkulu menjadi 9
kecamatan dengan wilayah kecamatan di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

No Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%)
1 Selebar 4.066,94 26,75
2 Kampung Melayu 4.507,49 29,66
3 Gading Cempaka 1.003,28 6,60
4 Ratu Agung 745,57 4,90
5 Ratu Samban 299,5 1,92
6 Singaran Pati 1.098,52 7,22
7 Teluk Segara 260,6 1,80
8 Sungai Serut 874,4 5,75
9 Muara Bangka Hulu 2.341,65 15,40

Kota Bengkulu 15.197,91 100,00
Sumber: Hasil Perhitungan Arc Gis 2017 sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2013 dan Permendagri 52 Tahun 2013
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Kecamatan dengan wilayah terluas merupakan Kecamatan Kampung Melayu yakni mencapai
4.507,49 Ha atau 29,66 persen dari luas total Kota Bengkulu. Sedangkan Kecamatan dengan luas
wilayah terkecil yaitu Kecamatan Teluk Segara yakni sekitar 260,6 Ha atau 1,80 persen dari luas total
Kota Bengkulu. Pembagian wilayah berdasarkan kecamatan dan kelurahan dapat dilihat sebagai
berikut:

Tabel 2. 2

Pembagian Wilayah Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

No Kecamatan
Jumlah

Kelurahan
Kelurahan

1 Selebar 6 Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Sukarami,
Sumur Dewa

2 Kampung
Melayu

6 Kandang, Kandang Mas, Muara Dua, Padang Serai,
Sumber Jaya, Teluk Sepang

3 Gading
Cempaka

5 Cempaka Permai, Jalan Gedang, Lingkar Barat, Padang
Harapan, Sidomulyo

4 Ratu Agung 8 Kebun Beler, Kebun Kenanga, Kebun Tebeng, Lempuing,
Nusa Indah, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Tanah
Patah

5 Ratu
Samban

9 Anggut Atas, Anggut Bawah, Anggut Dalam, Belakang
Pondok, Kebun Dahri, Kebun Geran, Padang Jati,
Pengantungan, Penurunan

6 Singaran
Pati

6 Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang
Nangka, Panorama, Timur Indah

7 Teluk Segara 13 Bajak, Berkas, Jitra, Kampung Bali, Kebun Keling, Kebun
Roos, Malabero, Pasar Baru, Pasar Melintang, Pintu Batu,
Pondok Besi, Sumur Meleleh, Tengah Padang

8 Sungai Serut 7 Kampung Kelawi, Pasar Bengkulu, Semarang, Suka
Merindu, Surabaya, Tanjung Agung, Tanjung Jaya

9 Muara
Bangka Hulu

7 Bentiring, Bentiring Permai, Beringin Raya, Kandang Limun,
Pematang Gubernur, Rawa Makmur, Rawa Makmur Permai

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2018,data diolah

Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Kecamatan Teluk Segara memiliki
jumlah kelurahan terbanyak yaitu sejumlah 13 kelurahan. Sementara itu, jumlah kelurahan paling sedikit
terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu sejumlah 5 kelurahan.
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2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
Posisi Kota Bengkulu secara astronomis terletak di antara garis koordinat 3°45’-3°59’ Lintang

Selatan dan 102°14’-102°22’ Bujur Timur. Sedangkan posisi Kota Bengkulu secara geografis terletak di
pesisir barat pulau Sumatera. Jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota kelurahan di Kota
Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kota di Kota Bengkulu

No Kecamatan Ibukota Kecamatan
Jarak ke Ibukota
Bengkulu (km)

1 Selebar Pagar Dewa 8,4

2 Kampung Melayu Padang Serai 13,0

3 Gading Cempaka Jalan Gedang 5,0

4 Ratu Agung Nusa Indah 1,7

5 Ratu Samban Penurunan 1,6

6 Singaran Pati Dusun Besar 4,0

7 Teluk Segara Jitra 1,5

8 Sungai Serut Surabaya 6,5

9 Muara Bangka Hulu Pematang Gubernur 4,7
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2018

Jarak antara ibukota kecamatan dengan Ibukota Kota Bengkulu berkisar antara 1 hingga 13
km. Ibukota kecamatan terjauh dengan Ibukota Kota Bengkulu adalah Kecamatan Kampung Melayu
yaitu Padang Serai yang mencapai 13 km. Jarak paling dekat antara ibukota kecamatan dengan
ibukota Kota Bengkulu adalah Ibukota Kecamatan Teluk Segara yaitu Jitra yang hanya berjarak 1,5 km.

2.1.1.3 Geologi
Wilayah Kota Bengkulu secara umum tersusun oleh endapan permukaan (surfifal deposits)

berumur kuarter, batuan sendimen dan gunung api (sendimentary and volcanic rocks), dan batuan
terobosan berumur tersier. Batuan berumuran tersier dan kuarter didapat dari pembagian umur batuan
berdasarkan ilmu geologi. Batuan tersier terbentuk dari 37-38 juta tahun yang lalu dan batuan kuarter
terbentuk dari 0,01-1,8 juta tahun yang lalu.

Kondisi permukaan wilayah Kota Bengkulu dapat dijelaskan dengan penggunaan urutan
stratigrafi. Stratigrafi merupakan studi mengenai sejarah, komposisi, umur relatif, distribusi perlapisan
tanah, dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah Bumi. Urutan stratigrafi dari
batuan termuda sampai tertua di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
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a. Undak Aluvium. Batuan ini merupakan endapan permukaan termuda, berumur holosen kuarter
yang tersusun oleh pasir, lanau, lempung dan kerikil yang dibentuk oleh endapan sungai, pantai
dan rawa. Batuan holosen kuarter terbentuk dari 0,01 juta tahun yang lalu. Endapan ini
penyebarannya hampir di seluruh Kota Bengkulu, mulai dari bagian utara hingga bagian selatan,
namun tidak mencapai batas kota di sebelah timur, dengan luas sekitar 62,8 persen.

b. Aluvium. Batuan ini berumur holosen kuarter yang tersusun oleh bongkah, kerikil, pasir, lanau
dan lumpur. Endapan permukaan ini penyebarannya hanya pada sebagian wilayah Kecamatan
Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut dan Kecamatan Singaran Pati (seluruh kawasan
Danau Dendam Tak Sudah)dengan luasan berkisar 15 persen.

c. Endapan Rawa. Endapan permukaan yang berumur holosen kuarter ini tersusun oleh pasir,
lanau dan lumpur dengan sisa tumbuhan. Penyebarannya hanya terdapat pada bagian Utara
Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Singaran Pati, dengan luas total sekitar 3 persen.

d. Batu Gamping Terumbu Karang. Endapan permukaan yang berumur plistosen kuarter ini
tersusun oleh batu gamping terumbu. Batuan plistosen kuarter terbentuk dari 1,8 juta tahun yang
lalu. Penyebarannya sporadis pada beberapa kecamatan, umumnya berbatasan langsung
dengan laut, yaitu Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Ratu Samban, dan Kecamatan
Ratu Agung.

e. Formasi Bintuhan. Batuan ini merupakan batuan sendimen dan gunung api yang diduga
berumur plistosen kuarter dan tersusun oleh konglomerat aneka bahan, breksi, batu gamping
terumbu, batu lempung tufan, berbatu apung, kayu terkesikan. Umumnya terdapat di bagian
Timur Kecamatan Muara Bangkahulu.

f. Andesit. Andesit merupakan batuan terobosan, yang diduga berumur pliosen tersier.
Penyebarannya di Kota Bengkulu umumnya di Kecamatan Selebar.

2.1.1.4 Hidrologi
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah yang berfungsi untuk menampung,

mengalirkan air dan membentuk sistem aliran air. Kota Bengkulu dilewati oleh 4 DAS, yaitu: DAS
Bengkulu, DAS Nelas, DAS Sungai Hitam, dan DAS Pulai Baai. Kondisi DAS di Kota Bengkulu
dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Daerah Aliran Sungai di Kota Bengkulu Tahun 2017

No
Daerah Aliran

Sungai
Luas DAS
(hektar/ha)

Kabupaten/Kota yang dilalui

1 Bengkulu 50.202,71 Bengkulu Tengah Kepahiang Bengkulu
2 Nelas 49.164,96 Bengkulu Tengah Kepahiang Bengkulu Seluma
3 Sungai Hitam 7.858,69 Bengkulu Tengah Bengkulu
4 Pulai Baai 6,93 Bengkulu

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2018
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Sistem jaringan sumber daya air Kota Bengkulu terdiri dari wilayah sungai, danau, dan air
permukaan. Sungai-sungai di wilayah Kota Bengkulu termasuk dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS)
Kanal-Alas-Talo, yang mempunyai 35 sungai, dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) sekitar
6.884,3 km2. Beberapa sungai di Kota Bengkulu adalah: Sungai Air Bengkulu, Sungai Air Jenggalu,
Sungai Air Riak, Sugai Air Babatan, Sungai Air Betungan, Sungai Air Muara, Sungai Air Riak, Sungai
Air Lempuing, dan Sungai Air Sepang yang merupakan Sub DAS Air Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki
Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) dengan luas genangan sekitar 70 hektar (Ha). Berdasarkan data
Dari Dinas Pangan dan Pertanian, Danau Dendam Tak Sudah ini merupakan sumber air irigasi dengan
areal sawah di wilayah Kecamatan Singaran Pati seluas 269 Ha.

1.5.1.1

Sumber: Dokumentasi Tim Peneliti PPKK Fisipol UGM 2018

Gambar 2. 2
Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) di Kota Bengkulu

2.1.1.5 Klimatologi
Kondisi iklim Kota Bengkulu tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara berkisar antara 23

derajat Celsius (°C) hingga 32°C. Detail mengenai kondisi iklim Kota Bengkulu dapat ditunjukkan
sebagai berikut:
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Tabel 2. 5

Kondisi Iklim Kota Bengkulu per Bulan Tahun 2017

No Bulan
Curah

Hujan (mm)
Suhu Udara
Maks (°C)

Suhu Udara
Min (°C)

Suhu Udara
Rata-Rata (°C)

Kelembapan
Udara (%)

Kecepatan
Angin (knot)

Penyinaran
Matahari (%)

1 Januari 376 29,6 23,9 26,1 85 4,0 42

2 Februari 477 30,1 23,6 26,2 87 4,0 54

3 Maret 322 30,9 24,0 27,0 83 4,0 67

4 April 330 32,1 24,9 27,7 85 4,0 69

5 Mei 238 31,6 24,8 27,5 84 4,0 73

6 Juni 211 31,5 24,3 27,1 82 3,0 68

7 Juli 98 31,4 24,0 27,0 83 4,0 73

8 Agustus 317 31,3 23,9 26,8 83 4,0 68

9 September 480 31,2 24,2 26,8 85 4,0 72

10 Oktober 343 30,9 24,1 26,9 83 4,0 69

11 November 324 30,3 24,4 26,8 84 4,0 54

12 Desember 402 29,7 24,0 26,4 85 4,0 57
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2018

Mm : milimeter
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Curah hujan bulanan di Kota Bengkulu pada tahun 2017 berkisar antara 98–480 milimeter (mm)
dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September dan curah hujan terendah terjadi pada bulan
Juli. Kondisi tersebut diikuti dengan temperatur suhu udara yang bervariasi mulai dari 23°C–32°C.
Rata-rata suhu udara maksimum di Kota Bengkulu mencapai 30,88°C, sedangkan rata-rata suhu
minimum mencapai 24,18°C. Kelembapan udara maksimum di Kota Bengkulu terjadi pada bulan
Februari, sedangkan kelembapan udara minimum terjadi pada bulan Juni. Kecepatan angin rata-rata
mencapai 4 knot, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada bulan Juni yang mencapai 3 knot.
Lama penyinaran matahari di Kota Bengkulu berkisar antara 42–73 persen.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan
Perkembangan dan kemajuan pembangunan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan.

Perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan
terbangun dan non-terbangun. Penggunaan lahan pada wilayah Kota Bengkulu dijabarkan sebagai
berikut:

Tabel 2. 6
Penggunaan Lahan di Kota Bengkulu

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Km²) Persentase (%)

A. Lahan Non-Terbangun

1. Belukar Rawa 3,20 2,11

2. Cagar Alam 5,57 3,67

3. Danau 0,56 0,37

4. Hutan Pantai 1,13 0,74

5. Kebun Campuran 20,41 13,45

6. Lahan Terbuka 9,25 6,10

7. Lapangan Golf 0,46 0,32

8. Pemakaman 0,60 0,40

9. Sawah 8,96 5,91

10. Semak Belukar 27,28 17,89

11. Sungai 1,65 1,09

12. Taman Wisata Alam 9,28 6,12

13. Tambak Ikan 10,61 6,99

14. Tempat Wisata 0,17 0,11

JUMLAH 99,13 65,34
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No. Jenis Penggunaan Lahan Luas (Km²) Persentase (%)

B. Lahan Terbangun

1. Asrama Haji 0,12 0,08

2. Bandar Udara 2,40 1,58

3. Pasar 0,08 0,05

4. Pelabuhan 3,98 2,62

5. Perdagangan 2,25 1,48

6. Perkantoran 0,94 0,62

7. Pertamina 0,04 0,03

8. Perumahan 40,62 26,77

9. Rumah Sakit 0,16 0,11

10. Pendidikan 2,00 1,32

JUMLAH 52,59 34,66

TOTAL (Lahan Terbangun dan Lahan Non-
Terbangun)

151.72 100,00

Sumber: RTRW Kota Bengkulu Tahun 2012-2032

Komposisi antara lahan terbangun dan tidak terbangun hampir sama. Lahan terbangun memiliki
luas 52,59 km² (34,66 persen) dan sisanya merupakan lahan non terbangun, umumnya berupa kebun
campuran dan semak belukar. Lahan terbangun dimanfaatkan sebagai lahan perumahan, perdagangan
dan perkantoran. Wilayah perumahan yang mencapai luas 40,62 km², umumnya tersebar merata di
seluruh kecamatan, dan hanya sebagian kecil pada Kecamatan Kampung Melayu. Wilayah
perdagangan dan perkantoran tersebar sporadis pada beberapa kecamatan yang lebih berorientasi
pada pusat kota, yaitu Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu
Agung, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Gading Cempaka, dengan luas keseluruhan sekitar
3,19 km².

Lahan non-terbangun merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan pada masa
mendatang. Jenis penggunaan lahan non-terbangun cukup mendominasi di Kota Bengkulu adalah
kebun campuran dengan luas 20,41 km² dan semak belukar dengan luas 27,28 km². Kebun campuran
dan semak belukar menyebar merata di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Teluk Segara dan
Kecamatan Ratu Samban.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah di Kota Bengkulu dapat dikategori berdasarkan pola ruang. Pola

ruang merupakan distribusi peruntukan ruang pada suatu wilayah. Pola ruang berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu 2012-
2032 terdiri dari dua macam yaitu: Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
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2.1.2.1. Kawasan Lindung
Kawasan lindung berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi 4 kawasan yaitu: kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang
terbuka hijau kota, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Penjabaran kawasan lindung dapat dilihat
sebagai berikut:
1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kota Bengkulu
terdiri dari kawasan resapan air. Kota Bengkulu tidak memiliki kawasan hutan lindung maupun
kawasan gambut. Kawasan resapan air berfungsi untuk meresapkan air hujan dan sumber air.
Kawasan resapan air di Kota Bengkulu terdapat di Kecamatan Singaran Pati dengan luas 545 ha.

2. Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat di Kota Bengkulu terdiri empat kawasan, yaitu: sempadan
(batas) danau, sempadan jaringan transmisi tenaga listrik, sempadan pantai dan sempadan
sungai.
a. Kawasan Sempadan Danau

Kawasan sempadan danau di Kota Bengkulu mencapai 18,65 hektar. Kawasan tersebut
adalah Sempadan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singaran Pati dengan
sempadan mencapai 50 meter dari tepi danau.

b. Kawasan Sempadan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Kawasan jaringan transmisi tenaga listrik di Kota Bengkulu mencapai 42 hektar. Kawasan
tersebut adalah sempadan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan
Sungai Serut dengan sempadan mencapai 32 meter dihitung dari titik tengah jaringan
tenaga listrik.

c. Kawasan Sempadan Pantai
Kawasan sempadan pantai memiliki luas sekitar 880 hektar. Kawasan tersebut meliputi
beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara,
Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, dan
Kecamatan Kampung Melayu.

d. Kawasan Sempadan Sungai
Kawasan sempadan sungai di Kota Bengkulu terdiri dari tiga kawasan yaitu sempadan
sungai bertanggul, sempadan sungai tidak bertanggul dan sempadan sungai yang berada
di kawasan perumahan. Sempadan sungai bertanggul memiliki lebar sempadan 25 meter
dari kaki tanggul terluar yang terletak di Sungai Air Bengkulu Kecamatan Muara
Bangkahulu dan Kecamatan Sungi Serut. Sempadan sungai tidak bertanggul memiliki lebar
sempadan  50 meter dari tepi sungai yang terletak di Sungai Jenggalu, Kecamatan
Kampung Melayu, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Ratu Agung. Sempadan
sungai yang berada pada kawasan perumahan memiliki lebar sempadan  10 meter terletak
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di sungai dan anak sungai di beberapa kecamatan meliputi: Kecamatan Sungai Serut,
Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban,
Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Selebar,
Kecamatan Singaran Pati, dan Kecamatan Teluk Segara.

3. Ruang Terbuka Hijau Kota
Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bengkulu terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
RTH publik di Kota Bengkulu merupakan kawasan dengan luas sekitar 3.087 Ha atau 20,35
persen dari luas wilayah Kota. RTH Publik Kota Bengkulu terdiri dari beberapa lokasi
diantaranya:
a. Taman Kota dengan luas  24 ha terdapat di Kecamatan Singaran Pati dan Kecamatan

Teluk Segara;
b. Taman persimpangan jalan dengan luas  0,3 ha terdapat di Kecamatan Muara

Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung,
Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati,
Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu;

c. Taman lingkungan dengan luas  148 ha tersebar di Kecamatan Muara Bangkahulu,
Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan
Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan
Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu;

d. RTH sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), sungai, pantai, danau dan Kereta
Api dengan luas  1.896 hektar terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan
Sungai Serut, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu
Agung, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan
Kampung Melayu;

e. RTH pada jalur hijau jalan dengan luas  107 hektar tersebar di Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung,
Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati,
Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu;

f. Hutan Kota dengan luas  294 hektar terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu dan
Kecamatan Selebar;

g. Pemakaman umum dan swasta dengan luas  50 hektar yang terletak di Kecamatan Muara
Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung,
Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati,
Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Kampung Melayu;

h. Sabuk Hijau Cagar Alam dengan luas  503 hektar yang terdapat di Kecamatan Singaran
Pati dan Kecamatan Sungai Serut;
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i. Sabuk Hijau Taman Wisata Alam dengan luas  65 hektar yang terletak di Kecamatan Ratu
Agung, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Kampung Melayu.

RTH privat di Kota Bengkulu memiliki luas 1.582 Ha atau 10,4 persen dari luas wilayah
Kota. RTH privat terdiri dari beberapa kawasan meliputi:
a. RTH pekarangan rumah tinggal seluas  632 ha;
b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas 143 ha;
c. RTH kawasan peruntukan pariwisata seluas  105 ha;
d. RTH kawasan peruntukan industri seluas  40 ha;
e. RTH kawasan peruntukan perkantoran seluas  169 ha;
f. RTH kawasan peruntukan lainnya seperti kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan,

peribadatan, pelabuhan dan terminal, serta TPA dengan luas 493 ha.

4. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
Kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari beberapa kawasan yaitu: kawasan cagar

alam Danau Dusun Besar dengan luas  545 hektar di Kecamatan Singaran Pati; Taman Wisata Alam
Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas  967,2 Ha di Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan
Kampung Melayu; Kawasan Kampung Cina, Benteng Marlborough dan Tapak Paderi dengan dengan
luas 5,2 hektar terletak di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara; Kawasan Persada Bung
Karno dengan luas 2,01 hektar terletak di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Teluk Segara; Kawasan
Taman Makam Sentot Ali Basyah dengan luas 0,7 hektar di Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara;
Kawasan Masjid Jamik dengan luas 0,75 hektar terletak di Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk
Segara, dan Kawasan Wisata Tabot memiliki luas 3,46 hektar terletak di Kelurahan Kebun Tebeng
Kecamatan Ratu Agung.

Gambar 2. 3
Benteng Fort Marlborough di Kota Bengkulu
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2.1.2.2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
sumber daya buatan. Berdasarkan RT/RW Kota Bengkulu Tahun 2012-2032, kawasan
budidaya di Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan di Kota Bengkulu terdiri dari kawasan peruntukan
perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah. Kawasan
peruntukan perumahan kepadatan tinggi memiliki luas  2.854,47 ha. Kawasan
peruntukan perumahan kepadatan sedang memiliki luas  2.924,61 ha. Sementara itu,
kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah memiliki luas  1.054,91 ha.

2. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kota Bengkulu terdiri dari pasar
tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pasar tradisional memiliki luas 7,52
hektar meliputi wilayah Kelurahan Lingkar Timur, Kelurahan Bentiring, Kelurahan Padang
Serai, Kelurahan Pagar Dewa, dan Kelurahan Malabero. Pusat perbelanjaan memiliki
luas 895,22 hektar. Toko modern memiliki luas  8,51 hektar yang terletak di Kelurahan
Belakang Pondok dan Kelurahan Penurunan.

3. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran terdiri dari kawasan perkantoran pemerintahan dan
kawasan perkantoran swasta. Kawasan perkantoran pemerintahan memiliki luas 84,68
ha yang terdiri atas kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan kota dan kawasan
perkantoran pemerintahan propinsi dan pusat.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri kecil dan mikro, industri menengah,
industri besar. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terletak di seluruh Kelurahan
dalam Kota. Kawasan peruntukan industri menengah memiliki luas 410,27 ha, terletak
Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu dan Kelurahan Betungan di
Kecamatan Selebar. Kawasan peruntukan industri besar memiliki luas 243,46 ha yang
terletak di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu.

5. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kota Bengkulu terdiri dari kawasan pariwisata budaya,
pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata budaya memiliki luas 7,95
hektar terdiri dari Kawasan Kampung Cina di Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk
Segara; kawasan Benteng Marlborough dan Tapak Paderi di Kelurahan Kebun Keling,
Kecamatan Teluk Segara; Kawasan Persada Bung Karno di Kelurahan Anggut Atas
Kecamatan Ratu Samban; Kawasan Taman Makam Sentot Ali Basyah di Kelurahan
Bajak Kecamatan Teluk Segara; Kawasan Masjid Jamik di Kelurahan Pintu Batu
Kecamatan Teluk Segara; Kawasan Wisata Tabot di Kelurahan Tebeng Kecamatan Ratu
Agung, dan kawasan Wisata Rumah Ibu Fatmawati Kelurahan Penurunan.
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Gambar 2. 4
Rumah Ibu Fatmawati Soekarno

Kawasan pariwisata alam memiliki luas sekitar 148,46 hektar yang terdiri dari wisata
alam sepanjang Pesisir Pantai Kota Bengkulu meliputi Kecamatan Muara Bangka Hulu,
Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Ratu Samban,
Kacamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Kampung
Melayu; Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan
Singaran Pati; dan Pulau Tikus dengan luas mencapai 2 hektar. Pariwisata buatan
seluas  6,26 hektar meliputi Kawasan wisata Bahari di Jalan Pariwisata Kelurahan
Malabero Kecamatan Teluk Segara.

6. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang Terbuka Non Hijau memiliki luas 17,7 ha yang terdiri dari pusat kegiatan olahraga
di Kecamatan Ratu Samban, stadion olahraga di Jalan Cendana, Kelurahan Sawah
Lebar, Kecamatan Ratu Agung, dan lapangan parkir di Jalan Pariwisata, Kelurahan
Penurunan, Kecamatan Ratu Samban.

7. Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana terdiri dari evakuasi bencana banjir dan evakuasi bencana
tsunami. Ruang evakuasi bencana banjir meliputi gedung sekolah dasar di Kelurahan
Tanjung Jaya, gedung sekolah menengah pertama dan gedung kantor pemerintah kota
di Kelurahan Semarang, dan gedung sekolah menengah pertama di Kelurahan Rawa
Makmur Permai. Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi kampus Universitas
Bengkulu, Kantor Lurah Kampung Kelawi, Lapangan Merdeka, Masjid At–Taqwa,
Simpang Empat Pantai, SMK N 2 Kota Bengkulu, Lapangan Sepak Bola Kemuning, Balai
Buntar, Lapangan Pagar Dewa, Lapangan Pesantren Pancasila, Terminal Betungan,
Simpang Empat Nakau, Komplek perkantoran, dan Kompleks STQ Air Sebakul Kota
Bengkulu.
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8. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Formal
Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal berdasarkan RTRW Kota Bengkulu
Tahun 2012-2032 ditetapkan di kawasan Pasar Brokoto di Kelurahan Malabero
Kecamatan Teluk Segara, di sepanjang koridor Jalan Soeprapto Kecamatan Ratu
Samban, dan Jalan K.Z. Abidin 2, Jalan Pariwisata Kelurahan Berkas.

9. Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi
Kawasan peruntukan pendidikan tinggi terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu
meliputi beberapa lokasi yaitu: Kelurahan Beringin Raya dan Kelurahan Kandang Limun
yang memiliki luas 131,2 hektar; Kecamatan Selebar meliputi Kelurahan Pagar Dewa
dengan luas 120,79 hektar; dan Kawasan pendidikan tinggi swasta di Kecamatan Teluk
Segara yang meliputi Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebun Ros seluas 0,84
hektar.

10. Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari kawasan untuk tanaman pangan, holtikultura,
perkebunan, dan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan di Kota Bengkulu
memiliki luas 820,41 hektar. Kawasan peruntukan holtikultura terletak di Kelurahan
Tanah Patah dan Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung. Kawasan peruntukan
perkebunan terdapat di wilayah Kecamatan Kampung Melayu, Kecamatan Selebar, dan
Kecamatan Muara Bangkahulu, sedangkan Kawasan Peruntukan Peternakan terdapat di
wilayah Kecamatan Kampung Melayu dan Kecamatan Muara Bangkahulu.

11. Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap,
perikanan budidaya dan pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan
peruntukan perikanan tangkap terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut (perikanan
laut), dengan jalur penangkapan ikan dengan batas 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut dan
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap meliputi TPI Pulau Baii.
Kawasan peruntukan perikanan budidaya memiliki luas 262,87 hektar terdiri atas
kawasan perikanan budi daya air tawar, kawasan perikanan budi daya air payau, dan
sarana dan prasarana perikanan budidaya. Kawasan peruntukan pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan terdiri atas pengolahan hasil perikanan meliputi pengolahan
ikan dan kawasan pemasaran hasil perikanan.

12. Kawasan Peruntukan Pertanahan dan Keamanan Negara
Kawasan pertahanan dan keamanan negara memiliki luas 39,54 hektar terdiri atas
Komando resort militer, Kompleks Kompi Senapan B Yonif 144/Jaya Yudha, Lanal,
Kompleks Brigade Mobil Polri dan Polda.
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2.1.2.3. Kawasan Rawan Bencana
Pemerintah Kota Bengkulu mengidentifikasi dua ( 2) potensi bencana di Kota Bengkulu yaitu:

bencana tsunami dan banjir. Berdasarkan RTRW Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu telah
mengidentifikasi kawasan rawan bencana yang tersebar di beberapa wilayah dengan deskripsi sebagai
berikut:
a. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bengkulu meliputi kawasan sepanjang pantai di
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan
Ratu agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Kampung
Melayu.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir
Kawasan rawan bencana banjir di Kota Bengkulu meliputi Kelurahan Tanjung Agung dan
Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut, sebagian Kelurahan Rawa Makmur dan
Kelurahan Rawa Makmur Permai serta sebagian Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara
Bangkahulu.

2.1.3. Demografi
Subbab demografi juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan suatu daerah.

Subbab demografi mendiskripsikan ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan jumlah
penduduk dalam kurun waktu tertentu. Penyajian data demografi Kota Bengkulu dijabarkan sebagai
berikut:
2.1.3.1. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bengkulu mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Jumlah penduduk Kota Bengkulu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama 5
tahun terakhir sebesar 3,03 persen per tahun.

Tabel 2. 7

Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2012-2016
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Penduduk 319.098 334.529 342.876 351.298 359.488 368.065

Laju Pertumbuhan (%) 4,84 2,50 2,46 2,33 2,38

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2019

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Bengkulu dari tahun 2012 hingga 2017 mengalami
peningkatan sebesar 48.967 jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 hingga
2017 terus mengalami penurunan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,9 persen.
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2.1.3.2 Struktur Penduduk
Struktur penduduk merupakan komposisi penduduk dari suatu daerah yang dikelompokkan

pada kriteria-kriteria tertentu. Analisis struktur penduduk di Kota Bengkulu didasarkan pada kriteria
struktur umur, jenis kelamin, dan agama. Struktur penduduk Kota Bengkulu berdasarkan struktur umur
dan jenis kelamin ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 2. 1
Struktur Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2017

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Komposisi penduduk Kota Bengkulu berdasarkan jenis kelamin menunjukkan grafik yang
seimbang. Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk
Kota Bengkulu merupakan kelompok umur muda, didominasi usia 20 hingga 24 tahun. Kondisi tersebut
ditunjukkan dengan bentuk piramida penduduk Kota Bengkulu yang termasuk dalam kategori ekspansif
(piramida penduduk muda). Capaian ini mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan
pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif
besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sedangkan puncak piramida yang menciut tajam
menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua.
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2.1.3.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menggambarkan
sebaran penduduk di suatu daerah. Gambaran
distribusi penduduk penting untuk mengetahui
daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Persebaran penduduk Kota Bengkulu saat ini
masih belum merata. Konsentrasi penduduk
terbesar Kota Bengkulu berada di Kecamatan
Selebar yang merupakan pusat permukiman
penduduk sedangkan wilayah terpadat adalah

Kecamatan Ratu Samban yang merupakan wilayah pelayanan, perdagangan dan pendidikan.
Konsentrasi penduduk paling banyak setelah Kecamatan Selebar terdapat di Kecamatan Ratu
Agung, Kecamatan Gading Cempaka, dan Kecamatan Teluk Segara. Kecamatan yang memiliki
distribusi penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Selebar. Kepadatan penduduk
Kota Bengkulu berdasarkan kecamatan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8
1.5.1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu

1.5.1.3 Tahun 2017

Sumber: BPS Kota Bengkulu,2019

No Kecamatan Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk

(jiwa/km2)

1 Selebar                   71,681                            1,546

2 Kampung Melayu                   41,484                            1,793

3 Gading Cempaka                   44,170                            3,063

4 Ratu Agung                   50,746                            4,605

5 Ratu Samban                   25,370                            8,933

6 Singaran Pati                   42,064                            2,913

7 Teluk Sagara                   23,313                            8,447

8 Sungai Serut                   23,990                            1,773

9 Muara Bengkahalu                   45,247                            1,952

         368,065                            2,426Kota Bengkulu

Grafik 2. 2

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota
Bengkulu Tahun 2017
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Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Selebar, Ratu Agung dan Muara
Bangkahulu. Jumlah penduduk di ketiga kecamatan tersebut lebih banyak dibanding dengan jumlah
penduduk di kecamatan lain. Konsentrasi penduduk umumnya mengikuti pusat pertumbuhan dan pusat
pemerintahan. Jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Teluk Segara dengan tingkat
kepadatan penduduk tertinggi kedua sebesar 8.447 jiwa/km2.

Sumber: RTRW Kota Bengkulu Tahun 2012-2032
Gambar 2. 5

Peta Kepadatan Penduduk Kota Bengkulu

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Subbab ini mendeskripsikan aspek kesejahteraan rakyat yang terfokus pada tiga hal yaitu:

fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan
olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menyajikan deskripsi kondisi ekonomi makro
daerah Kota Bengkulu. Kondisi perekonomian difokuskan pada empat poin penting yaitu jumlah Produk
Domestik Regional Bruto (PRDB), struktur ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per
kapita. Keempat poin tersebut merupakan unsur penting pembangunan ekonomi makro di Kota
Bengkulu.

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk

mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan
jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.
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PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai
tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun
tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan
sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan
digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan
ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui
perubahan harga dengan menghitungdeflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit
merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDRB berfungsi untuk mengukur produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian
dalam selang waktu tertentu. PDRB memiliki dua basis perhitungan yaitu: pertama, PDRB atas dasar

harga berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
pada tahun berjalan; kedua, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang menunjukkan nilai tambah barang dan
jasa tersebut dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Kedua basis perhitungan PDRB tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan
penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan. PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Kota Bengkulu dalam kurun waktu empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 3
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu

Tahun 2013-2016 (dalam jutaan rupiah)

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

Kota Bengkulu memiliki nilai PDRB yang relatif tinggi dan terus mengalami peningkatan selama
empat tahun terakhir. PDRB Kota Bengkulu tahun 2013 dihitung berdasarkan harga berlaku berada
pada kisaran 12,7 triliun dan naik sebesar 51,41 persen menjadi 19,2 triliun pada tahun 2017. Kondisi
perekonomian tersebut bisa dikategorikan kondusif bagi aktifitas produksi sehingga mampu mendorong
tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu. Data nilai PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku (PDRB ADHB) di Kota Bengkulu per kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. 9
PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2017 (juta rupiah)

Kabupaten / Kota
PDRB ADHB

2014 2015 2016 2017
Bengkulu Selatan 3.611.181 4.024.796 4.431.860 4.863.254
Rejang Lebong 5.931.321 6.579.959 7.261.645 7.935.668
Bengkulu Utara 5.163.513 5.725.717 6.353.624 6.960.991
Kaur 2.202.177 2.456.962 2.715.110 2.960.342
Seluma 2.882.619 3.186.477 3.502.086 3.840.998
Mukomuko 3.208.336 3.568.250 3.950.325 4.326.562
Lebong 2.088.198 2.330.643 2.593.898 2.854.019
Kepahiang 2.639.202 2.952.974 3.284.503 3.639.334
Bengkulu Tengah 2.947.947 3.264.425 3.559.073 3.871.706
Kota Bengkulu 14.236.811 15.815.855 17.510.870 19.244.915

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2018

Kota Bengkulu merupakan wilayah administrasi dengan PDRB tertinggi di Provinsi Bengkulu
yang mencapai 19,2 triliun pada tahun 2017. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bengkulu terus
mengalami kenaikan sejak tahun 2014, dari 14,2 juta menjadi 179,2 juta pada tahun 2017. Pertumbuhan
PDRB juga dinilai menggunakan harga konstan. Berikut adalah pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Atas
Harga Konstan:

Grafik 2. 4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu, Tahun 2014-2017 (%)

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

Pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu Atas Harga Konstan mengalami fluktuasi. Penurunan
terjadi pada tahun 2015 dan 2017. Faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB
Kota Bengkulu adalah pertumbuhan PDRB sektor potensial, seperti pertumbuhan PDRB perikanan,
perdagangan, perindustrian dan jasa. Pada periode ke depan sektor pariwisata akan digunakan untuk
meningkatkan pertumbuhan PDRB Kota Bengkulu. Data nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB
ADHK) di Kota Bengkulu per Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. 10
PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2014–2017 (juta rupiah)

Kabupaten / Kota
PDRB ADHB

2014 2015 2016 2017

Bengkulu Selatan 2.825.965 2.971.310 3.129.350 3.286.074

Rejang Lebong 4.755.015 4.999.992 5.263.524 5.526.582

Bengkulu Utara 4.091.949 4.299.371 4.514.802 4.740.732

Kaur 1.767.847 1.855.586 1.954.628 2.054.594

Seluma 2.274.124 2.372.338 2.491.301 2.616.060

Mukomuko 2.571.338 2.716.895 2.875.715 3.020.480

Lebong 1.662.639 1.745.574 1.836.452 1.930.869

Kepahiang 2.170.023 2.294.150 2.425.826 2.550.158

Bengkulu Tengah 2.264.214 2.377.706 2.497.557 2.622.762

Kota Bengkulu 11.627.451 12.327.034 13.087.565 13.824.884
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

2.2.1.2. Struktur Ekonomi Wilayah
Nilai PDRB Kota Bengkulu dapat dilihat dari struktur penopangnya dengan menampilkan data

kontribusi dari tiap sektor. Penopang PDRB Kota Bengkulu pada tahun 2017 terdiri dari 15 sektor.
Kondisi struktur ekonomi di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 5
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (persen), 2017

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018
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Grafik 2. 6

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstant Menurut
Lapangan Usaha di Kota Bengkulu (persen), 2017

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

Struktur perekonomian wilayah di Kota Bengkulu dilihat dari sektor lapangan usaha
berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku yang memberikan distribusi persentase (kontribusi) terbesar
adalah Perdagangan dan transportasi yaitu sebesar 20,18 persen dan 17,58 persen dari total PDRB
ADHB. Sedangkan bila dilihat dari distribusi PDRB Berdasarkan Harga Konstan sektor lapangan usaha
yang memberikan kontribusi terbesar Sektor penyediaan akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,11
persen diikuti oleh sektor Perdagangan sebesar 8,39 persen. PDRB Kota Bengkulu juga dibentuk oleh
konstribusi sektor-sektor jasa perusahaan, komunikasi dan informasi, administrasi pemerintahan yang
menghasilkan nilai produksi sekitar 6-7 persen. Struktur ekonomi Kota Bengkulu relatif stabil karena
bertumpu pada sektor-sektor strategis non-tambang.
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Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 menurut Lapangan Usaha

diKota Bengkulu Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,53 1,24 3,59 3.45
B Pertambangan dan Penggalian 2,49 0,97 1,64 -0.44
C Industri Pengolahan 5,11 3,80 4,51 4.20
D Pengadaan Listrik dan Gas 17,70 -3,61 19,35 7.41
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang
1,63 1,58 0,19 3.76

F Konstruksi 6,02 3,86 6,39 3.90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor
6,69 6,79 8,30 8.39

H Transportasi dan Pergudangan 6,02 6,64 5,27 4,75
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,51 8,42 10,54 10,11
J Informasi dan Komunikasi 7,43 6,58 7,17 8,04
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,21 3,15 4,51 -0,82
L Real Estat 6,78 5,94 5,27 4,34
M,N Jasa Perusahaan 5,99 7,30 6,74 6,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib
6,02 7,93 5,02 5,01

P Jasa Pendidikan 8,10 8,00 5,18 4,01
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,68 8,44 9,35 9,55
R,S,T,U Jasa lainnya 7,47 8,36 9,42 12,28

PDRB 6,12 6,02 6,17 5,64
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

Potensi ekonomi Kota Bengkulu bila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 menurut lapangan usaha yang bertumbuh baik adalah sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum dimana laju pertumbuhannya mencapai sebesar 10,11 persen yang diikuti dengan
laju pertumbuhan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,55 persen. Laju pertumbuhan sektor
penyediaan akomodasi dan Makan Minum ini menunjukan arah pengembangan sektor ekonomi Kota
Bengkulu yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada jasa akomodasi yaitu jasa
penginapan dan restoran yang tentunya mengarah pada kegiatan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
yang mulai berkembang di Kota Bengkulu. Sedangkan bila kita lihat dari PDRB atas dasar harga
berlaku, dimana pada tahun 2017, perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh Kategori
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 20,18%
Selain dominan, kategori ini juga meningkat peranannya dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
17,58%. Peranan kategori ini lebih ditopang oleh perdagangan besar dan eceran selain perdagangan
mobil, sepeda motor atau reparasi mobil dan sepeda motor. Kegiatan ini mencakup kegiatan jual beli
barang dan jasa, baik yang bersifat formal maupun informal. Hal ini terlihat dari munculnya gerai
minimarket modern yang semakin menjamur di Kota Bengkulu. Usaha perdagangan non-formal seperti
warung dan kaki lima juga tumbuh di Kota Bengkulu.
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Tabel 2.12
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha

di Kota Bengkulu Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,88 8,43 8,03 7,74
B Pertambangan dan Penggalian 0,17 0,16 0,15 0,14
C Industri Pengolahan 3,98 3,79 3,67 3,57
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,09 0,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang
0,26 0,25 0,24 0,25

F Konstruksi 4,82 4,75 4,77 4,73
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor
19,55 19,27 19,83 20,18

H Transportasi dan Pergudangan 16,62 17,05 17,28 17,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,76 1,87 1,98 2,03
J Informasi dan Komunikasi 7,30 7,18 7,07 7,08
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,52 5,34 5,19 4,94
L Real Estat 5,34 5,33 5,19 5,09
M,N Jasa Perusahaan 6,19 6,46 6,49 6,60
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib
7,33 7,61 7,57 7,55

P Jasa Pendidikan 8,98 9,05 8,93 8,71
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,21 2,33 2,42 2,51
R,S,T,U Jasa lainnya 1,03 1,05 1,09 1,20

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

2.2.1.3. Laju Inflasi
Kekuatan ekonomi sebuah daerah umumnya dinilai menggunakan indikator laju inflasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlalu berarti jika inflasi di daerah tersebut berada pada angka
yang tinggi. Berikut adalah data mengenai laju inflasi di Kota Bengkulu tahun 2015 hingga 2017:

Grafik 2.7.
Perbandingan Inflasi Bulanan Kota Bengkulu Tahun 2015-2017

Sumber: BPS Kota Bengkulu Tahun 2018
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Laju inflasi pada tahun 2017 lebih stabil jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015. Pada
tahun 2017 inflasi tertinggi umumnya terjadi pada bulan januari dan desember. Berbeda dengan tahun
2015, inflasi tertinggi Kota Bengkulu justru terjadi pada bulan agustus hingga september, sedangkan
pada tahun 2016, laju inflasi tertinggi justru terjadi pada bulan juli. Tingginya laju inflasi di Kota
Bengkulu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap barang pokok dan penting.

2.2.1.4. PDRB per kapita
Kondisi real kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat ditunjukkan melalui PDRB per

kapita. PRDB per kapita merupakan hasil pembagian antara jumlah total PDRB per bulan dengan
jumlah wilayah di daerah tertentu. Capaian PDRB per kapita per bulan di Kota Bengkulu adalah sebagai
berikut:

Grafik 2. 8
PDRB Per Kapita Per Bulan Kota Bengkulu, 2013-2016 (juta rupiah)

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2017

Pendapatan masyarakat di Kota Bengkulu semakin meningkat dalam kurun waktu 2013-2016.
PDRB per kapita per bulan di Kota Bengkulu mengalami peningkatan yang relatif baik dari 3,1 juta
rupiah pada tahun 2013 menjadi 4 juta rupiah pada tahun 2016. Namun demikian, nilai PDRB per kapita
per bulan tersebut belum secara riil menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat Kota Bengkulu.

2.2.1.5. Indeks Gini
Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah gini ratio yang nilainya berkisar antara

0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio berati menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Ratio
di Kota Bengkulu periode 2012–2018 terus mengalami fluktuasi. Mulai tahun 2015, Gini Ratio Kota
Bengkulu mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukan bahwa selama periode tahun 2013–2018
terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kota Bengkulu.
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Grafik 2. 9
Perkembangan Gini Ratio Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2019

Pada bulan Maret 2018, Kota Bengkulu adalah salah satu daerah yang memiliki Gini Ratio
diatas capaian provinsi, disusul dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini berarti, walaupun telah
terjadi perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Bengkulu. Gini Ratio Kota Bengkulu
masuk pada kategori sedang dimana untuk kategori sedang range Gini Ratio 0,3 <GR<0,5.

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2019

Rasio gini Kota Bengkulu di atas rata-rata Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu. Peningkatan
pemerataan pendapatan melalui mekanisme penurunan pengangguran terbuka dapat menjadi salah
satu alternatif yang harus diperhatikan dalam menurunkan rasio gini Kota Bengkulu. Rasio gini juga
terkait dengan kontribusi masing-masing sektor potensial terhadap perekonomian daerah. Optimalisasi
kontribusi sektor potensial yang diikuti oleh penembahan serapan lapangan kerja dapat menurunkan
indeks gini.
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Grafik 2. 10
Perbandingan Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018
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2.2.1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi memberi gambaran tentang pertumbuhan produksi maupun

pengeluaran masyarakat suatu wilayah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya
terkait dengan pertumbuhan PDRB masing-masing sektor potensial, namun juga terkait dengan faktor
tenaga kerja dan lingkungan hidup sebagai faktor pendukung. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu
dijabarkan sebagai berikut:

Grafik 2. 11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu (%), 2013-2017

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2018

Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tahun 2013-2017 berkisar pada angka 6 persen. Kota
Bengkulu mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017. Capaian tersebut merupakan
capaian tertinggi di Provinsi Bengkulu dan jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi
Bengkulu yang mencapai nilai 5,3 persen (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2017). Angka
tersebut dapat dimaknai bahwa secara umum kondisi perekonomian Kota Bengkulu merupakan yang
terbaik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Provinsi Bengkulu. Sektor
penyumpang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah perdagangan dan transportasi.

2.2.1.7. Tingkat Kemiskinan
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu,
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah
garis kemiskinan. Berikut adalah perkembangan kemiskinan di Kota Bengkulu tahun 2005 hingga 2017:

Tabel 2. 11
Perkembangan Kemiskinan di Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018

Kemiskinan 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin 72,4 69,54 74,26 74,05 70,16 70,44
Kemiskinan Kota Bengkulu (%) 21,51 20,16 21,14 20,72 19,18 18,82
Kemiskinan Provinsi Bengkulu (%) Per Maret 17,75 17,09 17,88 17,32 16,45 15,43
Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2019

5,78 5,48 5,14 5,14 4,996,09 6,12 6,02 6,17 5,64
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Persentase kemiskinan di Kota Bengkulu cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2013
sampai 2018, peningkatan terjadi pada tahun 2015 namun kembali mengalami penurunan pada tahun
2016 sampai dengan 2018. Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu masih lebih tinggi bila dibandingkan
dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu dimana di Tahun 2015 tingkat kemiskinan Provinsi
Bengkulu sebesar 17,75 persen turun sebesar 2,32 persen  menjadi 15,43 persen di Tahun 2018
sedangkan tingkat kemiskinan Kota Bengkulu dari 21,51 persen di tahun 2013 turun sebesar 2,69
persen menjadi 18,82 persen di tahun 2018. Secara jelas, perkembangan kemiskinan di Kota Bengkulu
dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 62

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2018

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2019

Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang
hidup dibawah garis kemiskinan yang mencapai Rp. 642.314,- pada Maret 2018. Selain itu, penduduk
miskin di Kota Bengkulu berada semakin jauh dari garis kemiskinan yang dapat dilihat dari
meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan yang mencapai 4,53 pada Maret 2018. Di sisi lain,
kesenjangan antara penduduk miskin juga semakin melebar yang ditandai dengan semakin
meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan yang mencapai 1,38 pada Maret 2018.  Secara rinci,
komponen kemiskinan di Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
Perkembangan Komponen Kemiskinan di Kota Bengkulu Tahun 2016 – 2018

Komponen Satuan 2016 2017 2018

Tingkat Kemiskinan (P0) % 20,72 19,18 18,82

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) % 4,11 4,69 4,53

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) % 1,22 1,55 1,38

Garis Kemiskinan Rp. 535.893 584.265 642.314
Sumber: Data Per Maret 2018, BPS Kota Bengkulu, 2019
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Grafik 2. 73
Perkembangan IPM di Kota Bengkulu Tahun 2010 - 2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur aspek kesejahteraan

masyarakat suatu daerah. Pada konteks Kota Bengkulu, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial
dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi: Indeks Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf,
Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Usia Harapan Hidup, dan Rasio Penduduk
yang bekerja.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging

people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy

life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan
hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang
diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka
kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui
indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah
rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan
Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan
oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas
daya beli (purchasing power parity).

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2017
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IPM Kota Bengkulu kurun waktu 2010 – 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Pada tahun 2010, IPM Kota Bengkulu tercatat sebesar 74,92 dan meningkat menjadi 78,82
pada tahun 2017. Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada kurun waktu 2016–2017 yang mencapai 1,13
persen. Dengan capaian tersebut, IPM Kota Bengkulu selalu masuk dala kategori daerah dengan IPM
tinggi selama tahun 2010–2017.

2.2.2.2. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan untuk

mengetahui sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH merupakan
proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Tingkat
melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar memberi kemanfaatan bagi
sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dan
melanjutkan pembelajaran. Pada konteks Kota Bengkulu, capaian AMH disajikan dalam bentuk grafik
sebagai berikut:

Grafik 2. 14

Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2012-2017, BPS Pusat 2012-2016, Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota

Bengkulu 2018

Selama periode lima tahun, AMH Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan meskipun
mengalami sedikit fluktuasi dalam waktu tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, Angka Melek Huruf di
Kota Bengkulu lebih tinggi dibandingkan dengan capaian AMH Provinsi Bengkulu dan rata-rata AMH
tingkat nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat literasi masyarakat Kota Bengkulu
sudah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata masyarakat Provinsi Bengkulu dan rata-rata nasional.
Namun demikian, angka tersebut belum menyentuh angka 100 persen sehingga masih menyisakan
persoalan yang harus segera dibenahi karena masih terdapat penduduk yang buta huruf.
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2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Akses terhadap layanan pendidikan juga dapat diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur akses pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15
tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Tingginya angka RLS
menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diikuti oleh seseorang. Semakin tinggi angka
RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Capaian RLS di Kota Bengkulu
disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 15
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013-2017 (tahun)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2013-2017, BPS Pusat 2013-2017

Selama lima tahun terakhir, RLS Kota Bengkulu meningkat secara konsisten meskipun tidak
secara signifikan. Pada tahun 2013, capaian RLS hanya mencapai 11,17 tahun dan hanya meningkat
sebesar 0,40 pada tahun 2017. Meskipun demikian, capaian tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian RLS Provinsi Bengkulu dan Nasional. Namun, penyelenggaraan pendidikan formal di
Kota Bengkulu masih terdapat belum mampu menuntaskan standar minimal wajib belajar 9 tahun. Hal
tersebut menggambarkan masih belum optimalnya layanan pendidikan dalam memberikan pelayanan
yang komprehensif bagi seluruh penduduk usia sekolah di Kota Bengkulu.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni
Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk

pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada
kelompok umur tersebut. Fungsi dari APM adalah untuk mengukur daya serap sistem pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah. Capaian APM Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
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Grafik 2. 86

Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Tahun 2012-2017 (%)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2012-2016, BPS Pusat 2012-2017

Capaian APM SD dan APM SMP Kota Bengkulu menunjukkan capaian yang baik. Pada tahun
2017, capaian APM SD dan APM SMP Kota Bengkulu masih berada di bawah rata-rata capaian
Nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa akses masyarakat Kota Bengkulu terhadap
pelayanan pendidikan SD dan SMP belum maksimal Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peserta
didik golongan usia SMP atau lulusan SD dari Kota Bengkulu tidak melanjutkan sekolah SMP di Kota
Bengkulu. Hal tersebut dapat disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan kurangnya cara
pandang orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

2.2.2.5. Usia Harapan Hidup
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama dari aspek kesehatan. UHH merupakan salah satu
indikator penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Tingginya UHH menunjukkan adanya
peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, UHH yang rendah
menjadi pertanda menurunnya kualitas kehidupan masyarakat. Perkembangan UHH Kota Bengkulu
ditunjukkan pada grafik berikut:
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Grafik 2. 97

Perkembangan UHH Kota Bengkulu 2013-2017 (tahun)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017

Selama lima tahun terakhir dari 2012 hingga 2016, UHH Kota Bengkulu mengalami kenaikan
meskipun tidak signifikan. Secara umum, selama lima tahun, UHH Kota Bengkulu cenderung stagnan
dan masih jauh di bahwa UHH tingkat Nasional. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih tinggi
dibandingkan UHH Provinsi Bengkulu. Artinya, capaian UHH Kota Bengkulu masih lebih baik jika
dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Bengkulu.

2.2.2.6. Rasio penduduk yang bekerja
Gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat ditinjau dari indikator rasio

penduduknya yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup
penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan, tetapi sementara tidak
bekerja dan pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja menggambarkan hubungan antara angkatan
kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan
tenaga kerja. Pada konteks Kota Bengkulu, rasio penduduk yang bekerja ditunjukkan dalam grafik
berikut:
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Grafik 2. 18

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Bengkulu Tahun 2012-2016 (%)

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2012-2016, BPS Provinsi Bengkulu 2012-2016, BPS Pusat 20122016

Sebagian besar penduduk di Kota Bengkulu telah bekerja. Pada beberapa tahun terkahir, capaian rasio
penduduk yang bekerja di Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio penduduk
yang bekerja Kota Bengkulu mencapai 92,19 persen. Capaian tersebut masih lebih rendah dengan
capaian Provinsi Bengkulu dan nasional. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya lapangan
kerja yang tersedia di Kota Bengkulu.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Kesenian, kebudayaan, dan olahraga merupakan aset daerah yang harus dilestarikan.

Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya dan program
pengelolaan keragaman budaya. Pengelolaan kebudayaan daerah bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah serta nilai tradisional, dan
terjaganya fisik dan kandungan naskah kuno serta bahan pustaka.

Tabel 2. 13
Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

No Capaian Pembangunan 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk 49 49 49 52 55
2 Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk NA NA NA NA NA
3 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk NA NA NA NA NA
4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk NA NA NA NA NA
5 Jumlah Bahasa Daerah 1 1 1 1 1
6 Jumlah Budaya Yang Dilestarikan 95 95 95 95 95
7 Benda Situs 8 8 8 8 8
8 Cagar Budaya Yang Dilestarikan 16 16 16 16 16

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018
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Pada tahun 2013-2017, jumlah grup kesenian dan cagar budaya yang dilestarikan di Kota
Bengkulu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.  Kondisi ini mengindikasikan Kota
Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya pelestarian terhadap budaya lokal dan perlindungan
terhadap budaya lokal. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya
perlindungan terhadap berbagai bentuk kebudayaan lokal (tari-tarian, folklore, benda, situs), belum
optimalnya aspek regulasi perlindungan kebudayaan lokal, terbatasnya ketersediaan infrastruktur
pelindung kebudayaan lokal, belum optimalnya internalisasi kebudayaan lokal dalam kehidupan
masyarakat, belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal serta kurangnya
apresiasi terhadap kebudayaan lokal.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah

melalui pelayanan umum. Pelayanan umum merupakan jasa pelayanan, baik barang maupun jasa yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran kondisi pelayanan umum menunjukkan
permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayananan umum dalam mencapai tujuan
pembangunan. Penyajian penyelenggaraan pelayanan umum Kota Bengkulu difokuskan pada empat
jenis urusan yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib
bukan pelayanan dasar, (3) urusan pemerintahan pilihan, dan (4) urusan penunjang.

2.3.1.  Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan
pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan layanan publik yang bersifat
mendasar untuk memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan wajib pelayanan dasar
difokuskan pada bidang beberapa bidang diantaranya: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial
yang baik.

2.3.1.1.  Pendidikan
Pemerintah daerah berusaha menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih baik bagi

masyarakatnya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup individu
maupun kelompok masyarakat suatu daerah. Salah satu dimensi utama dalam pembangunan sektor
pendidikan adalah akses pendidikan. Pada konteks Kota Bengkulu, penyediaan akses pendidikan dapat
dilihat dari tiga indikator, yaitu: angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan harapan lama
sekolah.
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Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator akses yang menunjukkan tingkat partisipasi
penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya
tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.
Nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah
belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang
sesungguhnya.

Grafik 2. 19

Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat, SMP/Sederajat Tahun 2013-2016 (%)

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2014-2016, BPS Provinsi Bengkulu 2013-2016, BPS Pusat 2013-2016

Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan seluruh penduduk usia sekolah 7-15 tahun dapat
mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Capaian APK pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kota Bengkulu
mengalami tren fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, capaian APK SD
Kota Bengkulu dibandingkan dengan APK SD tingkat Nasional. Pada kondisi ini, pada level SD dan
SMP, APK Kota Bengkulu terlihat cukup baik meskipun mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun ke
belakang. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan olah berubahnya jumlah penduduk usia sekolah secara
cepat.

Perkembangan partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur termasuk bagian penting
dalam mengukur akses pendidikan suatu daerah. Partisipasi penduduk berdasarkan kelompok umur
dihitung dengan menggunakan indikator Angka Pertisipasi Sekolah (APS). APS merupakan indikator
yang mengukur proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap
penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang
lebih besar dalam mengakses pendidikan bagi kelompok umur.
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Grafik 2. 10
Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%)

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2014-2016, BPS Provinsi Bengkulu 2013-2016, BPS Pusat 2013-2016

Capaian APS SD dan APS SMP Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016,
capaian APS SD dan APS SMP Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di
Provinsi Bengkulu dan Nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan
pendidikan bagi seluruh kelompok umur di Kota Bengkulu membuka peluang yang lebih besar dalam
mengakses pendidikan bagi kelompok umur.

Indikator lain yang juga bisa digunakan sebagai ukuran berhasilnya peyelenggaraan pendidikan
adalah angka kelulusan siswa. Angka kelulusan siswa merupakan persentase siswa yang lulus ujian
akhir dibandingkan jumlah siswa pada awal tahun ajaran pendidikan. Angka kelulusan siswa tingkat SD,
SMP, dan SMA di Kota Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2. 11

Angka Kelulusan Siswa berbagai Jenjang Pendidikan di Kota Bengkulu, 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, 2018
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Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan siswa tingkat SD dan SMP sudah baik yaitu
di angka 98-99 persen meski belum 100 persen. Di satu sisi, angka kelulusan tersebut menunjukkan
bahwa layanan pendidikan (jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota) di
Kota Bengkulu sudah sangat baik meski belum bisa dikatakan optimal. Oleh karena itu, kelulusan siswa
harus menjadi perhatian pemerintah agar tingkat kelulusan bisa ditingkatkan.

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengukur capaian sektor pendidikan dari sisi
dampak adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah
(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Indikator ini mengukur seberapa jauh suatu pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan sehingga berpengaruh terhadap lamanya harapan lama sekolah penduduk
usia sekolah. Angka HLS Kota Bengkulu dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2. 122
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bengkulu 2013–2017 (tahun)

Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2018

Berdasarkan trend perkembangan selama lima tahun, HLS Kota Bengkulu terus mengalami
peningkatan yang cukup signifikan terutama dalam waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Pemerintah Kota Bengkulu mampu memperbaiki akses terhadap layanan pendidikan bagi
penduduk usia sekolah. Indikator ini juga menjadi tolok ukur semakin membaiknya ketersediaan sarana
dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

2.3.1.2.  Kesehatan
Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi tinggi kesejahteraan
masyarakat di daerah tersebut. Kondisi riil kesehatan penting untuk dijelaskan agar didapat gambaran
yang proporsional dari dua dimensi yaitu dimensi kualitas dan dimensi akses. Dimensi akses menjadi
sebab dari dimensi kualitas kesehatan.
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Gambaran kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu dapat dilihat dari capaian dua
indikator yaitu tingkat kematian dan tingkat kesakitan masyarakat. Tingkat kematian ditunjukkan dari
angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBa). AKI
bermanfaat dalam rangka pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi kaum ibu,
khususnya pelayanan kehamilan. Tingginya AKI berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di suatu
daerah. Capaian AKI Kota Bengkulu disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 23
Angka Kematian Ibu per 100.000 Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018

Pada tahun 2013, AKI Kota Bengkulu mencapai 150 orang per 100.000 penduduk. Angka
tersebut turun sedikit pada tahun berikutnya sebelum meningkat menjadi 224,1 pada tahun 2015.
Dalam dua tahun terakhir, AKI Kota Bengkulu terus mengalami penurunan yang signifikan hingga
mencapai angka 59,42 per 100.000 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas kesehatan dari
sisi AKI di Kota Bengkulu masih rendah. Penyebab dari persoalan tersebut adalah penanganan yang
belum optimal, data terkait penyakit ibu hamil yang belum memadai, dan pendarahan.

Angka kematian ibu salah satunya disebabkan oleh pelayanan kehamilan yang belum
maksimal seperti ditunjukkan oleh cakupan kunjungan ibu hamil K4. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
merupakan cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar
paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Aspek tersebut digunakan untuk
melihat perkembangan jumlah ibu dalam mengakses layanan kesehatan khususnya layanan ibu hamil.
Semakin tinggi angka cakupan kunjungan ibu hamil, maka semakin menurun potensi kematian ibu
hami. Sebaliknya, semakin rendah cakupan kunjungan ibu hamil, maka semakin tinggi potensi kematian
ibu hamil.

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga professional untuk ibu hamil
selama masa kehamilannya, yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang
ditetapkan. Pelayanan antenatal merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu pada masa kehamilan
sekaligus upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun perinatal. Cakaupan
pelayanan kebidanan dibagi menjadi 3 indikator yaitu cakupqn pelayanan K1, K4 dan pemberian
vitamin zat besi bagi ibu hamil.
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Cakupan pelayanan K1 di Kota Bengkulu kurun waktu 2013 – 2017 meningkat. Pada tahun 2013,
persentase ibu hamil yang melakukan kunjungan K1 adalah 99,4% dan meningkat menjadi 100% pada
tahun 2016. Namun, kunjungan pemerikasaan kehamilan cenderung menurun pada kunjungan K4.
Tahun 2013, kunjungan K4 ibu hamil tercatat sebesar 92,3%, lebih rendah dari kunjungan K1 pada
tahun yang sama. Kunjungan K1 kemudian menurun menjadi 86,1% pada tahun 2017. Ini
menggambarkan kondisi bahwa semakin besar usia kandungan, kesadaran ibu hamil untuk melakukan
kunjungan K4 juga semakin rendah. Hal ini tentunya tidak baik bagi kesehatan ibu hamil dan janin yang
dikandung. Selain itu, cakupan pemberian vitamin zat besi kepada ibu hamil sudah mencapai 100%
pada tahun 2017.

Tabel 2. 14

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kehamilan di Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2016

Indikator 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhan
Jumlah Ibu Hamil 2.162 2.269 2.494 7.166

Jumlah Kunjungan K1 2.150 2.254 2.402 7.166

Jumlah Kunjungan K4 1.996 2.202 2.256 6.170

Jumlah yang mendapat Zat Besi 1.996 2.208 2.256 7.166

Cakupan Pelayanan K1 (%) 99,4 99,3 96,3 100,0 0,19%

Cakupan Pelayanan K4 (%) 92,3 97,0 90,5 86,1 -2,30%
Cakupan Pemberian Zat Besi (%) 92,3 97,3 90,5 100,0 2,70%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2018

Selain pelayanan kunjunan K1, K4 dan pemberian vitamin zat besi, persentase ibu melahirkan
yang ditolong oleh tenaga medis juga terus meningkat. Pada tahun 2013, sebanyak 88,58% ibu
melahirkan dibantu oleh tenaga medis dan meningkat menjadi 94,39% pada tahun 2017.

Tabel 2. 15
Cakupan Pelayanan Melahirkan di Kota Bengkulu tahun 2013 – 2017(%)

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan
Cakupan Pelayanan Kelahiran
oleh Tenaga Kesehatan
kebidanan (%)

88,58 89,17 88,51 92,86 94,39 1,60%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2018

Tabel 2. 16
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013-2015 (%)

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Bengkulu 85,71 91,27 90,14 83,3 84,06
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018
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Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi
cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil
K4 belum optimal. Penyebab persoalan tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat terutama ibu
hamil terhadap pelayanan kesehatan modern. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan biaya
pemeriksaan menjadi hal lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan K4.

Selain AKI, kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Balita (AKBa). AKB merupakan indikator penting yang berfungsi untuk mencerminkan
keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat pada kelompok usia bayi. Sedangkan AKBa
merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur
yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Tingginya angka AKB dan AKBa
akan berdampak pada rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah. Capaian AKB dan AKBa Kota
Bengkulu disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 2. 25
Angka Kematian Bayi per 1000 penduduk Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018

Grafik 2. 26
Angka Kematian Balita per 1000 penduduk Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018
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Perkembangan AKB di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung
menurun. Sebaliknya, AKABa mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun keduanya
mengalami penurunan, tetapi dari sisi jumlah sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh layanan
kesehatan bayi dan balita yang belum maksimal karena cakupan kelurahan UCI (Universal Child

Immunitation) belum memadai. UCI merupakan gambaran suatu kelurahan/kelurahan dimana ≥ 80
persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kelurahan/kelurahan tersebut sudah mendapat
imunisasi dasar lengkap. Semakin tingginya angka cakupan kelurahan/kelurahan UCI, maka akan
berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak di suatu daerah.

Tabel 2. 17
Cakupan Kelurahan/Kelurahan UCI Tahun 2013-2015 (%)

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017

Kota Bengkulu 82,09 88,06 82,09 94,03 91,04
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018

Cakupan kelurahan yang telah menjalani UCI di Kota Bengkulu mengalami perkembangan yang
cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan kelurahan yang melaksanakan imunisasi
dasar secara lengkap di Kota Bengkulu sudah optimal.

Derajat kesehatan masyarakat juga ditunjukkan dari tingkat kesakitan masyarakat. Angka
kesakitan merupakan frekuensi penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu waktu
tertentu di satu kelompok masyarakat. Indikator ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan
masyarakat secara umum dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit
tertentu. Semakin tinggi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan maka semakin rendah derajat
kesehatan masyarakat tersebut. Kondisi capaian angka kesakitan Kota Bengkulu adalah sebagai
berikut:

Grafik 2. 27
Angka Kesakitan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018
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Angka kesakitan Kota Bengkulu bersifat fluktuatif. Meskipun mengalami penurunan pada tahun
2016, akan tetapi capaian tersebut kembali naik pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa tingkat kesakitan masyarakat masih tergolong tinggi. Jenis penyakit yang sering dialami
masyarakat Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 18
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Bengkulu, 2015-2016

No Jenis Penyakit
Jumlah Kasus

2015 2016
1 Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 53.506 60.794

2 Gastritis 13.882 17.655

3 Penyakit Infeksi Kulit 10.365 12.856

4 Radang Sendi 8.059 9.036

5 Diare 7.128 9.031

6 Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal 6.102 7.521

7 Kulit karena Infeksi 5.661 6.388

8 Kecelakaan dan Ruda Paksa 3.795 3.875

9 Tekanan Darah Tinggi 3.647 2.350

10 Gangguan Gigi dan Penyangga Lainnya 3.350 1.478
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2017

Penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kota
Bengkulu. Gastritis dan penyakit kulit infeksi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat. Secara umum,
masih tingginya angka kejadian beberapa penyakit disebabkan oleh pola hidup sehat yang belum dianut
oleh masyarakat.

Kualitas kesehatan masyarakat Kota Bengkulu secara umum masih perlu ditingkatkan. Dimensi
kualitas tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas akses kesehatan. Dimensi akses
kesehatan dapat dijelaskan berdasarkan aspek ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana
kesehatan. Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pencapaian akses dan kualitas kesehatan
masyarakat.

Aspek ketersediaan tenaga kesehatan ditunjukkan dari ketersediaan tenaga kesehatan yang
dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ketersediaan dokter per 1000 penduduk seringkali
dijadikan ukuran untuk melihat seberapa besar jangkauan tenaga kesehatan dalam melayani penduduk.
Pada konteks Kota Bengkulu, ketersediaan tenaga kesehatan dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2. 19
Jumlah Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 Penduduk Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Dokter 44 39 46 47 63

Tenaga Medis 227 211 245 119 122
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu 2018
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Rasio dokter terhadap 1.000 penduduk di Kota Bengkulu mengalami perkembangan yang
fluktuatif dan cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014, tetapi angkanya
kembali naik pada tahun 2015 hingga 2017. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dokter
per 1000 penduduk terus bertambah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jangkauan pelayanan
kesehatan. Namun demikian, ketersediaan tenaga medis justru mengalami penurunan selama lima
tahun terakhir dengan tingkat penurunan hampir 100 persen. Kondisi tersebut menjadi persoalan besar
bagi pelayanan medis masyarakat Kota Bengkulu.

Aspek sarana dan prasarana kesehatan juga termasuk unsur yang penting dalam
pembangunan sektor kesehatan. Ketersediaan sarana seperti rumah sakit turut mempengaruhi kinerja
dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Pada konteks Kota Bengkulu, capaian
ketersediaan sarana kesehatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 20
Rasio Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan per 1.000 Penduduk Tahun 2013-2017

Uraian
Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Rumah Sakit 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Puskesmas, Poliklinik, Pustu, Posyandu 0,84 0,84 28,15 75,59 0,82
Sumber: Profil kesehatan Provinsi Bengkulu 2013-2015

Rasio sarana dan prasarana kesehatan per 1.000 penduduk seperti rumah sakit di Kota
Bengkulu juga belum memadai. Rasio rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di Kota Bengkulu masih
lebih tinggi dibandingkan dengan rasio rumah sakit di Provinsi Bengkulu. Meskipun demikian, angkanya
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas
kesehatan berupa rumah sakit di Kota bengkulu belum terlalu memadai. Penurunan tersebut
disebabkan karena tidak adanya penambahan rumah sakit, namun pertumbuhan penduduk terus
meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, untuk indikator bidang kesehatan yang bersifat proses atau
upaya yang sudah dilakukan Pemkot Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Indikator Bidang Kesehatan Kota Bengkulu tahun 2013 - 2017

No Jenis Data
Tahun

Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017

1 Persentase Puskesmas
yang terakreditasi

0 0 0 20 25 5,74%

2 Persentase Puskesmas
Perawatan

15 15 15 15 15 0,00%

3 Prevalensi TBC per
100.000 penduduk

165,67 132,69 169,09 149,66 171,98 0,94%
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No Jenis Data
Tahun

Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017

4 Angka Kejadian DBD
per 100.00 penduduk

50,64 91,9 105,04 236,45 74,17 10,01%

5 Angka Kejadian Malaria
per 100.000 penduduk

0,88 0,31 0,27 0,4 0,07 -46,89%

6 Angka Kematian Balita 7,2 15,6 7,77 6,39 4,16 -12,82%
7 Angka Kesakitan 85,71 91,27 90,14 83,3 84,06 -0,48%
8 Cakupan Pelayanan

Nifas
85,71 91,27 89,27 83,26 96,9 3,12%

9 Cakupan Pemberian
MP-ASI

91,51 93,59 90,26 93,9 96,28 1,28%

10 Presentase bayi baru
lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir 0-28 hari

165,67 132,69 138,91 149,66 171,98 0,94%

11 Prevalensi HIV 37 30 44 57 74 18,92%
12 Pravelensi TBC 165,67 132,69 138,91 149,66 171,98 0,94%
13 Cakupan Penemuan

dan Penanganan DBD
50,64 91,9 105 236,4 74,17 10,01%

14 Persentase Orang
dengan TB mendapat
Pelayanan TB Sesuai
Standar

95,64 87,35 77,07 75 86,55 -2,47%

15 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Miskin Kota Bengkulu
Tahun 2012-2017

46,75 64,1 71,71 96,84 96,99 20,02%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa beberapa indikator kesehatan yang sifatnya proses
mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Angka kejadian DBD dan Malaria merupakan dua indikator
yang mengalami perbaikan hingga pada tahun 2017. Artinya, terjadi penurunan jumlah penderita DBD
dan Malaria secara signifikan. Di samping itu, meskipun penderita TBC bersifat fluktuatif dan cenderung
meningkat, tetapi persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar terus
mengalami perbaikan hingga tahun 2017. Demikian halnya dengan indikator cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Indikator
tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Bengkulu sudah menunjukkan hasil yang sangat
baik meskipun perlu dioptimalkan dalam beberapa tahun ke depan.
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2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kinerja pemerintah daerah di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat

dari beberapa sektor. Beberapa sektor yang termasuk dalam kategori urusan ini meliputi: jalan dan
jembatan, layanan air minum, bangunan dan penataan ruang, drainase serta kebencanaan. Analisis
capaian kinerja terhadap beberapa sektor tersebut dilihat dari aspek ketersediaan dan kualitas.
Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Kota Bengkulu pada periode 2012-2016 mengalami tren peningkatan.
Panjang jalan Kota Bengkulu pada tahun 2016 adalah 942,567 Km. Peningkatan secara signifikan
terjadi pada tahun 2013 sebesar 18,75 persen. Meskipun cenderung meningkat pada tahun-tahun
berikutnya, namun rata-rata peningkatan hanya sebesar 3,1 persen pada periode 2013-2016. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan ketersediaan jaringan jalan belum optimal. Kondisi
tersebut dipengaruhi oleh ketidakoptimalan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini
dapat terjadi karena database jalan dan jembatan yang belum memadai. Persoalan lain yaitu
ketersediaan sarana prasarana di ruas jalan masih belum merata, seperti ketersediaan
trotoar/pedestrian dan belum semua jalan dilengkapi dengan drainase sebagai salah satu upaya
untuk mengurangi kerusakan jalan. Selain itu, masih banyak ruas jalan yang belum memiliki papan
nama status.

Tabel 2. 22
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (km) Tahun 2012-2016

No. Kondisi Jalan
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016*
1. Baik 716,5 725,9 902,58 640,77 640.77
2. Sedang 50 213,45 47,65 231,09 231.09
3. Rusak Ringan 25,5 15,92 5,04 115,54 115.54
4. Rusak Berat 40 8,05 - - -
Total 800,7 952,27 955,72 987,40 987,40
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017 *Angka Sementara

Total panjang jalan berdasarkan kondisi pada periode 2012 dan 2016 mengalami fluktuasi.
Dalam kurun waktu tersebut, total panjang jalan dalam kondisi baik menurun 10,5 persen. Meskipun
sebagian besar jalan berada dalam kondisi baik dan sedang (88,2 persen) pada tahun 2016, namun
masih terdapat jalan dalam kondisi rusak yang mencapai 11,7 persen. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa kualitas jalan terbangun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum
optimalnya kualitas konstruksi jalan. Kondisi tersebut terjadi karena upaya rehabilitasi dan pemeliharaan
jaringan jalan yang belum optimal. Persoalan lain yang juga berpengaruh adalah belum optimalnya
upaya peningkatan kualitas jalan terbangun, baik jalan lingkungan maupun jalan kota.
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Tabel 2. 23
Proporsi Jalan Lingkungan dan Kota dalam Kondisi Baik (%) di Kota Bengkulu

Tahun 2013-2016

No. Uraian Tahun

2012 2013 2014 2015 2016*

1. Jalan Lingkungan 52,79 53,56 56,35 77,8 52,79

2. Jalan Kota 83,16 91,13 97,72 86,34 83,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi jalan lingkungan di Kota Bengkulu pada tahun 2012 hingga 2016 secara umum
menunjukan tren yang meningkat. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan proporsi jalan dalam
kondisi baik sebesar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jalan Lingkungan merupakan jalan
yang menghubungkan antar kelurahan/kelurahan atau pusat pemukiman dengan jarak dekat sehingga
peningkatan output tersebut mengindikasikan bahwa keterhubungan antar titik-titik tersebut sudah
semakin membaik. Proporsi jalan kota di Kota Bengkulu meningkat hingga tahun 2014, kemudian terus
mengalami penurunan hingga tahun 2016. Meskipun terjadi penurunan, namun capaian tersebut telah
mengindikasikan perbaikan kinerja, karena proporsi jalan dalam kondisi baik telah mencapai 83,16
persen atau 783,83 Km.

Tabel 2. 24
Panjang Berdasarkan Kelas Jalan (Km) di Kota Bengkulu Tahun 2016

No. Kelas Jalan Panjang Jalan

1. Kelas I-Arteri 62,56

2. Kelas II-Lokal 155,89

3. Kelas III-Lingkungan 768,95

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017

Sebagian besar panjang jalan di Kota Bengkulu pada tahun 2016 berada pada kelas jalan
lingkungan sebesar 768,95 km atau mencapai 77,8 persen. Proporsi panjang jalan lokal pada tahun
yang sama mencapai 15,79 persen atau 155,89 Km. Jalan lokal dapat dilalui oleh kendaraan dengan
kecepatan rata-rata sedang, sehingga sangat baik untuk menjadi infrastruktur jalan utama
kabupaten/kota. Sementara itu, pada tahun yang sama proporsi jalan arteri yang mampu menampung
kendaraan bermotor ukuran besar dan menghubungkan antar wilayah kabupaten/kota mencapai 6,34
persen atau 62,56 Km. Rendahnya proporsi jalan arteri mengindikasikan bahwa diperlukan
pembangunan dan pelebaran jalan, sehingga mengurangi kemacetan di Kota Bengkulu.
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Tabel 2. 25
Kondisi Jembatan di Kota Bengkulu Tahun 2017

No. Nama Jembatan
Tahun

2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Jembatan Air Babat Besar

Jembatan jl. Kalimantan Air Bengkulu

Jembatan Jl. Syamsul Bahrun Air Bengkulu

Jembatan Jl. Bentiring Air Bengkulu

Jembatan Jl. Pahlawan Air Bengkulu

Jembatan Air Sungai Hitam

Jembatan Wisata Pantai Panjang

Jembatan Air Pulau Baai

Jembatan Kuala alam

Jembatan Air Gedang

Jembatan Jalan Lokal

Jembatan Air Muara kurung

Jembatan Air Surabaya I

Jembatan Air Surabaya II

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sedang

Baik

Baik

Baik

Baik

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2017

Pada tahun 2017, Kota Bengkulu memiliki 14 buah jembatan yang tersebar di seluruh
kecamatan Kota Bengkulu. Sebagian besar jembatan di Kota Bengkulu atau sebesar 64,2 persen dari
total jembatan dalam kondisi baik. Sedangkan 35,7 persen sisanya dalam kondisi sedang, antara lain
Jembatan Air Sungai Hitam, Jembatan Jalan Lokal, Jembatan Air Muara Kurung, Jembatan Air
Surabaya I dan Jembatan Air Surabaya II. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, upaya rehabilitasi dan
pemeliharaan jembatan yang belum optimal.
Bangunan dan Penataan Ruang

Kondisi bangunan di Kota Bengkulu saat ini masih banyak yang tidak sesuai dengan standar
dan kualifikasi yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas bangunan di Kota
Bengkulu hingga saat ini masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh sistem pengawasan bangunan
yang belum optimal. Berikut jumlah bangunan Kota Bengkulu yang telah memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).
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Tabel 2. 26
Jumlah Perizinan yang diberikan terkait Penataan Ruang (Unit)

Di Kota Bengkulu Tahun 2013-2016

No Jenis Perizinan
Tahun

2013 2014 2015 2016

1
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB)

1.891 1.636 2.156 4.043

Sumber : Data DPM-PTSP Kota Bengkulu

Jumlah bangunan di Kota Bengkulu yang memiliki IMB mengalami tren yang fluktuatif dan
cenderung meningkat di setiap tahunnya. Penurunan jumlah bangunan yang memiliki IMB terjadi pada
tahun 2014. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014, namun rata-rata peningkatan IMB yang
dikeluarkan Pemerintah Kota Bengkulu hingga tahun 2016 mencapai 35,27 persen. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya tata ruang yang sesuai dengan aturan. Pemberian
pelayanan perizinan tata ruang yang belum optimal dan belum adanya penegakan hukum bagi
pelanggar pemanfaatan tata ruang menyebabkan tingginya pelanggaran tata ruang. Hal itu disebabkan
oleh upaya perencanaan dan pengendalian tata ruang yang belum optimal. Perencanaan dan
pengendalian tata ruang berupa RTRW, hingga saat ini masih dalam tahap revisi, sehingga dokumen
turunan dari RTRW belum tersusun.

Air Minum
Kinerja layanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang juga dapat dilihat dengan

memperhatikan kondisi penyelenggaraan layanan air bersih dan air minum. Pada periode 2012-2015,
jumlah pelanggan air minum di Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan sebesar 15 persen. Pada
tahun 2015, jumlah pelanggan sebesar 32.874 orang. Capaian tersebut mengindikasikan adanya
peningkatan sebesar 4,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 27
Jumlah Pelanggan Air Minum di Kota Bengkulu Tahun 2012-2015

No. Tahun Jumlah Pelanggan

1. 2012 28.598

2. 2013 30.301

3. 2014 31.577

4. 2015 32.874

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2. 28
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Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kota Bengkulu Tahun 2016 (%)
Sumber Air

Air Kemasan/Isi
Ulang

Leding Sumur
Bor/Pompa

Sumur/Mata Air
Terlindung

Sumur/Mata Air Tidak
terlindung

60,67 4,17 7,35 21,58 6,28

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, 2017

Sumber air minum utama masyarakat Kota Bengkulu pada tahun 2016 adalah air kemasan/isi
ulang, sebesar 60,67 persen dari total RT. Kondisi tersebut disebabkan karena air kemasan/isi ulang
memiliki kualitas yang paling baik dan saat ini relatif mudah didapat. Selain itu, akses air sumur/mata air
terlindung yang masih relatif mudah didapat menyebabkan sebagian masyarakat menggunakan sumber
air tersebut untuk minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu, jumlah masyarakat yang menggunakan
sumber air minum dari sumur bor/pompa relatif rendah, hanya 7,35 persen dari total RT. Sumber air
minum lain juga tidak terlalu diminati yaitu ledeng dan sumur/mata air tidak terlindung, masing-masing
sebesar 4,17 persen dan 6,28 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh kualitas air dari kedua sumber
tersebut belum terlalu baik sebagai air minum.

Tabel 2. 29
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Memasak, Mandi, Cuci

dan Lainnya di Kota Bengkulu Tahun 2016 (%)

Sumber Air

Air Kemasan/ Isi
Ulang

Leding Sumur
Bor/Pompa

Sumur/Mata Air
Terlindung

Sumur/Mata Air Tidak
terlindung

0,60 24,87 21,46 40,70 12,37

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, 2017

Sebagian besar masyarakat menggunakan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air
bersih, sebesar 40,70 persen dari total RT. Hal ini disebabkan karena sumber air tersebut mudah dibuat
dengan harga yang relatif terjangkau. Sumber air lain yang digunakan oleh sebagian masyarakat
adalah leding dan sumur bor/pompa masing-masing sebesar 24,87 persen dan 21,46 persen. Kedua
sumber tersebut masih relatif mudah dijangkau dengan kualitas air yang relatif baik. Sementara itu,
12,57 persen dari total RT menggunakan sumur/mata air tidak terlindung sebagai sumber air utama.
Jenis sumber air tersebut belum terlalu baik karena mudah terkontaminasi meskipun lebih mudah
dibuat/dijangkau dibandingkan sumber air lainnya. Penggunaan air kemasan yang relatif mahal
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membuat sumber air tersebut kurang diminati sehingga hanya 0,60 persen dari total RT yang
menggunakan sumber air tersebut sebagai sumber air utama.

Tabel 2. 30
Persentase Rumah Tangga Dengan Sambungan PDAM di Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

No Tahun Jumlah Jiwa
Jumlah

Pelanggan
Persentase

1 2013 334.529 28.047 SR 8,38 %

2 2014 342.876 28.758 SR 8,39 %

3 2015 351.298 30.054 SR 8,56 %

4 2016 359.488 29.897 SR 8,32 %

5 2017 367.678 30.963 SR 8,42 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah pelanggan air PDAM di Kota Bengkulu mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir. Jumlah pelanggan air PDAM terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai
angka 30.963 SR atau sebanyak 367.678 jiwa. Secara umum masyarakat Kota Bengkulu masih belum
mengoptimalkan penggunaan air PDAM. Kondisi tersebut dapat dilihat dari rata-rata persentase
pelanggan air PDAM di Kota Bengkulu dalam 5 tahun terakhir yang hanya mencapai 8,41 persen.
Rendahnya penggunaan air PDAM di Kota Bengkulu disebabkan oleh sebagian besar masyarakat lebih
memilih menggunakan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air bersih dengan harga yang relatif
terjangkau.

Tabel 2. 31
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi (%) di Kota Bengkulu Tahun 2013 - 2016

No. Uraian
Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1. Kota Bengkulu 8 % 10 % 51 % 63 % 80 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Masyarakat dengan sanitasi layak di Kota Bengkulu pada periode 2013 hingga 2017 terus
mengalami peningkatan. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2015, meningkat 41
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan
penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan
pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Fasilitas layanan sanitasi layak belum merata
di setiap perumahan dan pemukiman Kota Bengkulu. Kondisi ini perlu diperhatikan karena fasilitas
sanitasi sangat esensial untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kota Bengkulu.
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Grafik 2. 28
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik Kota Bengkulu Tahun 2013–2017 (%)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, 2018

Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota
Bengkulu selama periode tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tren yang meningkat. Rata-rata
pertumbuhan persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Bengkulu sebesar 4,65 persen setiap
tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, meningkat sebesar 8,85 persen dari tahun
sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan infrastruktur pengendali banjir
maupun longsor semakin meningkat. Namun saat ini drainase di Kota Bengkulu masih belum merata di
setiap kecamatan. Diperlukan peningkatan ketesediaan sistem drainase sehingga dapat mencegah
kelebihan air yang mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya banjir dan tanah longsor.

Grafik 2. 29

Luas Jaringan Irigasi Kota Bengkulu 2014–2017 (Ha)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, 2018
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Jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pertanian yang penting untuk menunjang
kebutuhan air pada lahan pertanian. Capaian pembangunan jaringan irigasi Kota Bengkulu selama
tahun 2014 hingga 2016 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 78,03
persen setiap tahunnya. Jaringan irigasi pada tahun 2016 meningkat hingga lebih dari 100 persen.
Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan luas drainase sebesar 22,78 persen dibanding tahun
sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jaringan irigasi Kota Bengkulu masih perlu ditingkatkan
guna meningkatkan produktivitas pertanian.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan yang penting dalam

proses pembangunan. Perumahan yang baik dan sehat turut menunjang kehidupan masyarakat. Salah
satu aspek penting dalam penyediaan infrastruktur perumahan rakyat dan permukiman adalah
ketersediaan rumah layak huni.

Tabel 2. 32
Rumah Tidak Layak Huni (Unit) di Kota Bengkulu Tahun 2013-2016

No. Jenis Permukaan Tahun

2013 2014 2015 2016

1. RTLH N/A N/A 144 125

Sumber: Data Dinasperkim Kota Bengkulu.

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bengkulu mengalami penurunan dalam
periode 2 tahun terakhir. Terdapat penurunan sebesar 19 unit RTLH, angka tersebut
merepresentasikan penurunan RTLH sebesar 13,19 persen. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang
positif, namun demikian capaian tersebut masih perlu untuk ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-
faktor penunjang seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan lingkungan
agar jumlah RTLH di Kota Bengkulu dapat terus ditekan.

Tabel 2. 33
Lokasi Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota Bengkulu Tahun 2017

No Kecamatan Kelurahan Luas Kawasan Kumuh
1. Singaran Pati 1. Panorama

2. Lingkar Timur
3. Padang Nangka
4. Dusun Besar

64,68
4,55

28,73
21,71

Ha
Ha
Ha
Ha
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No Kecamatan Kelurahan Luas Kawasan Kumuh
2. Kampung Melayu 1. Teluk Sepang

2. Padang Serai
3. Sumber Jaya
4. Kandang Mas
5. Kandang

10,90
53,71
41,92
19,40
18,41

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

3. Muara Bangkahulu 1. Pematang Gubernur
2. Beringin Raya
3. Bentiring
4. Bentiring Permai
5. Rawa Makmur
6. Rawa Makmur Permai
7. Kandang Limun

4,53
4,84
8,27

13,65
7,91

31,52
9,70

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

4. Ratu Agung 1. Sawah Lebar
2. Sawah Lebar Baru
3. Lempuing
4. Tanah Patah
5. Nusa Indah
6. Kebun Kenanga
7. Kebun Tebeng
8. Kebun Beler

56,19
40,82
29,74
12,55
13,78
31,44
19,03
11,89

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

5. Ratu Samban 1. Penurunan
2. Belakang Pondok
3. Pengantungan
4. Kebun Dahri
5. Kebun Geran

10,51
10,76
14,32
8,21
7,06

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

6. Selebar 1. Sumur Dewa
2. Betungan
3. Bumi Ayu
4. Pagar Dewa

16,30
52,80
25,71

129,90

Ha
Ha
Ha
Ha

7. Teluk Segara 1. Tengah Padang
2. Sumur Meleleh
3. Malabero
4. Kebun Keling
5. Kebun Ros
6. Berkas
7. Bajak
8. Pondok Besi
9. Pintu Batu

6,74
4,93
8,06
6,16
3,26

11,53
3,88
2,33
5,17

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

8. Sungai Serut 1. Kampung Kelawi
2. Sukamerindu
3. Pasar Bengkulu
4. Semarang
5. Tanjung Agung

15,63
26,34
3,77
5,43
5,33

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha

9. Gading Cempaka 1. Sidomulyo
2. Jalan Gedang

16,47
1,12

Ha
Ha

JUMLAH 961,59 Ha
Sumber : SK.Walikota No. 63 Tahun 2017
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Kawasan kumuh Kota Bengkulu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bengkulu.
Luasan kawasan kumuh di Kota Bengkulu pada tahun 2017 mencapai 961,59 Ha. Kecamatan yang
memiliki kawasan kumuh paling luas adalah kecamatan selebar, yaitu 224,71 Ha sedangkan kecamatan
yang memiliki luas kawasan kumuh paling sedikit adalah kecamatan Gading Cempaka yaitu 17,59 Ha.
Kelurahan Pagar Dewa di Kecamatan Selebar adalah salah satu Kelurahan yang memiliki luas kawasan
kumuh paling besar yaitu mencapai 129,90 Ha. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu
mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan dan
kesehatan bangunan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya fasilitas
pendukung perumahan seperti jalan lingkungan, akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kondisi wilayah yang aman dan tertib menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat yang

sejahtera. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah
strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa
aman dapat memberikan suasana kondusif bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas.
Dalam konteks ini, isu tindak kejahatan dan kriminalitas menjadi hal penting yang harus diselesaikan.
Pemerintah Kota Bengkulu juga memiliki salah satu harapan dalam delapan (8) tekat yaitu Bengkuluku
Aman. Angka kejahatan dan jumlah kejahatan yang diselesaikan di Kota Bengkulu disajikan dalam tabel
berikut:

Tabel 2. 34
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Jumlah kejahatan yang Diselesaikan

Tahun 2013-2016
No Rincian 2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan 1.228 1.011 2.048 2.445 2.516

2 Jumlah kejahatan yang
diselesaikan

591 523 616 674 694

3 Persentase Penyelesaian 48,12% 51,73% 30,00% 28.00% 2,758%
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2016 dan 2017

Berdasarkan jumlah laporan yang terhimpun, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir angka
kejahatan di Kota Bengkulu mengalami tren yang fluktuatif dan relatif meningkat. Peningkatan yang
paling signifikan terjadi pada tahun 2014 ke 2015 yaitu sebesar 102,57 persen. Rata-rata pertumbuhan
jumlah kejahatan yang dilaporkan setiap tahunnya mencapai 34,76 persen. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa tingkat kejahatan di Kota Bengkulu masih tinggi. Angka kejahatan di Kota Bengkulu yang cukup
tinggi menjadi salah satu fokus perhatian baik pemerintah maupun aparat keamanan.

Rata-rata penyelesaian kejahatan di Kota Bengkulu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir hanya
mencapai angka 39 persen. Persentase penyelesaian terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai
51,73 persen dan paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu mencapai 28 persen. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa angka penyelesaian tindak kejahatan di Kota Bengkulu masih sangat rendah.
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Tabel 2. 35
Jumlah Kejahatan setiap 10.000 Penduduk (%)

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2016 dan 2017

Jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan setiap 10.000 penduduk di Kota engkulu
mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013, sejumlah 1200 orang menjadi korban tindak
kejahatan, turun menjadi 1000 orang pada tahun 2014, meningkat menjadi 2000 orang pada tahun
2015 dan menjadi 2400 orang pada tahun 2016. Rata-rata jumlah kejahatan per 10.000 penduduk di
Kota Bengkulu sejak tahun 2013 sampai 2016 adalah 57.740 orang.

Keberadaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) di suatu wilayah menjadi sebuah hal
yang penting. Satlinmas memiliki beberapa tugas dan fungsi, diantaranya adalah membantu upaya
pertahanan negara, membantu penanggulangan bencana, membantu kegiatan pemilu, membantu
kegiatan sosial kemasyarakatan dan membantu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Kondisi jumlah satlinmas di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 36
Jumlah SATLINMAS di Kota Bengkulu Tahun 2013-2016 (orang)

Kota 2013 2014 2015 2016

Bengkulu 737 737 737 737
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2016 dan 2017

Jumlah Satlinmas di Kota Bengkulu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tidak mengalami
perubahan. Kondisi ini masih menjadi permasalahan mengingat banyaknya tindak kejahatan. Kondisi
tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya minat penduduk mendaftar menjadi tenaga satlinmas.

Upaya penciptaan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan tentram bukan hanya menjadi
tugas pemerintah, namun juga menjadi tugas masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan
membentuk dan mengaktifkan Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Poskamling). Kondisi jumlah
pelayanan poskamling di Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 37
Cakupan Pelayanan Poskamling di Kota Bengkulu Tahun 2014 – 2017

Indikator 2014 2015 2016 2017
Cakupan Pelayanan Poskamling 97,41 40,90 59,53 46,83

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, 2018

No Uraian 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Kejahatan per 10.000 Penduduk 0,12 0,10 0,20 0,24
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Cakupan pelayanan poskamling di Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016,
cakupan pelayanan poskamling di Kota Bengkulu mengalami penurunan. Pada tahun 2016, cakupan
pelayanan poskamling di Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014-2017, cakupan
pelayanan poskamling di Kota Bengkulu mengalami penurunan yang mencapai 52 persen. Kondisi
tersebut mengindikasikan belum optimalnya pelayanan poskamling di Kota Bengkulu.

Perkembangan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan umum juga
dapat dilihat melalui jumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan demonstrasi. Adanya
demonstrasi mengindikasikan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
termasuk perda yang dinilai merugikan masyarakat. Kondisi capaian pelanggaran Perda dan
demonstrasi di Kota Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 2. 38
Jumlah Pelanggaran Perda dan Demonstrasi Kota Bengkulu

Tahun 2013-2017 (kasus)

Jenis Data Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah pelanggaran Perda NA NA 15 22 12

Jumlah Demo NA NA 35 75 5

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Bengkulu, 2018

Kinerja pelanggaran perda pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami perkembangan yang
fluktuatif. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bengkulu menghadapi pelanggaran perda tertinggi yakni
mencapai 22 kasus pelanggaran perda. Pada tahun 2017, kinerja tersebut menurun 45 persen. Namun,
jumlah demo mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2015-2016, jumlah demo di Kota Bengkulu
mengalami pertumbuhan yakni mencapai 114,3 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan
ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bengkulu belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan
oleh lemahnya pengawasan penegakan Perda ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3 dan
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda.

Capaian pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban umum juga dapat ditinjau dari
penyelesaian kasus K3. Apabila kasus K3 semakin sedikit yang diselesaikan, maka kinerja sektor K3
dinilai belum optimal. Capaian penyelesaian kasus K3 di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 39
Jumlah Kasus Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) yang diselesaikan di Kota Bengkulu

Tahun 2015-2017
No Jenis Data Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Penyelesaian Kasus

Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman,
dan Keindahan (K3)

NA NA 85 105 154

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018
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Jumlah kasus K3 yang diselesaikan di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Jumlah
kasus K3 yang diselesaikan di Kota Bengkulu mengalami peningkatan 81,18 persen.  Capaian tersebut
merupakan hasil positif dari upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk menerapkan Peraturan Daerah
(Perda) No 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.
Namun, capaian tersebut dapat dinilai belum signifikan. Angka kasus K3 semakin meningkat tiap
tahunnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu masih mengalami
masalah tingginya kasus K3. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan
penegakan Perda K3 dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda tentang
pentingnya ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu.

Tingkat konflik sosial dapat mempengaruhi perkembangan K3. Sebab perkembangan hidup
manusia tidak lepas dari adanya konflik. Apabila konflik sosial meningkat, maka ketentraman dan
keamanan masyarakat menjadi terganggu. Capaian tingkat sosial di Kota Bengkulu adalah sebagai
berikut:

Grafik 2. 30
Tingkat Konflik Sosial di Kota Bengkulu Tahun 2015-2017 (kasus)

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Konflik sosial di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan yaitu mencapai 71,43 persen pada
periode tahun 2015-2017. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu mengalami
masalah masih lemahnya pencegahan terhadap gangguan keamanan. Kondisi tersebut dapat
disebabkan oleh belum optimalnya ruang mediasi/dialog antar kelompok masyarakat dan belum
maksimalnya sistem pengamanan berbasis komunitas seperti sistem deteksi dini konflik sosial.

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha mengurangi konflik masyarakat dengan membina
lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat (LSM/Ormas) sebagai mitra pemerintah.
Pembinaan kepada LSM/ormas menjadi penting untuk membantu pemerintah memberdayakan
masyarakat. Semakin tinggi tingkat pembinaan LSM/ormas, maka partisipasi sosial masyarakat dapat
meningkat. Capaian LSM/ormas yang dibina di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
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Grafik 2. 31

LSM/Ormas yang dibina di Kota Bengkulu Tahun 2016-2017 (%)

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Pembinaan LSM/ormas di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Capaian tersebut
menggambarkan Pemerintah Kota Bengkulu berusaha memenuhi amanat dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pembinaan LSM/ormas dilakukan untuk
meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ormas. Pembinaan dilakukan atas dasar
menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ormas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.3.1.6. Sosial
Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan

dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Pemerintah Kota Bengkulu juga memiliki salah satu harapan dalam delapan (8)
tekat yaitu Bengkuluku Peduli. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak
atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS). Kondisi PMKS di Kota Bengkulu dapat dipaparkan melalui beberapa indikator yaitu:
jumlah PMKS, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar,
persentase PMKS yang ditangani, dan persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan
sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya.

Tabel 2. 40
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bengkulu

Tahun 2014-2017 (orang)
Jenis Masalah 2014 2015 2016 2017

Lanjut Usia Terlantar 208 210 217 225

Anak Cacat 110 115 120 145

Penyandang Cacat/Disabilitas 231 332 345 360

Anak Jalanan 11 25 26 33

Anak Berhadapan Dengan Hukum 15 16 18 30
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Anak Terlantar 13 25 533 571

Pekerja Seks Komersil 122 140 145 162

Eks. Narapidana 120 150 180 220

Keluarga Miskin 15.469 15.469 15.469 16.629

Wanita Rawan Sosial Ekonomi 317 350 377 385

Korban Bencana Alam 13 9 8 14

Korban Bencana Sosial 21 12 16 14

Jumlah 16650 16853 17454 18788
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2017

Jumlah PMKS di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Jenis PMKS terbesar di Kota
Bengkulu adalah keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar. Kondisi
tersebut menggambarkan bahwa Kota Bengkulu mengalami permasalahan tinggi penduduk PMKS.
Kondisi ini disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan
masalah sosial, belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan,
belum optimalnya jumlah dan kompetensi pekerja sosial, rendahnya kuantitas lembaga sosial, belum
optimalnya penanganan dan pemberian bantuan lanjut usia terlantar, rendahnya pendapatan PMKS,
belum optimalnya pembinaan kepada anak cacat, dan penyandang disabilitas, belum optimalnya
fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, belum optimalnya fasilitasi program keluarga harapan
serta belum optimalnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi.

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha untuk menangani PMKS. Beberapa kebijakan yang
dilakukan adalah memberikan bantuan sosial PMKS dan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya melalui panti sosial. Capaian PMKS yang
ditangani oleh Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 32

Persentase PMKS yang Ditangani di Kota Bengkulu (%) Tahun 2013-2017

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018
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Pemerintah Kota Bengkulu mengalami dua tren dalam penanganan PMKS yaitu tren stagnasi
dan peningkatan. Tren stagnasi terjadi pada tahun 2013 hingga 2016, sedangkan tren peningkatan
ditunjukkan pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu masih
mengalami permasalahan belum optimalnya penanganan PMKS. Sebab faktual dari kondisi tersebut
adalah ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan belum optimal dan
rendahnya pendapatan PMKS.

Pemberian bantuan sosial bertujuan agar PMKS mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
sehingga mudah untuk mencapai hidup layak. PMKS memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya. Kesulitan tersebut dapat disebabkan PMKS memiliki kehidupan yang tidak layak secara
kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,
keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan
kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Capaian persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Bengkulu adalah  sebagai berikut:

Grafik 2. 33

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kota
Bengkulu (%) Tahun 2013-2017

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di
Kota Bengkulu mengalami peningkatan persentase sebesar 100 persen pada tahun 2017. Kondisi
tersebut menunjukkan hasil yang positif dari upaya Pemerintah Kota Bengkulu membangun sektor
sosial di daerahnya. Namun, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa bantuan sosial belum bisa
dinikmati oleh semua PMKS (belum 100 persen) di Kota Bengkulu.

Perkembangan urusan sosial juga dapat ditinjau dari aspek kebencanaan. Bencana yang
berpotensi melanda Kota Bengkulu adalah bencana kebakaran, gempa, banjir, dan tsunami. Bencana
kebakaran termasuk bencana yang sering terjadi di Kota Bengkulu mengingat pertumbuhan penduduk
dan tingginya aktivitas pembangunan perumahan di Kota Bengkulu. Berdasarkan data Dinas Pemadam
Kebakaran, pada tahun 2016 tercatat ada 54 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Bengkulu. Pada
tahun 2017, kasus kebakaran meningkat menjadi 67 kasus kebakaran. Selain itu, sarana prasarana
pemadam kebakaran merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana kebakaran. Jumlah
armada pemadam kebakaran Kota Bengkulu tahun 2018 dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 2. 41
Jumlah Armada Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Tahun 2018

Armada Jumlah Kondisi
Brandweer 11 rusak ringan dan rusak berat

Tengki 3 rusak ringan

Rescue 1 Baik

Mobil Tangga 1 Baik

Jumlah Total 16
Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, 2018

Kota Bengkulu memiliki armada kebakaran yang terdiri dari brandweer, tengki, Rescue dan
mobil tangga. Jumlah armada tertinggi yang dimiliki Kota Bengkulu yaitu brandweer. Sebagian besar
armada brandweer dalam kondisi rusak ringan atau sebesar 77,8 persen dari jumlah total brandweer,
sedangkan sisanya dalam kondisi rusak berat. Seluruh armada tangki Kota Bengkulu dalam kondisi
rusak ringan, sedangkan armada Rescue dan mobil tangga dalam kondisi baik.

Kondisi armada pemadam kebakaran Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa diperlukan
peningkatan pengelolaan sarana prasarana pemadam kebakaran. Secara umum, Kota Bengkulu masih
mengalami tingginya bencana kebakaran. Kondisi tersebut disebabkan karena masih minimnya
pemahaman penduduk tentang pencegahan dini bencana kebakaran dan terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung seperti mobil pemadam kebakaran.

Tabel 2. 42
Jumlah Kejadian Bencana Wilayah Kota Bengkulu

Jenis Bencana
Jumlah

Bencana
Jumlah Kerusakan

RB RS RR Tergenang
2015

Angin puting beliung 3 - 13 3 -

Banjir 16 - 52 - 52

2016
Angin puting beliung 7 10 18 - -

Banjir 39 - - 3 2840

Gempa Bumi 3 - 5 18 -

2017
Angin puting beliung 4 8 2 9 -

Banjir 31 15 - - 2772

Longsor 10 6 - 1 -

Petir 1 - - 1
Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018



- 85 -

Bencana alam yang melanda Kota Bengkulu selama tiga tahun terakhir adalah angin puting
beliung, banjir, gempa bumi, longsor dan petir. Bencana angina puting beliung dan banjir selalu
melanda Kota Bengkulu selama 3 tahun terakhir. Bencana banjir merupakan bencana yang sering
terjadi di Kota Bengkulu pada setiap tahun dan mengakibatkan kerusakan yang cukup banyak. Jumlah
titik banjir pada tahun 2016 meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun
2017 terdapat bencana longsor sebanyak 10 kali di Kota Bengkulu. Hal ini mengindikasikan bahwa
diperlukan peningkatan ketesediaan sistem drainase sehingga dapat mencegah kelebihan air yang
mengikis lapisan tanah dan memicu terjadinya banjir dan tanah longsor.

Tabel 2. 43
Ancaman Bencana di Kota Bengkulu

No Jenis bencana Tingkat Ancaman
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Banjir
Cuaca Ekstrim
Epidemi dan Wabah Penyakit
Gelombang Ekstrim Abrasi
Gempa Bumi
Kebakaran Hutan dan Lahan
Kegagalan Teknologi
Kekeringan
Konflik Sosial
Tanah Longsor
Tsunami

Sedang
Tinggi

Rendah
Sedang
Tinggi

Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Sedang
Tinggi

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Ancaman bencana di Kota Bengkulu bervariasi mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Kota
Bengkulu memiliki ancaman bencana cuaca ekstrim, gempa bumi dan tsunami yang tinggi.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu, terdapat 3 kejadian gempa
bumi di Kota Bengkulu pada tahun 2016. Kesiapsiagaan bencana di Kota Bengkulu menjadi penting
dilakukan. Saat ini, kesiapsiagaan bencana di Kota Bengkulu belum optimal. Berdasarkan hasil
wawancara dengan dinas terkait, kondisi ini disebabkan beberapa sebab yaitu: belum optimalnya
pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, masih lemahnya koordinasi antar dinas
terkait dan masyarakat jika terjadi Pra Bencana, belum ada peraturan daerah (perda) tentang bangunan
tahan gempa, tempat evakuasi tsunami belum memadai, masih lemahnya koordinasi antara
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, belum optimalnya Forum
Pengurangan Resiko Bencana di Kota Bengkulu yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat, rambu-rambu evakuasi bencana masih kurang, belum lengkapnya sarana tempat evakuasi
sementara (TES) bencana (gempa, tsunami  dan banjir) di Kota Bengkulu, kondisi jalur evakuasi yang
belum memadai, sirine peringatan dini bencana yang masih kurang, peralatan bencana yang belum
optimal, dan terbatasnya sekolah dan kelurahan tanggap bencana di Kota Bengkulu.
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2.3.2.  Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1.  Tenaga Kerja
Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja. Faktor ini memiliki

beberapa indikator yang mampu digunakan untuk melihat kondisi baik atau buruknya ketenagakerjaan
di suatu daerah. Pada umumnya, terdapat indikator penting seperti angkatan kerja, Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut adalah penjelasan dari
berbagai indikator tersebut di Kota Bengkulu:

Angkatan Kerja
Angkatan kerja adalah penduduk pada usia produktif berusia 15-64 tahun yang terdiri dari

penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah
penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah
tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Data mengenai angkatan kerja
menjadi basis bagi penyusunan berbagai data ketenagakerjaan lainnya, seperti tingkat pengangguran
terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja dan berbagai data lain yang mampu dijadikan dasar bagi
perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah data mengenai angkatan kerja
Kota Bengkulu:

Tabel 2. 44
Persentase Penduduk 15 tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan (%) Kota

Bengkulu Tahun 2011 -2017

Jenis Kegiatan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Angkatan Kerja 66,69 63,61 63,18 170.429 170.888 Na 172.730

Bekerja 64,62 58,06 58,54 157.117 157.576 Na 161.306

Mencari Kerja 2,08 5,55 4,64 13.312 13.312 95 106

Bukan Angkatan Kerja 33,3 36,38 36,82 87.731 118.214 Na 99.374

Sekolah 12,01 15,68 14,75 42.392 72.613 Na Na

Mengurus Rumah Tangga 16,84 16,30 17,30 39.507 39.769 Na Na

Lainnya 4,45 4,40 4,77 5.832 5.832 Na Na
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2011-2015 dan data sektoral OPD

Angkatan kerja di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2011 hingga
2012 terjadi penurunan Jumlah angkatan kerja terbesar 3,08%. Tahun 2012-2011 kembali menurun
sebesar 0,43%. Periode 2013 -2014 angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 107,249%. Kenaikan
ini terus terjadi pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 0,45% dan berlanjut hingga 2017. Kenaikan
angkatan kerja ini berbanding dengan kenaikan bukan angkatan kerja secara berkesinambungan.
Kenaikan tren yang fluktuatif ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota
Bengkulu terus mengalami kenaikan, sehingga harus diantisipasi dengan baik, agar tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) Kota Bengkulu terjaga.
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Data mengenai angkatan kerja dapat dirinci secara lebih detil berdasarkan jenjang pendidikan
angkatan kerja. Data tersebut dijadikan bagi dasar penyusunan intervensi kebijakan ketenagakerjaan
berbasis jenjang pendidikan yang ditamatkan. Jenjang pendidikan berpengaruh positif pada
keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Berikut adalah data mengenai pembagian angkatan kerja
berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan:

Tabel 2. 45
Persentase penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (%)

Kota Bengkulu Tahun 2011-2015

Tingkat Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
Belum Pernah Sekolah 0.63 0.51 0.45 0.45 1.97

Tidak/Belum Tamat SD 7.04 4.23 4.02 4.02 5.91

Sekolah Dasar 12.41 12.94 14.20 14.20 7.73

SMP 18.17 19.53 15.41 15.41 15.30

SMA 40.35 41.61 40.91 40.91 42.69

Diploma I / II / III 5.43 - 3.07 3.07 26.36

DIV/S1/S2/S3 15.98 11.65 21.29 21.29 -

Total 100 100 100 100 100
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2011-2015

Jenjang pendidikan SMA menjadi penyumbang angkatan kerja terbesar di Kota Bengkulu. Pada
tahun 2011 hingga 2012 terjadi kenaikan sebesar 1,26 persen. Pada 2012-2013 terjadi penurunan
sebesar 0,7 persen. Pada tahun selanjutnya 2013-2014, jumlah angkatan kerja tingkat SMA tidak
mengalami kenaikan atau penurunan, akan tetapi tahun 2014-2015 terjadi kenaikan angkatan kerja
jenjang pendidikan SMA sebesar 1,78 persen. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja
jenjang pendidikan SMA harus diintervensi dengan kebijakan yang baik. Salah satu hal yang bisa
dijalankan adalah penyesuaian keterampilan tenaga kerja jenjang pendidikan SMA dengan permintaan
pasar, agar tenaga kerja dapat terserap dengan baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi positif terhadap ketersediaan lapangan kerja dan
keterampilan tenaga kerja. Besarnya tingkat pengangguran terbuka sering disebabkan oleh rendahnya
serapan tenaga kerja di suatu daerah. Data mengenai tingkat pengangguran terbuka menjadi indikator
paling penting di bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah data mengenai tingkat pengangguran terbuka
(TPT) di Kota Bengkulu:

Tabel 2. 46
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bengkulu Tahun 2011 -2017(%)

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11 8,73 7,34 5,39 7,79 Na 6,61

Sumber: BPS Kota Bengkulu 2011-2017
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Pada tahun 2011-2012 terjadi kenaikan TPT sebesar 5,62 persen. Tahun berikutnya, yaitu
2011-2012 terjadi kenaikan sebesar 5,62 persen. Penurunan terjadi pada 2012-2013 sebesar 1,39
persen. Kemudian kembali turun sebesar 1,95 persen pada periode tahun 2013-2014. Penurunan
kembali terjadi pada tahun 2015-2017 sebesar 1,18 persen. Fluktuasi TPT ini mengindikasikan bahwa
kebijakan penurunan pengangguran belum mampu menyasar akar masalah dengan baik. Pemetaan
masalah dengan metode yang benar diperlukan untuk mengetahui penyebab fluktuasi TPT di Kota
Bengkulu.

Laju penurunan TPT yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa upaya untuk menekan tingkat
pengangguran terbuka belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: 1) belum
optimalnya pengembangan wirausaha sosial karena kurangnya motivasi masyarakat berwirausaha
bidang pariwisata, industri dan jasa. 2) Belum optimalnya peningkatan kompetensi tenaga kerja, karena
kurangnya kualifikasi tenaga kerja dengan pengembangan sektor perdagangan, jasa dan wisata dan
kurangnya optimalisasi balai latihan kerja. Kebijakan penurunan TPT ini harus terus dijalankan secara
konsisten dan berpijak pada logika yang inovatif, agar TPT dapat ditekan lebih maksimal ke angka yang
lebih rendah secara kontinu. Peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja secara
berkesinambungan diperlukan untuk merealisasikan cita-cita tersebut.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang umumnya digunakan untuk

mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja & mencari
pekerjaan). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja
(labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (BPS).
Tingkat partisipasi kerja di Kota Bengkulu selalu konsisten berada ada angka di atas 60 persen selama
2011 hingga 2014, namun menurun tajam di bawah 60 persen pada tahun 2015. Berikut adalah uraian
data TPAK Kota Bengkulu:

Tabel 2. 47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bengkulu Tahun 2011 -2017 (%)

Data 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TPAK 66,70 63,61 63,18 63,64 59,11 Na 63,48

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2011-2017

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu dikembangkan di

daerah. Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup
kompleks. Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat suatu
daerah. Tingkat keberdayaan perempuan di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan
Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), partisipasi angkatan kerja perempuan, dan rasio
APM perempuan/laki-laki pada tingkat SD dan SMP.
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Indeks Pemberdayaan Gender

2012-2015 (%)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)
merupakan indeks pencapaian kemampuan
dasar pembangunan manusia yang dengan
memperhatikan ketimpangan gender. IPG
berfungsi untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100
persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka
semakin tinggi pula kesenjangan pembangunan
antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan
gender terjadi apabila nilai IPG sama dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada konteks Kota Bengkulu, capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG Kota
Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu dan nasional. Kondisi tersebut
mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bengkulu sudah optimal. Peningkatan IPG tersebut
disebabkan adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kota Bengkulu.

Pemerintah Kota Bengkulu juga
mempertimbangkan indikator kesejahteraan
perempuan di samping IPG, yaitu Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG). IDG
menunjukkan tingkat partisipasi perempuan
dibanding dengan laki-laki dalam berbagai
aktivitas publik dan kontribusinya dalam
pendapatan. Capaian IDG dapat dihitung dari
tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di
parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer,
profesional, administrasi, teknisi, sumbangan
perempuan dalam pendapatan kerja.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan BPS Pusat 2016

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan BPS Pusat 2016

93,53
94,34

95,71 95,64

90,51 90,55
91,02 91,38

90,07 90,19 90,34
91,03

2012 2013 2014 2015

Kota
Bengkulu

Provinsi
Bengkulu

Nasional

Grafik 2. 35
Indeks Pembangunan Gender 2012-2015 (%)



- 90 -

IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan
politik. Capaian IDG Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Capaian IDG Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya.
Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kota Bengkulu sudah optimal. Peningkatan
IDG tersebut disebabkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang tenaga profesional pada sektor
swasta dan sumbangan pendapatan perempuan yang meningkat. Kondisi tersebut tetap penting untuk
dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Peningkatan partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi harus diimbangi dengan
kualitas SDM perempuan. Sebab keberhasilan pemberdayaan perempuan juga dapat ditinjau dari
sektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan manusia.
Ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan perlu dihilangkan untuk meningkatkan status dan
kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi. Indikator
kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki dapat diukur dari rasio APM yang
menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Rasio APM perempuan terhadap
laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, seperti SD dan SMP menunjukkan angka di bawah 100
persen, maka kondisi Ini mengindikasikan bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMP lebih banyak
murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM
perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid
perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut. Kondisi Rasio
APM perempuan terhadap laki-laki pada tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu dijabarkan sebagai
berikut:

Tabel 2. 48
Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Tingkat SD dan SMP di Kota Bengkulu

Tahun 2014-2017 (%)
Indikator 2014 2015 2016 2017

Rasio APM SD Perempuan terhadap laki-laki 100,17 106,88 100,00 98,33

Rasio APM SMP Perempuan terhadap laki-laki 89,87 102,07 95,40 97,96
Sumber: BPS Kota Bengkulu, 2018

Pada tingkat SD, rasio APM SD perempuan terhadap laki-laki mengalami tren fluktuatif. Pada
tahun 2015, rasio APM SD perempuan terhadap laki-laki mengalami peningkatan dan menurun pada
tahun 2016-2017. Pada tingkat SMP, rasio APM SD perempuan terhadap laki-laki mengalami tren
fluktuatif. Pada tahun 2015, rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki mengalami peningkatan,
menurun pada tahun 2016, dan meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2017, murid perempuan di
tingkat SD dan SMP lebih sedikit dibandingkan dengan murid laki-laki. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa kualitas perempuan masih perlu ditingkatkan, terutama persiapan dalam
partisipasi dala pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya
kapasitas SDM perempuan dan kecakapan hidup perempuan.
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Pada sektor perlindungan anak dan perempuan, Kota Bengkulu masih memiliki kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data dari Yayasan PUPA (dokumentasi dari koran
harian Rakyat Bengkulu selama tahun 2017), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
telah mencapai 173 kasus yang terdiri dari
kasus perkosaan (41 persen), pelecehan seksual (31,5 persen), kekerasan dalam rumah tangga/KDRT
(17 persen), penganiayaan (6,1 persen), dan selebihnya adalah kekerasan dalam pacaran, bully,
penelantaran hingga femicide (kekerasan yang berakhir pada kematian).

Pemerintah Kota Bengkulu juga memiliki Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan lembaga penanganan perempuan dan anak
korban kekerasan. Capaian P2TP2A di Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 49
Capaian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (kasus)

No Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 Kasus perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu

NA NA 19 17 17

2 Kasus perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah Sakit

NA NA NA 7 1

3 Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak

NA NA 8 7 7

4 Kasus Anak Bermasalah dengan Hukum
yang dilayani dan dilindungi melalui
Pendampingan P2TP2A

NA NA 4 8 6

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu, 2018

Perlindungan terhadap kasus perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Bengkulu masih
belum optimal. Berdasarkan kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2017, hanya 1 orang yang
mendapatkan layanan kesehatan, 7 orang mendapatkan layanan penegakan hukum, 6 orang
mendapatkan pendampingan P2TP2A. Kondisi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan
kondisi pada tahun 2015-2016.

Kota Bengkulu mengalami belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh masih kurangnya pendampingan, perlindungan terhadap
perempuan dan anak serta belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan
perempuan dan anak. Fasilitasi terhadap korban dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya sudah
dilaksanakan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) KDRT. Namun, ada 2
situasi/keadaan yang bisa terjadi diantaranya:
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a. Korban KDRT tidak melanjutkan kembali kasusnya ke ranah hukum atau tidak koordinasi dengan
P2TP2A tentang kelanjutan kasus setelah dimediasi dengan tenaga pendamping KDRT
(psikolog) dan pembuka agama.

b. Korban KDRT menginginkan tindak lanjut kasus sampai ke ranah hukum hingga penjatuhan
vonis kepada tersangka KDRT setelah dimediasi dengan tenaga pendamping.

2.3.2.3. Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi perhatian

utama di Kota Bengkulu. Secara umum, indikator yang digunakan untuk menilai lingkungan hidup
adalah indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Perhitungan IKLH dihimpun dengan membagi bobot
komponen indeks kualitas air (IKA), sebesar 30 persen. Indeks kualitas udara sebesar 30 persen dan
indeks tutupan lahan sebesar 40 persen.
Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas air menjadi komponen utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan di
wilayah perkotaan. Pencemaran limbah industri dan domestik berpotensi menjadi faktor utama yang
menurunkan kualitas air di perkotaan. Berikut adalah daftar nama sungai dan danau yang diambil
sampel di Kota Bengkulu yang dianalisa dengan metode Storege:

Tabel 2. 50
Indeks Kualitas Air Sungai dan Danau di Kota Bengkulu Tahun 2017

No. Lokasi Total Skor Indeks Kualitas Air
1. Danau Dendam Tak Sudah -25 Cemar Sedang

2. Sungai Hitam -10 Cemar Ringan

3. Sungai Jenggalu -10 Cemar Ringan

4. Sungai Babat -9 Cemar Ringan

5. Sungai Bengkulu -25 Cemar Sedang
Sumber: Data Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Kualitas air di Kota Bengkulu semakin menurun karena peningkatan pencamaran akibat sistem
pengelolaan air limbah. Persoalan ini terjadi karena kurangnya pengembangan jaringan air limbah
rumah tangga dan IKM dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air. Kebijakan
penganggulangan yang berkesinambungan diperlukan untuk menurunkan tingkat pencemaran air di
beberapa sungai dan danau di Kota Bengkulu.
Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan
kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah dengan cara yang lebih infomatif dan mudah
dipahami. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan
kualitas terbaik. Sementara itu, nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Capaian kondisi IKU Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut:
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Grafik 2. 36

Indeks Kualitas Udara Kota Bengkulu Tahun 2015-2017 (%)

Sumber: Hasil Kompilasi Data RPJMD Kota Bengkulu 2018

Indeks kualitas udara di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. IKU Kota Bengkulu
mengalami peningkatan sebesar 24 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan
kualitas udara di Kota Bengkulu sudah optimal. Namun upaya penurunan pencemaran udara harus
dijalankan secara berkesinambungan karena polusi kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor yang
berpotensi menurunkan indeks kualitas udara Kota Bengkulu.

Indeks kualitas udara Kota Bengkulu umumnya dinilai dari beberapa lokasi pemantauan, seperti
daerah simpang lima (transportasi), PT. Pertamina Pulau Baai (industri), Komplek Kantor Gubenur
Provinsi Bengkulu (perkantoran) dan Perumahan Pasar Panorama Kota Bengkulu (perumahan).
Sampel di beberapa lokasi pemantauan tersebut menjadi basis bagi analisis indeks kualitas udara Kota
Bengkulu.

Indeks Kualitas Tanah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Beberapa parameter yang diperhatikan dalam menilai kualitas tanah, yaitu kimia, biologi dan

fisika. Semua sifat tersebut menentukan baik atau buruknya tanah sebagai media tanam dan penyedia
air. Pemantauan kualitas tanah di Kota Bengkulu dijalankan dibeberapa sampel lokasi seperti tahan
pertanian dendam taksudah, tanah perkebunan lempuing, tanah urukan bentiring, tanah stok file batu
bara, tanah TPU Air sebakul, tanah lapangan golf, tanah pertanian tanah patah, tanah konservasi hutan
Negara dan tanah pertanian dusun besar.

Pada aspek Ruang Terbuka Hijau (RTH), sesuai amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang menyatakan bahwa untuk mencapai luas ideal RTH, setiap wilayah membutuhkan
30% dari luas total wilayah kota. Nilai 30% dibagi atas 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.
Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi 20% RTH Publik. Berdasarkan PP No.46 Tahun 1986, Kota
Bengkulu memiliki luas 14.454 Ha. Berdasarkan luas tersebut Kota Bengkulu belum memiliki luas RTH
yang memadai. Berikut adalah table luas RH di Kota Bengkulu:
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Tabel 2. 51
Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bengkulu Tahun 2017 (hektar)

No. Jenis RTH Luas

1. Taman Kota 14,50

2. Jalur Hijau 11,07

3. Taman Pemakaman Umum (TPU) 63,23

4. Hutan Universitas Bengkulu 162,50

5. Kawasan Danau Dendam Taksudah 577,00

6. Taman wisata alam pantai panjang dan Pulau Baai 920,00

Total 1.748,30
Sumber: Data Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Luas RTH Kota Bengkulu belum memadai. Kota Bengkulu membutuhkan sekitar 4.336,20 Ha.
Pemerintah Kota Bengkulu memiliki kewajiban memenuhi 20 persen RTH Publik sebesar 2.290,80 Ha,
sedangkan saat ini Pemerintah Kota Bengkulu baru memiliki sekitar 1.748,30 Ha (12,1 persen). Oleh
karena itu pemerintah masih membutuhkan RTH Publik sekitar 1.142,50 Ha (7,9 persen) untuk
mencapai luas RTH yang ideal. RTH Privat pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta dan
masyarakat karena sebagian besar berasal dari kawasan persawahan, perkebunan, perumahan warga
dan pembangunan taman lingkungan yang dijalankan oleh para pengembang perumahan. Belum
optimalnya sistem pengelolaan RTH menjadi persoalan utama yang dihadapi. Permasalahan tersebut
terjadi karena meningkatnya alih fungsi lahan, kurangnya pengelolaan RTH dan kurangnya
ketersediaan lahan untuk RTH.

Persampahan
Jumlah sampah yang ditangani pada tahun 2015 adalah sebanyak 327 ton. Jumlah ini

kemudian meningkat menjadi 423,27 ton/hari pada tahun 2017. Ratusan ton sampah itu berasal dari
sampah rumah tangga maupun pasar, yang terdiri atas sampah organik dan anorganik. Pengangkutan
ratusan ton sampah di 67 kelurahan dijalankan mengerahkan 28 mobil tangki bak sampah dan 67 motor
bak sampah. Permasalahan sampah muncul karena kapasitas TPA Air Sebakul yang overload untuk
menampung sampah.

Tabel 2. 52
Capaian Kinerja Indikator Bidang Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Tahun 2013-2017
Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan

Jumlah Sampah yang
ditangani (ton/hari)

Na Na 327 405 423,27 13,77%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2018
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Sampah di Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Peningkatan timbunan sampah terjadi
karena dua faktor, yaitu: 1) belum optimalnya upaya pengurangan dan penanganan sampah karena
kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, kurangnya SDM penanganan sampah dan
rendahnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. 2) Belum optimalnya sistem
pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman, karena kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu
(TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri.

2.3.2.4. Perhubungan
Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Bengkulu dapat ditinjau dari beberapa indikator.

Kinerja layanan di bidang tersebut dapat dinilai dari kondisi/capaian pada level akses. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan melihat fluktuasi beberapa kondisi/capaian antara lain adalah jumlah
kendaraan, arus penumpang di beberapa pusat pelayanan perhubungan, arus bagasi, barang dan
paket pos, rasio ijin trayek, dan jumlah uji KIR kendaraaan umum.

Tabel 2. 53
Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan di Kota Bengkulu

Tahun 2014-2016

No. Jenis Kendaraan
Tahun

2014 2015 2016
1. Mobil Penumpang 58.289 64.110 71.217

2. Mobil Bus 1.321 1.349 1.374

3. Mobil Barang 44.031 46.682 48.508

4. Sepeda Motor 697.575 740.068 780.036

5. Kendaraan khusus 241 259 332

Total 801.457 852.468 901.467
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017

Jumlah kendaraan di Kota Bengkulu pada periode 2014-2016 terus mengalami peningkatan.
Dalam kurun waktu tersebut, jumlah kendaraan meningkat sebesar 12,5 persen. Pada tahun 2016,
jumlah kendaraan mencapai 90.467 unit atau meningkat 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Keseluruhan jenis kendaraan mengalami peningkatan pada periode tersebut. Pada tahun 2016,
mayoritas kendaraan berjenis sepeda motor mencapai 780.036 unit atau 86,6 persen dari total
kendaraan, 7,8 persen merupakan kendaraan berjenis mobil penumpang, dan 5,38 persen berjenis
mobil barang. Sementara itu, proporsi mobil bus dan kendaraan khusus masih relatif rendah di bawah 1
persen, masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,03 persen.
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Tabel 2. 54
Arus Penumpang dan Pesawat di Bandara Fatmawati, Kota Bengkulu

Tahun 2015 dan 2016

Bulan
Jumlah Pesawat Jumlah Penumpang

Berangkat Datang Berangkat Datang
Januari 340 339 36876 39012
Februari 291 291 35764 33846

Maret 343 341 36648 35406
April 348 342 37960 36115
Mei 346 346 41616 32561
Juni 306 306 27928 38902
Juli 367 367 43975 46153

Agustus 283 283 30333 31902
September 385 385 37842 40318

Oktober 367 367 35588 38954
November 325 324 36037 38738
Desember 342 341 41192 45810

Total (2016) 4043 4032 441750 468436
Total (2015) 3693 3700 412858 403132

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017

Arus penumpang melalui Bandara Fatmawati di Kota Bengkulu pada periode 2015-2016
mengalami sedikit peningkatan. Jumlah pesawat yang berangkat dan datang mengalami peningkatan
masing-masing sebesar 9,4 persen dan 8,9 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi sedikit
peningkatan frekuensi layanan angkutan udara dlama kurun waktu tersebut. Kondisi tersebut
berdampak pada peningkatan jumlah penumpang yang berangkat dan datang. Pada periode yang
sama, jumlah penumpang yang melalui Bandara Fatmawati mengalami peningkatan sebesar 11 persen.

Tabel 2. 55
Arus Bagasi, Barang dan Paket Pos di Kota Bengkulu Tahun 2015 dan 2016

Bulan Bagasi Barang
Muat Bongkar Muat Bongkar

Januari 234935 305934 62437 167349
Februari 203352 258520 73825 164767

Maret 197518 255828 95536 179926
April 200598 259847 56023 194424
Mei 247103 335089 52622 144660
Juni 166981 332241 39712 204834
Juli 409813 401794 35453 132845

Agustus 210385 233004 47866 121210
September 261693 317458 38874 196121

Oktober 224066 283631 10698 210443
November 217892 279962 50605 259993
Desember 281132 344413 49656 272244

Total (2016) 2.855.468 3.607.721 613.043 2.248.816
Total (2015) 2.545.723 3.175.631 689.732 2.137.307

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017
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Peningkatan frekuensi layanan pesawat dan arus penumpang melalui Bandara Fatmawati
berdampak linear pada meningkatnya volume bagasi dan barang melalui pusat layanan angkutan udara
tersebut. Pada periode 2015-2016, terjadi peningkatan bongkar dan muat bagasi masing-masing
sebesar 11,7 persen dan 15,7 persen. Sementara itu, meskipun volume muat barang pada periode
yang sama menurun 10,1 persen, tetapi sebaliknya volume bongkar barang mengalami peningkatan
sebesar 5,1 persen.

Tabel 2. 56
Arus Penumpang, Kapal dan Barang di Pelabuhan Baai

Kota Bengkulu Tahun 2015
Rincian Dalam Negeri Luar Negeri

Naik Turun Naik Turun
Penumpang (Orang) 11449 8166 - -

Kunjungan Kapal (Unit) 1075 - 254 -

Bongkar Muat Barang (Ton) 738832 881346 - -
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017

Pelayanan Pelabuhan di Kota Bengkulu berpusat di Pelabuhan Baai. Bongkar muat barang
yang naik dan turun di pusat layanan angkutan laut tersebut mampu melayani sebesar 1.620.178 ton
pada tahun 2016. Sementara itu, pada tahun yang sama jumlah kunjungan kapal melalui pelabuhan
dalam negeri mencapai 1.075 unit dan luar negeri mencapai 254 unit. Jumlah penumpang yang mampu
dilayani pada tahun yang sama keseluruhannya berasal dari dalam negeri dengan rincian penumpang
naik mencapai 11.449 orang sedangkan penumpang turun mencapai 8.166 orang.

Kota Bengkulu memiliki beberapa terminal yaitu Terminal Air Sebangkul, Terminal Betungan,
Terminal Sungai Hitam dan Terminal Panorama. Sebagian besar terminal di Kota Bengkulu dalam
kondisi tidak terawat dan tidak dimanfaatkan dengan baik.  Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi
pelayanan terminal Kota Bengkulu masih belum optimal. Selain itu kamera pengawas lalu lintas masih
belum merata di setiap jalan Kota Bengkulu.

Tabel 2. 57
Rasio Ijin Trayek yang Dikeluarkan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan 253 216 274 265 315

Jumlah Penduduk 334.529 342.876 351.298 359.488 -

Rasio Ijin Trayek 1: 1.322 1: 1.587 1: 1.282 1:1.357 -
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 2018
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Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bengkulu selama tahun 2013 hingga
2017 menunjukkan grafik yang fluktuatif. Jumlah ijin trayek tertinggi pada tahun 2017 meningkat 18,87
persen dari tahun sebelumnya. Jumlah ijin trayek terendah yang dikeluarkan Kota Bengkulu terjadi pada
tahun 2014 karena mengalami penurunan 14,62 persen dari tahun sebelumnya. Rasio ijin trayek Kota
Bengkulu mengalami grafik yang fluktuatif. Rasio ijin trayek mengalami penurunan rasio pada tahun
2014, meningkat kembali pada tahun 2015 hingga 2016. Pemerintah Kota Bengkulu perlu berupaya
agar kesadaran masyarakat pengguna trayek semakin meningkat.

Kendaraan umum juga harus mengikuti uji KIR. Kendaraan yang diharuskan melakukan uji kir
adalah angkutan umum/plat kuning. Uji KIR merupakan proses menguji dan/atau memeriksa bagian-
bagian kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kendaraan yang tak
lolos uji kir tidak boleh beroperasi, atau memperbaiki kendaraannya terlebih dulu. Kondisi uji KIR
kendaraan umum di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 37
Jumlah Uji KIR Kendaraan Umum Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 2018

Capaian jumlah uji KIR kendaraan umum di Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif. Pada
tahun 2013 hingga 2016 jumlah uji KIR kendaraan umum Kota Bengkulu terus mengalami peningkatan
dengan rata-rata pertumbuhan 12,05 persen. Namun pada tahun 2017, terdapat penurunan jumlah uji
KIR kendaraan umum, menurun sebesar 12,53 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa transportasi umum yang sesuai standar kelayakan di Kota Bengkulu masih
cukup rendah. Hal ini dipengaruhi oleh pengawasan dan penertiban angkutan Kota Bengkulu masih
belum optimal. Pemerintah Kota Bengkulu perlu memperketat aturan mengenai uji KIR angkutan umum.

Lalu lintas Kota Bengkulu cukup padat pada ruas-ruas strategis. Kepadatan lalu lintas
menyebabkan kemacetan di beberapa jalan Kota Bengkulu. Kemacetan di Kota Bengkulu disebabkan
oleh upaya rekayasa lalu lintas yang masih belum optimal. Persoalan lain yang berpengaruh terhadap
kepadatan lalu lintas adalah belum optimalnya penataan parkir di ruas-ruas jalan.
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Grafik 2. 38

Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kota Bengkulu Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, 2018

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan infrastruktur penting guna meningkatkan
keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan. LPJU Kota Bengkulu selama tahun 2014
hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan LPJU Kota Bengkulu mencapai 5,38
persen setiap tahunnya. Meskipun LPJU Kota Bengkulu mengalami peningkatan setiap tahun, namun
persebaran LPJU masih belum merata di setiap jalan yang tersebar Kota Bengkulu. Selain belum
merata, LPJU di Kota Bengkulu banyak yang tidak berfungsi.

2.3.2.5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
Pengendalian penduduk merupakan usaha mempengaruhi pola perkembangbiakan penduduk

ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan kependudukan. Laju
pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pertambahan
penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Manfaat dari laju pertumbuhan penduduk adalah
untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu. Saat ini, laju pertumbuhan
penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2016 mencapai 2,33 persen (BPS, 2017). Capaian laju
pertumbuhan penduduk tersebut, maka diperlukan adanya pengendalian penduduk.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program
KB merupakan program nasional untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator
dapat digunakan untuk melihat keberhasilan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
diantaranya: cakupan peserta KB aktif, Jumlah Klinik Keluarga Berancana (KKB) dan Pos Pelayanan
Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBD), dan persentase alat kontrasepsi yang digunakan penduduk.
Cakupan KB aktif merupakan perbandingan antara jumlah peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia
Subur (PUS). Cakupan peserta KB aktif di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
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Grafik 2. 39
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bengkulu Tahun 2012-2016 (%)

Sumber: Provinsi Bengkulu dalam Angka 2017

Cakupan peserta KB aktif di Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Penurunan
signifikan terjadi pada tahun 2015, yaitu mencapai 20,97 persen dari tahun sebelumnya, kemudian
mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016, dan meningkat sebesar 17,93 persen dari tahun
2015. Cakupan KB aktif tahun 2016 mencapai 86,6 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih
dari 80 persen PUS di Kota Bengkulu telah berpartisipasi sebagai peserta KB aktif. Cakupan peserta
KB di Kota Bengkulu pada tahun 2016 cukup tinggi berada di atas cakupan peserta KB aktif Provinsi
Bengkulu yang hanya 79,64 persen. Capaian ini mengindikasikan tingginya tingkat partisipasi
masyarakat terhadap kegiatan KB. Meskipun cakupan peserta KB aktif di Kota Bengkulu cukup tinggi,
pemerintah tetap harus terus meningkatkan cakupan peserta KB sebagai upaya pengendalian
penduduk. Kondisi cakupan peserta KB di Kota Bengkulu di setiap kecamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 58
Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif dan Cakupan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di

Kota Bengkulu Tahun 2017

No Kecamatan Jumlah PUS Peserta KB Aktif Cakupan Peserta KB
Aktif (%)

1 Selebar 11132 9880 88.75
2 Kampung Melayu 6585 5772 87.65
3 Gading Cempaka 5255 4554 86.66
4 Ratu Agung 7115 5495 77.23
5 Ratu Samban 3473 2871 82.67
6 Singaran Pati 5925 5054 85.30
7 Teluk Sagara 2997 2681 89.46
8 Sungai Serut 3734 3189 85.40
9 Muara Bengkahalu 6351 5569 87.69
Kota Bengkulu 52567 45045 85.69

Sumber: Data DP3AP2KB, 2017
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Cakupan Peserta KB aktif di setiap kecamatan pada Kota Bengkulu berada pada angka 77.23–
89.46 persen. Kecamatan dengan cakupan peserta KB aktif tertinggi terdapat pada Kecamatan Teluk
Sagara (89.46 persen). Cakupan peserta KB aktif terendah terdapat pada Kecamatan Ratu Segara
(77.23 persen). Tingginya cakupan peserta KB dapat didukung oleh sarana dan prasarana pendukung
KB yang memadai, seperti: fasilitas kesehatan (faskes) Keluarga Berencana dan jaringan KB di
puskesmas pembantu (pustu). Kondisi faskes KB dan jaringan KB di pustu di Kota Bengkulu adalah
sebagai berikut:

Tabel 2. 59
Daftar Nama Fasilitas Kesehatan Yang Melayanai KB Serta Jaringan dan Jejaring

Se Kota Bengkulu Tahun 2017
NO KECAMATAN FASKES KB JARINGAN/ JEJARING
1 SELEBAR 1. PKM BETUNGAN 1. PUSTU BETUNGAN ASRI

2 PUSTU PEKAN SABTU
2. PKM BASUKI

RAHMAD
1. PUSTU SUKARAMI

2. PUSTU PAGAR DEWA
3. PUSTU BUMI AYU
4. PUSTU ALFATINDO
5 PUSTU SUMUR DEWA

2 GADING
CEMPAKA

3. RSUD M.YUNUS -

4. RSJKO -
5. GRAHA HUSADA -
6. PKM LINGKAR

BARAT
- PUSTU PEPABRI

7. PKM JALAN
GEDANG

1. PUSTU KOMPLEK BI

8. PKM SIDOMULYO
BARU

- PUSTU SIDOMULYO

3 TELUK SEGARA 9. BHAYANGKARA
POLRI

-

10. KLINIK BIDDOKES
POLDA

-

11. PKM PASAR IKAN 1. PUSTU PONDOK BESI
2. PUSTU JITRA
3. PUSTU BERKAS
4. PUSTU PASAR MELINTANG

12. PKM KAMPUNG
BALI

1. PUSTU BAJAK

2. PUSTU TENGAH PADANG
3. PUSTU PINTU BATU

13. SINT CAROLUS
4 M.

BANGKAHULU
14 PKM RATU AGUNG 1. PUSTU KANDANG LIMUN

2. PUSTU PINANG MAS
15 PKM KORPRI 3. PUSTU TUGU HIU
16 PKM BERINGIN

RAYA
- PUSTU RAWA MAKMUR
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NO KECAMATAN FASKES KB JARINGAN/ JEJARING
5 KAMPUNG

MELAYU
17 KLINIK RAFLESIA

LANAL
18 PKM PADANG

SERAI
- PUSTU TELUK SEPANG

19 PKM KANDANG - PUSTU PERUMDAN
6 RATU AGUNG 20 RS .TIARA SELLA -

21 PKM NUSA INDAH 1. PUSTU KEBUN BELER
2. PUSTU KEBUN KENANGA
3. KLINIK ASYIFA

22 PKM SAWAH LEBAR 4. PUSTU KEBUN TEBENG
5. PUSTU KEBUN KIWAT

23 ASY SYFA
24 PKM LEMPUING -

7 RATU SAMBAN 25 RSU KOTA -
26 RS RAFFLESIA -
27 PKM PENURUNAN 1. PUSTU SUKAJADI

2. PUSTU PADANG JATI
3. PUSTU BELAKANG

28 PKM ANGGUT ATAS 1. PUSTU ANGGUT DALAM
2. PUSTU KEBUN DAHRI
3. PUSTU PONDOK
4. PUSTU PENGANTUNGAN

8 SUNGAI SERUT 29 PKM SUKAMERINDU 1. PUSTU SURABAYA
2. PUSTU SEMARANG
3. PUSTU TANJUNG AGUNG
4. PUSTU SENTIONG
5. PUSTU KAMPUNG KELAWI
6. PUSTU PASAR BENGKULU

9 SINGARAN PATI 30 RS DKT
31 PKM JEMBATAN

KECIL
1. PUSTU DARUSSALAM

2. PUSTU PANORAMA
32 PKM LINGKAR

TIMUR
1. PUSTU TIMUR INDAH

2. PUSTU BTN PDK
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Kota Bengkulu memiliki fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana berjumlah 32 instansi dan
jejaring 45 pustu. Kecamatan dengan fasilitas kesehatan KB terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Gading
Cempaka dengan jumlah tujuh faskes. Kecamatan dengan jejaring berupa pustu terbanyak terdapat
pada Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Selebar, dan Kecamatan Teluk Segara dengan masing-
masing tujuh pustu.
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Grafik 2. 40
Persentase Alat Kontrasepsi yang Digunakan Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2017

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Pada tahun 2017, sebagian besar penduduk Kota Bengkulu menggunakan alat kontrasepsi
suntikan yang mencapai 45 persen. Selain itu, penduduk Kota Bengkulu juga menggunakan alat
kontrasepsi pil yang mencapai 24 persen. Alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan yaitu Metode
Operatif Wanita (MOW) yang mencapai 0 persen dari keseluruhan penggunaan alat kontrasepsi di Kota
Bengkulu.

Capaian pembangunan pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga dapat
ditentukan oleh Total Fertility Rate (TFR). TFR menggambarkan jumlah anak rata-rata yang akan
dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut
mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Manfaat TFR bagi suatu daerah adalah membantu para
perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program
pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, dan untuk
mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Bengkulu adalah sebagai
berikut:

Grafik 2. 41

Total Fertility Rate Kota Bengkulu (Jumlah Rata-rata) Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)
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Capaian TFR Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat. TFR Kota
Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,94 persen selama periode 2013-2017. Pada tahun 2017,
setiap wanita di Kota Bengkulu memiliki rata-rata dua orang anak (angka TFR 2,1). Capaian TFR Kota
Bengkulu masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian TFR nasional yang mencapai 2,42 (dikutip
dari website http://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/). Kondisi tersebut
menggambarkan bahwa upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk menurunkan tingkat kelahiran berjalan
optimal.

Salah satu bagian penting dari program KB adalah metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
MKJP adalah alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan dan menghentikan kesuburan yang
digunakan dalam jangka panjang. Beberapa jenis MKJP seperti: Intra Uterine Device (IUD), implan, dan
sterilisasi seperti vasektomi dan tubektomi telah terbukti secara ilmiah sebagai metode paling efektif
menjarangkan kehamilan.  Pada konteks Kota Bengkulu, capaian penggunaan MKJP disajikan sebagai
berikut:

Grafik 2. 42

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kota Bengkulu (%)
Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)

Capaian penggunaan MKJP di Kota Bengkulu mengalami tren yang meningkat. Pada periode
tahun 2013-2017, Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan penggunaan MKJP yakni mencapai 103,8
persen. Pada tahun 2017, penggunaan MKJP di Kota Bengkulu (26,68 persen) sudah lebih tinggi dari
target penggunaan MKJP di tingkat Nasional. Penggunaan MKJP di tingkat Nasional ditargetkan
mencapai 23,5 persen pada tahun 2017. Kondisi tersebut mengindikasikan pertumbuhan penggunaan
MKJP di Kota Bengkulu berjalan optimal.

Program KB memiliki indikator angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive

Prevalence Rate (CPR). CPR merupakan ukuran kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan
kontrasepsi. CPR memperhatikan semua sumber penyediaan (supply) alat kontrasepsi dan meliputi
semua metode kontrasepsi. Kondisi jumlah pemakaian kontrasepsi di Kota Bengkulu adalah sebagai
berikut:
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Grafik 2. 43
Jumlah Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun

Kota Bengkulu (orang) Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)

Jumlah pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun di Kota Bengkulu
mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2013-2015, capaian indikator tersebut menunjukkan kondisi
fluktuatif, sedangkan pada tahun 2015-2017, capaian indikator menunjukkan kondisi yang meningkat.
Pada periode 2013-2017, jumlah pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun di
Kota Bengkulu mengalami penurunan yakni sebesar 8 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
penggunaan metode kontrasepsi di Kota Bengkulu belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dapat
disebabkan oleh sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga) yang belum memadai serta belum optimalnya advokasi dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi.

Kinerja pelayanan program Keluarga Berencana juga dapat ditinjau dari unmet need. Unmet

need merupakan kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya. Unmet need dapat
mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap
aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak
lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Semakin rendah angka unmet need, maka kinerja program
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi semakin baik. Kondisi capaian unmet need di Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 44
Jumlah Unmet Need Kota Bengkulu (orang) Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)
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Capaian angka unmet need di Kota Bengkulu mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2013-2015,
capaian indikator tersebut menunjukkan kondisi yang menurun, sedangkan pada tahun 2015-2017,
capaian indikator menunjukkan kondisi yang meningkat. Pada periode 2013-2017, jumlah unmet need

di Kota Bengkulu mengalami penurunan yakni sebesar 13 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan
bahwa kinerja program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berjalan optimal. Kondisi ini
tetap perlu diperhatikan agar kontinuitas ke depannya dapat dipertahankan dan semakin lebih baik.

Capaian program KB juga dapat ditinjau dari peran partisipasi anggota Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera dalam implementasi program KB. Keempat program tersebut merupakan program
dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pemerintah Kota Bengkulu
membantu koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan keempat program tersebut dapat
terimplementasikan dengan baik di Kota Bengkulu.

Program BKB bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan keterampilan orangtua dan
anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita. Pada konteks program KB di
daerah, kader BKB dapat bermanfaat untuk mendapatkan informasi dan edukasi program KB dalam
perencanaan keluarga dengan pendekatan pada oktimalisasi pola asuh anak balita dan untuk
meningkatkan kelestarian kesertaan ber-KB bagi keluarga. Kondisi cakupan anggota bina keluarga
balita Kota Bengkulu disajikan sebagai berikut:

Grafik 2. 45
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Dalam Implementasi Program KB Kota Bengkulu

Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)

Kondisi capaian anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kota Bengkulu mengalami tren
peningkatan.  Pada periode 2013-2017, anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kota Bengkulu
mengalami pertumbuhan yakni mencapai 24 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja
program BKB di Kota Bengkulu telah berjalan optimal. Kondisi ini masih penting diperhatikan dapat
dipertahankan dan semakin lebih baik di masa mendatang.
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Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang

mempunyai remaja usia 10–24 tahun. Tujuan BKR adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, serta kemandirian ber-KB bagi

anggota kelompok. Kondisi cakupan anggota bina keluarga remaja Kota Bengkulu disajikan sebagai

berikut:

Grafik 2. 46
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja Dalam Implementasi Program KB

Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)

Capaian anggota BKR yang ikut dalam implementasi program KB Kota Bengkulu mengalami
tren peningkatan.  Pada periode 2013-2017, anggota BKR ber-KB Kota Bengkulu mengalami
pertumbuhan yakni mencapai 20 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja program BKR di
Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Kondisi ini patut dipertahankan dan diharapkan keberlanjutan
BKR di masa mendatang menjadi lebih baik.

Pemerintah Kota Bengkulu juga berpartisipasi dalam mendukung program kelompok Bina Keluarga
Lansia (BKL). BKL merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk
meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri,
produktif dan bertaqwa sehingga tetap dapat diberdayakan dalam pembangunan. Selain itu, kader BKL
dapat berpartisipasi sebagia kader keliling untuk memberikan sosialisasi pentingnya program KB
kepada masyarakat. Kondisi capaian anggota BKL Kota Bengkulu disajikan sebagai berikut:
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Grafik 2. 47
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia Dalam Implementasi Program KB Kota Bengkulu

Tahun 2013-2017 (orang)

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)

Capaian anggota BKL yang ikut dalam implementasi program KB Kota Bengkulu mengalami
tren fluktuatif. Pada tahun 2013-2016, capaian anggota BKL mengalami peningkatan, tetapi pada tahun
2017, capaian anggota BKL mengalami penurunan. Secara umum, pada periode 2013-2017, anggota
BKL ber-KB Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan yakni mencapai 46 persen. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kinerja program BKL di Kota Bengkulu masih berjalan optimal. Kondisi ini penting
untuk diperhatikan dalam rangka mencapai keberlanjutan BKL yang lebih baik di masa mendatang.

Pemerintah Kota Bengkulu juga berpartisipasi dalam mendukung program Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang
berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok
dilingkungan masyarakat yang sederhana. UPPKS merupakan wadah pembelajaran untuk mengenal
usaha skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraaan keluarga, khususnya Keluarga
Pra-Sejahtea (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS 1). Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan
usia subur, khususnya KPS dan KS 1. Kondisi cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kota Bengkulu disajikan sebagai
berikut:

Grafik 2. 48
Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

yang Mengikuti KB Mandiri Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Dinas P3APPKB Kota Bengkulu (2018)
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Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang mengikuti KB Mandiri Kota Bengkulu
mengalami tren penurunan. Pada periode 2013-2017, cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang
mengikuti KB mengalami penurunan yang mencapai 12 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
PUS peserta KB anggota UPPKS yang mengikuti KB Mandiri masih belum optimal. Kondisi tersebut
dapat disebabkan oleh faktor belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
tentang KB dan kesehatan reproduksi dan rendahnya kapasitas keluarga.

2.3.2.6. Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Bengkulu turut mengembangkan layanan bidang komunikasi dan informatika.

Gambaran kondisi komunikasi dan informatika di Kota Bengkulu dapat ditinjau dari beberapa aspek,
yaitu: proporsi penduduk yang menggunakan komputer, persentase rumah tangga yang memiliki
telepon seluler (HP), dan persentase rumah tangga yang menggunakan internet. Salah satu indikator
penting urusan komunikasi dan informatika adalah penggunaan komputer. Komputer mengambil
peranan penting dalam perkembangan teknologi. Perangkat komputasi mampu menghasilkan produk-
produk digital yang semakin berkembang dengan kinerja lebih efisien dan efektif. Pada konteks Kota
Bengkulu, capaian proporsi rumah tangga penduduk yang menggunakan komputer ditampilkan sebagai
berikut:

Tabel 2. 60
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Tahun 2015-2017 (%)

Uraian
Tahun

2015 2016 2017

Kota Bengkulu 50,51 46,39 45,07

Provinsi Bengkulu 20,23 19,48 19,21
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017

Perkembangan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari
tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki komputer masih belum
memadai. Capaian Kota Bengkulu masih lebih tinggi dengan capaian Provinsi Bengkulu.

Kehidupan masyarakat Kota Bengkulu saat ini sebagian besar tidak terlepas dari kebutuhan
menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Telepon seluler juga dapat digunakan untuk
menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru, mempermudah dalam
menyelesaikan suatu perkerjaan, dan hiburan. Pada konteks Kota Bengkulu, kondisi persentase rumah
tangga yang memiliki telepon seluler ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 61
Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan handphone/HP Dalam 3 Bulan

Terakhir (Januari-Maret) Tahun 2015-2017

Uraian
Tahun

2015 2016 2017

Kota Bengkulu 85,05 77,33 88,27
Provinsi Bengkulu 89,92 88,27 72,81

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017
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Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan HP dalam tiga bulan terakhir di Kota
Bengkulu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan
dengan Provinsi Bengkulu. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk yang menggunakan HP di Kota
Bengkulu sudah cukup tinggi.

Internet telah menjadi media baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi oleh masyarakat. Media online

juga kini sangat membantu kegiatan individu dan rumah tangga. Hal tersebut mempengaruhi perubahan
budaya masyarakat karena perkembangan pola pikir, dan lingkungan. Pada konteks Kota Bengkulu,
kondisi persentase rumah tangga yang mengakses internet ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 62
Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet

Tahun 2015-2017 (%)

Uraian
Tahun

2015 2016 2017

Kota Bengkulu 44,34 48,08 53,66
Provinsi Bengkulu 19,92 21,68 26,71

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2017

Perkembangan penggunaan internet di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Capaian
Kota Bengkulu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan
bahwa penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet di Kota Bengkulu sudah cukup tinggi.

Website merupakan sarana komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi berupa
website dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efesiensi, efekstifitas, transparansi serta
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.  Kota Bengkulu hingga tahun 2017 memiliki jumlah
website yang terintegrasi sebanyak 3 web.

Tabel 2. 63
Jumlah CCTV yang terpasang di Kota Bengkulu (Unit)

Uraian Tahun
2016 2017 2018

CCTV N/A 10 15

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan salah satu sarana prasarana penunjang
keamanan dan ketertetiban. Pemantauan menggunakan CCTV bertujuan untuk memaksimalkan
pelayanan publik. Jumlah CCTV Kota Bengkulu pada 2 tahun terakhir mengalami peningkatan hingga
50 persen. Hingga tahun 2018 jumlah CCTV Kota Bengkulu sebanyak 15 unit. Meskipun mengalami
peningkatan, namun jumlah CCTV Kota Bengkulu perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan
keamanan dan ketertiban.
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2.3.2.7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi merupakan salah satu organisasi perekonomian yang diharapkan dapat memberikan

peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Selain itu, koperasi juga mampu
membantu kegiatan produksi dan konsumsi dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga laju inflasi
yang besar akibat tingginya harga barang dari luar daerah bisa ditekan. Pada konteks Kota Bengkulu,
jumlah koperasi sudah cukup banyak. Berikut perkembangan jumlah koperasi di Kota Bengkulu:

Grafik 2. 49
Jumlah Koperasi di Kota Bengkulu Tahun 2012 - 2016

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Jumlah koperasi di Kota Bengkulu dari tahun 2012 hingga 2016 mengaami peningkatan setiap
tahun. Pada tahun 2016 terdapat penambahan sebanyak 89 koperasi. Koperasi di Kecamatan Gading
Cempaka adalah yang paling banyak yaitu sejumlah 207 koperasi, sementara jumlah koperasi yang
paling sedikit terdapat di Kecamatan Singaran Pati yaitu hanya 43 koperasi. Persentase koperasi aktif di
Kota Bengkulu dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2. 64
Persentase koperasi aktif Tahun 2013-2017 (%)

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
Persentase koperasi aktif 92,54 92,3 93,2 94,37 96,89

Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu

Persentase koperasi aktif di Kota Bengkulu terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2013
hingga 2017. Kenaikan tren koperasi aktif ini harus diikuti dengan penguatan kapasitas SDM dan
pendamping secara berkesinambungan. Penguatan modal koperasi juga menjadi perhatian utama yang
harus dijalankan untuk mendongkrak persentase koperasi aktif di Kota Bengkulu. Koperasi
berhubungan erat dengan UMKM. Perpaduan kedunya menjadi pilar bagi pengembangan ekonomi
masyarakat Kota Bengkulu. Berikut adalah jumlah usaha mikro, kecil dan menengah Kota Bengkulu:
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Tabel 2. 65
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Jenis Data
Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah UKM non BPR/LKM (Lembaga
kredit) UKM

2146 2520 3553 3882 4065

Jumlah BPR/LKM 58 58 58 58 58

(Jumlah) Usaha Mikro dan Kecil 2146 2520 3553 3882 4065

Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (2018)

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Bengkulu selalu menunjukkan tren kenaikan positif dari
tahun 2013-2017. Pada tahun 2013-2014 terjadi kenaikan sebesar 374 usaha mikro dan kecil. Kenaikan
ini terus berlanjut pada tahun 2014-2015 sebesar 1.033. Kenaikan jumlah usaha mikro dan kecil terus
mengalami kenaikan masing-masin sebesar 329 dan 183 pada tahun 2015-2016 dan 2016-2017.
Kenaikan jumlah usaha mikro dan kecil ini mengindikasikan bahwa iklim usaha di Kota Bengkulu terus
membaik selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan UMKM yang sangat pesat ini terjadi karena peran
program Samisake (Satu Milyar Satu Kelurahan) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bengkulu
(Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu). Berikut adalah rincian data program Samisake yang
dijalankan oleh Pemerintah Kota Bengkulu:

Tabel 2. 66
Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu Tahun 2014-2017

Jenis Data Tahun

2014 2015 2016 2017

Jumlah Koperasi penerima dana
Samisake 58 58 58 58

Jumlah dana Samisake yang
diterima koperasi (Rupiah) 13.649.000.000 13.649.000.000 13.649.000.000 13.649.000.000

Jumlah kelurahan yang dilayani 61 61 61 61

Jumlah dana Samisake yang
sudah digulirkan (Rupiah) 20.203.450.000 20.203.450.000 20.203.450.000 20.203.450.000

Perkembangan dana bergulir
Samisake (Rupiah) 6.554.450.000 16.090.500.000 25.126.900.000 31.506.900.000

Jumlah peminjam dana
Samisake (Orang) 9.294 9.985 10.197 10.236

Jumlah tenaga kerja (Orang) 1.158 12.662 12.851 12.813

Jumlah pengembangan usaha
(Orang) 8.322 8.982 9.219 9.289

Jumlah usaha baru (Orang) 972 1.003 978 947
Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu
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Jumlah UMKM menunjukan peningkatan, tetapi upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor
koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi harus dijalankan secara berkesinambungan. Oleh
karena itu perhatian yang besar terhadap kapasitas manajerial koperasi dan UMKM harus menjadi
fokus intervensi. Upaya ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas SDM pengelola, pemantauan
dan pengembangan kapasitas manajerial, peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembang,
peningkatan akses bantuan permodalan melalui Samisake, peningkatan sarana dan prasarana
pemasaran UKM, pengembangan sentra UKM pendukung wisata, peningkatan standarisasi produk,
jaringan kerjasama dan sistem pendukung koperasi dan UKM.

2.3.2.8. Penanaman modal
Penanaman modal menjadi indikator yang berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan

ekonomi daerah. Pada urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal, indikator yang sering
digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pada umumnya seperti realisasi penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), tingkat serapan tenaga kerja dan berbagai
indikator penting lainnya. Berikut adalah uraian beberapa data terkait urusan penanaman modal Kota
Bengkulu:

Realisasi Penanaman Modal
Data mengenai penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman

dalam negeri. Berikut adalah data tentang realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman
modal dalam negeri (PMDN) Kota Bengkulu:

Tabel 2. 67
Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman

modal asing (PMA) Kota Bengkulu tahun 2013-2017

Jenis Invetsasi 2013 2014 2015 2016 2017
PMA 123.757.050.749 15.311.192.213 - 23.061.382.657 591.014.974.422

PMDN - 24.266.000.000 13.059.691.319 37.900.000.000 140.368.695.143

Sumber: Data Sektoral Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bengkulu

Tren PMA dan PMDN Kota Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga 2017.
Kenaikan ini harus terus dikejar agar mampu mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
secara optimal. Pertumbuhan realisasi nilai penanaman modal dipengaruhi oleh jumlah investor. Berikut
adalah data mengenai jumlah investor berskala nasional di Kota Bengkulu:

Tabel 2. 68
Jumlah Investor Berskala Nasional Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Jumlah investor berskala nasional 2013 2014 2015 2016 2017
PMA dan PMDN 5 6 1 7 14

Sumber: Data Sektoral Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bengkulu
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Jumlah investor berskala nasional menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung naik
pada tahun 2017. Diperlukan peningkatan kondusifitas iklim investasi untuk menarik minat investor
berinvestasi di Kota Bengkulu. Terutama investasi di sektor pariwisata, industri dan jasa. Jumlah
investor dipengaruhi oleh iklim investasi, kerjasama dan promosi serta pengembangan potensi daerah
secara berkesinambungan. Kota Bengkulu memiliki iklim investasi yang baik. Oleh karena itu,
persentase peningkatan nilai investasi dalam negeri selalu menunjukkan tren kenaikan yang positif.
Pengembangan promosi dan potensi daerah secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan
realisasi nilai investasi asing dan investasi dalam negeri, agar mampu mendongkrak laju pertumbuhan
ekonomi daerah.

2.3.2.9. Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan

dan olahraga. Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya
memajukan sumber daya manusia (SDM) Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu juga memiliki
salah satu harapan dalam delapan (8) tekat yaitu Bengkuluku Kreatif. Kondisi pembangunan sektor
kepemudaan dan olahraga dapat ditinjau dari persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase
wirausaha muda.

Generasi pemuda merupakan potensi dan asset pembangunan daerah yang memiliki peran
strategis sebagai penggerak pembangunan dan pembaharu dalam kehidupan masyarakat. Pemuda
penting untuk dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya tersebut. Pada konteks ini,
pembinaan pemuda dapat dilakukan pada tataran organisasi pemuda agar menjadi lebih aktif. Capaian
organisasi pemuda yang aktif di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 50
Organisasi Pemuda Aktif Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Kondisi perkembangan organisasi yang aktif di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan.
Kondisi tersebut menggambarkan antusiasme kepemudaan di Kota Bengkulu yang cukup baik. Namun,
urusan kepemudaan belum terlalu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bengkulu karena
keterbatasan sumberdaya pengelola. Oleh karena itu, potensi-potensi sosial di Kota Bengkulu tersebut
perlu mendapat perhatian untuk didorong dan dikembangkan.
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Wirausaha muda juga dapat dijadikan indikator pembangunan sektor kepemudaan. Wirausaha
Muda bertujuan untuk mengubah pola pikir kalangan pemuda agar mau melakukan kewirausahaan,
sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada ketersediaan lapangan kerja. Capaian
wirausaha muda di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 51
Persentase Wirausaha Muda di Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Kondisi perkembangan wirausaha muda di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan. Kondisi
tersebut menggambarkan antusiasme kepemudaan di Kota Bengkulu yang cukup baik. Namun, capaian
tersebut menggambarkan jumlah wirausaha muda di Kota Bengkulu masih terbatas. Berdasarkan
Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat
Nasional Tahun 2018, suatu daerah dapat menjadi makmur apabila memiliki entrepreneur (pengusaha)
sedikitnya 2 persen dari jumlah penduduk.

Kondisi tersebut mengindikasikan kota Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya peran
serta Pemuda dalam pembangunan. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor yaitu: belum
optimalnya kualitas Pemuda, belum optimalnya pembinaan Kepemimpinan Pemuda, kurangnya jumlah
wirausaha muda, dan belum optimalnya pembinaan kewirausahaan pemuda.

Pemerintah Kota Bengkulu juga mengurusi urusan olahraga. Pada bidang olahraga, Kota
Bengkulu mengalami masalah belum optimalnya partisipasi masyarakat berolahraga. Berdasarkan hasil
wawancara dengan dinas terkait, kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga, belum optimalnya pembinaan terhadap atlet-atlet muda, kurangnya
keikutsertaan atlet-atlet kompetisi ke luar daerah, kurangnya penyelenggaraan kompetisi olahraga,
rendahnya ketersediaan sarana dan prasana olahraga, dan kurangnya kuantitas sarana olahraga indoor

maupun outdoor (Gedung olahraga, kolam renang, arena memanah, arena berkuda, tempat futsal,
stadion, Lapangan basket).
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2.3.2.10. Pangan
Pangan masuk ke dalam kategori urusan wajib non-pelayanan dasar. Indikator yang umumnya

digunakan untuk menilai ketahanan pangan adalah indeks ketahanan pangan yang mengandung
komponen ketersediaan pangan utama, stabilitas harga pangan dan skor pola pangan harapan (PPH).
Kota Bengkulu memiliki tanaman pangan utama berupa padi dan jenis tanaman pangan lain seperti
jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Ketersediaan pangan utama Kota Bengkulu
dapat dicermati dalam grafik berikut:

Grafik 2. 52
Ketersediaan Pangan Utama Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, 2018

Ketersediaan pangan utama Kota Bengkulu tahun 2013 hingga 2014 menunjukkan tren yang
menurun. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015, yaitu 52,68 persen. Peningkatan terjadi
pada tahun 2016, yaitu sebesar 19,81 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2017 kembali
mengalami penurunan sebesar 11,81 persen. Fluktuasi ketersediaan pangan utama disebabkan oleh
belum optimalnya sinergi peningkatan produksi tanaman pangan dalam daerah dan terbatasnya stok
cadangan pangan daerah.

Produktivitas tanaman padi pada tahun 2015 mengalami penurunan, sehingga keterserdiaan
pangan utama menurun hingga melebihi 50 persen. Luas lahan tanaman pangan seperti jagung dan ubi
jalar setiap tahun mengalami penurunan, sehingga ketersediaan pangan utama dari tahun 2013 hingga
2017 cenderung mengalami penurunan. Berikut adalah data mengenai produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya di Kota Bengkulu:

Tabel 2. 69
Capaian Kinerja Indikator Bidang Pangan Kota Bengkulu Tahun 2013 – 2017

No Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan

1 Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar (%)

48,97 28,92 32,22 45,47 46,2 -1,45%

2 Produksi Padi Sawah (ton) 18.654 14.205 6.888 NA NA -39,23%
Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, 2018.
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Produksi padi sawah di Kota Bengkulu pada tahun 2013–2015 cenderung menurun. Pada
tahun 2013 sebanyak 18.654 ton padi dihasilkan dari sawah di Kota Bengkulu. Produksi ini kemudian
menurun menjadi 6.888 ton pada tahun 2015. Penurunan produksi padi ini, menurunkan tingkat
produktifitas padi sawah yang semula sebesar 48,97 persen pada tahun 2013 menjadi 32,22 persen
pada tahun 2015. Kemudian, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
meningkat menjadi 46,2 persen pada tahun 2017.

Belum optimalnya akses distribusi pangan juga menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh
Kota Bengkulu. Persoalan ini disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi pangan dari luar ke dalam
daerah. Pangan dari luar daerah umumnya berasal dari pulau Jawa. Akses distribusi pangan dari Kota
Bengkulu ke pulau-pulau sekitar juga harus diperhatikan dengan baik agar stabilitas harga pangan
dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai kondisi
pangan Kota Bengkulu. Skor PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah
yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan
mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.
Kondisi capaian PPH di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 53
Skor Pola Pangan Harapan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, 2018

Skor PPH Kota Bengkulu mengalami kenaikan mulai tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun
2016, skor PPH Kota Bengkulu meningkat mencapai 2,14 persen, sedangkan pada tahun 2017
meningkat mencapai 1,6 persen. Skor PPH selama tahun 2013 hingga 2015 terus mengalami
penurunan dengan rata-rata penurunan hingga 3,1 persen. Fluktuasi skor PPH Kota Bengkulu pada dua
tahun terakhir mengindikasikan masih diperlukannya optimalisasi pola konsumsi pangan masyarakat.
Upaya tersebut dapat dijalankan dengan pengembangan diversifikasi pangan lokal non-beras secara
berkesinambungan.
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2.3.2.11. Statistik
Urusan statistik berkaitan dengan ketersediaan data untuk masyarakat. Ketersediaan data akan

memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan
daerah. Analisis kinerja pada urusan wajib statistik berkaitan dengan ketersediaan buku Kota Bengkulu
Dalam Angka dan PDRB Kota Bengkulu. Jenis data yang ditampilkan meliputi: geografi dan iklim,
pemerintahan, kependudukan dan ketanagakerjaan, sosial, pertanian, industri pertambangan dan
energi, perdagangan, hotel dan pariwsata, transportasi dan komunikasi, keuangan daerah dan harga.
Buku tersebut merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Bengkulu dan dapat digunakan, baik
oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan
dalam perencanaan.

Ketersediaan Buku PDRB Kota Bengkulu juga penting karena berperan dalam memberikan
Gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Bengkulu. Meskipun tidak setiap
tahun dipublikasikan, buku Kota Bengkulu Dalam Angka dan PDRB Kota Bengkulu sudah ada. Selain
belum dipublikasikan secara rutin, pembaharuan dan kelengkapan data juga perlu diperhatikan dalam
penyusunan selanjutnya.

2.3.2.12. Perpustakaan
Pemerintah berusaha memajukan kebudayaan nasional sebagai wahana pelestarian kekayaan

budaya bangsa melalui penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana untuk
meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan budaya gemar membaca
masyarakat. Perkembangan perpustakaan Kota Bengkulu dapat ditunjukkan dari beberapa indikator
sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 70
Capaian Kinerja Indikator Bidang Perpustakaan dan Kearsipan  Kota Bengkulu

Tahun 2013 - 2017
Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 242 270 306 1.845 NA
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah 123 176 167 1.000
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang
memiliki sertifikat

- - 1 1 1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu, 2018

Koleksi buku dan judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Bengkulu mengalami tren
peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan jumlah pustakawan, tenaga teknis,
dan penilai yang memiliki sertifikat yang mengalami stagnasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa
kapasitas pengelola perpustakaan belum optimal. Beberapa jenis perpustakaan yang dilaksanakan di
Kota Bengkulu adalah perpustakaan keliling, perpustakaan digital, dan perpustakaan fun.

Perkembangan perpustakaan dapat ditunjukkan dari jumlah kunjungan perpustakaan. Semakin
tinggi jumlah kunjungan perpustakaan, maka kinerja perpustakaan dapat dinilai lebih baik. Kondisi
jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
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Grafik 2. 54
Jumlah pengunjung Perpustakaan/tahun Tahun 2013-2017 (orang)

Sumber: Hasil Kompilasi Data RPJMD Kota Bengkulu, 2018

Kondisi jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan.
Kunjungan perpustakaan mengalami peningkatan 170 persen dari tahun 2013 hingga 2016. Namun,
peningkatan tersebut masih tergolong kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota
Bengkulu yang meningkat sebesar 359.488 jiwa pada tahun 2016. Kondisi tersebut mengindikasikan
kurangnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh
belum optimalnya jangkauan pelayanan perpustakaan, belum optimalnya kapasitas pengelola
perpustakaan, terbatasnya ketersediaan buku, dan kurangnya sarana prasarana perpustakaan.

2.3.2.13. Pertanahan

Tanah dan bangunan tempat tinggal merupakan salah satu sumber daya penting dalam
pembangunan. Kepemilikan atas tanah dan bangunan dijadikan sebagai salah satu indikasi dari
kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan tanah dan bangunan yang jelas di suatu daerah dapat
meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa tanah. Kondisi status kepemilikan tanah dan bangunan di
Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 71
Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Bengkulu Tahun 2017 (%)

Wilayah Milik
Sendiri

Kontrak/
Sewa

Bebas
Sewa

Lainnya Jumlah

Kota Bengkulu 58,17 29,19 10,53 2,12 100

Sumber: Statistik Kesejejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2017

Mayoritas kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati di wilayah Kota Bengkulu
berstatus milik sendiri, yaitu sebanyak 58,17 persen, berstatus kontrak/sewa sebanyak 29,19 persen
dan berstatus bebas sewa sebanyak 10,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat
di Kota Bengkulu sudah cukup sejahtera ditinjau dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal.
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Tabel 2. 72
Persentase Tanah Bangunan Bersertifikat di Kota Bengkulu Tahun 2017

Wilayah SHM Atas
Nama ART

SHM Bukan
Atas Nama

ART
SHGB/
SHRS

Lainnya
(Girik/

Letter C)
Tidak
Punya Jumlah

Kota Bengkulu 78,38 9,35 1,99 8,45 1,83 100

Sumber: Statistik Kesejejahteraan Rakyat Kota Bengkulu, 2017

Tanah bangunan di wilayah Kota Bengkulu secara umum sudah memiliki sertifikat dan
terdaftar. Sebagian besar tanah bangunan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pribadi/rumah
tangga, kemudian atas nama di luar pribadi/Rumah tangga sebesar 9,35 persen. Capaian tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bengkulu sudah aktif dalam mendaftarkan status kepemilikan
tanahnya. Kondisi ini menjadi suatu capaian yang baik, karena adanya status kepemilikian tanah yang
jelas sehingga meminimalisir terjadinya konflik agraria khususnya dalam hal pertanahan.

2.3.2.14. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan yang

penting. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan
dan pembangunan. Pencatatan sipil merupakan proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam
kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai dasar
pembuatan kutipan atau salinan akta. Kondisi perkembangan urusan administrasi kependudukan dan
catatan sipil adalah penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan akta kelahiran. Kondisi
penerbitan KTP elektronik dan akte kelahiran di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 73
Capaian Kinerja Indikator Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bengkulu Tahun 2013 - 2017
Indikator Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Persentase Penerbitan KTP-el (%) NA NA 74,50 86,90 89,80

Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran (%) 14,27 8,92 9,67 10,05 9,21

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, 2018
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Penerbitan KTP elektronik Kota Bengkulu mengalami tren peningkatan, sedangkan penerbitan
akte kelahiran mengalami tren fluktuatif. pencapaian kedua indikator tersebut belum mencapai 100
persen. Capaian ini mengindikasikan Kota Bengkulu mengalami masalah masih rendahnya tingkat
kepemilikan dokumen kependudukan. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor yakni:
kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang belum optimal, daya jangkau
yang belum optimal bagi seluruh warga, belum optimalnya kecamatan sebagai instansi pelayanan
publik, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kapasitas aparatur pelayanan yang belum
optimal.
2.3.2.15. Kearsipan

Urusan kearsipan di Kota Bengkulu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan di Kota Bengkulu. Pembakuan dalam
pengelolaan arsip merupakan hal penting. Apabila tidak adanya prosedur dan standar yang jelas, maka
akan menimbulkan inkonsistensi dan kesalahan interpretasi. Perkembangan pengelolaan arsip di Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 74
Capaian Pengelolaan Arsip di Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (%)

Indikator
Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Persentase OPD yang menyelenggarakan
penataan kearsipan berbasis IT (%)

- - - - 2

Arsip yang diselamatkan (dokumen) - - - - 845
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu, 2018

Pada periode tahun 2013-2016, pengelolaan arsip Kota Bengkulu tidak menunjukkan
pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2017, pengelolaan arsip memberikan gambaran
pertumbuhan. OPD yang menyelenggarakan penataan kearsipan berbasis teknologi informasi hanya 2
persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu mengalami belum optimalnya kualitas
kearsipan. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum optimalnya keterbukaan informasi public, belum
optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan belum optimalnya kualitas layanan
informasi kearsipan.

2.3.3. Urusan Pelayanan Pilihan
Urusan pilihan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan, kondisi,
serta potensi unggulan pada daerah tersebut. Beberapa urusan pilihan pemerintah daerah adalah:
pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Kondisi perkembangan
urusan pilihan Kota Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:
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2.3.3.1. Pertanian
Perkembangan sektor pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kontribusi sektor

pertanian terhadap PDRB, produktivitas padi, produktivitas tanaman pangan, populasi ternak dan
produksi daging. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi sektor pertanian
menandakan tingginya peran sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Grafik berikut ini
menunjukkan perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Bengkulu:

Grafik 2. 55
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

di Kota Bengkulu Tahun 2011-2015 (%)

Sumber: PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Bengkulu Tahun 2010-2015

Selama tahun 2011 hingga tahun 2015 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
mengalami penurunan. Meskipun demikian, secara riil nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari 977.084,4 juta rupiah pada tahun 2011
menjadi 1.066.562,5 juta rupiah pada tahun 2015. Penurunan terus terjadi pada tahun 2016 dan 2017.
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turun, berada pada angka 8,41 persen dan  3,45
persen. Persoalan ini disebabkan oleh menurunnya produktivitas pertanian, perkebunan dan
peternakan.

Produktivitas padi terkait dengan peningkatan produksi padi. Semakin besar produktivitas,
maka semakin besar angka produksi padi. Produktivitas padi di Kota Bengkulu didominasi padi sawah.
Berikut adalah data mengenai produktivitas padi di Kota Bengkulu:

Grafik 2. 56
Produktivitas Padi (kw/ha)

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017
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Produktivitas padi di Kota Bengkulu dari tahun 2012 hingga 2015 cenderung mengalami
penurunan. Peningkatan produktivitas terjadi pada tahun 2013 yaitu dari 47,5 kw/ha menjadi 48,97
kw/ha. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan baik pada tahun 2014 maupun 2015.
Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu menjadi 32,22 kw/ha atau menurun
sebanyak 34,13%. Penurunan signifikan produktivitas padi pada tahun 2015 disebabkan oleh
menurunnya produksi padi sebanyak 51,51% dari jumlah produksi padi pada tahun 2014. Kenaikan
produktivitas padi terjadi pada tahun 2016 dan 2017, yaitu masing-masing sebesar 45,47kw/ha dan
46,2 kw/ha.

Menurunnya produktivitas padi di Kota Bengkulu disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:
rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan petani, belum optimalnya akses terhadap bantuan
permodalan, terbatasnya benih varietas unggul, belum optimalnya pemberantasan hama penyakit,
belum optimalnya penerapan IPTEK tepat guna, terbatasnya kapasitas SDM penyuluh pertanian dan
kurangnya integrasi jaringan irigasi tersier. Selain itu, penurunan PDRB sektor pertanian dipengaruhi
oleh menurunnya kualitas produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang disebabkan oleh
kurangnya standarisasi produk pertanian.

Tabel 2. 75
Luas Panen Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu (hektar)

Tahun 2016

Kecamatan Luas Panen
Selebar 163,8

Kampung Melayu 13,6

Gading Cempaka 10,6

Ratu Agung 67,5

Ratu Samban 0

Singaran Pati 479,3

Teluk Segara 0

Sungai Serut 305,6

Muara Bangkahulu 821,4
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Luas panen terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Singaran Pati, Sungai Serut dan Selebar.
Luas panen paling sedikit terdapat di Kecamatan Gading Cempaka yaitu hanya mencapai 10,6 ha. Di Kecamatan
Ratu Samban dan Teluk Segara tidak terdapat sawah padi. Keterbatasan ektensifikasi lahan menjadi hambatan
utama bagi perluasan lahan pertanian. Pengembangan pertanian Kota Bengkulu lebih diarahkan ke intensifikasi
daripada ektensifikasi lahan pertanian.
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Tabel 2. 76
Produktivitas Tanaman Pangan (kwintal/hektar (kw/ha))

Jenis Tanaman
Tahun

2012 2013 2014 2015 2016
Jagung 34,33 35,98 37 116,04 Na

Kedelai - - - - Na

Kacang Tanah 10,33 - - 8,27 Na

Kacang Hijau 9,58 - - - Na

Ubi Kayu 128,11 124,29 121,25 88,33 Na

Ubi Jalar 96,91 96,75 89 90,34 Na
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2018

Kota Bengkulu selain memiliki tanaman pangan utama berupa padi juga memiliki jenis tanaman
pangan lain seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Secara keselurahan,
produktivitas tanaman pangan di Kota Bengkulu cenerung mengalami penurunan kecuali pada jenis
tanaman pangan berupa jagung. Produktivitas jagung di Kota bengkulu terus mengalami peningkatan
dari tahun 2012 hingga 2016, yaitu dari 34,33 kw/ha menjadi 116,04 kw/ha. Mesipun demikian,
peningkatan produktivitas tersebut bukan disebabkan oleh peningkatan produksi jagung melainkan oleh
berkurangnya luas panen jagung. Penrunan luas lahan panen di Kota Bengkulu tidak hanya terjadi pada
tanaman jagung, tetapi juga pada jenis tanaman pangan lain. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel
berikut:

Tabel 2. 77
Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau Ubi Kayu, Ubi Jalar

di Kota Bengkulu (hektar) 2012-2016

Jenis Tanaman Tahun
2012 2013 2014 2015 2016

Jagung 354 135 57 19 6
Kedelai
Kacang Tanah 10 1
Kacang Hijau 2
Ubi Kayu 564 615 188 36 14
Ubi Jalar 5 2 10 2 3

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Secara keseluruhan, luas panen tanaman pangan di Kota Bengkulu cenderung mengalami
penuurunan. Penurunan paling drastis terjadi pada luas panen tanaman pangan berupa jagung dan ubi
kayu. Pada tahun 2012 luas panen jagung dan ubi kayu masing masing mencapai 354 ha dan 564 ha,
keduanya terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 yaitu masing-masing menjadi 6 ha dan 14 ha.
Sementara itu, luas panen ubi jalar di Kota Bengkulu mengalami fluktuasi.

Populasi ternak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesehatan ternak.
Semakin besar populasinya, maka semakin sedikit ternak yang mati. Beberapa daerah menggunakan
populasi ternak untuk menjaga ketersediaan pangan dari sub-sektor peternakan. Berikut data tentang
populasi ternak di Kota Bengkulu.
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Tabel 2. 78
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Bengkulu Tahun 2016 (ekor)

Jenis Ternak Jumlah
Ternak Besar:
Sapi Potong 6.248

Sapi Perah
Kerbau 310
Babi 200
Kuda 31

Ternak Kecil :
Kambing 7.252
Domba 373
Kelinci 274

Ternak Unggas :
Ayam Buras 122.975
Ayam Petelur 9 582
Ayam Potong 1.942.967
Itik 1.021
Ayam Durel/Sirama -

Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Populasi ternak besar di Kota Bengkulu didominasi oleh sapi potong yaitu mencapai 6.248 ekor
pada tahun 2016. Sementara itu, untuk jenis ternak kecil didominasi oleh kambing yang mencapai 7.252
ekor. Adapun untuk jenis ternak unggas didominasi oleh ayampotong yang berjumlah 1.942.967 ekor,
jumlah tersebut merupakan jumlah populasi terbanyak jika dibandingkan dengan populasi hewan ternak
lainnya.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan sub-sektor
peternakan adalah produksi daging. Indikator ini sebenarnya juga berkolerasi dengan cadangan pangan
daging dalam daerah. Produksi daging sangat dibutuhkan untuk mencukupi konsumsi nutrisi
masyarakat. Berikut adalah data produksi daging di Kota Bengkulu:

Tabel 2. 79
Produksi Daging di Kota Bengkulu (ton)

Tahun Kambing Domba Sapi Kerbau

2012 31,32 0,21 1.422,92 96,05

2013 16,66 0,11 633,56 76,60

2014 4,94 0,12 355,25 56,20

2015 8,13 0,13 475,15 38,27

2016 10,40 0,30 292,40 23,55
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017
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Produksi daging di Kota Bengkulu paling banyak didominasi oleh daging sapi. Selama tahun
2012 – 2016 produksi daging sapi mengalami tren yang cenderung menurun. Jumlah daging sapi dari
tahun 2012 hingga 2015 cenderung mengalami penurunan. Meskipun produksi daging sapi sempat
mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu dari 355,25 menjadi 475,15 ton, jumlah tersebut sangat
jauh jika dibandingkan produksi daging sapi pada tahun 2012 yang mencapai 1.422,92 ton. Jika dirata-
rata penurunan produksi daging sapi mencapai 26,03%/tahun

Selain daging sapi, produksi daging yang cukup banyak lainnya adalah daging kambing.
Sepanjang tahun 2012 hingga 2015, produksi daging kambing mengalami penurunan secara bertahap.
Jika di rata-rata, penurunan produksi daging kambing mencapai 29,31%/tahun. Adapun produksi daging
yang paling sedikit adalah daging domba. Produksi daging domba di Kota Bengkulu tidak pernah
mencapai 1 ton. Selama tahun 2012-2015 produksi daging domba juga mengalami fluktuasi.

Menurunnya produksi daging sapi dan kambing di Kota Bengkulu disebabkan oleh berbagai
faktor, yaitu: rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternak, belum optimalnya akses terhadap
bantuan permodalan, terbatasnya benih unggul, belum optimalnya pemberantasan hama penyakit,
belum optimalnya penerapan IPTEK tepat guna, terbatasnya kapasitas SDM penyuluh peternakan.
Selain itu, standarisasi produk hasil peternakan juga menjadi persoalan utama yang harus diperhatikan
untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2.3.3.2. Pariwisata

Kinerja sektor pariwisata dapat dinilai dari berbagai indikator. Beberapa diantaranya seperti
kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, PAD sektor pariwisata, kunjungan wisata dan rata-rata
lama kunjungan wisatawan yang seringkali dikaitkan dengan tingkat pengembangan destinasi wisata.
Berikut adalah capaian kinerja pengembangan pariwisata yang dinilai dari beberapa indikator tersebut:

Tabel 2.81.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB

1.60 1.60 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00

Sumber : Kota Bengkulu Dalam Angka 2011-2017

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB terus mengalami kenaikan secara
berkesinambungan mulai tahun 2010 hingga 2016. Pada tahun 2010 hingga 2012 tidak terjadi kenaikan
yang berarti. Kenaikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mulai terjadi pada tahun 2013
hingga 2016, yaitu rata-rata sebesar 0,10% per tahun. Belum optimalnya kenaikan kontribusi sektor
pariwisata terhadap PDRB ini mengidikasikan bahwa diperlukan peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan. Kondisi ini dapat tercapai apabila diikuti oleh upaya perbaikan kualitas infrastruktur dan
sarana prasarana destinasi wisata secara berkesinambungan.
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Jumlah Kunjungan Wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama yang berpengaruh terhadap kontribusi

sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan terkait
dengan pengembangan destinasi wisata, tingkat kemahalan tarif wisata dan kelengkapan sarana
prasarana pariwisata. Berikut adalah data tentang jumlah kunjungan wisatawan Kota Bengkulu:

Tabel 2.82.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah kunjungan
wisatawan 250.364 - - 367.229 -

Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2011-2015

Pengembangan destinasi dan tingkat kemahalan tarif wisata menjadi faktor determinan utama
yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan Kota Bengkulu. Diperlukan peningkatan
sarana dan prasarana wisata di berbagai destinasi wisata potensial untuk meningkatkan jumlah
kunjungan wisata. Kerjasama antara pihak dan penggunaan media pemasaran yang inovatif juga
berpengaruh besar terhadap peningkatan indikator jumlah kunjungan wisatawan. Berikut adalah data
tentang jumlah destinasi wisata Kota Bengkulu:

Tabel 2.83.
Jumlah Destinasi Wisata Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah destinasi wisata 24 24 24 26 26
Sumber: Data Sektoral Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Jumlah destinasi wisata selalu menunjukkan tren kenaikan selama 2013-2017, walaupun tren
kenaikan tersebut tidak signifikan. Diperlukan upaya pengembangan destinasi dan pemasaran wisata
yang lebih besar dengan dukungan beberapa faktor, yaitu: pengembangan sarana prasarana destinasi
wisata, pengembangan infrastruktur pendukung wisata, pemberdayaan kelompok sadar wisata,
pengembangan atraksi budaya pendukung wisata, peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata dan
optimalisasi sistem pemasaran wisata berbasis teknologi. Upaya ini juga harus didukung oleh
optimalisasi kerjasama pengembangan wisata yang dijalankan melalui peningkatan sinergi kerjasama
antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah.

Lama Kunjungan Wisata
Lama kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap indikator spend of money. Semakin lama

kunjungan wisatawan diasumsikan sebagai semakin besar pendapatan asli daerah dari sektor
parwisata. Peningkatan rata-rata lama menginap dapat terjadi jika tingkat kemahalan tarif wisata dapat
dijaga dengan baik. Selain itu diperlukan peningkatan pengembangan destinasi wisata, agar wisatawan
lebih nyaman, sehingga berkorelasi positif terhadap rata-rata lama menginap wisatawan di Kota
Bengkulu. Rata-rata lama menginap wisatawan juga diperngaruhi oleh banyaknya akomodasi hotel dan
jumlah destinasi wisata di sebuah daerah. Berikut adalah data yang memuat jumlah akomodasi dan
destinasi wisata Kota Bengkulu:
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Tabel 2.84.
Banyaknya akomodasi, kamar, tempat tidur, dan tenaga kerja pada hotel

di Kota Bengkulu Tahun 2011-2016
Klasifikasi Akomodasi Kamar Tempat Tidur Tenaga Kerja

2016 60 1.781 2.656 835

2015 60 1.741 2.706 848

2014 55 1.553 2.402 802

2013 50 1.453 2.289 725

2012 53 1.388 2.109 778

2011 48 1.079 1.656 563
Sumber: Kota Bengkulu Dalam Angka 2012 – 2017

Jumlah akomodasi hotel di Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan mulai tahun 2012 hingga
2016. Pada tahun 2011-2012 terjadi kenaikan 5 hotel. Tahun 2012-2013 terjadi penurunan 3 hotel.
Periode selanjutnya, yaitu tahun 2013-2014 terjadi kenaikan sebesar 5 hotel. Tahun 2014 hingga 2016
terjadi kenaikan 5 hotel. Kenaikan jumlah akomodasi ini mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu
memiliki potensi wisata yang baik untuk dikembangkan. Kenaikan jumlah hotel juga berkorelasi positif
terhadap serapan tenaga kerja sektor perhotelan.

2.3.3.3. Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap kemajuan

daerah. Sektor ini masuk dalam salah satu urusan pilihan yang perlu diperhatikan oleh daerah yang
menggantungkan perekonomiannya pada sektor tersier. Indikator dalam melihat kemajuan sektor ini
adalah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Capaian kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB kota bengkulu adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 57
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bengkulu

Tahun 2013-2016 (juta rupiah)

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018
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Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap perekonomian
daerah Kota Bengkulu berjalan optimal. Namun kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan
ekonomi masih dapat ditingkatkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu: 1) stok dan kelancaran
distribusi barang perdagangan yang dipengaruhi oleh kualitas sarana infrastruktur transportasi distribusi
barang perdagangan  dan stablititas harga barang pokok dan barang penting. 2) Omzet pedagang kecil
dan menengah yang dipengaruhi oleh kapasitas SDM pedagang kecil dan menengah, jaringan
pemasaran produk perdagangan, sarana prasarana perdagangan dan tertib niaga, kualitas manajemen
usaha, akses permodalan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan.

2.3.3.4. Perindustrian
Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap peningkatan

ekonomi daerah. Sektor perindustrian berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Sektor perindustrian dimasukkan ke dalam
aspek pelayanan umum yang berkaitan dengan urusan pilihan. Capaian sektor perindustrian
ditunjukkan dalam kontribusi sektor perindustrian  terhadap PDRB Kota bengkulu sebagai berikut:

Grafik 2.58.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bengkulu (ribu rupiah) 2013-2016

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Kontribusi PDRB sektor perindustrian mengalami tren peningkatan. Perkembangan ini
menunjukkan bahwa sumbangan sektor perindustrian terhadap perekonomian daerah Kota Bengkulu
berjalan optimal, namun masih bisa ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM) yang
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2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan
Sektor keluatan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam

menunjang perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Letak Kota
Bengkulu yang berada di pantai barat Pulau Sumatera memberikan keuntungan tersendiri dalam
pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor
perikanan terhadap PDRB Kota Bengkulu:

Tabel 2.85.
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Tahun 2013-2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi sektor perikanan
terhadap PDRB

4,02 4,74 4,74 4,60 4,60

Sumber: Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB selalu menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun
2013 hingga 2017. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB tertinggi berada pada tahun 2014 dan
2015, sedangkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB terendah pada tahun 2013. Data tersebut
menunjukan bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih dapat
dioptimalkan. Peningkatan produksi dan kapasitas pemasaran perikanan diperlukan untuk
meningkatkan PDRB perikanan Kota Bengkulu secara berkesinambungan.

Tabel 2.86.
Produksi Perikanan Berdasarkan Jenis Usaha di Kota Bengkulu

Tahun 2013- 2017 (ton)
Jenis Data Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Produksi Perikanan (ton) 26.651 32.943,27 35.828 31.687 28.322
Produksi Perikanan
Tangkap 24.067,00 28.667,45 29.552,00 23.810,00 24.715,00

Produksi Perikanan
Budidaya 2.583,80 4.710,20 6.275,82 7.877,00 3.607,00

Sumber: Data Sekotral Dinas Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kota Bengkulu didominasi oleh perikanan tambak. Produksi perikanan
tambak pada tahun 2016 meningkat tajam menjadi delapan kali lipat dari tahun sebelumnya.
Sebaliknya, jumlah produksi perikanan kolam mengalami penurunan sebanyak 43,88 persen. Potensi
perikanan tangkap di Kota Bengkulu masih sangat besar, yaitu 46.145 ton dari tahun 2013 hingga 2017.
Hal ini berbanding terbalik dengan produksi perikanan tangkap yang masih rendah dari potensi yang
ada. Persoalan ini disebabkan oleh kurangnya armada / kapal penangkap ikan (di bawah 3 GT),
kurangnya sarana dan prasarana alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan, terbatasnya
kapasitas SDM dan sumber daya nelayan dan rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan.
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Produksi perikanan budidaya juga menunjukan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2017.
Persoalan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sarana dan prasarana budidaya perikanan,
rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan, rendahnya SDM pembudidaya ikan
dan terbatasnya akses informasi dan teknologi pembudidaya ikan. Selain itu, penyuluh kelautan dan
perikanan menjadi salah satu faktor penting yang mendukung upaya peningkatan kontribusi perikanan
terhadap perekonomian. Pada tahun 2017, Kota Bengkulu memiliki 11 tenaga penyuluh PNS dan 7
penyuluh perikanan bantu yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Bengkulu. Para penyuluh dibagi per wilayah binaan di masing-masing kecamatan.

Kesejahteraan nelayan juga menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan. Kurangnya kapasitas
permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap
kesejahteraan nelayan. Berikut adalah data mengenai pelaku usaha pemasaran hasil perikanan di Kota
Bengkulu:

Tabel 2.87
Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2017

No. Jenis Usaha Perusahaan/
Kelompok

Jumlah Pelaku Usaha/ Terlibat
dalam Usaha (orang)

1. Pedagang besar/ perusahaan 6 70
2. Pedagang pengumpul (gudang) 45 60
3. Pedagang bermotor 170 170
4. Pedagang bakulan 65 65
5. Pendagang pengecer di PPI 50 50
6. Pedagang dalam kios pasar 160 160
7. Pedagang luar kios di pasar 250 250
8. Pedagang kios pinggir jalan 60 60

Jumlah 905
Sumber: Data Sekotral Dinas Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2017 terdapat 905 pelaku usaha pemasaran hasil perikanan di Kota Bengkulu.
Data tersebut masih berpotensi naik, jika terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Oleh karena itu kapasitas permintaan pasar terhadap produk olahan hasil perikanan harus diperhatikan.
Data lain yang digunakan untuk mengukur kapasitas permintaan pasar terhadap produk perikanan
adalah tingkat konsumsi ikan. Semakin besar konsumsi ikan, maka semakin besar potensi permintaan
pasar terhadap produk perikanan. Berikut adalah data mengenai tingkat konsumsi ikan di Kota
Bengkulu:

Tabel 2.88.
Perkembangan Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
Konsumsi Ikan
(Kg/Kapita/Tahun)

38,98 40,81 42,62 45,19 45,95

Sumber: Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan
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Permintaan pasar terhadap produk perikanan sangat dipengaruhi oleh standarisasi produk
pengolahan hasil perikanan, peningkatan strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan
dan peningkatan kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan. Oleh karena itu faktor-faktor
tersebut harus menjadi perhatian utama yang akan diintervensi dalam periode perencanaan ke depan.
Naik turunnya produksi perikanan di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh bertambah dan berkurangnya
jumlah nelayan maupun petani ikan. Adapun jumlah nelayan dan petani ikan di Kota Bengkulu dapat
dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.89.
Jumlah Nelayan dan Petani Ikan

Jenis Nelayan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nelayan 3.735 3.735 5.867 8.460 8.460 8.290

Petani Tambak 30 30 123 Na Na Na

Petani Kolam 1.307 1.500 1.357 Na Na Na

Total Nelayan 5.072 5.265 7.347 8.460 8.460 8.290
Sumber: BPS, 2016

Secara agregat, pada tahun 2012 hingga 2014 jumlah nelayan di Kota Bengkulu mengalami
peningkatan setiap tahun. Pertambahan jumlah nelayan secara signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu
dari 3.735 bertambah menjadi 5.867, atau mengalami peningkatan sebanyak 57,08 persen.
Pertambahan jumlah nelayan pada tahun 2014 juga diikuti dengan pertambahan jumlah petani tambak.
Jumlah petani tambak meningkat menjadi tiga kali lipat dari yang semula 30 orang menjadi 123 orang.
Adapun jumlah petani kolam mengalami fluktuasi. Jumlah petani kolam mengalami peningkatan pada
tahun 2013 yaitu mencapai 1.500 orang, akan tetapi jumlah tersebut kembali menurun menjadi 1.357
orang di tahun 2014.
2.3.3.6. Energi dan Sumber Daya Mineral

Listrik berperan penting sebagai sumber penerangan dan energi lain di sektor rumahtangga
maupun industri. Kebutuhan terhadap energi listrik terus mengalami peningkatan sejalan dengan
bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan perekonomian daerah. Berikut ini merupakan
perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bengkulu dari tahun 2012 hingga tahun 2016:

Grafik 2.59.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bengkulu Tahun 2012-2016

Sumber: Statistik Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017
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Sepanjang tahun 2012 hingga 2016, jumlah pelanggan listrik di Kota Bengkulu terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan listrik mencapai 82.127 pelanggan.
Angka tersebut semakin meningkat, yaitu mencapai 114.720 pelanggan pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Bengkulu yang mencapai 114.720
pelanggan dengan penjualan listrik sebesar 329,44 kwh atau setara dengan 340,46 miliar rupiah.
Produksi listrik di Kota Bengkulu selama kurun waktu 2015-2016 mengalami kenaikan sebesar 7,77
persen. Sejalan dengan peningkatan dalam produksi listrik, jumlah listrik yang dijual juga cenderung
meningkat. Jumlah listrik yang dijual pada tahun 2015 tercatat 317,04 juta kwh. Angka tersebut
meningkat menjadi 329,44 juta kwh pada tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebanyak 3,91
persen. Jumlah listrik yang dijual ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus bertambah di
setiap tahunnya.

2.3.4. Urusan Penunjang
Urusan penunjang pemerintahan menjadi penopang bagi berjalannya sistem tata kelola

pemerintahan yang baik di Kota Bengkulu. Urusan penunjang terdiri dari aspek keuangan;
perencanaan, penelitian dan pengembangan; kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; pengawasan;
serta kesekretariatan. Aspek-aspek tersebut mengawal dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan
responsifitas.

Kinerja urusan penunjang salah satunya dianalisis dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas
keuangan. Capaian Opini BPK merupakan indikator penting dalam menganalisis tingkat capaian
akuntabilitas keuangan. Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang diperoleh Kota Bengkulu
mulai tahun 2012 hingga 2016 dan dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya, yakni sebagai
berikut:

Tabel 2.90.
Opini BPK Kota Bengkulu dan Daerah Sekitarnya Tahun 2012-2016

Daerah
Opini BPK

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provinsi Bengkulu WTP WTP WTP WDP WDP WTP

Kota Bengkulu WDP WDP WDP WDP WDP WDP

Kabupaten Bengkulu Tengah WTP WTP WTP WTP WDP WDP

Kabupaten Bengkulu Utara WTP WTP WTP WDP WDP WDP

Kabupaten Seluma WDP WDP TW WDP WDP WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK 2012-2017

WTP : Wajar Tanpa Pengecualia, WDP : Wajar Dengan Pengecualian, TW : Tidak Wajar
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Capaian Opini BPK Kota Bengkulu terlihat belum optimal mulai tahun 2012 hingga 2017.
Kondisi ini sama dengan daerah lain di sekitarnya, yakni memiliki Opini BPK Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Kondisi daerah kabupaten/kota tersebut tidak linier dengan capaian pemerintah
provinsi, yakni pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berhasil mendapat opini BPK
WTP. Kondisi belum optimalnya capaian akuntabilitas keuangan, termasuk dialami oleh Kota Bengkulu
dapat dibentuk dari belum optimalnya kualitas laporan keuangan maupun adanya persoalan aset
daerah yang belum optimal teridentifikasi dan dilegalisasi. Adanya temuan BPK maupun APIP belum
optimal ditindaklanjuti. Secara umum aspek yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah adalah kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan dalam
pengungkapan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan kualitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).

Akuntabilitas kinerja juga menjadi indikator penting dalam menganalisis capaian fungsi
penunjang pemerintahan. Salah satu bentuk dari akuntabilitas kinerja, yakni adanya dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD). Akuntabilitas kinerja ini menilai capaian daerah dalam menjalankan
dan memenuhi target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam pembangunan daerah. Capaian nilai,
peringkat, dan status Kota Bengkulu dalam penilaian EKPPD adalah:

Tabel 2.91.
Peringkat dan Status Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu

Tahun 2012-2015

Tahun Jumlah Kota yang
Dinilai

Kota Bengkulu
Peringkat Nilai Status

2012 91 79 1.7248 Sedang
2013 91 86 1.4748 Sedang
2014 93 77 2.2178 Tinggi
2015 91 83 2.5049 Tinggi
2016 93 83 2.7803 Tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 2012-2016

Capaian akuntabilitas kinerja Kota Bengkulu berdasarkan peringkat dan status
penyelenggaraan pemerintahan daerah masih cukup rendah jika dibanding kota-kota lain di seluruh
Indonesia. Kota Bengkulu telah mengalami peningkatan berdasarkan status yang diraih, yakni dari
status sedang menjadi tinggi pada tahun 2014 dan 2015. Kondisi tersebut terlihat berbeda jika dilihat
dari sisi peringkat. Kota Bengkulu bisa dikatakan berada pada peringkat bawah dengan capaian
terendah pada peringkat 86, sedangkan capain tertinggi menduduki peringkat 77. Capaian pada tahun
2016 sebagai penilaian paling akhir juga masih rendah, yakni pada peringkat 83 dari 93 kota yang
dinilai. Meskipun demikian capaian nilai pada 2016 paling tinggi disbanding tahun-tahun sebelumnya.
Peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal ini menandakan masih terdapat
kelemahan dalam pemenuhan target indikator kinerja kunci daerah di berbagai aspek baik dari sisi
perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.
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Tabel 2.92
Capaian Kinerja Indikator Bidang Pemerintahan Umum Kota Bengkulu

Tahun 2013-2017

No Jenis Data Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Pertumbuhan

1 Nilai Evaluasi SAKIP
Pemerintah Kota

C
(40,53)

C
(46,09)

C
(46,58)

CC
(50,58)

CC
(52,02)

2 Persentase OPD yang
memperoleh nilai
SAKIP minimal BB

25 30 67,5 73,81 50 18,92%

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, 2018

Akuntabilitas kinerja dilihat pula dari capaian nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pemerintah kota maupun perangkat daerah. Nilai SAKIP Pemerintah Kota
Bengkulu mengalami peningkatan pada tahun 2017, yakni 52,02 dari sebelumnya 50,58 pada 2016.
Kenaikan nilai ini belum mampu meningkatkan capaian nilai yang masih CC. Kondisi ini memperlihatkan
belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota. Kondisi yang sama juga terdapat pada
perangkat daerah, dimana perangkat daerah yang memperoleh SAKIP minimal BB masih fluktuatif.
Capaian pada 2017 bahkan mengalami penurunan menjadi 50 persen OPD daripada tahun 2016 yang
mencapai 73,81 persen. Persoalan belum optimalnya akuntabilitas kinerja ini dapat disebabkan oleh
berbagai hal, antara lain belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan sebagai faktor paling
besar yang membentuk kualitas SAKIP, penentuan indikator kinerja utama yang belum berorientasi
pada hasil, hingga kualitas pengendalian, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang belum optimal.

Pada pelaksanaan pemerintahan, Kota Bengkulu memiliki capaian di bidang kesekretariatan
dewan. Bidang tersebut dapat ditinjau dari fasilitas dalam perumusan peraturan daerah dan Reses
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pencapaian bidang kesekretariatan dewan Kota
Bengkulu dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.93.
Capaian Bidang Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

No Jenis Data Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 Fasilitasi perumusan peraturan daerah
Rancangan Peraturan daerah
(Raperda)

16 12 15 43 20

Peraturan Daerah (perda) 10 6 5 11 15
2 Reses yang dilaksanakan 1 1 2 2 1

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (2017)

Pada periode tahun 2013-2017, fasilitasi perumusan peraturan daerah di Kota Bengkulu
Raperda dan Perda mengalami tren fluktuatif. hasil fasilitasi perumusan Raperda tidak berbanding lurus
menjadi perda. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu mengalami belum optimalnya
fasilitasi dalam perumusan peraturan daerah. Sementara itu, reses yang dilaksanakan anggota DPRD
Kota Bengkulu tidak optimal karena hanya 1-2 kali dalam satu tahun. Masa reses dipergunakan oleh
anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya dan
menyerap aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut belum sesuai dengan amanah dari Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun.
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Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditunjang oleh keberhasilan pelaksanaan
pengendalian Intern melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Daerah
merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran dan posisi yang sangat
strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi
serta program-program pemerintah. Capaian kinerja pelaksanaan urusan Pengawasan dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Indikator Bidang Pengawasan Kota Bengkulu

Tahun 2013 - 2017

No Indikator Tahun
2013 2014 2015 2016 2017

1 Persentase kasus dan temuan yang
diselesaikan

Temuan Inspektorat (%) 74 80 79 72 79
Temuan BPK RI-Perwakilan
Provinsi Bengkulu (%)

45,92 48,63 61,35 61,48 55,32

2 Tingkat/Level Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

0 0 0 0 1,7

3 Tingkat Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1 1 1 2 3

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bengkulu, 2018

Peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian dan tata kelola organisasi. APIP Kota Bengkulu telah dapat mendorong penyelesaian
kasus temuan sebanyak 74,00 persen pada tahun 2013. Namun, kemudian menurun menjadi 79,00
persen kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2017. Proses penyelesaian kasus selama 5 tahun
terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen dan berbanding lurus dengan temuan BPK-RI
Perwakilan Provinsi Bengkulu yang menunjukkan pertumbuhan penyelesaian kasus sebesar 9,4
persen.

Efektivitas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan ditentukan pula oleh aspek
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Aspek ini menjalankan manajemen kepegawaian yang
setidaknya terkait dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi aparatur, perbaikan kualitas
administrasi kepegawaian, serta penempatan jabatan sesuai dengan sistem merit. Upaya menjaga
kualitas aparatur ialah melalui pelaksanaan assessment. Pelaksanaan assessment yang dijalankan
oleh Pemerintah Kota Bengkulu menyasar pada pejabat struktural, yakni dengan capaian sebagai
berikut:

Tabel 2.95.
Pelaksanaan Assessment Pejabat Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015-2017

Tahun Jumlah Pejabat Eselon Pejabat Eselon yang Sudah Assessment
II III II III IV

2015 35 168 24 - -
2016 38 157 18 161 14
2017 37 162 13 - -

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bengkulu, 2017
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Pelaksanaan assessment pada pejabat eseleon II, III, dan IV dilaksanakan pada 2016,
sedangkan 2015 dan 2017 hanya menyasar pada pejabat eselon II. Kondisi ini kedepan perlu
ditingkatkan, karena assessment tidak hanya menyasar pada jabatan pimpinan tinggi, namun juga
jabatan administrasi. Assessment ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang digunakan
untuk mengetahui kompetensi minimal yang dipersyaratkan pada suatu jabatan terpenuhi atau tidak.

Tabel 2.96.
Pejabat Struktural yang Belum Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tahun 2015-2017

Diklat 2015 2016 2017

Diklat PIM II 21 18 15

Diklat PIM III 72 55 44

Diklat PIM IV 456 441 421

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bengkulu, 2017

Undang-undang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan adanya kompetensi manajerial, teknis,
dan sosial-kultural pada Aparatur Sipil Negara. Diklat kepemimpinan (diklat PIM) merupakan hal wajib
untuk meningkatkan kompetensi, terutama manajerial. Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota
Bengkulu belum optimal memperoleh fasilitasi diklat pim II, III, maupun IV. Kondisi pada 2017, masih
terdapat 15 pejabat eselon II yang belum mengikuti Diklat PIM II, 44 pejabat eselon III yang belum
mengikuti Diklat PIM III, serta 421 pejabat eselon IV yang belum mengikuti Diklat PIM IV.

Grafik 2.60.
Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bengkulu

Tahun 2013-2018

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bengkulu, 2017
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Aspek kepegawaian, selain berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur
pemerintahan, juga berupaya menegakkan disiplin aparatur. Penegakan disiplin merupakan langkah
penting untuk meningkatkan profesionalitas aparatur. Disiplin didefinisikan sebagai kesanggupan
Aparatur Sipil Negara untuk mentaatai kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
maka dijatuhi hukuman disiplin. Kondisi pelanggaran disiplin aparatur sipil negara di lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu bersifat fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2018. Kondisi yang perlu
diperhatikan adalah kenaikan signifikan pelanggaran disiplin yang terjadi pada tahun 2018 walaupun
belum satu tahun berjalan. Pelanggaran disiplin mengalami peningkatan berlipat dari 3 kasus pada
2017 menjadi 15 kasus pada 2018.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
Aspek Daya Saing Daerah Menunjukkan Kemampuan Perekonomian Daerah Dalam

Mencapai Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Yang Tinggi Dan Berkelanjutan.
Aspek Tersebut Dapat Dilihat Dari Beberapa Fokus, Yaitu Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fokus
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Fokus Iklim Usaha, Dan Fokus Sumber Daya Manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Fokus kemampuan ekonomi daerah dinilai dari tiga indikator utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah
tangga perkapita, Nilai Tukar Petani (NTP) dan pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita. Semakin
besar nilai ketiga indikator tersebut, maka semakin besar kemampuan ekonomi suatu daerah. Deskripsi
data mengenai ketiga indikator tersebut dijabarkan sebagi berikut:

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Pengeluran konumsi rumah tangga per-kapita dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan dan
kebutuhan non-makanan. Pengeluaran untuk konsumsi non-makanan di Kota Bengkulu, secara umum
lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan, kecuali pada tahun 2011. Berikut
adalah data mengenai pengeluaran per-kapita Kota Bengkulu:

Tabel 2.97.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Bengkulu

Tahun 2011-2016

Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

Makanan 291.555 51,78 Na Na 396.026 43 Na Na 489.368 43 545.600 40

Bukan
Makanan

271.521 48,22 Na Na 530.688 57 Na Na 641.896 57 802.992 60

Jumlah 563.076 100 Na 100 924.714 100 Na 100 1.131.264 100 1.348.592 100

Sumber: Statistik Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012-2017
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Konsumsi per kapita untuk non-makanan terus mengalami tren kenaikan yang dignifikan mulai tahun
2011 hingga 2016. Kenaikan terbesar terjadi pada periode tahun 2011-2013, yaitu sebesar 8,78 persen
dan tahun 2015-2016 sebesar 3,0 persen. Kenaikan pengeluaran per kapita juga terjadi untuk sektor
makanan. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2011 hingga 2013, sebesar Rp. 104.471,-. Pada tahun
2013-2015 terjadi kenaikan sebesar Rp.93.342,-. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2014-2015,
yaitu sebesar Rp. 56.232,-. Kenaikan konsumsi per kapita untuk bahan makanan dan non-makanan ini
mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu terus mengalami kenaikan secara
berkesinambungan.

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)
Pengeluaran konsumsi non-pangan perkapita umumnya lebih besar untuk Kota Bengkulu.

Semakin besar pengeluaran, maka diasumsikan semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah data mengenai pengeluaran rata-rata non-pangan perkapita di Kota Bengkulu:

Tabel 2.98.
Persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis makanan dan non makanan (%) di

Kota Bengkulu Tahun 2011 – 2016
Uraian

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

Bukan
Makanan

271.521 48,22 Na Na 530.688 57 Na Na 641.896 57 802.992 60

Sumber: Statistik Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012-2017

Pengeluaran non-pangan perkapita tertinggi selama sebulan terdapat pada tahun 2016,
sedangkan yang terendah pada tahun 2012.  Petumbuhan data pengeluaran rata-rata non-pangan di
Kota Bengkulu menunjukkan tren yang terus naik, karena dipengaruhi oleh konsumsi dari sektor
pangan, walaupun secara sekilas dapat dilihat nilai rupiahnya selalu mengelami kenaikan secara
berkesinambungan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berimplikasi positif pada peningkatan
pendapatan masyarakat, mampu menjadi faktor pengungkit bagi peningkatan pengeluaran rata-rata
non-pangan perkapita.

Nilai Tukar Petani (NTP)
Tingkat kesejahteraan petani dapat dinilai dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin

besar NTP, maka semakin besar kesejahteraan petani. Berikut adalah data mengenai capaian NTP
yang terbagi dalam sub-sektor NTP di Kota Bengkulu:

Tabel 2.99.
Nilai Tukar Petani Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017
NTP 98,08 94,47 92,96 94,62 95,12

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bengkulu 2017
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Nilai tukar petani menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2017. NTP tertinggi
berada pada tahun 2013, sedangkan NTP terendah terdapat pada tahun 2015. Peningkatan produksi
pertanian secara berkesinambungan yang diikuti oleh peningkatan kapasitas pemasaran produk
pertanian diperlukan untuk menaikkan NTP Kota Bengkulu.

Tabel 2.100.
Nilai Tukar Nelayan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017

Nilai tukar nelayan 96,71 96,71 106,00 95,67 97,13

Sumber: Data Sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan

Nilai tukar nelayan Kota Bengkulu menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai tukar nelayan tertinggi
terdapat pada tahun 2015, sedangkan nilai tukar nelayan terendah terdapat pada tahun 2013 dan 2014.
Diperlukan peningkatan produksi dan kapasitas pemasaran perikanan untuk meningkatkan PDRB
perikanan Kota Bengkulu secara berkesinambungan.

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur
Daya saing daerah di bidang perhubungan dapat diketahui dari kondisi capaian pada level

akses dan kualitas. Kualitas layanan perhubungan dapat dinilai dari kemampuan daerah dalam
menyelenggarakan arus transportasi yang aman dan nyaman. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat
dari minimnya angka kecelakaan yang terjadi.

Tabel 2.101.
Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Berdasarkan Rincian di Kota Bengkulu

Tahun 2013-2016
No. Rincian 2013 2014 2015 2016
1. Kecelakaan (Kasus) 187 143 198 207

2. Mati (Orang) 34 29 23 20

3. Luka Berat (Orang) 114 69 21 17

4. Luka Ringan (Orang) 250 237 333 388

5. Kerugian Material (Ribu Rupiah) 644.420 284.150 349.400 299.500

6. Pelanggaran Kasus (Kasus) 14.075 15.597 23.936 13.916
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2017

Kualitas layanan perhubungan di Kota Bengkulu belum terlalu baik. Kondisi tersebut
diindikasikan dengan peningkatan jumlah kecelakaan sebesar 10,1 persen pada periode 2013-2016.
Pada kurun waktu yang sama, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan setiap tahunnya. Meskipun angka
kecelakan meningkat, namun justru resiko yang ditimbulkan mengalami penurunan. Jumlah korban
yang mati dalam kurun waktu yang sama menurun sebesar 41,1 persen. Jumlah korban yang luka berat
menurun drastis sebesar 85 persen pada periode yang sama. Tingginya resiko kecelakaan dapat
disebabkan karena meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun. Pada periode 2014 dan 2016 jumlah
kendaraan di Kota Bengkulu meningkat sebesar 12,5 persen.
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2.4.3. Fokus iklim berinvestasi
Fokus iklim berinvestasi merupakan bagian yang secara khusus menggambarkan beberapa

faktor yang menjadi penopang dan penghambat kegiatan investasi di Kota Bengkulu. Bagian ini
mencakup beberapa indikator penting, seperti angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses
perizinan, jumlah penerimaan pajak dan retribusi serta peraturan-peraturan daerah yang menopang
kegiatan investasi di Kota Bengkulu. Salah satu indikator untuk mengukur iklim investasi adalah tindak
kriminalitas atau kejahatan yang dapat dilihat dari jumlah tindak pidana. Kondisi angka kriminalitas di
Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.102.
Angka Kriminalitas Kota Bengkulu Tahun 2012-2016 (kasus)

Daerah/Wilayah
Tahun

2015 2016 2017
Kota Bengkulu 891 1056 1176

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Jumlah tindak pidana di Kota Bengkulu cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat kriminalitas atau kejahatan sangat tinggi di Kota Bengkulu. Tingginya kriminalitas tersebut dapat
mempengaruhi membuat iklim investasi tidak kondusif sehingga berpengaruh terhadap minat para
investor untuk menanamkan modal.

Iklim investasi juga dapat dipengaruhi adanya demonstrasi di suatu daerah. Demonstrasi yang
mengerahkan massa dalam jumlah besar berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Sejumlah investasi
dapat tertunda karena demonstrasi mempengaruhi psikologis investor dalam menempatkan
investasinya. Kondisi jumlah demonstrasi di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.103.
Jumlah Demonstrasi di Kota Bengkulu Tahun 2012-2016 (kasus)

Daerah/Wilayah
Tahun

2015 2016 2017

Kota Bengkulu 35 75 98
Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Jumlah demonstrasi di Kota Bengkulu mengalami peningkatan 180 persen selama tiga tahun
terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu masih membutuhkan kondisi lebih
kondusif. Jika demonstrasi dilakukan terus meningkat, maka situasi tersebut dapat berimplikasi buruk
pada laju pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan investasi juga dapat dipengaruhi oleh lama proses perizinan. Aspek tersebut
mempengaruhi calon investor dalam melihat peluang usaha di suatu daerah. Semakin cepat proses
perizinan, maka semakin besar peluang investasi yang masuk. Kondisi lama waktu perizinan di Kota
Bengkulu adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.104.
Lama Proses Perizinan di Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (hari)

Daerah/Wilayah Tahun

2013 2014 2015 2016 2017
Kota Bengkulu 5-80 5-80 5-80 3-80 3-80

Sumber: Hasil Kompilasi Data Tim RPJMD Kota Bengkulu 2018

Pemerintah Kota Bengkulu berusaha mempercepat proses perizinan. Namun, proses perizinan
di Kota Bengkulu mengalami proses hingga 80 hari. Kondisi tersebut masih belum menyesuaikan
amanat Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah. Salah satu subtansi yang di atur dalam Permendagri tersebut adalah tentang jangka
waktu proses pelayanan perizinan dan non perizinan adalah paling lama 5 hari kerja dan pengelolaan
pengaduan wajib ditindaklanjuti selama jangka paling lama 5 hari kerja. Kondisi tersebut disebabkan
belum sederhananya jenis dan prosedur layanan.

2.4.4. Fokus sumber daya manusia
Salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas Sumber daya Manusia adalah rasio

ketergantungan. Rasio ketergantungan menunjukkan banyaknya penduduk usia belum produktif (0-14
tahun) dan usia tidak produktif (65 tahun keatas) yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif
(15-64 tahun). Capaian rasio ketergantungan Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.105.
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2015-2016 (%)

Kota/Provinsi
Tahun

2015 2016
Kota Bengkulu 42,44 42,44

Provinsi Bengkulu 49,38 47,44
Sumber: Kota Bengkulu dalam Angka 2017

Rasio ketergantungan Kota Bengkulu dari tahun 2015 hingga 2016 menunjukkan hasil yang
sama yaitu 42,44 persen. Hal ini menunjukkan tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun)
terhadap penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk usia tidak produktif (65 tahun
keatas) masih tinggi. Meskipun demikian jika dibandingkan degan Provinsi Bengkulu, rasio
ketergantungan Kota Bengkulu berada di bawah rasio ketergantungan Provinsi Bengkulu atau lebih
rendah 5 persen pada tahun 2016. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan
semakin tinggi beban yang ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia belum
produktif dan penduduk usia tidak produktif. Tingginya angka ketergantungan di Kota Bengkulu
disebabkan struktur penduduk yang cenderung lebih banyak usia muda (non produktif) dibanding usia
dewasa (produktif). Capaian tersebut berpengaruh terhadap beban ketergantungan penduduk.
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BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab III RPJMD memberi gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah pada periode
sebelumnya serta kerangka pendanaan pada periode RPJMD ini. Analisis pengelolaan keuangan
daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah berkaitan dengan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam bentuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Untuk memperoleh
gambaran secara menyeluruh tentang pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya,
berikut ini disajikan subbab kinerja dan kebijakan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan
berdasarkan analisis pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penilaian kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD, neraca keuangan,
dan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah
daerah. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan capaian hasil dari satu
periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana
kecenderungan yang terjadi.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2013-2017
Kinerja pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 terdiri dari tiga aspek yaitu

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD Kota
Bengkulu Tahun 2013-2017 dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 3. 1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013-2017 Kota Bengkulu

No Uraian
Tahun (Rupiah)

Rata-rata
Pertumbuhan

(%)
2013 2014 2015 2016 2017

1 Pendapatan 793.506.064.970 937.898.451.020 946.874.867.837 1.134.710.416.731 1.128.046.885.549 9,60%

1.1 Pendapatan Asli
Daerah 55.979.830.260 81.754.841.665 96.768.413.116 110.831.838.872 170.921.364.205 33,29%

1.1.
1 Pajak daerah 34.543.028.246 50.247.215.961 56.867.738.138 63.224.619.837 75.071.261.712 22,14%

1.1.
2 Retribusi daerah 10.436.448.536 11.559.131.554 15.144.049.879 21.539.006.501 12.691.805.860 10,73%

1.1.
3

Hasil pengelolaan
keuangan daerah
yang dipisahkan

2.216.183.234 3.573.431.851 3.807.256.695 3.607.665.902 3.554.125.328 15,26%

1..1.
4

Lain-lain PAD yang
sah 8.784.170.244 16.375.062.299 20.949.368.403 22.460.546.633 79.604.171.306 94,00%

1.2 Dana Perimbangan 613.982.188.259 675.684.047.110 669.683.726.556 796.075.093.078 903.195.501.362 10,37%
1.2.
1

Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak 31.818.817.259 34.291.696.110 31.385.228.556 33.141.929.817 27.923.370.612 -2,71%

1.2.
2 Dana Alokasi Umum 537.903.521.000 602.742.391.000 610.294.533.000 683.389.297.000 671.384.345.000 5,88%

1.2.
3 Dana Alokasi Khusus 44.259.850.000 38.649.960.000 28.003.965.000 79.543.866.261 161.013.665.750 61,56%

1.2.
4 Dana Intensif Daerah 0 0 0 0 42.874.120.000 0%

1.3 Lain-lain
pendapatan daerah 123.544.046.451 180.459.562.245 180.422.728.165 227.803.484.781 53.930.019.981 -1,00%
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No Uraian
Tahun (Rupiah)

Rata-rata
Pertumbuhan

(%)
2013 2014 2015 2016 2017

yang sah

1.3.
1 Pendapatan Hibah 0 12.700.000.000 0 101.932.358.222 2.912.000.000 231,00%

1.3.
2

Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya

29.352.865.451 44.297.519.245 36.672.762.165 45.942.155.559 51.018.019.981 17,51%

1.3.
3 Dana Penyesuaian 89.041.181.000 123.462.043.000 143.749.966.000 79.928.971.000 0 3,56%

1.3.
4

Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya

5.150.000.000 0 0 0 0 0%

2 Belanja 756.926.896.974 882.511.866.500 1.033.395.681.570 1.036.720.514.210 1.113.702.578.948 10,36%

2.1 Belanja Tidak
Langsung 443.124.935.377 515.466.768.518 567.347.450.763 544.232.002.486 509.038.126.290 3,96%

2.1.
1 Belanja Pegawai 433.100.250.357 502.888.709.549 566.405.034.993 538.712.968.487 495.432.778.769 3,96%

2.1.
2 Belanja Hibah 6.200.400.000 10.825.625.644 0 3.924.000.000 12.426.960.683 75,84%

2.1.
3

Belanja Bantuan
Sosial 3.004.880.000 1.000.000.000 0 0 0 -66,72%

2.1.
4

Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota

19.427.520 21.091.200 21.215.520 21.078.120 29.131.840 11,68%

2.1. Belanja Bantuan 799.977.500 731.342.125 921.200.250 1.118.289.750 1.118.289.750 9,69%
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No Uraian
Tahun (Rupiah)

Rata-rata
Pertumbuhan

(%)
2013 2014 2015 2016 2017

5 Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten/
Kota

2.1.
6

Belanja Tidak
Terduga 0 0 0 455.666.129,00 30.965.248 -93,20%

2.2 Belanja Langsung 313.801.961.597 367.045.097.982 466.048.230.807 492.488.511.724 604.664.452.657 18,10%
2.2.
1 Belanja Pegawai 58.134.701.160 68.334.301.942 68.615.474.533 62.581.775.839 63.910.720.258 2,82%

2.2.
2

Belanja Barang dan
Jasa 131.389.874.150 143.753.471.961 176.673.167.185 194.596.142.675 221.439.450.520 14,06%

2.2.
3 Belanja Modal 124.277.386.287 154.957.324.079 220.759.589.089 235.310.593.210 319.314.281.878 27,36%

3 Pembiayaan 16.615.202.180 50.730.993.276 101.743.566.653 -89.015.595.957 -4.244.931.721 5,79%

3.1 Penerimaan
Pembiayaan Daerah 36.264.202.180 53.194.370.176 105.874.505.451 15.472.756.964 8.974.306.562 4,58%

3.2 Pengeluaran
Pembiayaan Daerah 19.649.000.000 2.463.376.899 4.130.938.798 104.488.352.921 13.219.238.284 580,57%

Sumber: Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017
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3.1.1.1. Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal apabila

penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan sumber-sumber pendapatan yang cukup.
Komponen pendapatan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Pendapatan Lain-Lain yang sah. Komponen PAD terdiri dari pendapatan pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Komponen Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, komponen
pendapatan daerah lain-lain yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan pendapatan lainnya.
Anggaran pendapatan dikatakan efektif apabila realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan
rencana pendapatan. Persentase realisasi pendapatan terhadap rencana pendapatan dikatakan baik
apabila mendekati angka 100 persen atau melebihi 100 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa
pendapatan daerah yang didapatkan dapat mencapai atau melebihi anggaran yang ditargetkan.
Pendapatan daerah Kota Bengkulu selama tahun 2013 hingga 2017 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun

2013-2017 (Rupiah)

Tahun Rencana Pendapatan Realisasi Pendapatan
Realisasi Terhadap

Rencana Pendapatan
(%)

2013 784.768.051.303 793.506.064.970 101,11
2014 933.665.413.303 937.898.451.019 100,45
2015 1.022.977.351.406 946.874.867.836 92,56
2016 1.230.128.384.270 1.134.710.416.731 92,24
2017 1.181.211.907.984 1.128.046.885.548 95,50

Sumber: Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Rencana pendapatan dan realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu selama lima tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2013-2017 berjalan
efektif karena besaran realisasi pendapatan melebihi rencana pendapatan. Namun, pada tahun 2015-
2017, terjadi penurunan penyerapan anggaran pendapatan. Realisasi anggaran pendapatan selama
tiga tahun terakhir lebih kecil dibanding dengan rencana pendapatan yang ditetapkan. Penurunan
penyerapan anggaran pendapatan disebabkan beberapa komponen pembentuk pendapatan daerah
tidak memenuhi target diantaranya: hibah, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan
keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu
berdasarkan komponennya dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No Uraian
Tahun (Rupiah)

Rata-
rata

Pertum
buhan

(%)

Proporsi
Rata-rata
Terhadap

Total
Pendapata

n (%)
2013 2014 2015 2016 2017

1 Pendapatan
Asli Daerah 55.979.830.260 81.754.841.665 96.768.413.116 110.831.838.872 170.921.364.205 33,29% 10,45%

1.1 Pajak daerah 34.543.028.246 50.247.215.961 56.867.738.138 63.224.619.837 75.071.261.712 22,14% 5,67%
1.2 Retribusi daerah 10.436.448.536 11.559.131.554 15.144.049.879 21.539.006.501 12.691.805.860 10,73% 1,44%

1.3

Hasil
pengelolaan
keuangan
daerah yang
dipisahkan

2.216.183.234 3.573.431.851 3.807.256.695 3.607.665.902 3.554.125.328 15,26% 0,34%

1.4 Lain-lain PAD
yang sah 8.784.170.244 16.375.062.299 20.949.368.403 22.460.546.633 79.604.171.306 94,00% 3,00%

2 Dana
Perimbangan 613.982.188.259 675.684.047.110 669.683.726.556 796.075.093.078 903.195.501.362 10,37% 74,05%

2.1
Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak

31.818.817.259 34.291.696.110 31.385.228.556 33.141.929.817 27.923.370.612 -2,71% 3,21%

2.2 Dana Alokasi
Umum 537.903.521.000 602.742.391.000 610.294.533.000 683.389.297.000 671.384.345.000 5,88% 62,86%

2.3 Dana Alokasi
Khusus 44.259.850.000 38.649.960.000 28.003.965.000 79.543.866.261 161.013.665.750 61,56% 7,11%

2.4 Dana Intensif
Daerah 0 0 0 0 42.874.120.000 0% 0,87%
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No Uraian
Tahun (Rupiah)

Rata-
rata

Pertum
buhan

(%)

Proporsi
Rata-rata
Terhadap

Total
Pendapata

n (%)
2013 2014 2015 2016 2017

3
Lain-lain
pendapatan
daerah yang
sah

123.544.046.451 180.459.562.245 180.422.728.165 227.803.484.781 53.930.019.981 -1,00% 15,51%

3.1 Pendapatan
Hibah 0 12.700.000.000 0 101.932.358.222 2.912.000.000 231,00

% 2,38%

3.2

Dana Bagi Hasil
Pajak dari
Provinsi dan
Pemerintah
Daerah Lainnya

29.352.865.451 44.297.519.245 36.672.762.165 45.942.155.559 51.018.019.981 17,51% 4,20%

3.3 Dana
Penyesuaian 89.041.181.000 123.462.043.000 143.749.966.000 79.928.971.000 0 3,56% 8,83%

3.4

Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah
Daerah Lainnya

5.150.000.000 0 0 0 0 0% 0,10%

Total
Pendapatan 793.506.064.970 937.898.451.020 946.874.867.837 1.134.710.416.731 1.128.046.885.549 9,60%

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017, diolah
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Realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan yang cukup
signifikan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga
2017 mencapai 9,6 persen. Dana perimbangan menjadi komponen utama penyusun pendapatan
daerah Kota Bengkulu. Proporsi rata-rata dana perimbangan terhadap total pendapatan Kota
Bengkulu mencapai 74,05 persen. Komponen kedua yang menyumbang pendapatan daerah
terbesar setelah dana perimbangan yaitu lain-lain pendapatan yang sah, dengan proporsi rata-rata
sebesar 15,51 persen. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang
sebesar 10,45 persen dari total pendapatan daerah Kota Bengkulu. Kondisi ini mengindikasikan
bahwa tingkat ketergantungan Kota Bengkulu terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Ketergantungan ini dapat dilihat dari tingginya persentase dana perimbangan yang bersumber dari
DAU. Perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun
2013-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Sumber: Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Grafik 3.1
Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(Milyaran Rupiah)

Selama periode tahun 2013-2017, realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu, pada komponen
PAD dan dana perimbangan menunjukkan tren yang meningkat. Namun, pada komponen lain-lain,
pendapatan daerah yang sah menunjukkan grafik yang fluktuatif, terdapat penurunan pendapatan
pada tahun 2015 sebesar 0,02 persen dan pada tahun 2017 turun hingga 76,33 persen.

Pertumbuhan dana perimbangan selalu meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan
10,37 persen. Komponen paling besar penyumbang pendapatan daerah kedua yaitu lain-lain
pendapatan daerah yang dengan proporsi rata-rata sebesar 15,51 persen. Rata-rata pertumbuhan
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -1 persen. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan
yang cukup singifikan pada tahun 2017 atau menurun sebesar 173,87 milyar Rupiah.
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Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penyumbang pendapatan daerah terkecil
di Kota Bengkulu. Realisasi PAD memiliki proporsi rata-rata pertumbuhan terhadap total pendapatan
terkecil atau sebesar 10,45 persen. Namun pada tahun 2017 terdapat peningkatan PAD yang cukup
signifikan dari 110,83 milyar Rupiah menjadi 170,92 milyar Rupiah. Sehingga rata-rata pertumbuhan
PAD per tahun menjadi 33,29 persen. Kondisi PAD secara umum mengalami peningkatan setiap
tahunnya, namun proporsi rata-rata PAD terhadap total pendapatan masih sangat kecil
dibandingkan sumber pendapatan yang lain yaitu dana perimbanhan dan lain-lain pendapatan yang
sah. Berdasarkan kondisi ini, maka diperlukan upaya untuk mengidentifikasi dan menggali potensi
daerah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD. Secara terperinci, target dan realisasi
pendapatan daerah selama periode Tahun Anggaran 2013-2017, tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  dan  (d)  Lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah yang sah.
Realisasi PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target PAD Setelah
Perubahan APBD Realisasi PAD % Lebih/Kurang

2013 69.411.464.000 55.979.330.260,46 80,65 -13.432.133.739,54
2014 86.585.000.000 81.754.841.665,45 94,42 -4.830.158.334,55
2015 122.175.736.000 96.768.413.115,52 79,20 -25.407.322.884,48
2016 125.303.051.356 110.831.838.871,99 88,45 -14.471.212.484,01
2017 176.709.125.327 170.921.364.205,39 96,72 -5.787.761.121,61

Jumlah 580.184.376.683 516.255.788.119 88,98% -63.928.588.564

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Secara umum, target dan realisasi PAD Kota Bengkulu menunjukan tren yang meningkat
setiap tahunnya. Realisasi PAD selama periode tahun anggaran 2013 hingga 2017 tidak melibihi
target PAD yang telah ditetapkan. Komponen penyumbang PAD terbesar berasal dari pajak daerah
dengan persentase rata-rata terhadap total PAD sebesar 54,25 persen selanjutnya yaitu lain-lain
PAD yang sah dengan persentase rata-rata terhadap total PAD sebesar 28,7 persen. Secara
terperinci, target dan realisasi komponen PAD selama periode Tahun Anggaran 2013-2017,
diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 3.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Pajak
Daerah Setelah

Perubahan APBD
Realisasi Pajak Daerah % Lebih/kurang

2013 34.411.464.000 34.543.028.246,32 100,38 131.564.246,32

2014 51.673.000.000 50.247.215.960,64 97,24 -1.425.784.039,36

2015 69.238.736.000 56.867.738.138,46 82,13 -12.370.997.861,54

2016 70.316.000.000 63.224.619.836,65 89,91 -7.091.380.163,35

2017 73.396.000.000 75.071.261.711,91 102,28 1.675.261.711,91

Jumlah 299.035.200.000 279.953.863.893,98 93,62 (19.081.336.106,02)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Komponen PAD yang pertama yaitu pajak daerah menunjukan grafik yang terus meningkat
setiap tahunnya baik target maupun realisasi pajak daerah. Namun persentase realisasi terhadap
target pajak daerah menunjukan tren yang fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan realisasi pajak daerah
dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 22,14 persen. Pada tahun 2013 dan 2017 realisasi
pajak daerah melampaui target masing-masing 0,38 persen dan 2,28 persen.

Komponen PAD selanjutnya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik
yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Berikut target dan realisasi
retribusi daerah selama tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Retribusi
Daerah Setelah

Perubahan APBD
Realisasi Retribusi

Daerah % Lebih/Kurang

2013 23.635.000.000 10.436.448.536 44,16 -13.198.551.464

2014 21.667.000.000 11.559.131.554 53,35 -10.107.868.446

2015 28.567.000.000 15.144.049.879 53,01 -13.422.950.121

2016 29.012.051.356 21.539.006.501 74,24 -7.473.044.855

2017 20.114.000.000 12.691.805.860 63,10 -7.422.194.140

Jumlah 122.995.051.356 71.370.442.330 58,03 (51.624.609.026)
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017
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Target realisasi retribusi daerah Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir menunjukan tren
yang fluktuatif sedangkan realisasi retribusi daerah terus mengalami peningkatan hingga tahun
2016, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga 41,08 persen. Persentase realisasi
retribusi daerah tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 74,24 persen. Komponen PAD
selanjutnya yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut penjabaran
mengenai target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Hasil
Pengelolaan

Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

Setelah Perubahan
APBD

Realisasi Hasil
Pengelolaan

Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan

% Lebih/Kurang

2013 2.200.000.000 2.216.183.233 100,74 16.183.233,95

2014 3.480.000.000 3.573.431.851 102,68 93.431.851,42

2015 3.800.000.000 3.807.256.695 100,19 7.256.695,30

2016 3.850.000.000 3.607.665.901 93,71 -242.334.098,23

2017 2.954.125.327 3.554.125.327 120,31 600.000.000,98

Jumlah 32.408.250.654 35.877.326.021 110,70 3.469.075.366,84
Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Selama periode tahun anggaran 2013-2017, persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan Kota Bengkulu terhadap target mengalami tren yang fluktuatif. Realisasi hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahun telah melibihi target, kecuali pada tahun
2016 yang hanya mencapai 93,71 persen. Persentase realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan terbesar terdapat pada tahun 2017 yang mampu melampui target hingga 20,31
persen.

Komponen PAD yang terakhir yaitu lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah
merupakan komponen penyumbang PAD terbanyak seteah dana perimbangan. Proporsi rata-rata
lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan sebesar 3,00 persen. Berikut penjabaran
mengenai target dan realisasi lain-lain PAD yang sah.
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Tabel 3.8
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Lain-lain
PAD yang Sah

Setelah Perubahan
APBD

Realisasi Lain-lain
PAD yang Sah % Lebih/kurang

2013 9.165.000.000 8.784.170.244 95,84 -381.329.755,80

2014 9.765.000.000 16.375.062.299 167,69 6.610.062.299,39

2015 20.570.000.000 20.949.368.403 101,84 379.368.402,76

2016 22.125.000.000 22.460.546.633 101,52 335.546.632,57

2017 80.245.000.000 79.604.171.305 99,20 -640.828.694,5
Jumlah 141.870.000.000 148.172.818.884 104,44 6.302.818.884,41

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Realisasi lain-lain PAD yang sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan tren
yang meningkat. Sebagian besar realiasi lain-lain PAD yang sah telah melampaui target, namun
pada tahun 2013 dan 2017 realisasi  lain-lain PAD yang sah belum mencapai target yang telah
ditetapkan. Persentase realisasi lain-lain PAD yang sah tertinggi terdapat pada tahun 2014 yang
melempaui target hingga 67,69 persen.

2) Dana Perimbangan
Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kota Bengkulu terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana
Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Berikut penjelasan detail mengenai target dan realisasi
dana perimbangan Kota Bengkulu tahun 2013 hingga 2017:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Dana
Perimbangan

Setelah Perubahan
APBD

Realisasi Dana
Perimbangan % Lebih/Kurang

2013 617.475.306.037 613.982.188.259 99,43 -3.493.117.778

2014 687.587.606.037 675.684.047.110 98,27 -11.903.558.927

2015 705.796.610.406 669.683.726.556 94,88 -36.112.883.850

2016 806.368.465.000 796.075.093.078 98,72 -10.293.371.922

2017 935.242.729.965 903.195.501.362 96,57 -32.047.228.603
Jumlah 3.752.470.717.445 3.658.620.556.365 97,50 -93.850.161.080

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017



- 155 -

Pertumbuhan dana perimbangan menunjukan tren yang meningkat setiap tahun dengan
rata-rata pertumbuhan 10,37 persen. Secara umum realisasi dana perimbangan Kota Bengkulu
tahun angaran 2013 hingga 2017 masih belum memenuhi target. Penyumbang pendapatan dana
perimbangan terbesar berasal dari DAU.  Besaran DAU Kota Bengkulu pada tahun 2017 mencapai
671,38 milyar Rupiah. Mulai tahun 2017 terdapat sumber pendapatan perimbangan baru yaitu
dana intensif daerah sebesar 42,87 milyar Rupiah. Penjabaran komoponen dana perimbangan
Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 hingga 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/Kurang

2013 35.311.935.037 31.818.817.259 90,11 -3.493.117.778
2014 33.311.935.037 34.291.696.110 102,94 979.761.073
2015 44.585.777.406 31.385.228.556 70,39 -13.200.548.850
2016 29.530.643.000 33.141.929.817 112,23 3.611.286.817
2017 39.103.442.333 27.923.370.612 71,40 -11.180.071.721

Jumlah 181.843.732.813 158.561.042.354 87,20
-

23.282.690.459

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Secara keseluruhan, target dan realisasi penerimaan dana perimbangan yang bersumber
dari dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak selama periode tahun anggaran 2013-2017
menunjukan tren fluktuatif. Realisasi dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak pada tahun
2014 dan 2016 telah memenuhi target melebihi 100 persen.  Persentase realisasi tertinggi terdapat
pada tahun 2016 yang mampu melampaui target hingga 12,23 persen. Komponen dana
perimbangan selanjutnya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU Kota Bengkulu merupakan
komponen penyumbang pendapatan dana perimbangan terbesar. Penjelasan mengenai target dan
realisasi DAU dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan

Realisasi % Bertambah/
Berkurang

2013 537.903.521.000 537.903.521.000 100 0
2014 602.742.391.000 602.742.391.000 100 0
2015 610.294.533.000 610.294.533.000 100 0
2016 683.389.297.000 683.389.297.000 100 0
2017 671.384.345.000 671.384.345.000 100 0
JUMLAH 3.105.714.087.000 3.105.714.087.000 100 0
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Realisasi DAU Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 hingga 2016 menunjukan tren
meningkat, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan r

ealisasi sebesar 1,76 persen. Seluruh realisasi DAU telah memenuhi target yang ditetapkan
dengan persentase realisasi sebesar 100 persen. Komponen penyumbang dana perimbangan
terbesar setelah DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Target dan realisasi DAK Kota Bengkulu
di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD

Realisasi %
Bertambah/
Berkurang

2013 44.259.850.000 44.259.850.000 100 0
2014 51.533.280.000 38.649.960.000 75 -12.883.320.000
2015 50.916.300.000 28.003.965.000 55 -22.912.335.000
2016 93.448.525.000 79.543.866.261 85,12 -13.904.658.739
2017 181.880.822.632 161.013.665.750 88,53 -20.867.156.882

Jumlah 422.038.777.632 351.471.297.011 83,28 -70.567.480.621
Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Dana Perimbangan yang bersumber dari DAK selama periode tahun anggaran 2013 hingga
2017 mengalami tren yang fluktuatif. Realisasi DAK terus mengalami penurunan hingga tahun 2015
kemdian mulai meningkat kembali di tahun berikutnya. Target realisasi DAK terpenuhi pada tahun
2013, sedangkan relasasi DAK pada tahun 2014 hingga 2017 masih masih belum terpenuhi atau
dibawah 100 persen.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Komponen penyumbang pendapatan yang terakhir yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: a) Pendapatan Hibah, b) Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, c) Dana Penyesuaian, d)Bantuan Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya. Target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota
Bengkulu tahun anggaran 2013 hingga 2017 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD

Realisasi % Lebih/kurang

2013 97.881.281.266 123.544.046.450 126,22 25.662.765.183,86
2014 159.492.807.266 180.459.562.244 113,15 20.966.754.977,79
2015 195.005.005.000 180.422.728.165 92,52 -14.582.276.834,96
2016 298.456.867.914 227.803.484.781 76.33 -70.653.383.133
2017 69.260.052.692 53.930.019.981 77.87 -15.330.032.711

Jumlah 820.096.014.138 766.159.841.621 93,42 -53.936.172.517

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017
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Komponen pendapatan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun
anggaran 2013 hingga 2017 menunjukan grafik yang fluktuatif baik pada target maupun realisasi.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai target pada tahun 2013 dan 2014.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah terkecil terdapat pada tahun 2016 yang hanya mampu
mecapai 76,33 persen dari target. Komponen penyumbang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
tertinggi yaitu Dana Penyesuain yang berkontribusi hingga 56,93 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi lain yang berkontribusi sebesar 27,07 persen.

3.1.1.2. Belanja Daerah
Analisis belanja daerah dapat digunakan untuk melihat fokus pembangunan daerah, yakni

memiliki alokasi belanja langsung maupun tidak langsung. Komponen belanja langsung terdiri dari
belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan komponen belanja tidak langsung terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. Belanja daerah Kota Bengkulu selama
tahun 2013 hingga 2017 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Persentase Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja Daerah Kota Bengkulu

Tahun 2013-2017 (%)

Tahun Rencana Belanja APBD

(Rupiah)

Realisasi Belanja APBD

(Rupiah)

% Realisasi Belanja

Terhadap APBD

2013 796.262.253.484 756.926.896.974 95,06%

2014 981.465.993.481 882.511.866.501 89,92%

2015 1.123.463.990.404 1.033.395.681.570 91,98%

2016 1.154.462.784.268 1.036.720.514.211 89,80%

2017 1.176.966.976.264 1.113.702.578.948 94,62%

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

Belanja daerah Kota Bengkulu dari tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan
baik rencana belanja maupun realisasi belanja.  Realisasi belanja selama lima tahun terakhir selalu
kurang dari rencana belanja yang dianggarkan, sehingga selalu mengalami surplus anggaran.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemborosan belanja daerah mampu ditekan atau terjadi
penghematan, namun di sisi lain juga memperlihatkan kurang optimalnya serapan anggaran untuk
pemenuhan pembangunan. Realisasi belanja daerah Kota Bengkulu berdasarkan komponennya
dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.15
Realisasi Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No Uraian Belanja Tahun

Rata-
rata

Pertum
buhan

(%)

Propor
si Rata-
rata (%)

2013 2014 2015 2016 2017
1 Belanja Tidak

Langsung 443.124.935.377 515.466.768.518 567.347.450.763 544.232.002.486 509.038.126.290 3,96% 53,47%

1.1 Belanja Pegawai 433.100.250.357 502.888.709.549 566.405.034.993 538.712.968.487 495.432.778.769 3,96% 52,59%
1.2 Belanja Hibah 6.200.400.000 10.825.625.644 0 3.924.000.000 12.426.960.683 75,84% 0,69%

1.3 Belanja Bantuan
Sosial 3.004.880.000 1.000.000.000 0 0 0 -

66,72% 0,08%

1.4
Belanja Bagi
Hasil kepada
Provinsi/
Kabupaten/ Kota

19.427.520 21.091.200 21.215.520 21.078.120 29.131.840 11,68% 0,00%

1.5
Belanja Bantuan
Keuangan
kepada Provinsi/
Kabupaten/ Kota

799.977.500 731.342.125 921.200.250 1.118.289.750 1.118.289.750 9,69% 0,10%

1.7 Belanja Tidak
Terduga 0 0 0 455.666.129,00 30.965.248 -

93,20% 0,01%

2 Belanja
Langsung 313.801.961.597 367.045.097.982 466.048.230.807 492.488.511.724 604.664.452.657 18,10% 46,53%

2.1 Belanja Pegawai 58.134.701.160 68.334.301.942 68.615.474.533 62.581.775.839 63.910.720.258 2,82% 6,67%

2.2 Belanja Barang
dan Jasa 131.389.874.150 143.753.471.961 176.673.167.185 194.596.142.675 221.439.450.520 14,06% 17,99%

2.3 Belanja Modal 124.277.386.287 154.957.324.079 220.759.589.089 235.310.593.210 319.314.281.878 27,36% 21,87%
Total Belanja 756.926.896.974 882.511.866.500 1.033.395.681.570 1.036.720.514.210 1.113.702.578.948 10,36%

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017, diolah



- 159 -

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Bengkulu sebesar 10,36 persen. Penggunaan
belanja daerah di Kota Bengkulu relatif seimbang antara belanja langsung maupun belanja tidak
langsung. Komponen belanja tidak langsung lebih besar 6,94 persen dibandingkan dengan belanja
langsung. Komponen belanja terbesar dalam belanja tidak langsung digunakan untuk belanja
pegawai mencapai 52,59 persen dari total belanja daerah atau mencapai 98 persen dari total
belanja tidak langsung. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh anggaran belanja tidak langsung
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam bentuk gaji maupun operasional guna
menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan.

Alokasi belanja langsung terbesar yang dikeluarkan pemerintah Kota Bengkulu yaitu belanja
modal. Besaran komponen belanja modal sebesar 21,87 persen dari total realisasi belanja,
kemudian diikuti belanja barang dan jasa sebesar 17,99 persen dan belanja pegawai sebesar 6,67
persen. Analisis dan strategi prioritas penganggaran belanja perlu dilakukan karena pengalokasian
belanja terbesar justru digunakan untuk operasional pemerintahan. Pengalokasian belanja daerah
yang besar sebaiknya digunakan untuk pembangunan secara langsung, baik yang bersifat fisik
seperti pembangunan infrastruktur, jalan, gedung, maupun yang bersifat non-fisik dalam bidang
kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Belanja Daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja
yaitu:  1) Belanja Tidak Langsung dan 2) Belanja Langsung. Berikut penjelasan lebih lanjut
mengenai komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung Kota Bengkulu.

1) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja

Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada
Kabupaten/Kota, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan (h) Belanja Tidak
Terduga.

Tabel 3.16
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017
Tahun

Anggaran
Target Setelah

Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 460,505,206,813 443,124,935,377 96.23 -17,380,271,436

2014 563,574,824,480 515,466,768,518 91.46 -48,108,055,962

2015 614,939,281,187 567,347,450,763 92.26 -47,591,830,424

2016 892,685,133,149 799,814,887,001 89.60 -92,870,246,148

2017 530,342,800,660 509,038,126,290 95.98 -21,304,674,369

Jumlah 3,062,047,246,290 2,834,792,167,949 92.58 -227,255,078,340

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target dan realisasi belanja tidak langsung Kota Bengkulu selama periode Tahun Anggaran
2013-2016 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Realisasi
belanja tidak langsung selama lima tahun terakhir selalu kurang dari rencana belanja yang
dianggarkan. Sebagian besar belanja tidak langsung Kota Bengkulu berasal dari Belanja Pegawai
yang mencapai 98,35 persen dari total belanja tidak langsung. Berikut detail target dan realisasi
komponen penyusun belanja tidak langsung Kota Bengkulu:
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Tabel 3.17
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 444,476,456,813 433,100,250,357 97.44 -11,376,206,456

2014 555,359,824,642 502,888,709,549 90.55 -52,471,115,093

2015 599,366,855,369 566,405,034,993 94.50 -32,961,820,376

2016 603,739,963,497 538,712,968,487 89.23 -65,026,955,010

2017 514,813,439,977 495,432,778,768 96.24 -19,380,661,207

Jumlah 2,717,756,540,298 2,536,539,742,154 93.33 -181,216,798,144

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Realisasi belanja pegawai Kota Bengkulu selama lima tahun terakhir menunjukan tren
yang fluktuatif dan belum mencapai target belanja yang dianggarkan. Persentase realisasi belanja
pegawai tertinggi terdapat pada tahun 2013, mencapai 97,44 persen dari total target yang
dianggarkan. Komponen penyusun Belanja Tidak Langsung selanjutnya yaitu Belanja Hibah.
Target dan realisasi Belanja Hibah Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 hingga 2017 dijelaskan
pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Belanja Hibah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 10,978,500,000 6,200,400,000 56,48 -4,778,100,000

2014 4,937,000,000 10,825,625,644 219,28 5,888,625,644

2015 - - - -

2016 5,983,200,000 3,924,000,000 65,58 -2,059,200,000

2017 13,299,360,683 12,426,960,683 93,44 -872,400,000

Jumlah 35,198,060,683 33,376,986,327 94,38 -1,821,074,356

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Belanja tidak langsung Kota Bengkulu yang bersumber dari Belanja Hibah selama kurun
waktu 2013 hingga 2015 menunjukan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2015 Kota Bengkulu tidak
mengeluarkan anggaran untuk belanja hibah. Belanja Hibah pada tahun anggaran 2014 mengalami
kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melebihi target
yang telah dianggarkan. Hal ini disebabkan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari
Pemerintah.
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Tabel 3.19
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 3,200,250,000.00 3,004,880,000.00 93.90 -195,370,000.00

2014 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 -

2015 0 0 0 0

2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Jumlah 4,200,250,000 4,004,880,000 95.35 -195,370,000.00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Selama periode Tahun Anggaran 2013 - 2017, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar
Rp. 4.004.880.000,- atau 95,35 persen dari target sebesar Rp. 4.200.250.000 dimana pada tahun
2015 sampai dengan tahun 2017 tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial. Komponen belanja
langsung selanjutnya adalah belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota. Berikut
penjelasan mengenai target dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota:

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 800,000,000 799,977,500 100,00 -22,500

2014 1,100,000,000 731,342,125 66,49 -368,657,875

2015 1,500,000,000 921,200,250 61,41 -578,799,750

2016 1,500,000,000 1,118,289,750 74,55 -381,710,250

2017 1,200,000,000 1,118,289,750 93,19 -81,710,250

Jumlah 6,100,000,000 4,689,099,375 76,87 -1,410,900,625

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota selama periode
Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukan tren yang fluktuatif, dimana pencapaian realisasi belanja
bantuan keuangan terkecil terdapat pada tahun 2014 dan 2015. Komponen belanja langsung
berikutnya adalah belanja tidak terduga. Berikut penjelasan mengenai target dan realisasi belanja
tidak terduga Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 hingga 2017:
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Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 1,000,000,000 0 0 -1,000,000,000
2014 1,000,000,000 0 0 -1,000,000,000
2015 14,042,898,138 0 0 -14,042,898,138
2016 1,000,000,000 455,666,129 45,57 -544,333,871
2017 1,000,000,000 30,965,248 3,10 -969,034,752

Jumlah 18,042,898,138 486,631,377 2.70 -17,556,266,761
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target Belanja Tidak Terduga selama periode Tahun Anggaran 2013–2017 sebesar Rp.
18.042.898.138,- dengan realisasi sebesar Rp. 486.631.377,00  atau 2,70% dari total target
belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga Kota Bengkulu mulai terealisasikan pada tahun 2016,
namun masih cukup rendah jika dibandingkan dengan target yang dianggarkan. Rendahnya
realisasi belanja tidak terduga disebabkan pencairan dana belanja tidak terduga mensyaratkan
kriteria yang setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.

Tabel 3.22
Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun
Anggaran

Target Setelah
Perubahan APBD Realisasi % Lebih/kurang

2013 50,000,000 19,427,520 38.86 -30,572,480

2014 177,999,838 21,091,200 11.85 -156,908,638

2015 29,527,680 21,215,520 71.85 -8,312,160

2016 29,527,680 21,078,120 71.38 -8,449,560

2017 30,000,000 29,131,840 97.11 -868,160

Jumlah 317,055,198 111,944,200 35.31 -205,110,998
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target dan realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota selama periode Tahun
Anggaran 2013 hingga 2017 menunjukan tren yang fluktuatif. Realisasi belanja bagi hasil
Kabupaten/Kota selalu dibawah target yang dianggarkan. Realisasi belanja bagi hasil terendah
terdapat pada tahun 2013 dan 2014 yang hanya mencapai 38,86 persen dan 11,85 persen dari
target belanja bagi hasil.
2) Belanja Langsung

Belanja Langsung Kota Bengkulu terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan
Jasa, serta (c) Belanja Modal. Selama periode Tahun Anggaran 2013 - 2017,  realisasi Belanja
Langsung secara akumulatif sebesar Rp. 2.244.048.254.767 dari target Rp. 2.451.007.357.079
atau 91,56 persen, disajikan pada Tabel 3.25.
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Tabel 3.23
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun

Anggaran

Target Setelah

Perubahan APBD

Realisasi % Lebih/kurang

2013 335,757,046,671 313,801,961,597 93.46 -21,955,085,074

2014 417,891,169,000 367,045,097,982 87.83 -50,846,071,017

2015 508,524,709,217 466,048,230,807 91.65 -42,476,478,409

2016 542,210,093,090 492,488,511,724 90,83 -48,721,581,366

2017 646,624,175,603 604,664,452,657 93,51 -41,959,722,946

Jumlah 2,451,007,193,581 2,244,048,254,767 91,56 206,958,938,814

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target dan realisasi belanja langsung Kota Bengkulu selama periode tahun anggaran 2013
hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Persentase realisasi belanja langsung terhadap taget
belanja langsung terkecil terdapat pada tahun 2014 yang masih dibawah 90 persen.  Alokasi
belanja langsung tertinggi digunakan untuk balanja modal atau sebesar 47 persen dari total
anggaran belanja langsung, kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 38,66 persen
dan belanja pegawai sebesar 14,33 persen. Berikut detail penjelasan komponen belanja langsung
Kota Bengkulu:

Tabel 3.24
Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun

Anggaran

Target Setelah

Perubahan APBD

Realisasi % Lebih/kurang

2013 62,059,251,600 58,134,701,160 93.68 -3,924,550,440

2014 74,924,736,200 68,334,301,942 91.20 -6,590,434,258

2015 72,980,087,970 68,615,474,533 94.02 -4364613437

2016 66,410,337,699 62,581,775,839 89.33 -65,489,406,631

2017 67,775,561,776 63,910,720,258 94.30 -3,864,841,518

Jumlah 344,149,975,245 321,576,973,732 93,44 -22,573,001,513

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target dan realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung selama periode Tahun
Anggaran 2013 - 2017 menunjukan tren yang fluktuatif. Belanja pegawai meningkat pada tahun
2013 hingga 2015 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dan meningkat kembali di
tahun berikutnya. Komponen belanja langsung selanjutnya yaitu belanja barang dan jasa.
Penjabaran target dan realisasi belanja barang dan jasa dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 3.25
Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun

Anggaran

Target Setelah

Perubahan APBD

Realisasi % Lebih/kurang

2013 144,322,967,341 131,389,874,150 91.04 -12,933,093,191

2014 165,845,695,900 143,753,471,961 86.68 -22,092,223,939

2015 201,069,071,097 176,673,167,185 87.87 -24,395,903,911

2016 216,551,631,952 194,596,142,675 90.72 -25,321,639,516

2017 242,012,032,384 221,439,450,520 91.50 -20,572,581,863

Jumlah 1,026,154,330,374 920,838,887,952 89.86 -21,955,489,277

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Target dan realisasi belanja barang dan jasa pada belanja langsung selama periode Tahun
Anggaran 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Total akumulasi target belanja barang dan
jasa sebesar Rp. 1.026.154.330.374, sedangkan realisasi yang tercapai sebesar Rp.
920.838.887.952 atau 89,86 persen.  Realisasi belanja barang dan jasa Kota Bengkulu tidak
melebihi target yang telah ditetapkan. Komponen belanja langsung selanjutnya yaitu belaja modal.
Berikut penjelasan mengenai target dan realisasi belanja modal Kota Bengkulu:

Tabel 3.26
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Bengkulu

Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun

Anggaran

Target Setelah

Perubahan APBD

Realisasi % Lebih/kurang

2013 129,374,827,730.00 124,277,386,287.00 96.06 -5,097,441,443.00

2014 177,120,736,900.00 154,957,324,079.50 87.49 -22,163,412,820.50

2015 234,475,550,150.00 220,759,589,089.19 94.15 -13,715,961,060.81

2016 259,248,123,439.16 235,310,593,210.95 90.77 -23,937,530,228.21

2017 336,836,581,443.00 319,314,281,879 94.80 -17,522,299,564.28

Jumlah 1,137,055,819,662 1,054,619,174,545 92.75 -82,436,645,116.80

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 s.d. 2017

Belanja modal Kota Bengkulu selama periode Tahun Anggaran 2013 – 2017 menunjukan
tren yang meningkat. Jumlah total belanja modal selam lima tahun terakhir terealisasi sebesar Rp.
1.054.619.174.545,00 atau 92,75 persen dari target sebesar Rp. 1.137.055.819.662,00.
Persentase realisasi belanja modal menunjukan tren yang fluktuatif.



- 165 -

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah
Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi pembiayaan

daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk
menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka
peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi pembiayaan Kota Bengkulu dari
tahun 2013 hingga 2017 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.27
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 (Rupiah)

No Uraian Pembiayaan
Tahun Pertumbuhan

Rata-rata (%)2013 2014 2015 2016 2017

1
Penerimaan Pembiayaan
Daerah

36.264.202.180 53.194.370.176 105.874.505.451 15.472.756.964 8.974.306.562 4,58%

1.1
Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya

36.264.202.180 53.194.370.176 105.874.505.451 15.472.756.964 8.974.306.562 4,58%

2
Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

19.649.000.000 2.463.376.899 4.130.938.798 104.488.352.921 13.219.238.284 580,57%

2.1
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah

15.149.000.000 0 0 101.932.358.221 11.400.000.000 242,02%

2.2 Pembayaran Pokok Utang 4.500.000.000 2.463.376.899 4.130.938.798 2.555.994.700 1.819.238.284 -11,13%

Pembiayaan Netto 16.615.202.180 50.730.993.276 101.743.566.653 -89.015.595.957 -4.244.931.721 5,79%
Sumber : Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017, diolah
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Pembiayaan daerah Kota Bengkulu memiliki dua komponen penyusun yaitu penerimaan
pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, sedangkan
pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
dan pembayaran pokok utang. Pembiayaan daerah Kota Bengkulu masih bergantung pada SiLPA
tahun sebelumnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan 4,58 persen setiap tahunnya. SiLPA
terbesar selama lima tahun terakhir terdapat pada tahun 2015 yang mencapai Rp.
105.874.505.451,-. Pada tahun 2013 hingga 2015 terjadi surplus riil dengan tren meningkat. Namun
pada tahun 2016 dan 2017 terjadi defisit riil, yang berarti bahawa pendapatan daerah pada tahun
tersebut belum mampu mencukupi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.1.2. Neraca Daerah
Neraca daerah digunakan sebagai alat analisis kondisi keuangan pemerintah daerah terkait

kondisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalamnya,
serta manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari adanya aset. Kondisi keuangan daerah yang
kadang tidak stabil mengakibatkan pemerintah daerah mengambil utang. Utang berdasarkan
Permendagri 13 Tahun 2006 didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang dalam
analisis neraca dilihat dari utang atau kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Selisih antara
nilai aset dan utang di dalam neraca daerah disebut sebagai ekuitas dana. Kondisi neraca daerah
Kota Bengkulu pada tahun 2013 hingga 2017 sebagai berikut:
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Tabel 3.28
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bengkulu 2013-2017

No Uraian 2013
(Rp)

2014
(Rp)

2015
(Rp)

2016
(Rp)

2017
(Rp)

Rata-rata
Pertumbuhan

(%)
1 Aset

1.1. Aset Lancar 103.477.430.777 178.403.324.424 66.998.833.906 78.884.573.747 59.344.102.700 0,73

1.2. Investasi Jangka
Panjang 31.008.315.793 30.278.475.109 28.470.400.235 40.374.875.078 40.593.349.916 8,5

1.3. Aset Tetap 1.705.821.659.967 1.921.231.566.852 1.517.018.084.013 1.590.752.671.965 1.609.199.779.215 -0,59
1.4. Aset Lainnya 28.943.255.000 33.185.158.400 176.908.079.164 210.216.695.022 209.041.772.274 116,5

Jumlah Aset 1.869.250.661.538 2.163.098.524.784 1.789.395.397.317 1.920.228.815.813 1.918.179.004.104 1,41
2 Kewajiban

2.1. Kewajiban Jangka
Pendek 16.917.701.905 16.607.228.605 17.115.883.672 66.871.865.104 18.747.307.504 54,99

2.2. Kewajiban Jangka
Panjang 125.169.365 89.406.689 53.644.014 17.881.338 0 -45,07

Jumlah Kewajiban 17.042.871.270 16.696.635.294 17.169.527.685 66.889.746.442 18.747.307.504 54,6
3 Ekuitas Dana

3.1. Ekuitas Dana
Lancar 86.559.728.873 161.796.095.819

3.2. Ekuitas Dana
Investasi 1.765.648.061.396 1.984.605.793.672

3.3. Jumlah Ekuitas
Dana Cadangan 0 0

Jumlah Ekuitas
Dana 1.852.207.790.269 2.146.401.889.490 1.772.225.869.632 1.853.339.069.371 1.899.431.696.600 1,37

Jumlah Kewajiban
dan Ekuitas 1.869.250.661.539 2.163.098.524.784 1.789.395.397.317 1.920.228.815.813 1.918.179.004.104 1,41

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017, diolah
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Berdasarkan perhitungan pertumbuhan pada komponen aset, kewajiban, dan ekuitas di
atas, kewajiban merupakan komponen yang memiliki pertumbuhan paling tinggi, yakni rata-rata 54,6
persen selama tahun 2013 hingga 2017. Kondisi tersebut berbeda dengan pertumbuhan aset yang
hanya 1,41 persen. Adapun komponen aset yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah aset
lainnya sebesar 116,5 persen. Aset lainnya terdiri dari tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak
ketiga, serta aset tidak berwujud. Meskipun aset lainnya memiliki pertumbuhan paling tinggi, namun
nominal terbesar terdapat pada aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang manfaatnya dapat
dirasakan masyarakat secara langsung, yakni berupa jalan, irigasi, dan jaringan, gedung dan
bangunan, peralatan dan mesin, tanah, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Analisis neraca daerah secara lebih mendalam dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar yang
merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, serta rasio quick
yang merupakan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka
pendek.

Tabel 3.29
Rasio Likuiditas Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata
1 Rasio Lancar

(Current Ratio)
6,11 10,74 3,91 1,17 3,16 5,02

2 Rasio Quick
(Quick Ratio)

5,57 10,27 3,45 1,06 2,77 4,63

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017, diolah

Perhitungan rasio likuditas Pemerintah Kota Bengkulu memperlihatkan tingkat likuiditas
yang cukup baik, yakni dengan rata-rata 5,02 pada rasio lancar dan 4,63 pada rasio quick. Tingkat
likuiditas paling tinggi terdapat pada tahun 2014, dimana ketika terjadi penurunan kewajiban jangka
pendek, dan disertai kenaikan nilai aset lancar. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2016, dimana
terjadi kenaikan kewajiban jangka pendek yang sangat tinggi, namun tidak disertai kenaikan aset
lancar secara signifikan. Berdasarkan perhitungan rasio lancar maupun quick, meskipun memiliki
tingkat likuiditas yang baik, namun Pemerintah Kota Bengkulu perlu memperhatikan kebijakan
dalam pengambilan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek selalu ada setiap tahun
selama 2013 hingga 2017, yang dapat berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Analisis neraca daerah yang kedua dilakukan melalui perhitungan rasio solvabilitas.
Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi
kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas dilakukan melalui perhitungan rasio total hutang
terhadap total aset, serta rasio hutang terhadap modal. Perhitungan rasio solvabilitas Pemerintah
Kota Bengkulu sebagai berikut:
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Tabel 3.30
Rasio Solvabilitas Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata
1 Rasio total hutang

terhadap total
aset

0,00911 0,00771 0,0095 0,0348 0,00977 0,0142

2 Rasio hutang
terhadap modal 0,0092 0,0077 0,0096 0,036 0,0098 0,0145

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017, diolah

Perhitungan rasio solvabilitas berbeda dengan perhitungan rasio likuiditas, dimana pada
rasio solvabilitas semakin kecil perhitungan, maka memiliki kondisi semakin baik atau solvable.
Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas di atas, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki kondisi
solvable, yang dibentuk nilai rasio rata-rata pada rasio total hutang terhadap aset sebesar 0,0142,
sedangkan pada rasio hutang terhadap modal sebesar 0,0145. Kondisi ini memperlihatkan aset
maupun modal dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjang.

Analisis neraca daerah yang ketiga menggunakan perhitungan rasio aktivitas, yaitu melihat
tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas terdiri dari
rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk
melunasi piutang. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur
piutang dihitung dari 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang. Guna
memperoleh nilai perputaran piutang maka pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang
pendapatan daerah, sedangkan rata-rata piutang diperoleh dari penjumlahan saldo awal piutang
dengan saldo akhir piutang kemudian dibagi dua.

Rasio aktivitas juga dihitung melalui rata-rata umur persediaan, yaitu berapa lama dana
tertanam dalam bentuk persediaan, karena dana persediaan dapat digunakan untuk pelayanan
publik jika diperlukan. Rata-rata umur persediaan dihitung melalui 365 hari dalam satu tahun dibagi
dengan perputaran persediaan. Untuk memperoleh nilai perputaran persediaan, maka nilai
persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi dengan rata-rata nilai persediaan, dimana rata-
rata nilai persediaan diperoleh melalui penjumlahan antara saldo awal dan akhir persediaan
kemudian dibagi dua.

Tabel 3.31
Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017 (hari)

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata

1
Rata-rata Umur
Piutang

12,94 20,29 20,53 16,19 15,76 17,14

2
Rata-rata Umur
Persediaan

328,9 396,7 365,44 364,38 379,6 367

Sumber: Neraca Daerah Pemerintah Kota Bengkulu 2013-2017, diolah
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Berdasarkan perhitungan rasio aktivitas, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki kemampuan
yang baik dalam mengubah piutang menjadi kas, yakni rata-rata selama 17,14 hari. Kemampuan
paling cepat terdapat pada tahun 2013, yakni selama 12,94 hari, sedangkan kondisi paling lama
selama 20,53 hari yang terdapat pada tahun 2015. Rata-rata umur persediaan memiliki intepretasi
yang berbeda dengan rata-rata umur piutang. Semakin lama umur persediaan maka kondisi
semakin baik. Rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Bengkulu cukup lama, yakni lebih dari
satu tahun atau selama 367 hari. Kondisi ini menandakan relatif tidak ada kebutuhan mendesak
untuk menggunakan dana persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu mencakup analisis proporsi belanja
pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil dan analisis sisa lebih
perhitungan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Proporsi penggunaan anggaran dilakukan dengan analisis proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur, untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran anggaran yang digunakan
untuk belanja kebutuhan pegawai. Berikut proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan
aparatur Kota Bengkulu selama 5 tahun terakhir (2013 – 2017):

Tabel 3.32
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bengkulu

Tahun 2013 – 2017

Tahun Total Belanja Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran

Persentase Total Belanja
Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur terhadap Total

Pengeluaran
2013 491.234.951.517 776.575.896.974 63,26%
2014 571.223.011.491 884.975.243.400 64,55%
2015 635.193.948.851 1.037.526.620.368 61,22%
2016 601.719.894.326 1.141.208.867.133 52,73%
2017 559.343.499.028 1.126.921.817.232 49,63%

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017, diolah

Persentase total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kota Bengkulu masih cukup
tinggi, pada tahun 2013 hingga 2016 masih berada diatas 50 persen. Kemudian pada tahun 2017
mengalami penurunan hingga berada dibawah 50 persen. Hal ini menunjukan bahwa lebih dari 50
persen anggaran belanja daerah Kota Bengkulu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.
Pengaolakasian anggaran  belanja kebutuhan aparatur secara ideal maksimum hanya 30 persen
dari total belanja daerah.
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3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah terdiri atas analisis defisit riil anggaran dan realisasi Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA). Analisis defisit riil anggaran dilakukan dengan menghitung nilai
realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayan daerah.
Kemudian akan terlihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit
riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Berikut merupakan
perkembangan defisit riil anggaran Kota Bengkulu tahun 2013 hingga 2017:
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Tabel 3.33
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bengkulu Tahun 2013-2017

No Uraian
Tahun (Rupiah)

2013 2014 2015 2016 2017

1 Pendapatan Daerah 793.506.064.970 937.898.451.020 946.874.867.837 1.134.710.416.731 1.128.046.885.549

2 Belanja Daerah 756.926.896.974 882.511.866.501 1.033.395.681.570 1.036.720.514.211 1.113.702.578.948

3
Pengeluaran
Pembiayaan Daerah

19.649.000.000 2.463.376.900 4.130.938.798 104.488.352.922 13.219.238.284

4 Defisit Riil 16.930.167.996 52.923.207.620 -90.651.752.532 -6.498.450.402 1.125.068.317

5
Penerimaan
Pembiayaan Daerah

36.264.202.181 53.194.370.177 105.874.505.451 15.472.756.964 8.974.306.563

6
Sisa Lebih
Pembiayaan Daerah 53.194.370.177 106.117.577.796 15.222.752.919 8.974.306.563 10.099.374.880

Sumber : Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017, diolah
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APBD Kota Bengkulu mengalami defisit riil pada tahun 2015 dan 2016. Defisit riil terjadi
karena pada tahun 2015 belanja daerah Kota Bengkulu lebih besar dari pendapatan daerah,
sedangkan pada tahun 2016 belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah lebih besar
daripada pendapatan daerah. Defisit riil pada tahun 2015 dan 2016 ditutup dengan  penerimaan
pembiayaan daerah yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.  Sedangkan pada
tahun 2013, 2014 dan 2017  terjadi surplus riil, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah
pada tahun tersebut semakin bertambah. Selama lima tahun terakhir sisa lebih pembiayaan
anggaran daerah terbesar terdapat pada tahun 2014, sebesar 106,12 milyar Rupiah. Karena pada
tahun tersebut terdapat surplus riil yang cukup tinggi atau sebesar 52,92 milyar Rupiah.

Analisis sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk melihat sumber perolehan sisa
lebih perhitungan anggaran dan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh sumber tersebut.
Komponen penyusun sisa lebih perhitungan anggaran berasal dari pelampauan penerimaan PAD,
pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan lain-lain pendapatan yang sah, sisa
penghematan belanja atau akibat lainnya dan pelampauan pembiayaan netto. Berikut merupakan
penjelasan perolehan sisa lebih perhitungan anggaran Kota Bengkulu dari tahun 2013 hingga 2017:
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Tabel 3.34
Analisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

No Uraian
2013 2014 2015 2016 2017

Rp
persen

dari
SILPA

Rp
persen

dari
SILPA

Rp
persen

dari
SILPA

Rp
persen

dari
SILPA

Rp
persen

dari
SILPA

Jumlah SILPA 53.194.370.177 100 106.117.577.796 100 15.222.752.919 100 8.974.306.563 100 10.099.374.880 100

1
Pelampauan
penerimaan
PAD

-13.431.633.740 -25,25 -4.830.158.335 -4,55 -25.407.322.884 -166,90 -14.471.212.484 -161,25 -5.787.761.122 -57,31

2
Pelampauan
penerimaan
dana
perimbangan

-3.493.117.778 -6,57 -11.903.558.927 -11,22 -36.112.883.850 -237,23 -10.293.371.922 -114,70 -32.047.228.603 -317,32

3
Pelampauan
lain-lain
pendapatan
yang sah

25.662.765.184 48,24 20.966.754.978 19,76 -14.582.276.835 -95,79 -70.653.383.133 -787,29 -15.330.032.711 -151,79

4
Sisa
Penghematan
belanja atau
akibat lainnya

39.335.356.510 73,95 98.954.126.980 93,25 90.068.308.834 591,67 117.742.270.057 1311,99 63.264.397.316 626,42

5
Pelampauan
pembiayaan
netto

5.121.000.000 9,63 2.930.413.100 2,76 1.256.927.655 8,26 -13.349.995.955 -148,76 0 0

Sumber: Laporan Keuangan Kota Bengkulu Tahun 2013-2017, diolah
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Komponen penyusun sisa lebih perhitungan anggaran terbesar berasal dari sisa
penghematan belanja atau akibat lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penghematan
anggaran, namun di sisi lain juga memperlihatkan bahwa secara sektoral, penyerapan anggaran
untuk pemenuhan pembangunan tidak optimal.  Komponen lain yang menyumbang sisa lebih
perhitungan anggaran adalah pembiayaan netto, namun pembiayaan netto tahun 2016 dan 2017
tidak menyumbang sisa lebih perhitungan anggaran. Komponen pendapatan daerah, khususnya
bersumber dari PAD dan dana perimbangan daerah sama sekali tidak menyumbang sisa lebih
perhitungan anggaran daerah Kota Bengkulu. Sedangkan komponen dana pendapatan lain-lain
yang sah hanya menyubang sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2013 dan 2014 saja.  Hal
ini mengindikasikan bahwa penganggaran pendapatan daerah Kota Bengkulu belum cukup baik.

3.3. Kerangka Pendanan

Kerangka pendanaan terdiri dari proyeksi komponen keuangan daerah, baik pendapatan, belanja,
maupun pembiayaan daerah selama lima tahun ke depan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
Proyeksi APBD Kota Bengkulu tahun 2019 hingga 2023 didasarkan pada gambaran kinerja

keuangan masa lalu mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran daerah. Proyeksi
APBD juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro kedepan, khususnya
yang berimplikasi pada pendapatan daerah.  Proyeksi APBD Kota Bengkulu tahun 2019 hingga
2023 dijelaskan pada tabel berikut:
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Tabel 3.35
Proyeksi APBD Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Pertumbuhan 2019 2020 2021 2022 2023
% (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 PENDAPATAN 1,203,801,852,269.75 1,313,230,501,016.57 1,434,460,214,874.86 1,570,866,330,417.26 1,724,466,313,951.44
1.1 Pendapatan Asli Daerah 33.29 201,957,515,577.00 236,367,612,426.05 276,424,682,704.96 324,916,222,408.70 383,203,830,252.61

1.1.1 Pajak Daerah 22.14 85,597,000,000.00 96,962,700,000.00 109,400,650,000.00 124,788,524,700.00 143,396,905,770.00
1.1.2 Retribusi Daerah 10.73 18,789,000,000.00 22,546,800,000.00 27,056,160,000.00 32,467,392,000.00 38,960,870,400.00

1.1.3
Hasil Pengelolaan
Keuangan Daerah Yang
Dipisahkan

15.26 4,554,125,327.00 5,237,244,126.05 6,022,830,744.96 6,926,255,356.70 7,965,193,660.21

1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 94.0 93,017,390,250.00 111,620,868,300.00 133,945,041,960.00 160,734,050,352.00 192,880,860,422.40
1.2 Dana Perimbangan 10.37 946,984,284,000.00 1,012,676,626,940.00 1,082,937,606,038.80 1,158,085,534,435.17 1,238,460,932,617.96

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi
Hasil Bukan Pajak -2.71 29,827,847,000.00 31,319,239,350.00 32,885,201,317.50 34,529,461,383.38 36,255,934,452.54

1.2.2 Dana Alokasi Umum 5,88 711,412,979,000.00 761,211,887,530.00 814,496,719,657.10 871,511,490,000.10 932,517,294,335.41
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 61.56 205,743,458,000.00 220,145,500,060.00 235,555,685,064.20 252,044,583,018.69 269,687,703,830.00

1.3 Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah 54,860,052,692.75 64,186,261,650.52 75,097,926,131.11 87,864,573,573.39 102,801,551,080.87

2 BELANJA 1,449,776,852,269.75 1,244,007,086,463.37 1,364,375,629,594.00 1,503,452,515,872.36 1,657,756,808,679.28
2.1 Belanja Tidak Langsung 3.96 578,398,863,982.60 595,150,025,902.08 628,154,954,938.16 642,080,081,135.69 676,962,212,381.12

2.1.1 Belanja Pegawai 558,372,063,982.60 575,123,225,902.08 598,128,154,938.16 622,053,281,135.69 646,935,412,381.12
2.1.2 Belanja Bunga - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 14,821,800,000.00 14,821,800,000.00 24,821,800,000.00 14,821,800,000.00 24,821,800,000.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2,975,000,000.00 2,975,000,000.00 2,975,000,000.00 2,975,000,000.00 2,975,000,000.00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
2.2 Belanja Langsung 18.1 871,377,988,287.15 648,867,060,561.29 736,220,674,655.84 861,372,434,736.67 980,794,596,298.17

2.2.1 Belanja Pegawai 88,483,564,128.15 89,317,915,194.34 91,190,396,832.42 93,100,328,103.26 95,048,457,999.51
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 279,541,763,142.00 293,518,851,299.10 325,805,924,942.00 356,472,691,416.38 392,119,960,558.02
2.2.3 Belanja Modal 503,352,661,017.00 266,020,294,067.85 319,224,352,881.42 411,799,415,217.03 493,626,177,740.64

3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan 262,168,176,616.00 12,776,585,446.80 13,415,414,719.14 14,086,185,455.10 503,352,661,017.00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 25,700,176,616.00 82,000,000,000.00 83,500,000,000.00 81,500,000,000.00 81,500,000,000.00

No Uraian
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APBD Kota Bengkulu diproyeksikan mengalami peningkatan, baik pada komponen
pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah Kota Bengkulu diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 3-20
persen setiap tahunnya.Tren realisasi pendapatan anggaran Kota Bengkulu selama tahun
2019 menunjukkan kondisi defisit  dan pada tahun 2020-2023 diproyeksikan akan
mengalami kondisi surplus.

Untuk menutup defisit riil ditahun 2019, Pemerintah Kota Bengkulu dapat
melakukan alternatif penerimaan pembiayaan melalui : Silpa, Penjualan aset dan pengajuan
pinjaman daerah. Pada proyeksi 2019-2023, defisit ditahun 2019 ditutup melalui
penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui Silpa dan penerimaan pinjaman daerah.
Konsekuensi dari penerimaan pinjaman daerah adalah pengeluaran pembiayaan daerah
melalui pembayaran hutang yang harus dilakukan yaitu pembayaran pokok hutang dan
bunga hutang.

Pinjaman daerah  ini salah satunya dapat dilakukan melalui PT Sarana Multi

Infrastruktur (SMI) sebagai alternatif untuk pembiayaan infrastruktur. PT Sarana Multi

Infrastruktur (SMI) merupakan Perusahaan milik Negara yang memiliki mandat mendukung

percepatan pengembangan infrastruktur Nasional dengan kepemilikan saham adalah 100

persen milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT.SMI mendukung percepatan

pengembangan infrastruktur Nasional melalui percepatan pengembangan infrastruktur

Pemerintah Daerah baik infrastruktur publik maupun infrastruktur sosial.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah Kota Bengkulu diproyeksikan meningkat dari tahun 2019-2023 dengan
total penerimaan dari pendapatan dan sisa lebih riil perhitungan Anggaran dan kapasitas riil
kemampuan keuangan dilihat dari pengurangan total penerimaan terhadap belanja tidak
langsung dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil kemampuan keuangan ini
diproyeksikan terus meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Secara lengkap
kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
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Tabel 3.36
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 2020 2021 2022 2023
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 Pendapatan 1,203,801,852,269.75 1,313,230,501,016.57 1,434,460,214,874.86 1,570,866,330,417.26 1,724,466,313,951.44
2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - -
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 12,168,176,616.00 12,776,585,446.80 13,415,414,719.14 14,086,186,455.10 14,790,494,727.85

Total Penerimaan 1,215,970,028,885.75 1,326,007,086,463.37 1,447,875,629,594.00 1,584,952,516,872.36 1,739,256,808,679.29
Dikurangi

4 Belanja Tidak Langsung 578,398,863,982.60 595,150,025,902.08 628,154,954,938.16 642,080,081,135.69 676,962,212,381.12
5 Pengeluaran Pembiayaan 25,700,176,616.00 82,000,000,000.00 83,500,000,000.00 81,500,000,000.00 81,500,000,000.00

Kapasitas riil kemampuan keuangan 611,870,988,287.15 648,857,060,561.29 736,220,674,655.84 861,372,435,736.67 980,794,596,298.17

No Uraian

Proyeksi



- 180 -

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah Kota Bengkulu
yang dirinci berdasarkan urusan yang dilaksanakan dan isu-isu strategis daerah. Identifikasi
permasalahan pembangunan daerah dan perumusan isu strategis merupakan identifikasi terhadap
kondisi-kondisi eksisting yang akan dijadikan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke
depan. Selain itu, identifikasi persoalan ini juga didukung oleh data-data kuantitatif yang disajikan pada
Bab II. Analisis pada bab ini merupakan acuan dasar bagi penyusunan visi dan misi Walikota dan Wakil
Walikota Kota Bengkulu terpilih dalam RPJMD yang disajikan pada bab V.

Analisis permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap semua urusan yang
dilaksankaan dengan menggunakan metode analisis pohon masalah. Sesuai dengan ketentuan tabel
pada Permendagri 86 Tahun 2017, maka permasalahan setiap urusan dianalisis berdasarkan
kategorisasi masalah pokok, masalah dan akar masalah, sedangkan isu strategis dirumuskan dengan
memperhatikan masalah pokok di setiap urusan dan mempertimbangkan isu strategis tingkat provinsi,
nasional, serta internasional.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan menjadi basis utama perumusan isu-isu strategis. Permasalahan
pembangunan disusun berdasarkan sebab indikatif dari berbagai data pada bab capaian kinerja
pembangunan Kota Bengkulu dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Sustainable

Development Goals (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional serta Provinsi Bengkulu yang
memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu. Berdasarkan
hasil analisis terhadap berbagai data capaian pembangunan, observasi, FGD dan berbagai metode
pengumpulan data lainnya, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan Kota Bengkulu
sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi
basis utama bagi perumusan isu strategis.  Urusan wajib dasar terdiri dari urusan pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Gambaran permasalahan
pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar disajikan sebagai berikut:
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4.1.1.1. Pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu masih menghadapi beberapa permasalahan.

Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan yang sudah
dikategorikan berdasarkan level permasalahan:

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Pendidikan

No. Masalah pokok Masalah Akar masalah

1. Belum optimalnya
layanan, akses dan
kualitas pendidikan

Kurang memadainya sarana dan
prasarana (sarpras) pendidikan

Rendahnya fasilitas pendukung
pendidikan (alat-alat lab, komputer,
meubeler, toilet siswa, jaringan wifi,
listrik dan lain-lain)
Daya tampung ruang kegiatan belajar
yang masih perlu ditingkatkan

Belum meratanya motivasi siswa
untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi

Lemahnya peran komite sekolah

Terbatasnya pemberian beasiswa bagi
siswa kurang mampu

Kualitas kegiatan pembelajaran
yang belum optimal

Penerapan kurikulum yang belum
maksimal
Kekurangan guru mata pelajaran dan
distribusi tenaga pengajar yang belum
merata

Kualitas guru yang belum optimal

Diklat/pelatihan yang belum maksimal
Belum optimalnya peningkaan kualitas
dan kreatifitas guru

4.1.1.2. Kesehatan
Sektor kesehatan berkontribusi penuh dalam penyiapan sumber daya manusia yang sehat,

produktif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Kota Bengkulu telah berusaha
optimal. Namun, pembangunan kesehatan masih menyisakan permasalahan pokok, yaitu rendahnya
derajat kesehatan masyarakat. Masalah pokok tersebut dapat disebabkan beberapa masalah dalam
tabel berikut:

Tabel 4.2.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Kesehatan

No. Masalah pokok Masalah Akar masalah

1. Rendahnya derajat
kesehatan masyarakat

Rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
penerapan perilaku
hidup bersih dan sehat
(PHBS)

Belum meratanya kesadaran masyarakat
tentang pola hidup sehat
Kurangnya promosi kesehatan
Rendahnya kualitas sanitasi di
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lingkungan keluarga
Rendahnya ketersediaan
dan kualitas sarana
kesehatan

Kurangnya alat pendukung pelayanan
kesehatan
Masih perlu ditingkatkannya kualitas
sarana kesehatan

Rendahnya daya dukung
SDM kesehatan

Rendahnya ketercukupan dokter
Rendahnya ketercukupan tenaga medis

Belum optimalnya
pelayanan kesehatan ibu
dan anak

Rendahnya pendataan pelaporan
perkembangan ibu saat mengandung
Belum optimalnya sistem rujukan ke
sarana kesehatan
Belum optimalnya sistem penanganan
proses persalinan

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar. Hal
tersebut mengacu pada persoalan perlu ditingkatkannya akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya
kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum
optimalnya kelayakhunian.

Tabel 4.3.
1.5.1.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1.5.1.5 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum terwujudnya
sistem jaringan jalan
yang baik dan terpadu

Belum optimalnya akses
jalan dan jembatan antar
kawasan

Belum optimalnya ketersediaan
jalan dan jembatan

Belum optimalnya
ketersediaan sarana
pendukung jaringan jalan

Belum semua jalan dilengkapi
trotoar/pedistrian
Belum semua jalan dilengkapi
dengan drainase

Belum optimalnya
perencanaan
pembangunan jalan dan
jembatan

Ruas jalan banyak yang belum
memiliki papan nama dan status
Data base jalan dan jembatan
dasar yang belum lengkap

Belum optimalnya kualitas
konstruksi jaringan jalan

Belum optimalnya upaya
peningkatan kualitas jalan
Belum optimalnya upaya
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
dan jembatan

2. Belum optimalnya
kualitas bangunan

Banyaknya bangunan
tidak sesuai standar
kualifikasi

Belum optimalnya sistem
pengawasan bangunan
Belum optimalnya pembinaan
konstruksi

3. Tingginya pelanggaran
tata ruang

Belum optimalnya upaya
perencanaan dan
pengendalian tata ruang

Revisi RTRW yang belum
diselesaikan
Belum adanya Dokumen  sebagai
turunan dari RTRW (RDTR)
Belum Optimalnya pemberian
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

pelayanan terkait di bidang
perizinan tata ruang
Kurangnya pengendalian
pemanfaatan ruang dari
pemerintah daerah
Masih kurangnya  pelibatan peran
serta dari masyarakat oleh
Pemerintah dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
Kurangnya sosialisasi
perencanaan tata ruang kepada
masyarakat
Belum adanya penegakan hukum
bagi pelanggaran pemanfaatan
ruang
Luasan RTH (publik dan privat)
yang belum sesuai dengan aturan

4. Belum optimalnya
kelayakhunian

Belum optimalnya akses
air minum layak

Belum optimalnya ketersediaan
sarana dan prasarana air bersih
perpipaan
Kondisi sapras sumber air baku
yang belum baik
Belum optimalnya ketersediaan
sarana dan prasarana air bersih
non-perpipaan

Rendahnya layanan
pengelolaan air limbah

Kondisi IPLT dan IPAL yang belum
memadai
Jumlah IPLT dan IPAL yang masih
kurang

Belum optimalnya layanan
drainase

Belum optimalnya ketersediaan
sistem drainase lingkungan dan
kawasan

Tingginya kejadian
bencana

Belum optimalnya ketersediaan
bangunan pengendali bencana

Belum optimalnya
sistem jaringan irigasi

Jaringan irigasi belum
mengakomodir Luas lahan
yang ada

Masih ada jaringan irigasi yang
rusak
Panjang jaringan irigasi yang
masih kurang

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Belum optimalnya akses pemukiman layak huni menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh

urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain: banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya sarana dan prasarana pemukiman
layak serta akses air bersih yang belum memadai.
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Tabel 4.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya akses
pemukiman layak huni

Belum optimalnya
akses rumah layak
huni

Perlu ditingkatkannya upaya
rehabilitasi rumah tidak layak

Belum optimalnya
sarana dan prasarana
pemukiman layak

Belum optimalnya ketersediaan jalan
lingkungan
Perlu ditingkatkannya ketersediaan
dan kualitas sarana dan prasarana
proteksi kebakaran
Belum optimalnya layanan sanitasi
layak
Belum optimalnya ketersediaan
sistem drainase pemukiman

Akses air bersih
belum memadai

Belum optimalnya ketersediaan
sarana dan prasarana air bersih
pemukiman

4.1.1.5. Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Keamanan dan ketertiban masih menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Kota Bengkulu

dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilihat
dari tingkat kerawanan gangguan keamanan yang masih relatif tinggi dan masih tingginya tingkat
pelanggaran terhadap peraturan daerah. Menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan pra-
syarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Permasalahan pembangunan
daerah dalam bidang ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Tingginya
gangguan
keamanan dan
ketertiban

Masih tingginya
pelanggaran terhadap
Perda

Lemahnya pengawasan penegakkan Perda
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
substansi Perda

Lemahnya pencegahan
terhadap gangguan
keamanan

Belum maksimalnya sistem pengamanan
berbasis komunitas
Belum optimalnya ruang mediasi/dialog antar
kelompok masyarakat

4.1.1.6. Sosial
Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan sosial dijalankan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara, dan menjamin akses masyarakat untuk
mendapat pelayanan sosial. Pemerintah Kota Bengkulu telah berusaha maksimal dalam memberikan
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layanan sosial. Namun, pembangunan sosial di Kota Bengkulu masih memiliki beberapa permasalahan
pokok, yaitu tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Masalah pokok tersebut
dapat disebabkan oleh beberapa masalah dalam tabel berikut:

Tabel 4.6.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Sosial

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya
kualitas dan
kuantitas pelayanan
masalah sosial

Belum optimalnya
ketersediaan pelayanan
sosial dalam menjangkau
penerima layanan

Belum optimalnya jumlah dan kompetensi
pekerja sosial
Terbatasnya kuantitas lembaga sosial
Belum optimalnya penanganan dan
pemberian bantuan lanjut usia terlantar
Belum optimalnya pembinaan kepada
anak cacat, dan penyandang disabilitas

Rendahnya pendapatan
PMKS

Belum optimalnya fasilitasi manajemen
usaha bagi keluarga miskin
Belum optimalnya fasilitasi program
keluarga harapan
Belum optimalnya pendampingan wanita
rawan sosial ekonomi

2 Belum optimalnya
kesiapsiagaan
bencana

Belum optimalnya
pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam

Belum adanya Perda bangunan tahan
gempa
Sirine peringatan dini bencana yang masih
kurang
Belum optimalnya Tempat Evakuasi
Sementara (TES) gempa, tsunami dan
banjir
Terbatasnya sarana tempat evakuasi
sementara (TES) bencana di Kota
Bengkulu
Kurangnya rambu-rambu evakuasi
bencana
Kondisi jalur evakuasi yang belum
memadai
Penguatan koordinasi antara pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha dalam
penanggulangan Bencana
Belum optimalnya forum pengurangan
resiko bencana di Kota Bengkulu yang
melibatkan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat
Belum optimalnya peralatan bencana
Belum optimalnya sekolah dan kelurahan
tangguh bencana di Kota Bengkulu

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non-Pelayanan Dasar
Urusan wajib non-pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan

sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan
hidup, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
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perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan dan perpustakaan. Berikut adalah rincian
permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib non-pelayanan dasar:
4.1.2.1. Tenaga Kerja

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar tenaga kerja adalah belum
optimalnya penurunan tingkat pengangguran. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan
akar masalah berikut:

1.5.1.6 Tabel 4.7.
1.5.1.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1.5.1.8 Urusan Tenaga Kerja

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya
penurunan tingkat
pengangguran

Belum optimalnya
pengembangan
wirausaha sosial

Kurangnya motivasi masyarakat
berwirausaha bidang pariwisata, industri
dan jasa

Belum optimalnya
peningkatan kompetensi
tenaga kerja

Kurangnya kualifikasi tenaga kerja
dengan pengembangan sektor
perdagangan, jasa dan wisata
Kurangnya optimalisasi LPK

Kurangnya penyaluran
tenaga kerja

Kurangnya lapangan pekerjaan

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Kota Bengkulu masih relatif rendah.

Selain itu, perempuan juga relatif tidak mempunyai akses yang setara dalam pendidikan dan
mengakses pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Oleh karena itu, kesetaraan dan kesejahteraan
perempuan merupakan isu krusial di Kota Bengkulu. Berdasarkan analisis singkat tersebut,
permasalahan pembangunan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Rendahnya
keberdayaan
perempuan,
perlindungan
perempuan dan
anak

Masih rendahnya kualitas
perempuan aktif dalam
kegiatan ekonomi

Rendahnya kapasitas SDM perempuan
Belum optimalnya kecakapan hidup
perempuan

Belum optimalnya
pendampingan, perlindungan
terhadap perempuan dan anak

Belum optimalnya kapasitas SDM
lembaga yang bergerak di perlindungan
perempuan dan anak
Belum optimalnya keterlibatan
masyarakat, dunia usaha, dan media
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4.1.2.3. Ketahanan Pangan
Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah

perlu ditingkatkannya ketahanan pangan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar
masalah berikut:

Tabel 4.9.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Ketahanan Pangan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Perlu ditingkatkannya
ketahanan pangan

Kurangnya
ketersediaan pangan
utama

Terbatasnya stok cadangan pangan
daerah

Belum optimalnya
akses distribusi
pangan

Panjangnya rantai distribusi pangan

Belum optimalnya pola
konsumsi pangan

Belum optimalnya diversifikasi pangan
lokal non-beras

4.1.2.4. Lingkungan Hidup
Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah

semakin menurunnya tingginya pencemaran air dan udara, berkurangnya ruang terbuka hijau serta
meningkatnya timbunan sampah. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah
berikut:

Tabel 4.10.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Lingkungan Hidup

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Meningkatnya
pencemaran air

Kurangnya sistem
pengelolaan air limbah

Kurangnya pengembangan
jaringan air limbah rumah tangga
dan IKM
Kurangnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga kualitas air

2. Meningkatnya
pencemaran udara

Meningkatnya polusi
kendaraan bermotor

Kurangnya sinergi penegakan
regulasi uji emisi kendaraan
bermotor

3. Berkurangnya ruang
terbuka hijau (RTH)

Belum optimalnya sistem
pengelolaan RTH

Meningkatnya alih fungsi lahan
Kurangnya pengelolaan RTH
Kurangnya ketersediaan lahan
untuk RTH

4. Semakin meningkatnya
timbunan sampah

Belum optimalnya upaya
pengurangan dan
penanganan sampah

Kurangnya sarana prasarana
pengelolaan sampah
Kurangnya SDM penanganan
sampah
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Kurangnya kesadaran masyarakat
dalam penanganan sampah

Belum optimalnya sistem
pengelolaan sampah di
lingkungan pemukiman

Kurangnya tempat pengolahan
sampah terpadu (TPST)
Kurangnya pendampingan
pengelolaan sampah mandiri

4.1.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib pemerintahan yang

penting dalam pembangunan daerah. Salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan dalam
pembangunan adalah akurasi data kependudukan. Pelaksanaan urusan ini Kota Bengkulu masih
terdapat permasalahan, yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan.
Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusaan

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Masih rendahnya tingkat
kepemilikan dokumen
kependudukan

Kualitas pelayanan
administrasi
kependudukan dan
catatan sipil yang
belum optimal

Daya jangkau yang belum optimal
bagi seluruh warga
Belum optimalnya kecamatan sebagai
instansi pelayanan publik
Sarana dan prasarana yang belum
memadai
Kapasitas aparatur pelayanan yang
belum optimal

4.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan menjadi isu penting dalam percepatan

pembangunan di Kota Bengkulu. Masyarakat di Kota Bengkulu masih menghadapi persoalan serius
dalam berbagai aspek, seperti sulitnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan layanan
pemerintahan. Pada saat yang sama, kapasitas SDM di tingkat kecamatan dan kelurahan masih
rendah. Permasalahan pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Masih rendahnya
kualitas
keberdayaan
masyarakat

Belum optimalnya
pemberdayaan
masyarakat kelurahan

Masih rendahnya keberdayaan sosial
masyarakat
Masih rendahnya keberdayaan ekonomi
masyarakat
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Masih rendahnya
kapasitas aparatur
kelurahan

Belum optimalnya pelatihan pengelolaan
keuangan
Belum optimalnya pelatihan perencanaan
pembangunan kelurahan
Masih kurangnya jumlah SDM Kelurahan

4.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan usaha pemerintah untuk

mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah pertumbuhan yang diinginkan melalui suatu
kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Pada konteks Kota Bengkulu, masalah pokok yang
terjadi pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu: rendahnya kesehatan
reproduksi. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No. Masalah pokok Masalah Akar masalah

1. Rendahnya  kesehatan
reproduksi

Belum optimalnya
akses pelayanan KB

Terbatasnya jumlah PUS  yang
menggunakan alat kontrasepsi (alkon)
Terbatasnya sarana dan prasarana untuk
mendukung program KKBPK
(Kependudukan, KB, dan Pembangunan
Keluarga)
Belum optimalnya advokasi dan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) tentang KB dan
kesehatan reproduksi

4.1.2.8. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang terjadi di Kota Bengkulu mengenai komunikasi dan informatika berkaitan
dengan persoalan akses telekomunikasi dan internet. Persoalan tersebut disebabkan oleh beberapa
hal, yaitu rendahnya ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet, rendahnya kualitas sarana
prasarana perhubungan dan rendahnya kualitas jaringan telekomunaksi dan internet. Permasalahan
tersebut dapat disebabkan beberapa akar masalah dalam tabel berikut:

Tabel 4.14.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Komunikasi dan Informatika

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Terbatasnya akses

telekomunikasi dan
internet

Terbatasnya ketersediaan
jaringan telekomunikasi dan
internet

Belum tersedianya jaringan
telekomunikasi di kecamatan-
kecamatan
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4.1.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (UKM) adalah kurangnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan
ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 4.15
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Koperasi dan UKM
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Kurangnya kontribusi
sektor koperasi dan UKM
terhadap pertumbuhan
ekonomi

Rendahnya kapasitas
manajerial koperasi dan
UKM

Rendahnya kapasitas SDM pengelola
koperasi dan UKM
Kurangnya pemantauan dan
pengembangan kapasitas manajerial
koperasi dan UKM
Belum optimalnya kualitas tenaga
pendamping pengembang koperasi
dan UKM
Sulitnya akses bantuan permodalan
Terbatasnya sarana dan prasarana
pemasaran UKM
Kurang berkembangnya sentra UKM
pendukung wisata
Kurangnya standarisasi produk
unggulan UKM
Kurangnya pengembangan produk
koperasi dan UMKM
Kurangnya jaringan kerjasama antar
lembaga
Kurangnya sistem pendukung bagi
koperasi dan UMKM

4.1.2.10. Penanaman Modal
Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal

adalah masih rendahnya nilai penanaman modal. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah
dan akar masalah berikut:

Belum optimalnya kualitas
sarana dan prasarana
perhubungan

Rendahnya Ketersediaan
instalasi internet

Belum optimalnya kualitas
jaringan telekomunikasi dan
internet

Rendahnya kualitas jaringan
telekomunikasi
Rendahnya Kualitas jaringan
internet
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Tabel 4.16
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Penanaman Modal

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Masih rendahnya nilai
penanaman modal

Kurangnya jumlah
investor

Belum optimalnya pemberian
kemudahan perizinan investasi
Kurangnya sinergi antar perangkat
daerah
Belum optimalnya promosi dan
perizinan

4.1.2.11. Kepemudaan dan Olahraga
Membangun kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya memajukan sumber daya
manusia (SDM). Kota Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan
kepemudaan dan olahraga, karena saat ini demografi penduduk didominasi oleh pemuda.
Namun, Kota Bengkulu juga memiliki sejumlah tantangan permasalahan urusan kepemudaan
dan olahraga. Pada konteks Kota Bengkulu, masalah pokok yang terjadi pada sektor
kepemudaan dan olahraga yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga dan rendahnya
peran serta pemuda dalam pembangunan. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan
oleh beberapa masalah sebagai berikut:

Tabel 4.17.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No. Masalah pokok Masalah Akar masalah

1. Rendahnya prestasi
Olahraga di Kota
Bengkulu

Kurangnya pembinaan
dan pemasyarakatan
olahraga

Belum optimalnya Pembinaan terhadap
atlet-atlet muda
Kurangnya keikutsertaan atlet-atlet
kompetisi ke luar daerah
Kurangnya Penyelenggaraan kompetisi
olahraga

Rendahnya
ketersediaan sarana
dan prasana olahraga

Kurangnya kuantitas sarana olahraga
indoor maupun outdoor (Gedung
olahraga, kolam renang, arena
memanah, arena berkuda, tempat futsal,
stadion, Lapangan basket)

2. Rendahnya peran
serta pemuda dalam
pembangunan

Kurangnnya
pembinaan organisasi
pemuda

Belum optimalnya pembinaan
kepemimpinan pemuda
Belum optimalnya pembinaan
kewirausahaan pemuda
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4.1.2.12. Statistik
Urusan statistik memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan urusan statistik di Kota Bengkulu masih menghadapi permasalahan, masih rendahnya
ketersediaan data statistik daerah. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar
masalah sebagai berikut:

Tabel 4.18.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Statistik

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Masih rendahnya
ketersediaan data statistik
daerah

Masih rendahnya
kemampuan SDM
untuk menyusun data
statistic

Masih rendahnya kemampuan
SDM OPD mendokumentasikan
capaian pembangunan daerah
Masih rendahya koordinasi antar
instansi untuk menyusun data
statistik sektoral

4.1.2.13. Kebudayaan
Masalah pokok yang dihadapi urusan pilihan kebudayaan adalah belum optimalnya

pelestarian terhadap budaya lokal. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar
masalah berikut:

Tabel 4.19.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Kebudayaan

No. Masalah pokok Masalah Akar masalah

1. Belum optimalnya
pelestarian terhadap
budaya lokal

Belum optimalnya
pelestarian terhadap
berbagai bentuk
kebudayaan lokal (tari-
tarian, folklore, benda,
situs)

Kurangnya pemanfaatan infrastruktur
budaya local
Terbatasnya ketersediaan infrastruktur
pelindung kebudayaan lokal

Kurangnya internalisasi
kebudayaan lokal dalam
kehidupan masyarakat

Kurangnya penguatan pemahaman
masyarakat terhadap budaya lokal
Belum optimalnya apresiasi terhadap
kebudayaan lokal
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4.1.2.14. Perpustakaan
Penyelenggaraan urusan perpustakaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

memajukan kebudayaan nasional. Kota Bengkulu memiliki sejumlah permasalahan di bidang urusan
perpustakaan. Masalah pokok urusan perpustakaan adalah rendahnya budaya baca di kalangan pelajar
dan masyarakat. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah dan akar
masalah sebagai berikut:

Tabel 4.20.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Perpustakaan

No. Masalah pokok Masalah Akar masalah

1. Rendahnya budaya baca
di kalangan pelajar dan
masyarakat

Terbatasnya jangkauan
pelayanan perpustakaan

Kapasitas pengelola perpustakaan
belum optimal (perpustakaan keliling,
perpustakaan digital, dan
perpustakaan fun)
Terbatasnya ketersediaan buku
Kurangnya sarana prasarana
perpustakaan

4.1.2.15. Kearsipan
Urusan kearsipan terkait upaya pelestarian, penyelamatan, dan pengembangan pelayanan

informasi kearsipan. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan kearsipan menghadapi
masalah pokok masih rendahnya kualitas kearsipanan. Permasalahan pokok ini disebabkan
oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.21.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Kearsipan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya
keterbukaan
pemerintah daerah

Belum optimalnya
pengembangan arsip
secara baku

Belum optimalnya perbaikan sistem
administrasi dan informasi kearsipan

4.1.2.16. Perhubungan
Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu

belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Permasalahan tersebut terjadi karena
ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan belum memadai serta terbatasnya akses
layanan transportasi umum yang sesuai standar kelayakan. Beberapa persoalan tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor berikut:
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Tabel 4.22.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Perhubungan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya
kenyamanan dan
keselamatan berlalu
lintas

Belum optimalnya
ketersediaan dan kualitas
sarana dan prasarana
perhubungan

Belum memadainya Fasilitas
keselamatan transportasi
Banyaknya terminal yang tidak terawat
dan tidak termanfaatkan
Masih kurangnya ketersediaan kamera
pengawas lalu lintas

Terbatasnya akses
layanan transportasi
umum sesuai standar
kelayakan

Masih kurangnya ketersediaan trayek
angkutan
Terbatasnya ketersediaan moda
transportasi umum sesuai standar
kelayakan
Belum optimalnya upaya pengawasn
dan penertiban angkutan

Tingginya kepadatan lalu
lintas pada ruas-ruas
strategis

Belum optimalnya upaya rekayasa lalu
lintas
Belum optimalnya penataan terminal
bayangan
Belum optimalnya penataan parkir

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan pilihan berhubungan dengan berbagai sektor potensi unggulan daerah. Jika

dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas
pertumbuhan ekonomi daerah yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan
pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan,
perindustrian, energi dan sumber daya mineral. Berikut adalah beberapa persoalan urusan pilihan yang
dihadapi oleh Kota Bengkulu:

4.1.3.1. Pariwisata
Masalah pokok yang dihadapi urusan pilihan pariwisata adalah belum optimalnya kontribusi

sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah
dan akar masalah berikut:
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Tabel 4.23
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Pariwisata
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Belum optimalnya

kontribusi sektor
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Kurangnya
pengembangan
destinasi dan sistem
pemasaran wisata

Kurangnya pengembangan sarana
prasarana destinasi wisata
Kurangnya pengembangan
infrastruktur pendukung wisata
Kurangnya pemberdayaan kelompok
sadar wisata
Terbatasnya pengembangan atraksi
budaya pendukung wisata
Rendahnya kapasitas SDM pelaku
wisata
Belum optimalnya sistem pemasaran
wisata berbasis teknologi

Belum optimalnya
kerjasama
pengembangan wisata

Belum optimalnya sinergi kerjasama
antara pelaku bisnis wisata,
masyarakat dan pemerintah daerah

4.1.3.2. Pertanian
Masalah pokok yang dihadapi urusan pilihan pertanian adalah menurunnya kesejahteraan

petani. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:
Tabel 4.24.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Pertanian

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Menurunnya
kesejahteraan petani

Menurunnya
produktivitas pertanian,
perkebunan dan
peternakan

Rendahnya kapasitas SDM dan
kelembagaan petani
Belum optimalnya akses terhadap
bantuan permodalan
Terbatasnya benih varietas unggul
Belum optimalnya pemberantasan
hama penyakit
Terbatasnya penerapan IPTEK tepat
guna
Adanya alih fungsi lahan pertanian
Kurangnya pemanfaatan lahan
pekarangan rumah sebagai lahan
pertanian perkotaan
Terbatasnya kapasitas SDM penyuluh
pertanian
Kurangnya integrasi jaringan irigasi
tersier

Menurunnya kualitas
produk pertanian dan
peternakan

Kurang optimalnya pemakaian bibit
unggul
Kurangnya sumber daya penyuluh
peternakan
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4.1.3.3. Perdagangan
Masalah pokok yang dihadapi urusan pilihan perdagangan adalah masih rendahnya kontribusi

sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh
masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 4.25.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Perdagangan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Masih rendahnya
kontribusi sektor
perdagangan terhadap
pertumbuhan ekonomi

Kurangnya stok dan
kelancaran distribusi
barang perdagangan

Rendahnya kualitas sarana infrastruktur
transportasi distribusi barang
perdagangan
Ketidakstabilan harga barang pokok dan
barang penting

Menurunnya omzet
pedagang kecil dan
menengah

Rendahnya kapasitas SDM pedagang
kecil dan menengah
Kurangnya jaringan pemasaran produk
perdagangan
Terbatasnya sarana prasarana
perdagangan dan tertib niaga
Rendahnya kualitas manajemen usaha
perdagangan pasar tradisional dan pasar
wisata
Kurangnya akses permodalan bagi
pedagang pasar tradisional dan pasar
wisata
Kurangnya penataan pedagang kaki lima
dan asongan

4.1.3.4. Perindustrian
Masalah pokok yang dihadapi urusan pilihan perindustrian adalah masih rendahnya kontribusi

sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan
akar masalah berikut:

Tabel 4.26.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Perindustrian

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Masih rendahnya
kontribusi sektor
industri terhadap
pertumbuhan
ekonomi

Rendahnya nilai
produksi industri kecil
dan menengah (IKM)

Rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan
IKM
Kurangnya orientasi pasar terhadap produk
indutri rumah tangga

Kurangnya keikutsertaan IKM dalam
pameran-pameran nasional
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Kurangnya pengembangan produk unggulan
daerah
Kurangnya pengembangan inovasi dan
penerapan teknologi tepat guna pengolahan
komoditas lokal
Belum optimalnya pengembangan sentra-
sentra IKM pendukung wisata

4.1.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Permasalahan utama dalam sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Kota Bengkulu

mengacu pada rendahnya akses energi yang diindikasikan dengan rendahnya ketersediaan energi dan
ketenagalistrikan. Permasalahan dalam sektor ESDM disebabkan oleh beberapa faktor yang dijabarkan
dalam tabel berikut:

Tabel 4.27.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Energi dan Sumber Daya Mineral
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Rendahnya akses

energi
Rendahnya akses
energi
ketenagalistrikan

Rendahnya ketersediaan infrastruktur energi
ketenagalistrikan
Rendahnya kualitas jaringan telekomunikasi
Rendahnya Kualitas jaringan internet

4.1.3.6. Perikanan
Masalah pokok yang dihadapi urusan pilihan perikanan adalah belum optimalnya kontribusi

sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh
masalah dan akar masalah berikut:

1.5.1.9 Tabel 4.28.
1.5.1.10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Daerah
1.5.1.11 Urusan Perikanan

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1. Belum optimalnya
kontribusi sektor
perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi
daerah

Rendahnya produksi
perikanan tangkap
(perbandingan data
potensi dan produksi
perikanan tangkap)

Kurangnya armada / kapal penangkap
ikan (di bawah 3 GT)
Kurangnya sarana dan prasarana alat
penangkapan dan alat bantu
penangkapan ikan
Terbatasnya kapasitas SDM dan
sumber daya nelayan
Rendahnya pengetahuan dan
keterampilan nelayan
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No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Menurunnya produksi
perikanan budidaya

Rendahnya kualitas sarana dan
prasarana budidaya perikanan
Kurangnya tenaga penyuluh perikanan

Rendahnya akses pembudidaya ikan
terhadap bantuan permodalan
Rendahnya SDM pembudidaya ikan
Terbatasnya akses informasi dan
teknologi pembudidaya ikan

2. Rendahnya
kesejahteraan nelayan

Kurangnya kapasitas
permintaan pasar
terhadap produk olahan
hasil perikanan

Kurangnya standarisasi produk
pengolahan hasil perikanan
Lemahnya strategi pemasaran
terhadap produk olahan hasil perikanan
Terbatasnya kapasitas SDM pengolah
dan pemasar hasil perikanan

4.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola

pemerintahan yang berkualitas di Kota Bengkulu. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang
menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Sistem tata kelola
pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan;
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta keskretariatan. Pelaksanaan fungsi
penunjang yang membangun tata kelola pemerintahan di Kota Bengkulu masih terdapat berbagai
permasalahan, yakni:
4.1.4.1. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, penelitian, dan
pengembangan memiliki masalah pokok berupa belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4.29.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah

Belum optimalnya
keterpaduan antar
dokumen perencanaan

Perencanaan sektoral pada
masing-masing perangkat daerah
yang belum berbasis pada
perencanaan jangka menengah
dan panjang daerah

Ketersediaan data perencanaan
pembangunan yang belum optimal

Belum optimalnya kapasitas
aparatur perencana
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Masih rendahnya tindak lanjut hasil
penelitian perencanaan
pembangunan

Belum optimalnya
keterpaduan antara
perencanaan dengan
penganggaran dan
realisasi pembangunan

Belum padunya dokumen
perencanaan dengan KUA-PPAS
dan APBD

Belum optimalnya Tindak lanjut
aspirasi masyarakat dalam
musrenbang

Belum optimalnya pengendalian
realisasi pembangunan

4.1.4.2. Keuangan
Pembangunan daerah tentang urusan keuangan terkait penganggaran, pengelolaan, dan

pelaporan keuangan. Urusan keuangan dalam pembangunan daerah memiliki masalah pokok berupa
masih perlunya peningkatan pendapatan asli daerah pada APBD. Derajat otonomi fiskal Kota Bengkulu
menunjukkan kondisi yang meningkat setiap tahun, yakni sebesar 17,8 persen pada tahun 2017 dari
capaian tahun 2016 sebesar 10,8 persen. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih menunjukkan
tingkat capaian yang rendah, karena masih di bawah 20 persen. Persoalan lain terkait keuangan adalah
kualitas pelaporan keuangan yang belum optimal. Kota Bengkulu mendapatkan opini BPK Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) mulai tahun 2013 hingga 2017. Kondisi tersebut masih menunjukkan
adanya persoalan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan maupun adanya identifikasi aset daerah yang
belum optimal. Pemetaan permasalahan pembangunan daerah urusan keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.30
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Keuangan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Masih rendahnya
kontribusi pendapatan
asli daerah pada APBD

Belum optimalnya
kemampuan intensifikasi
dan ekstensifikasi pajak
dan retribusi daerah

Belum adanya pelayanan pajak dan
retribusi berbasis elektronik
Belum optimalnya kemampuan
aparatur pelayanan pajak dan
retribusi daerah

2 Belum optimalnya
kualitas pelaporan
keuangan daerah

Belum optimalnya tindak
lanjut hasil pemeriksaan
keuangan

Belum optimalnya fasilitasi
penyusunan laporan keuangan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan

Belum optimalnya legalisasi
aset daerah

Belum optimalnya identifikasi aset
daerah yang belum memiliki
kejelasan status
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4.1.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan terkait dengan manajemen aparatur sipil

negara (ASN). Manajemen ASN terdiri dari penilaian kinerja dan penyusunan kebutuhan, penempatan,
peningkatan kompetensi dan kualifikasi dan bentuk pelayanan kepegawaian lainnya. Masalah pokok,
masalah, dan akar masalah urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan adalah:

Tabel 4.31.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya
manajamen apartur
sipil Negara

Penempatan pegawai
pada setiap jabatan yang
belum sesuai dengan
kompetensi dan
kualifikasi

Belum terlaksananya analisis jabatan
dan analisis beban kerja secara
komprehensif

Belum optimalnya sistem seleksi
terbuka bagi jabatan structural

Belum optimalnya
peningkatan kompetensi
pegawai

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
yang belum efektif

Belum optimalnya beasiswa pendidikan
dan tugas belajar berdasar kebutuhan
daerah

Belum optimalnya
pelayanan kepegawaian

Belum optimalnya sistem informasi
manajemen kepegawaian

Belum optimalnya sistem verifikasi
syarat kenaikan pangkat, jabatan, gaji
dan tunjangan

4.1.4.4. Pengawasan
Pembangunan daerah urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan integritas ASN dan

sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern di Kota Bengkulu telah menunjukkan
perbaikan, salah satunya ditandai dengan kapabilitas APIP yang mencapai level 3, meskipun masih
disertai catatan. Kondisi tersebut belum disertai dengan capaian maturitas SPIP yang masih pada level
1,7 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menurun dari 2016 sebesar 64,68 persen menjadi 46,45
persen pada tahun 2017. Kondisi tersebut menandakan adanya permasalahan dalam bidang
pengawasan. Permasalahan urusan pengawasan di Kota Bengkulu dijabarkan dalam tabel berikut:



- 201 -

Tabel 4.32.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Pengawasan
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya sistem
pengawasan pemerintah
daerah

Belum optimalnya
mekanisme pengaduan
masyarakat

Inisiatif perangkat daerah dan
keterlibatan masyarakat dalam
membangun sistem pengaduan yang
belum optimal

Sistem pengendalian
intern pemerintah yang
belum optimal

Belum optimalnya perangkat daerah
yang menjalankan SPIP
Masih kurangnya peningkatan
kapasitas bagi APIP
Masih terdapat OPD yang belum
menjalankan manajemen resiko
Perangkat daerah yang belum
menjalankan Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM)

Belum optimalnya
tindak lanjut hasil
pemeriksaan laporan
keuangan

Belum optimalnya fasilitasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan MPTGR

4.1.4.5. Kesekretariatan
Urusan kesekretariatan terkait pelaksaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat

DPRD. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan terkait dengan
koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi. Permasalahan di bidang kesekretariatan dijabarkan
sebagai berikut:

Tabel 4.33.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Urusan Kesekretariatan
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya fasilitasi
dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD

Belum optimalnya fasilitasi
dalam perumusan peraturan
daerah

Belum optimalnya fasilitasi
penyediaan bahan-bahan
pembahasan Raperda

Belum optimalnya fasilitasi
dalam tindak lanjut aspirasi
dan pengaduan masyarakat

Belum tersedia
mekanisme/prosedur
pengaduan secara baku

Belum optimalnya
pelaksanaan dan hasil reses
anggota DPRD
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No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

2 Belum optimalnya koordinasi
dalam perumusan,
pelaksanaan kebijakan
daerah dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Masih adanya tumpang
tindih antara tugas dan
fungsi sekretariat daerah
dengan perangkat daerah
teknis/sektoral

Masih rendahnya koordinasi
dan sinkronisasi antar
perangkat daerah

Belum optimalnya
pelaksanaan SOTK

Belum optimalnya kapasitas
untuk merumuskan
peraturan kepala daerah

Belum optimalnya
kemampuan legal drafting

Belum optimalnya
kemampuan pelaksanaan
kebijakan daerah

Belum optimalnya
kemampuan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
daerah

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Isu strategis memiliki dampak luas terhadap proses pembangunan daerah. Isu strategis
merupakan persoalan pembangunan makro yang disusun berdasarkan analisis capaian pembangunan
suatu daerah dan penting untuk diselesaikan. Isu-isu tersebut harus dikelompokkan dan mendapatkan
prioritas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan selama lima tahun. Isu strategis dirumuskan
melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan
diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Perumusan isu
strategis juga mengacu pada isu global yang relevan, mandat nasional, capaian kinerja daerah Kota
Bengkulu pada lima tahun sebelumnya, RTRW, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota
Bengkulu.

4.2.1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis diarahkan untuk mempertimbangkan dinamika internasional.
Perencanaan pembangunan tidak terlepas dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis
di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu.
A. MDGs/SDGs

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan Millenium

Development Goals (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama Sustainable

Development Goals (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan
tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan SDM global
yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang menserasikan dengan kelestarian
lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk
2016-2030 meliputi:
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1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan

pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur

hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk

semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh

dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan

mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan

berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan

yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi
lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif,
akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan
berkelanjutan.

Agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Kota Bengkulu. Tujuan SDGs
memiliki tujuan yang baik, yaitu mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong
hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan
ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Kota Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan
agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

B. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) meningkat bersamaan dengan

perkembangan internet. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang sering digunakan di
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seluruh dunia. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet menyebabkan masyarakat lebih
mudah dan cepat menyerap informasi. Perkembangan internet yang dikolaborasikan dengan TIK dapat
dijadikan sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu dapat memanfaatkan TIK penting untuk membantu proses
pembangunan daerah Kota Bengkulu. Pembangunan lima tahun kedepan juga diharapkan dapat lebih
peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Pembangunan sektor ini juga tidak
bisa lepas dari peran sektor-sektor lain, termasuk kondisi infrastruktur listrik dan jaringan.

C. Green Economy
Pembangunan ekonomi global saat ini lebih mengarah ke konsep green economy. Pengertian

green economy menekankan pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi,
sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan resiko kerusakan lingkungan dan ekologi
(ekonomi ekologis). Pada konteks ini, pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan
ekologi. Misalnya, perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar
minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam green economy juga dapat diakomodir sebagai
pedoman perubahan arah pembangunan. Prinsip ekonomi berkelanjutan mempertimbangkan
perpaduan dan keserasian tiga aspek, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah Kota
Bengkulu dapat mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut pada level perencanaan
pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak
lingkungannya.

4.2.2. Isu Nasional

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat
secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan
sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan yang kemudian disebut sebagai NAWA CITA. Poin-poin
Nawacita adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kelurahan dalam

kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
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6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. Mewujudkan kemandairian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.
Tabel 4.32.

Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan tingkat nasional dan
isu-isu strategis di level internasional serta regional, maka dapat dirumuskan sejumlah isu strategis
pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penerapan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan

yang bersih (clean government);
2. Belum optimalnya sistem pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada

pelayanan publik;
3. Rendahnya  kualitas dan kuantitas layanan dasar  (pendidikan, kesehatan dan Pemberdayaan

ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal);
4. Rendahnya kapasitas infrastruktur dasar;
5. Rendahnya  daya saing dan iklim investasi daerah;
6. Belum terwujudnya  aparatur yang bersih dan berwibawa;
7. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
8. Rendahnya kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing;
9. Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
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10. Belum optimalnya pembangunan kemaritiman yang integratif, berdaya saing dan berkelanjutan;
11. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
13. Rendahnya peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan;
14. Tingginya angka  kemiskinan dan ketertinggalan;
15. Belum optimalnya  peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK);
16. Minimnya infrastruktur di bidang informasi dan telematika;
17. Belum optimalnya kehidupan berdemokrasi,  pengembangan  budaya daerah dan penerapan

nilai-nilai agama.

4.2.4. Isu Strategis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu mengahadapi beberapa isu strategis di bidang keagamaan, SDM dan sosial,
infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Isu-isu strategis tersebut disusun berdasarkan
permasalahan pembangunan daerah di berbagai urusan pemerintahan. Isu strategis juga disusun
dengan memperhatikan dinamika isu strategis di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Bengkulu.
Berbasis pada logika tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Bengkulu adalah sebagai
berikut:

A. Belum memadainya akses dan kualitas pendidikan
Isu strategis di bidang pendidikan yang dihadapi oleh Kota Bengkulu adalah rendahnya akses dan

kualitas pendidikan. Pada konteks ini, semua penduduk usia sekolah belum sepenuhnya memperoleh
kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Sementara itu, kualitas pendidikan dapat dinilai
belum optimal dan belum mampu memenuhi keperluan peserta didik. Keadaan tersebut masih menjadi
permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan.

B. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat
Isu strategis di bidang kesehatan yang dihadapi oleh Kota Bengkulu adalah rendahnya derajat

kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan
dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Apabila derajat kesehatan rendah, maka akan
berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk yang rendah. Derajat kesehatan masyarakat dapat
ditinjau dari meningkatnya angka harapan hidup.

C. Belum optimalnya keberdayaan sosial
Belum optimalnya keberdayaan sosial memiliki adalah lemahnya kemampuan masyarakat untuk

meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kapasitas dan
kompetensi masyarakat akibat belum maksimalnya pelayanan pendidikan dan pemberdayaan
masyarakat pada berbagai kategori. Selain itu, keberdayaan sosial juga dipengaruhi oleh belum
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optimalnya pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masih rendahnya tingkat keberdayaan
sosial berakibat pada belum maksimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga
menimbulkan ketimpangan sosial. Pada konteks ini, belum optimalnya keberdayaan sosial dapat
ditinjau dari tingginya angka pengangguran dan PMKS.

D. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi
Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan

PDRB berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor industri dan pariwisata sebagai sektor
andalan utama. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada
masing-masing sektor dan masih rendahnya daya ungkit penanaman modal. Pada sisi lain,
produktivitas tenaga kerja juga menjadi determinan yang perlu diperhatikan, karena semakin besar
produktivitas tenaga kerja maka akan berdampak positif pada nilai PDRB dan laju pertumbuhan
ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek kekuatan dan keadilan.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat dinilai dari tingkat inflasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang adil
dinilai dengan indeks gini. Kedua aspek pertumbuhan ekonomi tersebut harus menjadi perhatian dalam
pembangunan Kota Bengkulu lima tahun mendatang.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh nilai laju pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor potensial dapat menjadi penggerak bagi pemerataan
pertumbuhan ekonomi. Kota Bengkulu memiliki wilayah yang relatif mudah dijangkau, karena itu logika
pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat memicu pemerataan sangat relevan. Walaupun hal ini
harus diikuti oleh partisipasi aktif oleh semua lapisan masyarakat di berbagai sektor potensial. Upaya
tersebut akan diintervensi dalam rumpun urusan sosial.

E. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara

dan tutupan hutan. Luasan RTH perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kualitas udara dan
tutupan lahan. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah terpadu, besarnya pencemaran limbah
rumah tangga dan industri kecil menengah menjadi penyebab bagi semakin besarnya pencemaran air
dan tanah. Kerjasama multipihak diperlukan dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga
serta IKM, agar pencemaran air dan tanah dapat ditanggulangi dengan baik.

F. Belum optimalnya kualitas transportasi
Pembangunan infrastruktur dasar dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu belum optimalnya

kualitas transportasi. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum memadainya kualitas jaringan jalan serta
ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang belum sesuai dengan standar kelayakan. Hal ini
menyebabkan keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan belum terlalu baik, sehingga mobilitas
masyarakat menjadi tidak optimal.
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G. Belum optimalnya akses pemukiman layak huni
Isu strategis ini dibentuk oleh beberapa persoalan, antara lain adalah minimnya akses rumah layak

huni dan belum optimalnya ketersediaan utilitas pemukiman layak, seperti sarana dan prasarana
sanitasi, air bersih dan sistem drainase pemukiman. Selain itu, belum permasalahan tersebut juga
dipengaruhi oleh pemanfaatan tata ruang yang belum terkendali secara baik serta perlu ditingkatkannya
kualifikasi bangunan di Kota Bengkulu.

H. Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Isu strategis tata kelola pemerintahan ditandai dengan berbagai capaian yang belum optimal dalam

upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan profesional.
Permasalahan tersebut menjadikan tata kelola pemerintahan yang belum memacu perbaikan
pelayanan publik dan profesionalisme aparatur, belum optimal memberikan ruang aspirasi bagi
masyarakat, serta belum optimal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Isu strategis
tersebut dapat berdampak pada capaian pembangunan daerah secara umum, karena tata kelola
pemerintahan merupakan penopang bagi efektivitas pelaksanaan pembangunan, baik pada urusan
wajib maupun pilihan.

I. Tingginya tingkat kemiskinan
Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang

hidup dibawah garis kemiskinan. Selain itu, penduduk miskin di Kota Bengkulu semakin jauh dari garis
kemiskinan yang dicermati dari meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan yang mencapai 4,69 pada
Maret 2017. Di sisi lain, kesenjangan antara penduduk miskin juga semakin melebar yang ditandai
dengan semakin meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan yang mencapai 1,55 pada Maret 2017.
Kemiskinan terkait dengan keterbatasan masyarakat dalam mengakses kebutuhan makanan dan non-
makanan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pendapatan yang berkorelasi positif dengan upaya
penyediaan lapangan kerja. Penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diikuti oleh inovasi
peningkatan produktivitas sektor potensial daerah dapat menjadi upaya makro untuk menurunkan
angka kemiskinan Kota Bengkulu.
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BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu periode 2018-2023.
Perumusan visi dan misi RPJMD berkaitan erat dengan isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerah yang sudah diidentifikasi pada bab sebelumnya. Visi misi RPJMD ini juga
berhubungan dengan visi misi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027. Berdasarkan visi dan misi
tersebut, kemudian disusun beberapa tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang
menggambarkan kondisi ideal yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

5.1. Visi RPJPD Kota Bengkulu 2007-2027

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu periode 2018–2023 tidak
dapat berdiri sendiri. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu periode 2018–
2023 berpijak pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu periode
2007-2027, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan Kota Bengkulu lima
tahun mendatang. Pada Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu 2007-
2027, Kota Bengkulu memiliki visi “Kota Bengkulu Maju, Mandiri dan Madani”. Visi tersebut
didukung oleh berbagai misi seperti berikut:

1. Mewujudkan Kota Bengkulu yang agamis dan berbudaya;
2. Mewujudkan Kota Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi

tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan;
3. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan;
4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara

optimal melalui industri;
5. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan;
6. Mewujudkan Good Governance and Clean Government;

7. Mewujudkan Kota Bengkulu yang aman, nyaman, dan indah secara berkelanjutan.

RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 memiliki empat tahapan. Tahapan tersebut dibagi
dalam penekanan lima (5) tahunan (jangka menengah). Penekanan 5 Tahunan tersebut menjadi
acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penekanan
5 tahunan RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 5.1.

Penekanan 5 Tahun RPJPD dan RPJMD Kota Bengkulu

Penekanan 5 Tahun Penekanan 5 Tahun Penekanan 5 Tahun
Penekanan 5 TahunPertama (2007-2012) Kedua Ketiga (2017-2022) Keempat (2022-2027)

(2012-2017)
Pada   RPJMD   ke-1, PadaRPJMDke-2, Pada RPJMD ke-3, SDM Pada   RPJMD   ke-4,
Peningkatan pencapaian Kota Bengkulu mampu Kota Bengkulu telah
aksesibilitas layanan pembangunan lebih berdaya saing secara mapan dalam segala
dasar yaitu pada diarahkan pada kompetitif serta bidang, baik tingkat
bidang pendidikan dan pemantapan di segala kemampuan ilmu dan kualitas SDM, tingkat
kesehatan.  Selain  itu, bidang terutama  dalam teknologi yang terus kemandirian ekonomi
pembentukan landasan meningkatkan SDM. meningkat. masyarakatnya serta
dalam rangka Pada tahap pemantapan tingkat kemampuan
kemandirian ekonomi ini masih difokuskan pada Pada RPJMD ke-3 untuk Kota Bengkulu dalam
serta meningkatkan peningkatan kualitas sektor jasa dan sektor jasa dan
daya saing daerah SDM  dengan kegiatan perdagangan sudah perdagangan yang
terutama dalam sektor pemantapan memasuki tahap mampu berdaya saing
jasa dan perdagangan. pembangunan pemantapan dalam daerah, baik regional

pendidikan, kesehatan rangka kemandirian maupun Nasional.  Di
Agenda meningkatkan dan ekonomi. ekonomi serta samping itu, Kota
kualitas Sarana dan kemampuan daya saing Bengkulu telah menjadi
prasarana untuk Pada  RPJMD  ke-2  di daerah.  Pada tahap  ini Kota yang  siap dalam
mendukung sektor sektor jasa dan sudah tercipta strategi mitigasi bencana
perdagangan dan jasa perdagangan sudah ada dan kebijakan melalui kesiapsiagaan
melalui peningkatan, peningkatan pada pengembangan teknologi masyarakat dan
pembangunan dan berbagai bidang: sesuai dengan lingkungan hidup yang
pemeliharaan perikanan, kerajinan, pengembangan ekonomi lestari.
infrastruktur dasar, industri pangan, nasional sehingga mampu
Pengembangan pariwisata, pemasaran berdaya saing. RPJMD ke-4,
aksesibilitas pelayanan dan lain-lain. Pada tahap   ini telah pencapaian
umum serta Peningkatan investasi terjadi peningkatan pembangunan lebih
mewujudkan sistem daerah melalui kesejahteraan rakyat diarahkan  pada tahap

transportasi untuk peningkatan promosi dan dengan meningkatnya
Lepa
s landas. Pada

menunjang kerjasama investasi pendapatan per kapita; tahap ini ditujukan

produktivitas dan dalam rangka menurunnya angka
Untu
k mewujudkan

mobilitas publik. mewujudkan pertahanan kemiskinan dan tingkat masyarakat maju
Dalam rangka kelestarian lingkungan pengangguran, dengan kemapanan
kelestarian lingkungan hidup juga merupakan meningkatnya derajat ekonomi menuju

hidup serta mitigasi target yang ingin dicapai kesehatan, menurunnya masyarakat madani,
bencana, pada tahapan dalam meningkatkan disparitas kesejahteraan melalui percepatan
pertama ini lebih perekonomian Kota antar kelompok pembangunan di
diarahkan pada Bengkulu. masyarakat, masyarakat berbagai bidang
perencanaan Kota Dalam meningkatkan yang siap hidup dengan menekankan
Bengkulu sebagai kualitas dan   kuantitas berdampingan dengan Pada struktur
daerah rawan bencana sarana dan prasarana kondisi wilayah yang perekonomian yang
dengan untuk mendukung rawan bencana. Harapan kokoh berlandaskan
Melegalisasikan serta peningkatan sektor  jasa besar di akhir RPJMD ke- potensi lokal dan
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- Penekanan 5 Tahun Penekanan 5 Tahun Penekanan 5 Tahun
Penekanan 5 TahunPertama (2007-2012) Kedua Ketiga (2017-2022) Keempat (2022-2027)

(2012-2017)
mengimplementasikan dan perdagangan 3   telah terwujud Kota keunggulan kompetitif
rencana Tata ruang diarahkan pada Bengkulu yang sejuk, Yang Dimiliki Kota
wilayah kota. peningkatan, meriah,  aman,  rapi dan Bengkulu dengan

Keyword: menata dan
pembangunan dan kenangan, dan  didukung didukung oleh kualitas
pemeliharaan oleh  tersedianya fasilitas SDM sudah mampu

Membangun melalui infrastruktur. air  bersih yang higienis bersaing secara
Konsolidasi dan Untuk mewujudkan good dan pengelolaan sampah nasional Kota Bengkulu
Pemantapan sektor- governance dan clean yang baik. Telah Menjadi pusat
sektor peningkatan goverment, pada tahun perdagangan bagi
Pembangunan ketiga RPJMD ke-2 hasil

Keyword: peningkatan
kawasan Belajasumba

penilaian tata kelola dengan sarana dan
keuangan dan aset kualitas SDM, prasarana infrastruktur
daerah telah mencapai pemantapan dalam yang lengkap sehingga
kualifikasi terbaik. Selain rangka kemandirian mampu bersaing
itu, untuk mencapai ekonomi serta secara regional.
pelayanan publik yang kemampuan daya saing
prima harus didukung daerah
oleh aparatur yang Keyword: pencapaian
profesional, berwatak pembangunan lebih
melayani dan taat hukum. diarahkan pada tahap
Dalam rangka mitigasi lepas landas
bencana,  pada tahapan
kedua ini lebih diarahkan
pada pemantapan
kesiapan Kota Bengkulu
sebagai daerah rawan
bencana melalui
penanaman benteng
vegetasi sepanjang jalur-
jalur evakuasi.

Keyword:  pemantapan
di segala bidang
terutama dalam
meningkatkan SDM

Implementasi dalam RPJMD Kota Bengkulu

RPJMD Kota Bengkulu RPJMD Kota Bengkulu Visi Misi Walikota
2008 -2013: 2013 -2018: Kota Bengkulu 2018 -

Visi Menuju Masyarakat Kota Terwujudnya Bengkulu 2023:
Bengkulu yang yang sejahtera dan Kota Bengkulu yang
Bermartabat dan bermartabat, APBD untuk Bahagia dan Religius,
Makmur rakyat APBD untuk Rakyat
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Pada periode 2018-2023, Kota Bengkulu berada dalam tahapan pembangunan yang ke-3 sesuai
dengan RPJPD Kota Bengkulu. Pada tahap ini, Kota Bengkulu diharapkan telah terjadi peningkatan
kesejahteraan rakyat dengan meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan
tingkat pengangguran, meningkatnya derajat kesehatan, menurunnya disparitas kesejahteraan antar
kelompok masyarakat, dan masyarakat yang siap hidup berdampingan dengan kondisi wilayah yang
rawan bencana. Pada akhir RPJMD ke-3, Kota Bengkulu diharapkan menjadi yang sejuk, meriah, aman,
rapi dan kenangan, dan didukung oleh tersedianya fasilitas air bersih yang higienis dan pengelolaan
sampah yang baik telah terwujud. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat Kota Bengkulu merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan guna mengoptimalkan potensi daerah.

5.2. Visi RPJMD Kota Bengkulu 2018-2023

Visi daerah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai di akhir periode perencanaan jangka
menengah daerah. Visi RPJMD Kabupaten Kota Bengkulu 2018-2023 adalah:

“Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat”
Visi tersebut mengandung rumusan kondisi yang diharapkan dapat tercapai dalam periode

pembangunan lima tahun mendatang. Visi tersebut mengandung tiga (3) kata kunci yaitu bahagia, religius,
dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk rakyat. Rumusan visi harus mampu
merespon persoalan utama yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, rumusan visi sensitif dengan masalah
utama atau isu strategis yang dihadapi Kota Bengkulu. Perumusan visi Kota Bengkulu berdasarkan
masalah utama yang dihadapi Kota Bengkulu dijabarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.

Perumusan Visi Kota Bengkulu Tahun 2018-2023

No. Masalah Utama Pokok-pokok visi Pernyataan Visi

1. Belum memadainya akses dan kualitas Bahagia Kota Bengkulu yang
Pendidikan Religius Bahagia dan Religius,

2. Belum optimalnya derajat kesehatan APBD untuk Rakyat APBD untuk Rakyat
Masyarakat

3. Belum optimalnya keberdayaan sosial
4. Belum optimalnya pertumbuhan

Ekonomi
5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
6. Belum optimalnya kualitas transportasi
7 Belum optimalnya akses pemukiman

layak huni
8 Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan
9 Tingginya tingkat kemiskinan
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Visi Kota Bengkulu juga turut memperhatikan sinergitas dengan visi pemerintah vertical, yaitu
visi RPJMN dan visi Provinsi Bengkulu. Sinergi visi RPJMN dan RPMD Kota Bengkulu menjadi hal
mutlak yang harus dijalankan. Sinergitas ketiga visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.

Sinergi Visi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Bengkulu, dan Kota Bengkulu 2018-2023

Visi RPJMN Visi Provinsi Bengkulu 2015- Visi Kota Bengkulu
2015-2019 2021 2018-2023

Terwujudnya Indonesia yang Terwujudnya Bengkulu Yang Kota Bengkulu yang Bahagia
Berdaulat, Mandiri dan Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Religius, APBD untuk
Berkepribadian Berlandaskan Dan Berdaya Saing Tinggi” Rakyat
Gotong-royong

Visi memiliki beberapa pokok-pokok visi. Pokok-pokok visi tersebut harus dapat dijelaskan dan
diturunkan menjadi misi agar lebih operasional. Penjelasan visi Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 adalah
sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Penjelasan Visi Kota Bengkulu Tahun 2018-2023

Pernyataan Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Kota Bengkulu yang Bahagia Masyarakat Bengkulu yang bahagia
Mengandung makna sejahtera dan Bermartabat
dengan  indicator terwujudnyaPeningkatan
kesejahteraan rakyat, melalui Peningkatan
pembangunan ekonomi, Pariwisata yang
memberdayakan kearifan lokal  masyarakat,
lingkungan  layak  huni terbebas  dari
kekumuhan,  dan  peningkatan indeks
pembangunan manusia (IPM)

Bahagia dan Religius,
APBD untuk Rakyat

Religius Religius bermakna bahwa masyarakat Kota
Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam
iman dan taqwa, ahlak, keluhuran budi pekerti,
produktif dalam bekerja dalam tatanan
kehidupan kota madani
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APBD untuk
Rakyat

APBD untuk rakyat bermakna bahwa str dan
religious uktur APBD akan lebih ditekankanpada
program dan kegiatan yang dirasakan langsung
oleh rakyat/masyarakat sehingga pencapaian
Bengkulu yang bahagia dapat dicapai serta
pembangunan yang dilakukan diharapkan
mampu memerikan kontribusi yang besar
terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Rumusan tersebut disusun
berdasarkan sinergitas dengan Visi RPJMN,
RPJPD dan maslah utama yang dihadapi oleh
Kota Bengkulu

5.2.1. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Guna mewujudkan visi
Walikota dan Wakil Walikota Kota Bengkulu 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia;
4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif.

Selain memuat visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, RPJMD Kota Bengkulu 2019-2023 juga
merupakan Dokumen Strategis yang hendaknya mampu mengimplementasikan janji-janji Walikota dan
Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu
bagian penting dalam dokumen PJMD sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih yang berpedoman pada RPJPD Kota Bengkulu Tahun 2007-2027, maka janji-janji yang
telahdisampaikan pada saat kampanye patut diyakini merupakan substansi yang terkait erat dengan
pencapaian Visi dan Misi. Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih, tercatat ada
8 item yaitu;

1. Samisake (satu milyar satu kelurahan) merupakan dana bergulir untuk
2. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah
3. Penataan Wajah Kota Bengkulu (Taman/RTH, lampu jalan, Bengkulu Convension Center)
4. Peningkatan Pelayanan publik (Mall perizinan, Duk Capil, DPTSP, Kecamatan/Kelurahan)
5. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga, Pasar tradisional,
6. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pengembangan objek wisata (tabot, rumah adat,

hulubalang)
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7. Rumah sakit (peningkatan RSUD yang sudah ada dan Pembangunan RSDU baru Tipe D)
8. Pembangunan Infrastruktur

Secara umum dapat dicermati bahwa janji-janji tersebut sangat positif dan bermanfaat bagi
kesejahteraan warga kota. Ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan kota. Selain itu,
janji-janji tersebut juga secara implisit terkandung maksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan kesejahteraan warga kota.

Dalam rangka memenuhi janji-janji tersebut dan dengan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah
Kota Bengkulu maka Pemerintah Kota Bengkulu mengajukan Proposal Pembiayaan Daerah melalui
Pinjaman Daerah ke SMI (Sarana Multi Infrastruktur ) sebagai alternatif pembiayaan Percepatan
Pembangunan Daerah. Pembiayaan melalui SMI ini merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah
Kota Bengkulu di luar Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum
(DAU). Pendapatan pembiayaan dari SMI ini akan digunakan untuk inisiasi pembangunan infrastruktur
perioritas daerah.

Alternatif pinjaman daerah yang dilakukan melalui PT.SMI ini diharapkan dapat mampu
mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, mempercepat peningkatan penyediaan pelayanan
publik, mempunyai potensi yang mampu menjadi daya ungkit dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Mengapa PT.SMI yang dijadikan pilihan ? karena
PT.SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara dibawah Kementerian Keuangan yang fokus pada
pembiayaan infrastruktur yang menyediakan alternatif pembiayaan untuk percepatan pembangunan
infrastruktur di daerah dengan tujuan pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk memperoleh
manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial serta manfaat lainnya melalui skema dan siklus pembiayaan yang
tidak mengikuti tahun anggaran.

Pinjaman daerah pada PT.SMI ini skema pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman
daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dimana kewajiban pembayaran kembali
(pokok pinjaman, bunga dan atau kewajiban lainnya), seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang
tidak melebihi masa jabatan Walikota dan pinjaman ini digunakan untuk membiayai pelayanan publik
yang tidak menghasilkan penerimaan. Alternatif pinjaman daerah ini didasari pada Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pinjaman
daerah.

5.2.2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi dioperasionalisasikan menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan
memperlihatkan operasionalisasi upaya dari misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin
dicapai dari pelaksanaan tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi Kota Bengkulu
adalah:
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Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pembangunan Kota Bengkulu yang efektif dan berorientasi pada hasil perlu ditopang oleh
kinerja tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja tata kelola pemerintahan terkait pelaksanaan prinsip
akuntabilitas, transparansi, responsifitas, integritas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Pelaksanaan
prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan keberhasilan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplikasi dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Misi 1 untuk “Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik” dijabarkan dalam 2 tujuan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan ini berorientasi pada perbaikan kelembagaan birokrasi pemerintah Kota Bengkulu.
Pembenahan kelembagaan birokrasi ini menyasar pada meningkatnya akuntabilitas kinerja dan
keuangan, meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur, meningkatnya kualitas kelembagaan
pelayanan publik, serta meningkatnya keterbukaan dan responsivitas pemerintah daerah. Rumusan
tujuan dan sasaran pada misi 1 dinaungi oleh indikator kinerja tujuan berupa Indeks Reformasi Birokrasi
(IRB). Rumusan sasaran memiliki indikator masing-masing yang merepresentasikan unsur hasil dari
IRB, berupa opini BPK, nilai akuntabilitas kinerja, indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik,
serta indeks persepsi korupsi. Unsur pengungkit IRB yang merupakan 8 area perubahan reformasi
birokrasi dirumuskan sebagai strategi dan arah kebijakan pada bab berikutnya.

b. Meningkatnya Kohesivitas Masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menyasar pada kelembagaan internal
birokrasi,namun juga berorientasi pada partisipasi masyarakat dan terwujudnya kohesivitas masyarakat.
Ukuran keberhasilan dalam tujuan ini dilihat melalui indikator tujuan angka konflik sosial. Adanya
masyarakat yang mampu menjalin kohesivitas atau kerukunan, mampu meredam konflik sosial di tengah
masyarakat. Sasaran dalam tujuan ini adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
yang berorientasi pada peningkatan ketaatan pada peraturan serta peningkatan wawasan kebangsaan
dan multikulturalisme.
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Tabel 5.5
Tujuan dan Sasaran Misi 1:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Misi Tujuan Indikator
Tujuan

Kondisi
Awal

Target Capaian Kondisi
Akhir Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal
Target Capaian Kondisi

Akhir
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Mewujudkan
tata kelola
pemerintahan
yang baik

Meningkatnya
kualitas tata
kelola
pemerintahan

Indeks
Reformasi
Birkorasi

CC B BB BB BB BB BB Meningkatnya akuntabilitas
kinerja

Nilai SAKIP CC B BB BB BB BB BB

Peringkat pada
Penghargaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah

NA 50 40 35 30 20 20

Meningkatnya kualitas tata
kelola keuangan daerah

Indeks Kapasitas Fiskal 0,3 0,32 0,34 0,37 0,4 0,42 0,42

Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Terwujudnya
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN

Indeks Persepsi Korupsi NA 0 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,08

Meningkatnya keterbukaan
pemerintah daerah

Peringkat keterbukaan
informasi public

III III II I I I I

Meningkatnya kualitas
pelayanan public

Indeks kepuasan
masyarakat

3,04 3,1 3,15 3,2 3,25 3,3 3,3

Meningkatnya kapasitas
aparatur pemerintahan

Indeks profesionalitas
ASN

NA 71 73 75 76 80 80

Meningkatnya kualitas
kebijakan daerah

Persentase perda yang
disahkan berdasarkan
prolegda

- 50 65 75 85 95

Peringkat EKPPD Kota
Se Indonesia

83 75 70 65 60 50 50

Meningkatnya
kohesivitas
masyarakat

Angka
konflik sosial

3 6 6 5 5 4 4 Meningkatnya ketentraman
dan ketertiban masyarakat

Persentase perda dan
perkada yang ditegakkan

- 75 80 80 85 85
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Misi 2: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
Seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang, Kota Bengkulu dituntut untuk terus

berbenah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas. Kondisi tersebut
mengacu pada penyediaan pelayanan transportasi yang terintegrasi, akses air bersih, ketenagalistrikan dan
telekomunikasi yang memadai, peningkatan mitigasi bencana, peningkatan kelayakhunian perkotaan serta
perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas. Beberapa sektor tersebut menjadi prioritas pembangunan
kota yang diekslusifkan dalam misi kepala daerah di bidang infrastruktur dasar.

Pelayanan transportasi layak harus terus ditingkatkan. Saat ini, jaringan transportasi perkotaan
belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi
belum memadai. Terlebih lagi, kualitas jaringan jalan terbangun belum optimal. Hal tersebut dapat
teridentifikasi dari masih adanya proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Perwujudan kota yang layak huni menjadi tugas utama yang harus diupayakan oleh Pemerintah
Kota Bengkulu lima tahun ke depan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian mengingat belum optimalnya
pemenuhan aspek-aspek pemukiman yang memenuhi standar kelayakhunian. Akses air bersih dan
ketenagalistrikan belum tersedia secara memadai. Selain itu, kualitas rumah-rumah terbangun serta akses
sanitasi layak masih perlu ditingkatkan. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah belum optimalnya
ketersediaan fasilitas penunjang kelayakhunian seperti ketersediaan jalan lingkungan, sarana dan
prasarana kebakaran serta ketenagalistrikan.

Kota Bengkulu juga perlu membenahi diri dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan
bencana. Sebagai daerah yang berada tepat di pinggir Samudera Hindia, kota ini rawan terhadap kejadian
abrasi. Potensi bencana alam lainnya yang juga perlu diantisipasi adalah gempa bumi dan banjir. Oleh
karena itu, misi kedua RPJMD Kota Bengkulu Periode 2018-2023 memberikan perhatian khusus pada
peningkatan pembangunan infrastrutkur pengendali bencana.

Perwujudan Kota Bengkulu yang layak huni juga dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas
lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan secara komprehensif pada beberapa aspek utama yaitu
perwujudan lingkungan air, udara dan tutupan lahan yang berkualitas. Upaya ini juga dibarengi dengan
peningkatan kualitas penyelenggaraan tata ruang dan bangunan sehingga perwujudan kota yang
memenuhi standar kelayakhunian dapat terwujud secara komprehensif.

Operasionalisasi intervensi terhadap beberapa persoalan terkait pelayanan infrastruktur dasar,
diwujudkan dengan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan dan
sasaran yang telah dirumuskan akan menjadi panduan dalam percepatan pembangunan infrastuktur dasar
lima tahun ke depan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kota
Bengkulu.
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Tabel 5.6.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bengkulu Misi 2:

Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Misi Tujuan Indikator
Tujuan

Kondisi
Awal

Target Capaian Kondisi
Akhir Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal
Target Capaian Kondisi

Akhir
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Mewujudkan
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur
Perkotaan

Meningkatnya
Kualitas
Transportasi

Angka
Kecelakaan

25% 5% 5% 5% 5% 5% 0% Meningktnya Akses
dan Kualitas
Jaringan Jalan

Persentase pusat kegiatan
terhubung jaringan jalan dalam
kondisi baik

70% 71% 72% 75% 76% 80% 85%

Meningkatnya
kualitas
perhubungan

Persentase  sarana dan
prasarana perhubungan sesuai
standar kelayakan

60% 65% 75% 85% 90% 100% 100%

Angka keselamatan lalu lintas 60% 65% 75% 85% 90% 100% 100%
Meningkatnya
Kelayakhunian

Rasio
Pemukiman
Layak Huni

46 56 66 76 90 100 100 Meningkatnya
akses pemukiman
layak huni

Rasio Rumah Layak Huni 1,8 : 3 1,8 : 3 1,9 : 5 2,0 : 3 2,1 : 3 2,2 : 3 2,2 : 3
Persentase Penduduk yang
Mendapatkan Akses Air Minum
yang Aman

58% 60% 65% 74% 85% 90% 95%

Tingkat waktu tanggap daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

15
menit

15
menit

15
menit

15
menit

15
menit

15
menit

15
menit

Meningkatnya
kualitas bangunan
dan gedung

Persentase bangunan sesuai
standar

58% 60% 65% 74% 85% 90% 95%

Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang Sesuai dengan
Peruntukan

58% 60% 65% 74% 85% 90% 95%

Meningkatnya
akses komunikasi
dan informasi

Indeks e-
Goverment

0,001 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 Meningkatnya
akses
telekomunikasi dan
internet

Cakupan layanan internet - 2 kec 2 kec 2 kec 2 kec 1 kec 9 kec

Menurunnya resiko
bencana

Indeks
Resiko
Bencana

119,28 119,3 NA NA NA NA NA Meningkatnya
kesiapsiagaan
bencana

Responses time rate 60
menit

45
menit

40
menit

30
menit

20
menit

20
menit

20
menit

Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup

IKLH 67 67 69 70 70 70 70 Meningkatnya
kualitas lingkungan
air , udara dan
RTH

Indeks Kualitas Air 50,5 63 64 65 67

Indeks Kualitas Udara 95 95 96 96 96

Persentase RTH terhadap luas
wilayah

9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,2

Meningkatnya
sistem pengelolaan
sampah

Persentase volume sampah
yang tertangani

43 48 53 60 65



- 220 -

3: Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
SDM yang berdaya saing merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Misi ketiga

mengakomodasi permasalahan daya saing SDM melalui berbagai intervensi yang ditujukan untuk
mewujudkan masyarakat Kota Bengkulu yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Upaya mewujudkan misi
tersebut harud didukung oleh kerjasama yang sinergis dan sistematis antar organisasi perangkat daerah
yang mengampu urusan-urusan pemerintah daerah, sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintah
daerah yang telah diatur dalam undang-undang terkait. Berikut ini uraian tujuan dan sasaran yang akan
diwujudkan sebagai instrumentasi dari misi ketiga:
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Tabel 5.7.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bengkulu Misi 3:
Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia

Misi Tujuan Indikator
Tujuan

Kondisi
Awal

Target Capaian Kondisi
Akhir Sasaran Indikator Sasaran Kondisi

Awal
Target Capaian Kondisi

Akhir2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Mewujudkan
Masyarakat
Cerdas,
Sehat, dan
Berakhlak
Mulia

Meningkatnya
kualitas sumber
daya manusia

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

78,82 78,97 79,12 79,27 79,42 79,57 79,57 Meningkatnya kualitas
pendidikan

Angka Melek Huruf 99,38 99,38 99,45 99,59 99,71 99,88 99,88

Meningkatnya motivasi dan
kesadaran terhadap
pentingnya pendidikan

Angka melanjutkan sekolah
a) dari SD ke SMP, 99,66% 99,66% 99,66% 99,85% 99,91% 100% 100%
b) dari SMP ke SMA 99,32% 99,32% 99,32% 99,41% 99,57% 100% 100%

Meningkatnya akses
pendidikan
Meningkatnya budaya baca di
kalangan pelajar dan
masyarakat

rata-rata jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun

NA

Meningkatnya pelestarian
terhadap budaya lokal

Persentase budaya lokal yang
dilestarikan

82,71 82,71 88,87 89,11 94,25 100 100

Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Usia Harapan Hidup 71,77 71,9 72 72,2 72,5 72,9 72,9

Meningkatnya prestasi
Olahraga di Kota Bengkulu

Peringkat Kota Bengkulu di
PORPROV Bengkulu

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Meningkatnya peran serta
Pemuda dalam
pembangunan

Persentase pemuda yang
aktif dalam organisasi
kepemudaan/
kemasyarakatan

11 25 35 45 55 55

Meningkatnya  kesehatan
reproduksi

Persentase kelahiran pada
usia ideal (20-40 tahun)

90 92 93 94 95 95

Meningkatnya
kesejahteraan
sosial

Angka
Kemiskinan

19,18 18,68 18,18 17,68 17,18 16,68 16,68 Meningkatnya keberdayaan
PMKS

Rasio PMKS terhadap jumlah
penduduk

0,074 0,074 0,071 0,068 0,063 0,057 0,057

Meningkatnya
partisipasi
perempuan
dalam
pembangunan

Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)

75,96 76 78 79 80 80 80 Meningkatnya pemberdayaan
perempuan, perlindungan
perempuan dan anak

Persentase OPD yang
melaksanakan kebijakan
pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan

15 20 30 40 50 60 60

Skor Kota Layak Anak 661 680 700 720 740 760 760
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Misi 4: Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif
Kota Bengkulu memiliki nilai PDRB yang relatif tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun

2013 hingga 2016. PDRB Kota Bengkulu tahun 2013 dihitung berdasarkan harga berlaku berada pada
kisaran 12,7 triliun dan naik sebesar 37,7 persen menjadi 17,5 triliun pada tahun 2016. Kondisi
perekonomian tersebut bisa dikategorikan kondusif bagi aktifitas produksi sehingga mampu mendorong
tumbuhnya kegiatan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu. Hal ini juga tercermin dari tingginya
pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu (Badan
Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2017). Pertumbuhan ekonomi ini harus diikuti dengan pemerataan
kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan.

Di sektor riil, Kota Bengkulu memiliki potensi yang baik di bidang perdagangan, industri dan jasa.
Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.  Perkembangan ini
menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap perekonomian daerah Kota Bengkulu
berjalan optimal. Di sektor perindustrian, kontribusi PDRB sektor perindustrian mengalami tren peningkatan
dari tahun 2013 hingga 2016. Peningkatan kinerja sektor perindustrian ini harus diiringi dengan penguatan
kapasitas sumber daya manusia pelaku industri secara berkesinambungan.

Kota Bengkulu memiliki potensi yang baik dalam pengembangan perikanan. Potensi perikanan
tangkap dan budidaya masih sangat besar. Kondisi ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi
perikanan menggunakan sarana dan prasarana teknologi tepat guna. Di lain sisi, Kota Bengkulu memiliki
daya tarik yang baik di bidang pariwisata. Beberapa obyek wisata alam, buatan dan peninggalan sejarah
menjadi daya tarik yang harus dikembangkan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB terus
mengalami kenaikan secara berkesinambungan mulai tahun 2010 hingga 2016.
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Tabel 5.8.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bengkulu

Misi 4 Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif

Misi Tujuan Indikator
Tujuan

Kondisi
Awal

Target Capaian Kondisi
Akhir Sasaran IndikatorSasaran Kondisi

Awal

Target Capaian Kondisi
Akhir2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

Membangkitkan
Ekonomi Kreatif
dan Iklim
Usaha yang
Kondusif

Meningkatnya
laju
pertumbuhan
ekonomi

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
(LPE)

5,64 5,97 6,3 6,63 6,97 7 7 Meningkatnya kontribusi
sektor pertanian terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah

Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB

8,03 8,05 8,1 8,15 8,2 8,25 8,25

Meningkatnya realisasi nilai
penanaman modal

Persentase peningkatan
realisasi nilai investasi

5 5 5 5 5 5

Meningkatnya kontribusi
sektor perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor perikanan
terhadap PDRB

4,82 4,86 4,89 4,92 4,95 4,95

Meningkatnya kontribusi
sektor koperasi dan UKM
terhadap pertumbuhan
ekonomi

Persentase koperasi yang
meningkat SHU-nya

2 4 6 8,5 10 10

Persentase peningkatan
kelasusaha kecil
kemenengah

3 6 7 9 10 10

Meningkatnya kontribusi
sektor pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB

2,78 3,18 3,63 4,13 4,73 4,73

Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan terhadap
pertum buhan ekonomi

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB

19,83 20,38 20,93 21,58 22,33 23,18 23,18

Meningkatnya kontribusi
sektor industri terhadap
pertumbuhan ekonomi

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor
perindustrian terhadap
PDRB

3,67 3,67 3,89 4,17 5,19 5,49 5,49

Laju Inflasi 3,56 3,26 2,95 2,64 2,33 02.02 2,02 Meningkatnya ketahanan
pangan

Indeks Ketahanan Pangan 50,71 50,69 50,67 50,63 50,6 50,6

Meningkatnya
pemerataan
ekonomi

IndeksGini 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran
Terbuka

6,3 6 5,7 5,5 5 5
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BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN  DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah dirumuskan. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara untuk mencapai cita-cita pembangunan
dalam periode RPJMD tertentu yang dipilih berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan pada
bab IV. Strategi dan arah kebijakan akan menjadi panduan bagi perumusan program pembangunan
daerah pada bab selanjutnya.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan strategi dan arah
kebijakan agar berjalan efektif. Strategi tarkait cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan
arah kebijakan merupakan lokus, dimensi, dan kelompok target dari strategi. Strategi dalam tata kelola
pemerintahan berupaya mencapai nilai tambah dalam memperbaiki kelembagaan birokrasi pemerintah
Kota Bengkulu, antara lain berupa peningkatan sistem penunjang akuntabilitas kinerja berbasis
teknologi informasi, peningkatan keterpaduan perencanaan dengan penganggaran, intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan asli daerah, serta peningkatan inovasi pelayanan publik. Strategi terkait
peningkatan partisipasi masyarakat guna terwujudnya kohesivitas masyarakat berupa peningkatan
wawasan kebangsaan dan multikulturalisme, serta peningkatan ketaatan terhadapat peraturan
perundang-undangan di daerah.

Rumusan strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dengan rumusan yang lebih teknis, yakni
pada peningkatan akuntabilitas dan perencanaan memiliki arah kebijakan berupa optimalisasi
pelaksanaan e-planning yang dintegrasikan pada e-budgeting, serta pelaksanaan e-SAKIP. Pada upaya
peningkatan tata kelola keuangan daerah memiliki arah kebijakan berupa optimalisasi pajak dan
retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, alokasi belanja daerah berbasis program, serta
penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan. Arah kebijakan terkait upaya
peningakatan kohesivitas masyarakat berupa peningkatan kerjasama dengan ormas dan LSM, serta
peningkatan sosialisasi dan patroli ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan misi ke-dua Kota Bengkulu dirumuskan untuk mendorong
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan didasarkan pada
kondisi umum wilayah serta kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu.  Secara umum, strategi dan arah
kebijakan misi ke-dua disusun berdasarkan beberapa bidang, yaitu pekerjaan umum dan penataan
ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan pemukiman, komunikasi dan informatika, kebencanaan
dan lingkungan hidup. Perumusan strategi dan arah kebijakan diarahkan pada beberapa tujuan, yaitu
meningkatnya kualitas transportasi, meningkatnya kelayakhunian, meningkatnya akses komunikasi dan
informasi, menurunnya resiko bencana dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Pencapaian
beberapa tujuan utama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Strategi dan arah kebijakan penting diperlukan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran misi
3 Kota Bengkulu. Tujuan dan sasaran misi 3 disusun berdasarkan beberapa urusan besar, yaitu
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan sosial. Urusan pendidikan didukung oleh dua
urusan yaitu perpustakaan, dan kebudayaan. Urusan kesehatan didukung oleh beberapa urusan, yaitu
kepemudaan dan olahraga, dan pemberdayaan perempuan.

Pembangunan ekonomi  tidak  hanya  berhubungan  dengan  pertumbuhan pendapatan, namun
juga berhubungan dengan pemerataan dan kelestarian lingkungan. Kota Bengkulu memiliki potensi
yang baik di bidang perdagangan, perindustrian, jasa dan perikanan. Potensi di berbagai sektor tersebut
didukung oleh pertumbuhan sektor pariwisata yang relatif baik. Konsep pembangunan ekonomi di Kota
Bengkulu harus dijalankan dengan mengedepankan konsep pembangunan ekonomi yang
mengedepankan inklusifitas pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Semua strategi dan arah
kebijakan yang disusun harus mengakomodasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdampak
langsung pada penguatan kapasitas masyarakat pada berbagai sektor potensial

Rumusan lengkap strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi tata kelola pemerintahan
yang baik, meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar Kota Bengkulu serta merespon berbagai
amanah pembangunan nasional, dokumen SDGs dan isu-isu strategis di tingkat lokal yang akan
dijalankan oleh Kota Bengkulu selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bengkulu

Visi : Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya kualitas
tata kelola
pemerintahan

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Peningkatan kualitas
sistem penunjang
akuntabilitas kinerja

Peningkatan pelaksanaan e-
SAKIP
Peningkatan kualitas OPD dalam
pengukuran, pengelolaan data,
dan pelaporan kinerja

Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah

Peningkatan
keterpaduan antar
dokumen perencanaan

Optimalisasi pelaksanaan e-
planning
Peningkatan kapasitas aparatur
perencana

Peningkatan
keterpaduan antara
perencanaan dengan
penganggaran

Peningkatan tindak lanjut hasil
musrenbang pada RKPD dan
APBD
Integrasi antara reses DPRD
dengan musrenbang
Integrasi antara e-planning dengan
e-budgeting

Peningkatan kualitas
pengendalian
pembangunan

Optimalisasi TEPRA
Peningkatan koordinasi untuk
pengendalian capaian
pembangunan
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan tindak
lanjut hasil penelitian
dan pengembangan

Penyusunan penelitian
pembangunan berbasis kebutuhan

Peningkatan kerjasama
pembangunan

Optimalisasi forum CSR
Peningkatan kerjasama antar
daerah

Meningkatnya kualitas
tata kelola keuangan
daerah

Peningkatan
pendapatan asli daerah

Peningkatan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah
Peningkatan kinerja BUMD

Peningkatan
pengelolaan keuangan
daerah

Alokasi belanja daerah berbasis
program

Peningkatan kualitas
penyusunan laporan
keuangan sesuai
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)

Peningkatan fasilitasi pada
perangkat daerah untuk menyusun
laporan keuangan hasil
pemeriksaan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peningkatan tindak
lanjut hasil pemeriksaan

Peningkatan fasilitasi pada
perangkat daerah dalam tindak
lanjut hasil pemeriksaan

Peningkatan kualitas
manajemen aset daerah

Peningkatan identifikasi aset
daerah
Optimalisasi aplikasi sistem
informasi barang dan aset daerah
(SIMBADA)

Peningkatan sistem
pengendalian intern
pemerintah

Peningkatan kuantitas auditor
berdasarkan obyek pemeriksaan
Pendokumentasian praktik dan
evaluasi pengendalian

Meningkatnya
pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN

Optimalisasi rencana
aksi daerah
pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Peningkatan pelaksanaan zona
integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Optimalisasi tim saber pungli
Peningkatan akses pengaduan
masyarakat secara online dan
manual

Meningkatnya
keterbukaan
pemerintah daerah

Peningkatan
keterbukaan proses
pembangunan daerah

Peningkatan transparansi
anggaran dan capaian
pembangunan melalui media
daring dan cetak
Pengembangan perangkat e-
government
Peningkatan kualitas pengadaan
barang dan jasa secara elektronik

Pengembangan arsip
secara baku

Perbaikan sistem administrasi dan
informasi kearsipan

Meningkatnya kualitas
pelayanan public

Peningkatan inovasi
pelayanan publik

Pemberian insentif/reward bagi
perangkat daerah inovatif

Peningkatan kualitas
tata laksana pelayanan
publik

Penerapan Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada
setiap perangkat daerah
Peningkatan sarana dan
prasarana penyelenggaraan
pelayanan public
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kependudukan dan
catatan sipil

Pengembangan pelayanan
administrasi kependudukan
berbasis tekonologi informasi
Peningkatan sarana dan
prasarana penyelenggaraan
pelayanan kependudukan dan
catatan sipil
Sinergi kecamatan dalam
penyelenggaraan layanan
kependudukan dan catatan sipil
Peningkatan kapasitas aparatur
layanan kependudukan dan
catatan sipil

Pengembangan
kapasitas kecamatan
dan kelurahan

Optimalisasi kelurahan dalam
penyelenggaraan pelayanan public
Pengembangan keberdayaan
masyarakat kelurahan
Peningkatan kelurahan dalam
penerapan teknologi tepat guna
(TTG)

Meningkatnya
kapasitas aparatur
pemerintahan

Penempatan pegawai
berdasar kompetensi
dan kualifikasi

Pelaksanaan analisis jabatan dan
analisis beban kerja
Pengembangan sistem seleksi
terbuka

Peningakatan kapasitas
aparatur pemerintahan

Fasilitasi diklat dan beasiswa studi
lanjut berdasarkan kebutuhan
daerah

Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian

Pengembangan sistem informasi
manajemen kepegawaian

Meningkatnya kualitas
kebijakan daerah

Peningkatan kapasitas
tugas dan fungsi DPRD

Peningkatan kapasitas dalam
penampungan aspirasi dan
perumusan peraturan daerah

Peningkatan kualitas
pelayanan pimpinan
daerah

Peningkatan pelayanan kunjungan
kepala daerah dan penerimaan
tamu daerah

Peningkatan
pengendalian kebijakan
daerah

Peningkatan koordinasi dan
evaluasi pengendalian kebijakan
dan target pembangunan antar
perangkat daerah secara teratur
Perumusan Raperkada sesuai
kebutuhan daerah
Peningkatan fasilitasi
pendampingan permasalahan
hokum

Meningkatnya
kohesivitas
masyarakat

Meningkatnya
ketenteraman dan
ketertiban masyarakat

Peningkatan ketaatan
terhadap peraturan
daerah

Peningkatan sosialisasi dan patroli
Trantibmas

Peningkatan fasilitasi keamanan
lingkungan

Peningkatan Wawasan
kebangsaan dan
multikulturalisme

Peningkatan kerjasama dengan
ormas dan LSM

Peningkatan pendidikan politik
damai
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Misi II : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Meningkatnya kualitas
transportasi

Meningkatnya akses
dan kualitas jaringan
jalan

Peningkatan kualitas
konstruksi jaringan jalan

Peningkatan rehabilitasi dan
pemeliharaan Jalan
Rekonstruksi dan pemeliharaan
Jembatan Kota
Peningkatan kapasitas jalan dan
jembatan
Pemeliharaan dan rehabilitasi alat-
alat berat

Peningkatan
ketersediaan jaringan
jalan

Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan Fly Over

Peningkatan kualitas
perencanaan
pembangunan jalan

Peningkatan ketersediaan papan
nama dan status jalan
Peningkatan ketersediaan
database jalan dan jembatan

Peningkatan
ketersediaan sarana
pendukung jaringan
jalan

Peningkatan ketersediaan trotoar
dan drainase jalan
Peningkatan ketersediaan sarana
pendukung jaringan jalan ramah
disabilitas

Meningkatnya kualitas
perhubungan

Peningkatan
ketersediaan sarana
dan prasarana
perhubungan

Peningkatan ketersediaan sarana
fasilitas perhubungan
Peningkatan ketersediaan terminal
angkutan jalan
Ketersediaan Lampu penerangan
jalan umum (LPJU)

Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
perhubungan

Peningkatan kualitas fasilitas
keselamatan perhubungan
terbangun
Peningkatan pemeliharaan
terminal

Pengembangan sistem
manajemen pelayanan
perhubungan

Peningkatan kelaikan angkutan
orang dan barang

Peningkatan
ketersediaan moda
transportasi

Peningkatan jalur trayek angkutan
umum
Peningkatan pelayanan kapal
pelayaran rakyat

Peningkatan ketertiban
angkutan

Peningkatan pengawasan dan
pembinaan angkutan

Peningkatan
pengelolaan kepadatan
lalu lintas

Peningkatan upaya rekayasa lalu
lintas
Peningkatan penataan parkir

Meningkatnya
Kelayakhunian

Meningkatnya akses
perumahan dan
pemukiman layak huni

Peningkatan akses
rumah layak huni

Peningkatan kualitas rumah
rusak/tidak layak huni
Pengembangan rumah susun,
khusus, swadaya

Peningkatan
ketersediaan jalan
lingkungan

Pembangunan jalan lingkungan di
pemukiman

Peningkatan kualitas
jalan lingkungan

Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan
lingkungan

Peningkatan
ketersediaan jalan
lingkungan di kawasan
kumuh

Pembangunan jalan lingkungan di
pemukiman
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas
jalan lingkungan di
kawasan kumuh

Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan
lingkungan di kawasan kumuh

Peningkatan
ketersediaan sanitasi
layak

Pengembangan sanitasi individual,
komunal dan kawasan
Pengembangan sanitasi individual,
komunal dan kawasan di kawasan
kumuh

Peningkatan
Ketersediaan Jaringan
Drainase lingkungan
dan kawasan

Peningkatan ketersediaan jaringan
drainase lingkungan dan kawasan
Peningkatan perencanaan induk
drainase perkotaan
Peningkatan ketersediaan kolam
retensi/waduk
Peningkatan ketersediaan jaringan
drainase di kawasan kumuh

Peningkatan akses
Air Bersih

Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perpipaan
dan non perpipaan
Pengembangan SR di kawasan
kumuh

Peningkatan
penanganan bahaya
kebakaran

Peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana penanganan
bahaya kebakaran
Peningkatan kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi
bahaya kebakaran
Perumusan dan pengawasan
pelaksanaan SOP penanganan
bahaya kebakaran
Peningkatan ketersediaan dan
kualitas SDM dalam penanganan
bahaya kebakaran

Meningkatnya kualitas
bangunan dan gedung

Peningkatan kualitas
bangunan gedung

Peningkatan keterpaduan harga
satuan
Peningkatan Pengelolaaan
Gedung Negara
Peningkatan Pengelolaan
Bangunan
Peningkatan sistem pengawasan
bangunan dan jasa konstruksi
Peningkatan kualitas SDM
Pertukangan

Peningkatan Kualitas
Penataan Ruang
Daerah

Meningkatkan Kualitas Rencana
Tata Ruang
Meningkatkan Ketertiban Tata
Ruang dalam Pembangunan
Peningkatan pelayanan perizinan
tata ruang
Peningkatan ketersediaan RBTH
ramah anak

Pengembangan
kawasan strategis
perkotaan

Peningkatan perencanaan
pengembangan kawasan strategis
perkotaan

Meningkatnya akses
komunikasi dan
informasi

Meningkatnya akses
telekomunikasi dan
internet

Pengembangan
jaringan internet

Peningkatan ketersediaan instalasi
internet pada pusat-pusat kegiatan
Peningkatan ketersediaan instalasi
internet di kantor OPD
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Menurunnya resiko
bencana

Meningkatnya
kesiapsiagaan
bencana

Peningkatan
pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana

Peningkatan bangunan pengendali
bencana pada daerah rawan
longsor, banjir dan abrasi
Peningkatan sosialisasi tentang
pencegahan dini bencana
kebakaran
Pembentukan Perda Bangunan
Tahan Gempa
Peningkatan Sirine peringatan dini
bencana yang masih kurang
Peningkatan Tempat Evakuasi
Sementara (TES) gempa, Tsunami
dan banjir
Peningkatan sarana tempat
evakuasi sementara (TES)
bencana di Kota Bengkulu
Peningkatan Rambu-rambu
evakuasi Bencana
Peningkatan Kondisi Jalur
evakuasi yang belum memadai
Peningkatan Peralatan Bencana

Peningkatan
penanggulangan pasca
bencana

Peningkatan rehabilitasi dan
rekonstruksi bangunan pasca
bencana

Peningkatan tanggap
darurat kejadian
bencana

Peningkatan daya tanggap dalam
penyediaan peralatan, bahan
pangan dan sarana parasarana
tanggap darurat bencana

Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas
lingkungan air , udara
dan RTH

Peningkatan
pengelolaan air limbah

Pengembangan jaringan air limbah
rumah tangga dan IKM

Pengendalian
pencemaran udara

Peningkatan pengawasan regulasi
uji emisi kendaraan bermotor

Peningkatan
ketersediaan Ruang
Terbuka Hijau

Peningkatan pengendalian dan
pemenuhan RTH Publik dan Privat

Meningkatnya sistem
pengelolaan sampah

Peningkatan
ketersediaan sarana
dan prasarana
pengolahan sampah

Peningkatan ketersediaan tempat
pengolahan sampah terpadu
(TPST)

Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia

Meningkatnya kualitas
pendidikan

Peningkatan kualitas
pembelajaran

Peningkatan kualitas dan
kreatifitas guru
Pemerataan/ redistribusi guru
Rekrutment guru mata pelajaran
Pengawasan penerapan kurikulum
Penguatan dimensi keagamaan
dalam kurikulum pendidikan
Penguatan kelembagaan sekolah
penyelenggara Paket A, B, dan C)
Peningkatan ketersediaan dan
kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan

Meningkatnya motivasi
dan kesadaran
terhadap pentingnya
pendidikan

Peningkatan dorongan
belajar bagi siswa

Penguatan manajemen pendidikan
melalui penguatan peran komite
sekolah
Peningkatan pemberian beasiswa
pendidikan
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Optimalisasi kelompok kerja
pencegahan dan penanggulangan
kekerasan terhadap perempuan
dan anak di sekolah

Meningkatnya akses
pendidikan

Peningkatan
ketersediaan sarana
dan prasarana
pendidikan

Pembangunan dan rehabilitasi
ruang belajar/kelas
Penyediaan fasilitas pendukung
pembelajaran (alat-alat lab,
komputer, Meubeler, Toilet Siswa,
jaringan wifi, listrik dan lain-lain)

Meningkatnya budaya
baca di kalangan
pelajar dan
masyarakat

Meningkatkan
jangkauan pelayanan
perpustakaan

Peningkatan kapasitas pengelola
perpustakaan
Peningkatan ketersediaan layanan
digital perpustakaan

Meningkatnya
pelestarian terhadap
budaya lokal

Meningkatkan
pelestarian terhadap
berbagai bentuk
kebudayaan lokal (tari-
tarian, folklore, benda,
situs, dan lain
sebagainya)

Peningkatan pemanfaatan
infrastruktur budaya lokal
Peningkatan ketersediaan
infrastruktur pelindung
kebudayaan local

Internalisasi
kebudayaan lokal dalam
kehidupan masyarakat

Peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap budaya local
Peningkatan apresiasi terhadap
kebudayaan local
Peningkatan pembelajaran muatan
lokal di tingkat SD dan SMP

Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan
kesehatan Ibu Hamil

Peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana kesehatan ibu
hamil
Peningkatan ketersediaan dan
kualitas bidan
Peningkatan pendataan kunjungan
ibu hamil
Peningkatan kualitas penanganan
persalinan

Peningkatan pelayanan
kesehatan bayi dan
anak

Peningkatan ketersediaan sarana
dan prasarana kesehatan anak di
pusat pelayanan kesehatan
Peningkatan ketersediaan dokter
spesialis anak
Pendampingan dan pemantauan
gizi bayi dan balita

Peningkatan kualitas
manajemen lembaga
pelayanan kesehatan

Peningkatan ketersediaan sarana
kesehatan di Rumah Sakit dan
Puskesmas
Peningkatan ketersediaan tenaga
dokter spesialis di RS
Peningkatan status dan
standardisasi Rumah Sakit dan
Puskesmas
Optimalisasi fasilitasi biaya
kesehatan dan peningkatan mutu
dari APBD dan dana pihak ketiga
Peningkatan kualitas rumah sakit
berstandar nasional

Peningkatan perilaku
hidup bersih dan sehat

Promosi kesehatan
Peningkatan kualitas gizi anak
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Meningkatnya prestasi
Olahraga di Kota
Bengkulu

Peningkatan pembinaan
dan pemasyarakatan
olahraga

Pembinaan terhadap atlet-atlet
muda
Penyelenggaraan kompetisi
olahraga

Meningkatkan
ketersediaan Sarana
dan Prasarana
Olahraga

Meningkatkan kuantitas Sarana
olahraga (Gedung olahraga, kolam
renang, arena memanah, arena
berkuda, tempat futsal, stadion,
Lapangan basket)

Meningkatnya peran
serta Pemuda dalam
pembangunan

Peningkatan pembinaan
organisasi pemuda

Peningkatan pembinaan
Kepemimpinan Pemuda
Peningkatan pencegahan
penyalahgunaan Narkoba dan
HIV/AIDS
Peningkatan pembinaan
kewirausahaan pemuda

Meningkatnya
kesehatan reproduksi

Peningkatan akses
pelayanan KB

Peningkatan jumlah PUS  yang
menggunakan alat kontrasepsi
(alkon)
Meningkatkan sarana dan
prasarana untuk mendukung
program KKBPK (Kependudukan,
KB, dan Pembangunan Keluarga)
Meningkatkan advokasi dan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang KB dan
kesehatan reproduksi

Meningkatnya
kesejahteraan sosial

Meningkatnya
keberdayaan PMKS

Peningkatan
penanggulangan PMKS

Meningkatkan fasilitasi
manajemen usaha bagi keluarga
miskin
Meningkatkan fasilitasi program
keluarga harapan
Meningkatkan pendampingan
wanita rawan sosial ekonomi
Meningkatkan jumlah dan
kompetensi pekerja sosial
Meningkatkan kuantitas lembaga
sosial
Meningkatkan penanganan dan
pemberian bantuan lanjut usia
terlantar
Meningkatkan pembinaan kepada
anak cacat, dan penyandang
disabilitas

Meningkatnya
partisipasi perempuan
dalam pembangunan

Meningkatnya
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan
perempuan dan anak

Meningkatkan kualitas
perempuan dalam
kegiatan ekonomi

Meningkatkan kapasitas SDM
perempuan dalam berwirausaha

Meningkatkan
partisipasi perempuan
dalam  Musrenbang
(tingkat kelurahan,
kecamatan, dan  kota)

Meningkatkan kompetensi
perempuan
Meningkatkan tindak lanjut
aspirasi perempuan dalam
Musrenbang

Meningkatkan kualitas
perempuan di
pemerintah daerah

Meningkatkan kualifikasi
perempuan
Meningkatkan kompetensi
perempuan

Meningkatkan
pendampingan,

Meningkatkan  kapasitas SDM
lembaga yang bergerak di
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perlindungan terhadap
perempuan dan anak

perlindungan perempuan dan anak
Penguatan sistem layanan terpadu
penanganan kekerasan terhadap
perempuan dan anak melalui
lembaga layanan, kepolisian, dan
rumah sakit
Pembahasan rancangan peraturan
Walikota (Raperwal) tentang
pencegahan perkawinan anak
sebagai turunan dari Pergub
pencegahan perkawinan anak
Meningkatkan advokasi dan
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang hak-hak
perempuan dan anak

Misi 4 : Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif

Meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya
kontribusi sektor
pertanian terhadap
pertumbuhan ekonomi
daerah

Peningkatan
produktivitas pertanian,
perkebunan dan
peternakan

Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan petani
Peningkatan akses terhadap
bantuan permodalan
Peningkatan saprodi pertanian
Integrasi jaringan irigasi tersier
Peningkatan penerapan IPTEK
tepat guna
Pemberantasan hama penyakit
Peningkatan kapasitas SDM
penyuluh pertanian
Penguatan kapasitas
kelembagaan peternak
Peningkatan sarana prasarana
peternakan
Peningkatan kesehatan ternak

Peningkatan kualitas
produk pertanian dan
peternakan

Peningkatan kualitas teknologi
pasca panen
Peningkatan kualitas teknologi
pengolahan hasil peternakan

Meningkatnya realisasi
nilai penanaman
modal

Peningkatan
kondusifitas iklim
investasi

Peningkatan kemudahan perizinan
investasi
Pengembangan inovasi
kerjasama, promosi dan perizinan

Meningkatnya
kontribusi sektor
perikanan terhadap
pertumbuhan ekonomi
daerah

Peningkatan produksi
perikanan tangkap

Peningkatan  jumlah armada
/kapal penangkap ikan  dan
kelengkapannya
Peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana  prasarana perikanan
tangkap
Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan nelayan
Peningkatan kapasitas pelaku
usaha kelautan dan perikanan
Konservasi terumbu karang di
wilayah pesisir Kota Bengkulu
Standarisasi dokumen dan alat
tangkap ikan

Peningkatan produksi
perikanan budiaya

Pembangunan/rehabilitasi sarana
dan prasarana Balai benih Ikan
(BBI)
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Peningkatan kuantitas, kualitas
sarana dan prasarana budidaya
ikan
Peningkatan akses pembudidaya
ikan terhadap bantuan permodalan
Peningkataan produksi budidaya
melalui Keramba Jaring Apung,
tambak dll
Peningkatan kapasitas SDM
pembudidaya ikan
Peningkatan kapasitas SDM
penyuluh perikanan

Peningkatan kapasitas
permintaan pasar
produk perikanan

Peningkatan kapasitas SDM
pelaku usaha perikanan
Peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana prasarana  pengolahan
dan pemasaran hasil  perikanan
Peningkatan diversifikasi dan mutu
produk olahan hasil perikanan
Peningkatan strategi pemasaran
tarhadap produk olahan perikanan

Meningkatnya
kontribusi sektor
koperasi dan UKM
terhadap pertumbuhan
ekonomi

Peningkatan  kualitas
kelembagaan koperasi
dan UKM

Peningkatan kapasitas
manajemen produksi dan
pemasaran koperasi
Peningkatan pemantauan dan
pengembangan kapasitas
manajerial koperasi dan UKM
Peningkatan kualitas tenaga
pendamping pengembang
koperasi dan UKM
Peningkatan akses bantuan
permodalan Samisake
Pengembangan sarana dan
prasarana pemasaran UKM
Pengembangan standarisasi
produk unggulan UKM

Meningkatnya
kontribusi sektor
pariwisata terhadap
pertumbuhan ekonomi

Peningkatan kunjungan
wisatawan

Pengembangan obyek dan potensi
wisata
Pengembangan pemasaran wisata
Peningkatan kerjasama
pengembangan wisata

Meningkatnya
kontribusi sektor
perdagangan terhadap
pertumbuhan ekonomi

Peningkatan kelancaran
distribusi barang
perdagangan

Peningkatan kelancaran suplasi
barang penting dan barang pokok

Revitalisasi pasar
tradisional dan pasar
wisata

Peningkatan kapasitas SDM
pedagang kecil dan menegah di
pasar tradisional dan pasar wisata
Pengembangan pasar tertib ukur
Peningkatan kualitas manajemen
usaha perdagangan pasar
tradisional dan pasar wisata
Peningkatan akses permodalan
bagi pedagang pasar tradisional
dan pasar wisata
Penataan pedagang kaki lima dan
asongan terutama di kawasan
wisata
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Meningkatnya
kontribusi sektor
industri terhadap
pertumbuhan ekonomi

Peningkatan kapasitas
produksi IKM

Penguatan kapasitas SDM dan
kelembagaan IKM
Pengembangan inovasi dan
penerapan teknologi tepat guna
pengolahan komoditas lokal
Pengembangan sentra-sentra IKM
pendukung wisata

Meningkatnya
ketahanan pangan

Peningkatan
ketersediaan pangan
utama

Peningkatan stok cadangan
pangan daerah

Peningkatan
kemudahan akses
distribusi pangan

Pembentukan toko tani di wilayah
yang sulit dijangkau

Peningkatan
diversifikasi pola
konsumsi dan
keamanan pangan

Pengembangan teknologi
pengolahan pangan non-beras
Penurunan kandungan residu
bahan kimia pada pangan

Meningkatnya
pemerataan ekonomi

Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka

Pengembangan
wirausaha sosial

Pengembangan kewirausahaan
sosial masyarakat di bidang
pariwisata, industri dan jasa

Peningkatan
kompetensi tenaga
kerja dan kondusifitas
iklim ketenagakerjaan

Penyesuaian kualifikasi tenaga
kerja dengan pengembangan
sektor perdagangan, jasa dan
wisata
Penurunan perselisihan hubungan
industrial
Peningatan kepesertaan tenaga
kerja dalam jaminan sosial tenaga
kerja
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Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif  Kota Bengkulu

Kode
Misi/ Tujuan/ Sasaran /
Program Pembangunan

Daerah

Indikator Kinerja (Tujuan,
Sasaran, Program

Pembangunan Daerah)

Kondisi
Kinerja
Awal

RPJMD

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD Perangkat Daerah

Penanggung jawab2019 2020 2021 2022 2023

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Misi 1: Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang
Baik
Tujuan: Meningkatnya
kualitas tata kelola
pemerintahan

Indeks Reformasi Birokrasi CC B 400 BB 420 BB 441 BB 464 BB 480 BB 2.205 Bappeda; Setda;
Inspektorat

Sasaran: Meningkatnya
akuntabilitas kinerja

Nilai SAKIP Daerah CC B 70 BB 80 BB 90 BB 100 BB 110 BB 450

Peringkat pada
Penghargaan Perencanaan
Pembangunan Daerah

NA 50 400 40 450 35 500 30 500 20 20 1.850

Program  Pengembangan
sistem akuntabilitas kinerja

Persentase ketercapaian
Indikator Kinerja Utama
(IKU) Daerah

NA 90 105 92 215 95 320 97 265 100 290 100 1.195

Persentase keterpaduan
perencanaan dengan
realisasi.

89 100 209 100 238 100 259 100 278 100 302 100 1.286

Sasaran: Meningkatnya
kualitas tata kelola keuangan
daerah

Indeks kapasitas fiskal 0,3 0,32 100 0,34 100 0,37 100 0,4 100 0,42 100 0,42 500 BPKAD; Bapenda

Program Peningkatan tata
kelola keuangan daerah

Persentase PAD terhadap
pendapatan daerah

10,45 10,5 90 10,56 80 10,6 80 10,66 80 10,71 80 10,71 410

Persentase tindak lanjut
hasil pemeriksaan

67,16 80 500 85 500 90 500 95 500 100 500 100 2.500 Inspektorat

Sasaran: Meningkatnya
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN

Indeks persepsi korupsi NA 0 40 -0,02 50 -0,04 50 -0,06 50 -0,08 50 -0,08 240

Sasaran: Meningkatnya
keterbukaan pemerintah
daerah

Persentase kepatuhan
pelaporan LHKPN

61,29 65 20 70 20 75 20 80 20 100 20 100 100 Inspektorat
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Program Pencegahan KKN
dan pengembangan
keterbukaan

Jumlah kasus sengketa
informasi publik yang
dimediasi

2 4 50 6 50 8 50 9 50 10 50 10 250 Dinas Kominfo

Sasaran: Meningkatnya
kualitas pelayanan public

Indeks Kepuasan
Masyarakat

3,04 3,1 100 3,15 100 3,2 100 3,25 100 3,3 100 3,3 500

Program Peningkatan
kualitas kelembagaan
pelayanan publik

Persentase perangkat
daerah yang telah
menjalankan SOP dan
SPP

100 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 450 Setda; Kecamatan

Persentase kecamatan
yang berkinerja prima

NA 50 50 75 50 100 50 100 50 100 50 100 250 Setda, Inspektorat

Penataan administrasi
kependudukan

Persentase penduduk yang
memiliki e-KTP

90 92 2.862 92 2.890 95 2.830 98 3.315 99 2.880 99 14.777 Disdukcapil

Sasaran: Meningkatnya
kapasitas aparatur
pemerintahan

Indeks profesionalitas ASN NA 71 3 73 3 75 3 76 3 80 3 80 15 BKPP

Program Peningkatan dan
pengembangan
Sumberdaya aparatur

Persentase ASN yang
memenuhi syarat
kompetensi dan kualifikasi

NA 50 100 60 100 70 100 80 100 100 150 100 550

Sasaran: Meningkatnya
kualitas kebijakan daerah

Persentase kebijakan
daerah (perda/perkada)
yang serasi dengan
kebijakan provinsi dan
pusat

NA 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750

Program Peningkatan
keserasian kebijakan
daerah

Persentase perda yang
disahkan berdasarkan
prolegda

NA 50 110 65 120 75 120 85 130 95 140 95 620 Sekretariat DPRD;
Setda

Persentase ketercapaian
target Indikator Kinerja
Kunci (IKK) Daerah

NA 90 105 92 215 95 320 97 266 100 290 100 1.196 Setda

Tujuan: Meningkatnya
kohesivitas masyarakat

Angka konflik sosial 3 6 6 5 5 4 4 - Kesbangpol

Sasaran: Meningkatnya
ketenteraman dan ketertiban
masyarakat

Persentase Perda/perkada
yang ditegakkan

NA 70 1.066 70 1.070 85 1.070 85 1.070 85 1.075 85 5.351 Setda,Sekwan

Program Pengembangan
stabilitas daerah

Persentase hasil
kesepakatan Forkopimda
yang ditindaklanjuti

NA 100 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 350 Setda

Program Pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak criminal

Persentase LSM/Ormas
yang aktif dalam
pembangunan

96% 96% 710 97% 746 98% 783 99% 822 100% 863 100% 3.923 Kesbangpol/ Satpol
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Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3

80% 83% 190 85% 117 87% 205 89% 140 92% 220 92% 872

Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

Cakupan sosialisasi
wawasan kebangsaan

90% 40 96% 42 97% 44 98% 46 99% 49 99% 221 Kesbangpol

Program Pendidikan Politik
Masyarakat

Persentase Partisipasi
Masyarakat dalam pemilu

71% 80% 315 81% 331 82% 347 83% 365 85% 383 85% 1.741 Kesbangpol

Program Peningkatan dan
Kenyamanan Lingkungan

Persentase Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan
Kepala Daerah yang di
tegakkan

NA 75% 193 80% 203 82% 213 85% 223 90% 235 90% 1.066 Kesbangpol/Satpol

Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Cakupan LSM/Ormas yang
aktif dalam pembangunan

0,80 0,80 100 0,97 105 0,98 110 0,99 116 1,00 122 1,00 553 Kesbangpol

Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Cakupan petugas linmas
per 1000 penduduk

1% 1% 451 1% 474 1% 497 1% 522 1% 548 1% 2.492 Satpol PP

Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat(Pekat)

Persentase kasus pekat
yang ditangani

NA 0% - 75% 40 80% 42 85% 44 90% 46 90% 172 Satpol PP

Program Pengawasan dan
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan

Persentase Pelanggaran
Perda yang di tindak

75% 80% 35 81% 37 82% 39 84% 41 85% 43 85% 193 Satpol PP

Misi II: Mewujudkan
Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Perkotaan

Tujuan: Meningkatnya
kualitas transportasi

Angka kecelakaan 25% 5% 245.674 5% 85.551 5% 69.630 5% 125.624 5% 128.058 0 654.537

Sasaran: Meningkatnya
akses dan kualitas jaringan
jalan

Persentase pusat kegiatan
terhubung jaringan jalan
dalam kondisi baik

70% 71% 169.568 72% 44.926 75% 47.205 76% 49.299 80% 51.731 85 362.729

Program  Peningkatan
jaringan jalan

Persentase panjang jalan
dalam kondisi baik

90 95 169.568 95 44.926 95 47.205 100 49.299 100 51.731 100 362.729

Sasaran: Meningkatnya
kualitas perhubungan

Persentase  sarana dan
prasarana perhubungan
layak terhadap kebutuhan

50 60 76.106 70 40.625 80 22.425 90 76.325 100 76.325 100 291.806

Angka keselamatan lalu
lintas

60% 65% 100 75% 105 85% 105 90% 105 100% 105 100% 520

Program Peningkatan
kualitas pelayanan
perhubungan

Persentase sarana dan
prasarana perhubungan
layak

60% 65% 76.106 75% 40.625 85% 22.425 90% 76.325 100% 76.325 100% 291.806
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Tujuan: Meningkatnya
kelayakhunian

Rasio pemukiman layak
huni

46 56 94.135 66 59.561 76 118.887 90 130.276 100 126.642 100 529.501

Sasaran: Meningkatnya
akses  pemukiman layak
huni

Rasio Rumah Layak Huni 1,8 : 3 1,8 : 3 15.718 1,9 : 5 15.444 2,0 : 3 73.448 2,1 : 3 85.706 2,2 : 3 76.590 2,2 : 3 266.906

Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air
minum yang aman

58% 60% 90 65% 90 74% 90 85% 90 90% 90 95% 450

Tingkat waktu tanggap
daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran
(WMK)

15
menit

15
menit

100 15 menit 100 15 menit 100 15 menit 100 15 menit 100 15
menit

500

Program Peningkatan
akses pemukiman

Rasio rumah layak huni 46 56 15.718 66 15.444 76 73.448 90 85.707 100 76.590 100 266.907

Sasaran: Meningkatnya
kualitas tata ruang dan
bangunan

Persentase bangunan
sesuai standar

58% 60% 78.416 65% 43.236 74% 45.398 85% 44.568 90% 50.052 95% 261.670

Kesesuaian pemanfaatan
ruang sesuai dengan
peruntukan

58% 60% 105 65% 105 74% 105 85% 105 90% 105 95% 525

Program Peningkatan
kualitas bangunan dan
gedung

Persentase bangunan
publik sesuai standar

58% 60% 75.457 65% 40.157 74% 42.165 85% 41.173 90% 46.487 95% 245.439

Persentase bangunan non
publik sesuai standar

50 90 55 90 60 90 70 90 70 90 80 450

Program Peningkatan
kepatuhan tata ruang

Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang Sesuai dengan
Peruntukan

58% 60% 2.959 65% 3.079 74% 3.233 85% 3.394 90% 3.564 95% 16.229

Tujuan : Meningkatnya akses
komunikasi dan informasi

Indeks e-Goverment 0,001 0,005 0 0,015 1.700 0,02 1.785 0,025 1.653 0,03 1.736 0,03 6.874

Sasaran: Meningkatnya
akses telekomunikasi dan
internet

Cakupan layanan internet 100
KM2

2 kec 0 2 kec 1.700 2 kec 1.785 2 kec 1.653 1 kec 1.736 9 kec 6.874

Program Peningkatan
akses telekomunikasi

Luas wilayah terlayani 4G 100
KM2

110
KM2

0 120 1.700 120 1.785 125 1.653 125 1.736 6.874

Tujuan: Menurunnya resiko
bencana

Indeks Resiko Bencana 119,28 119,28 2.664 Not
Available

7.200 Not
Available

6.970 Not
Available

7.468 Not
Available

7.762 NA 32.064

Sasaran : Meningkatnya
kesiapsiagaan bencana

Responses time rate 60
menit

45
menit

2.664 40 menit 7.200 30 menit 6.970 20 menit 7.468 20 menit 7.762 20
menit

32.064

Program Peningkatan
kesiapsiagaan bencana

Responses time rate 60
menit

45
menit

2.664 40 menit 7.200 30 menit 6.970 20 menit 7.468 20 menit 7.762 20
menit

32.064



- 240 -

Tujuan : Meningkatnya
kualitas lingkungan hidup

IKLH 67 67 2.625 69 7.800 70 8.652 70 9.515 70 10.614 70 39.206

Sasaran : Meningkatnya
kualitas lingkungan air ,
udara dan RTH

Indeks Kualitas Air Na 50,5 1.584 63 2.358 64 2.643 65 2.908 67 3.349 67 12.842

Indeks Kualitas Udara Na 95 95 96 96 96 96 0

Persentase RTH terhadap
luas wilayah

9,14 9,15 0 9,16 100 9,17 100 9,18 100 9,19 100 9,2 400

Program Peningkatan
kualitas air

Indeks Kualitas Air Na 50,5 758 63 900 64 1.039 65 1.143 67 1.408 63 5.248

Program  Peningkatan
kualitas udara

Indeks Kualitas Udara Na 95 - 95 550 96 605 96 665 96 732 96 2.552

Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam

0 100 110 166 178 554

Program Peningkatan
Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

25 75 105 85 116 406

Program Peningkatan
Pengendalian Polusi

758 550 605 665 732 3.310

Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

758 900 1.039 1.143 1.408 5.248

Program Pembangunan
Daerah: Peningkatan RTH

Persentase RTH terhadap
luas wilayah

9,15 825 9,16 908 9,17 999 9,18 1.099 9,19 1.208 9,2 5.039

Sasaran : Meningkatnya
sistem pengelolaan sampah

Persentase volume
sampah yang tertangani

43 1.041 48 5.464 53 6.008 60 6.607 65 7.265 26.385

Program Pembangunan
Daerah : Pengelolaan
sampah perkotaan

Persentase volume
sampah yang tertangani

43 1.041 48 5.464 53 6.008 60 6.607 65 7.265 26.385

Misi 3: Mewujudkan
Masyarakat Cerdas, Sehat,
dan Berakhlak Mulia
Tujuan: Meningkatnya
kualitas sumber daya
manusia

Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

78,82

Sasaran: Meningkatnya
kualitas pendidikan

Angka Melek Huruf 99,38 3.000 99,45 3.000 99,59 3.060 99,71 3.121 99,88 3.277 99,88 15.458

Sasaran: Meningkatnya
motivasi dan kesadaran
terhadap pentingnya
pendidikan

Indeks Pendidikan 71,35 3.000 72,60 3.000 73,3 3.060 73,54 3.121 75,03 3.277 8,41 15.458
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Sasaran: Meningkatnya
akses pendidikan
Sasaran: Meningkatnya
budaya baca di kalangan
pelajar dan masyarakat
Program Wajib Belajar
pendidikan dasar 9 tahun

Persentase lulusan yang
memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM)

-

SD 99,97 3.000 99,97 3.000 99,97 3.060 100 3.121 100 3.277 100 15.458

SMP 98,95 3.000 98,95 3.000 98,95 3.060 100 3.121 100 3.277 15.458

Harapan Lama sekolah
(HLS)

15,58 15,58 2.000 19,22 2.000 21,14 2.040 21 2.081 25,24 2.185 25,24 10.306

Rata-rata Lama Sekolah
(RLS)

11,57 17,62 1.000 20,44 1.000 34 1.020 45,21 1.040 50,14 1.092 50,14 5.152

Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan

Rasio pemustaka terhadap
penduduk

0,13 0,20 1.214 0,25 473 0,30 1.113 0,35 650 0,40 665 0,40 4.115

Sasaran: Meningkatnya
pelestarian terhadap budaya
local

Persentase budaya lokal
yang dilestarikan

NA 82,71 88,87 89,11 94,25 100 100 -

Program Pelestarian
Budaya

Persentase kebudayaan
benda dan tak benda yang
dilestarikan

NA 20 90 50 100 60 100 80 100 100 100 100 490

Sasaran: Meningkatnya
keselamatan ibu, bayi, anak
dan reproduksi

Usia Harapan Hidup

Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan anak

Angka kematian ibu
melahirkan per 100.000
kelahiran hidup

75% 80% 680 82% 714 85% 750 90% 787 100% 826 100% 3.757 DINKES

Angka Kematian Bayi
(AKB)per 1000 Kelahiran

4,45 4,2 3,8 3,6 3,4 3,2 3,2 - DINKES

Angka Kematian Balita
(AKaBa)per 1000 Kelahiran

4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,6 - DINKES

Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

94,39 98 100 100 100 100 100 - DINKES

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
dan Balita

Cakupan Pelayan
Kesehatan Anak

56,98% 85% 49 85,50% 51 86% 54 87,50% 55 94 59 94 268 DINKES
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Sasaran: Meningkatnya
Kualitas Kesehatan

-

Program Penanggulangan
Penyakit Menular

Angka Kesakitan 84,44% 85% 1.012 86% 1.063 87% 1.116 88% 1.172 90% 1.231 90% 5.594 DINKES

Persentase kasus filariasis
yang ditangani

0% 65% 824 65% 865 65% 908 65% 954 65% 1.001 65% 4.552 DINKES

Program Pembangunan
Daerah: Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular

Cakupan pelayanan orang
dengan Diabetes Melitus

57,9 100 188 100 198 100 207 100 218 100 229 100 1.040 DINKES

Program Standarisasi
Kesehatan

Persentase fasilitas
kesehatan sesuai standar

100% 100% 1.234 100% 1.296 100% 1.361 100% 1.429 100% 1.500 100% 6.820 DINKES

Program obat dan
perbekalan kesehatan

Cakupan ketersediaan obat 70% 75% 1.805 80% 1.895 85% 1.990 90% 2.089 95% 2.194 95% 9.973 DINKES

Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan

Cakupan kunjungan
Neonatal pertama

97,68% 98,15% 24 98,30% 25 98,50% 26 99% 27 100% 29 100% 131 DINKES

Program Jemput sehat
keluarga

Cakupan pelayanan
kesehatan masyarakat

90 90 334 90 315 90 368 90 387 90 406 90 1.810 DINKES

Program Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Miskin

Cakupan Pelayanan
Kesehatan dasar Pasien
Masyarakat Miskin

100% 100% 1.104 100% 1.159 100% 1.217 100% 1.278 100% 1.341 100% 6.099 DINKES

Program Jaminan Kesehatan
Nasional

Persentase Cakupan
Peserta JKN

100% 100% 11.500 100% 12.075 100% 12.678 100% 13.312 100% 1.397 100% 50.962 DINKES

Program Pengawasan Obat
dan Makanan

Persentase TPM
memenuhi syarat
Kesehatan

50% 55% 64 60% 67 75% 70 80% 74 85% 78 85% 353 DINKES

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

Cakupan Desa/Kelurahan
UCI

91 91,5 16.233 92 17.044 93 17.897 95 18.792 98 1.973 98 71.939 DINKES

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan lansia

Persentase peningkatan
pelayanan lansia

89,50% 90% 85 92% 69 96% 72 98% 75 100% 79 100% 380 DINKES

Sasaran: Meningkatnya
kualitas pelayanan dasar
dan rujukan

-

Program Pembangunan
Daerah: Perbaikan Gizi
Masyarakat

penanggulangan Kurang
energi Protein

75% 80% 102 82% 107 85% 112 90% 118 100% 124 100% 563 DINKES

Persentase Balita Gizi
buruk yang mendapatkan
perawatan

4 4 4 3 3 2 2 DINKES

Status Kota Sehat 100% 100% 692 100% 706 100% 741 100% 778 100% 817 3.734 DINKES

Program Promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat

Persentase puskesmas
yang melaksanakan
pengendalian PTM
Terpadu

5% 10% 264 20% 277.70
4

30% 291 40% 306 50% 321 50% 278.886 DINKES
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Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

Persentase rumah tangga
yang melaksanakan PHBS

75% 80% 343 82% 360.25
0

85% 378 90% 397 100% 416 100% 361.784 DINKES

Program Pembangunan
Daerah: Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya

Rasio sarana prasarana
pelayanan kesehatan
puskesmas

60% 65% 11.526 70% 12.102 75% 12.708 80% 13.343 85% 1.401 90% 51.080 DINKES

Status Akreditasi Rumah
sakit

perdana madya 240 utama 500 paripurna Paripurna Paripurna 740 RSUD

Program Pembangunan
Daerah: Obat dan
perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan
perbekalan

380
jenis

380
jenis

1.352 380 jenis 2.000 380 jenis 2.500 380 jenis 3.000 380 jenis 3.500 12.352 RSUD

Program Pembangunan
Daerah: Peningakatn sarana
dan prasarana rumah sakit

Jumlah Gedung 5 5 44.969 5 34.500 5 46.500 5 58.000 5 61.000 244.969 RSUD

Program Pembangunan
Daerah: peningkatan
pelayanan kesehatan BLUD

Persentase peningkatan
pelayanan BLUD

90 100 28.000 100 30.000 100 32.000 100 34.000 100 37.500 161.500 RSUD

Program Pembangunan
Daerah:Standarisasi
pelayanan Kesehatan

Akreditasi rumah sakit perdana madya 240 utama 500 paripurna (BLUD) Paripurna (BLUD) Paripurna (BLUD) 740 RSUD

Sasaran: Meningkatnya
prestasi Olahraga di Kota
Bengkulu

Peringkat Kota Bengkulu di
PORPROV Bengkulu

- Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

-

Program Program
pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga

Indeks kebugaran -

Sasaran: Meningkatnya
peran serta Pemuda dalam
pembangunan

Persentase pemuda yang
aktif dalam organisasi
kepemudaan/
kemasyarakatan

- 11 25 35 45 55 55 -

Program Peningkatan Upaya
penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda

Persentase Pemuda yang
berwirausaha

33% 33% 50% 100 66% 105 83% 110 100% 116 100% 431

Program Peningkatan Peran
serta Kepemudaan

Persentase Pemuda yang
berpotensi dikembangkan

50% 60% 883 70% 927 80% 974 90% 1.022 100% 1.073 100% 4.879

Program Pengembangan
dan Keserasian Kebijakan
Pemuda

Persentase Wirausaha
Muda yang terbina

50% 0% - 70% 200 80% 210 90% 221 95% 232 95% 863

Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah Pemuda Terbina NA 50% 40 60 42 70 44 80 46 49 221

Sasaran: Meningkatnya
kesehatan reproduksi
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Program Keluarga
Berencana

Persentase kelahiran pada
usia ideal (20-40 tahun)

- 90 92 - 93 - 94 - 95 - 95 -

Persentase peserta KB
Aktif

76% 78% 2.034 79% 2.183 80% 2.209 85% 2.235 90% 2.260 90% 10.921

Program pembinaan
ketahanan dan
pemberdayaan keluarga

Persentase keluarga yang
terbina

60% 65% 151 70% 193 75% 208 80% 222 85% 236 85% 1.010

Program bina keluarga lansia Persentase usia mandiri 50% 55% 40 60% 35 65% 35 70% 35 75% 35 75% 180

Tujuan Meningkatnya
kesejahteraan sosial

Angka kemiskinan 19,18 18,68 18,18 17,68 17,18 16,68 16,68 -

Sasaran Meningkatnya
keberdayaan PMKS

Persentase PMKS mandiri 7,40% 600 7,10% 630 6,80% 662 6,30% 695 5,70% 729 5,70% 3.315

Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesos

Jumlah PMKS yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya

17.000 17.000 716 16.500 716 16.000 716 15.500 716 15.000 716 15.000 3.580

Program Pemberdayaan
Kesos

Jumlah Lembaga Kesos
yang diberdayakan

32 0 - 32 100 32 105 32 110 32 116 32 431

Program Pengelolaan Areal
Pemakaman

Jumlah TPU yang terkelola 3 1 150 3 250 3 263 3 276 3 289 16 1.228

Program Pembinaan Para
Penyandang cacat dan
Trauma

Jumlah Penyandang
disabilitas yang terbina

175 175 120 175 150 175 160 175 175 175 200 175 805

Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Jumlah PMKS yang
tertangani

17.000 17.000 175 16.500 184 16.000 193 15.500 203 15.000 213 15.000 968

Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit  Sosial
(Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit
Sosial)

Jumlah Eks Penyandang
Penyekit Sosial yang
terbina

100 100 150 150 100 200 100 250 100 300 100 300 550

Program Pembinaan Anak
terlantar

Jumlah Anak terlantar yang
dibina

500 - - 525 100 550 105 575 110 600 116 600 431

Tujuan: Meningkatnya
partisipasi perempuan dalam
pembangunan

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

75,96*
data
2015

76 78 79 80 80 80 -
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Sasaran: Meningkatnya
pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan
anak

Persentase OPD yang
melaksanakan kebijakan
pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan
perempuan

30 35 40 45 50 50 -

Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan

Persentasi kelurahan yang
menerapkan TTG

15% 25% 140 35% 135 45% 175 55% 210 65% 245 65% 905

Persentasi LPM yang aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Skor Kota Layak Anak 661 680 - 700 40 720 740 45 760 760 85

Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan perempuan

Persentase OPD yang
telah responsif gender

NA 30% 150 35% 160 40% 162 45% 164 50% 166 50% 802

Program peningkatan
kualitas hidup dan
perlindungan Anak

persentase lembaga yang
ramah anak

30% 40% 160 50% 260 60% 273 70% 287 80% 301 80% 1.281

Program pengetan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak

Cakupan kasus anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan

17 22 322 27 338 32 355 37 373 42 391 42 1.779

Cakupan kasus perempuan
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan

9 11 297 13 312 15 327 17 344 19 361 19 1.641

Program Keserasian
Kebijakan peningkatan
kualitas anak dan
perempuan

jumlah kebijakan tentang
peningkatan kualitas anak
dan perempuan yang
disahkan

3 4 179 5 188 6 197 7 207 8 218 8 989

Misi 4: Membangkitkan
Ekonomi Kreatif dan Iklim
Usaha yang Kondusif
Tujuan: Meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi

LPE 5.64 5.97 - 6.30 - 6.63 - 6.97 - 7.00 - 7.00 -

Sasaran:Meningkatnya
kontribusi sektor pertanian
terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah

Kontribusi sektor terhadap
pertanian PDRB

3,25 3,3 48.398 3,35 48.640 3,40 48.883 3,45 49.128 3,50 49.373 3,50 244.422 Dinas Pangan dan
Pertanian

Program Peningkatan
produksi dan kualitas produk
pertanian, perkebunan dan
perikanan

Produksi padi 7.101 7.811 70 8.592 77 9.451 85 10.396 93 10.916 103 10.916 428

Produksi ubi kayu 1.692 1.776 132 1.864 145 1.958 160 2.055 176 2.157 193 2.157 806

Produksi jagung 494 519 132 545 145 572 160 600 176 612 193 612 806

Produksi ubi jalar 29.00 30.45 132 31.97 145 33.57 160 35.25 176 37.61 193 37.61 806

Produksi daging sapi 79.88 83 55 87 60 91 67 95 73 99 81 99 336
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Produksi daging kambing 25.45 26 55 27 60 28 67 29 73 30 81 30 336

Produksi daging ayam 36 38 77 40 85 42 93 43 102 44 113 44 470

Persentase produk
pertanian yang
terstandarisasi

10 10 51 10 56 20 61 10 67 10 74 60 309 Dinas Pangan dan
Pertanian

Persentase produk daging
sapi dan daging ayam yang
terstandarisasi

20 20 66 20 73 20 80 20 88 20 97 80 404 Dinas Peternakan

Sasaran: Meningkatnya
realisasi nilai penanaman
modal

Persentase peningkatan
realisasi nilai investasi

3 5 1.537 7 1.567 9 1.599 11 1.631 13 1.663 13 7.997 Dinas Penanaman
Modal dan PTSP

Program Peningkatan
kondusifitas iklim investasi

Persentase peningkatan
nilai investasi

5 7 392.123 9 399.96
6

11 407.969 13 416.124 15 424.447 15 2.040.629

Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor perikanan
terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor perikanan
terhadap PDRB

4,78 4,82 71.211 4.86 71.239 4,89 71.261 4,92 71.282 4,95 71.304 4,95 356.297 Dinas Kelautan dan
Perikanan

Program Peningkatan
produksi dan pemasaran
perikanan

Produksi perikanan
tangkap

24.715 25.951 778.000 27.248 817.00
0

28.611 858.000 30.041 901.000 31.543 946.000 31.543 4.300.000

Produksi perikanan
budidaya

3.707 3.892 105.000 4.087 110.00
0

4.291 116.000 4.506 122.000 4.731 128.000 4.731 581.000

Volume permintaan pasar
atas produk perikanan

9.844 10.336 525.000 10.853 552.00
0

11.396 579.000 11.965 608.000 12.564 639.000 12.564 2.903.000

Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor koperasi
dan UKM terhadap
pertumbuhan ekonomi

Persentase koperasi yang
meningkat SHU-nya

2 4 63 6 63 8 64 10 64 12 65 12 319 Dinas Koperasi dan
UKM

Program
Peningkatankualitaskoperasi
dan UKM

Persentase peningkatan
kelas usaha kecil ke
menengah

2 3 20 6 20 7 21 9 21 10 21 10 103

Persentasekoperasi yang
sehat

4.40 5 14 6.5 14 7 14 8.5 14 9 14 9 70

Persentase peningkatan
omzet UKM

1.69 6 18 7 18 8.5 18 8.7 18 8.9 19 8.9 91

Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor pariwisata
terhadap pertumbuhan
ekonomi

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB

2.28 2.78 17.686 3.18 17.757 3.36 17.789 4.13 17.926 4.73 18.033 4.73 89.191 Dinas Pariwisata

Program Pengembangan
obyek, pemasaran dan
kerjasama pariwisata

Persentase peningkatan
kunjungan wisatawan

10 10 495 12 545 12 599 20 659 30 725 30 3.023
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Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor
perdagangan terhadap
pertumbuhan ekonomi

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
PDRB

20,18 20.38 3.890.39
7

20.93 3.911.
794

21.58 3.937.221 22 3.966.750 23.18 4.000.468 23.18 19.706.630 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan

Program Pengembangan
perdagangan dalam negeri

Tingkat
kelancarandistribusibarang

63 64 951.000 66 971.00
0

68 990.000 70 997.000 72 999.000 72 4.908.000

Persentase peningkatan
omzet pedagang pasar
tradisional

75 77.5 13.000 79.5 14.000 81.5 14.000 83.5 14.000 85.5 16.000 85.5 71.000

Sasaran: Meningkatnya
kontribusi sektor industri
terhadap pertumbuhan
ekonom

Persentase Peningkatan
Kontribusi sektor
perindustrian terhadap
PDRB

3.57 3.67 687.555 3.89 68906
7

4.17 690.997 5.19 698.045 5.49 700.139 5.49 3.465.803

Program
Peningkatanproduksi IKM

NilaiProduksi IKM 462 476 150 489 165 489 170 501 185 515 200 515 870

Tujuan: Meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi

Laju Inflasi 3.56 3.26 2.95 2.64 2.33 2.02 2.02 Dinas Pangan dan
Pertanian

Sasaran: Meningkatnya
ketahanan pangan

Indeks Ketahanan Pangan 50.73 50.71 50.69 50.60 50.50 50.00 50.00

Program Peningkatan
ketahanan pangan

Ketersediaan
panganutama

1.12 1.27 82 2.24 90 3.01 100 3.05 110 3.07 121 3.07 503

Stabilisasi harga pangan 13 13 93 13 103 13 113 13 124 13 137 13 570

Skor PPH 82.5 84 82 85.5 92 87 100 88.5 110 90 121 90 505

Tujuan: Meningkatnya
pemerataan pendapatan
masyarakat

IndeksGini 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Sasaran: Menurunnya tingkat
pengangguran terbuka

Tingkat
PengangguranTerbuka

7 6.30 381 6.00 652 5.70 715 5.50 716 5.00 753 5.00 3.217

Program Pengembangan
wirausaha sosial dan
kompetensi tenagakerja

Persentase peningkatan
wirausahawan baru

0.3 0.6 476 0.9 520 1.2 558 1.5 592 1.8 617 1.8 2.763

Persentase peningkatan
tenaga kerja yang
ditempatkan

3.14 3.68 69 4.22 78 4.27 43 5.30 48 5.85 52 5.85 290
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BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan dan program perangkat daerah disusun berdasarkan program pembangunan
daerah pada BAB VI. Berbagai program yang dirumuskan dalam Bab VII ini berbasiskan urusan
pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas
dan fungsinya. Berikut kerangka pendanaan dan program perangkat daerah pada masing-masing misi
RPJMD Kota Bengkulu:

1.6 MISI 1: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, kemudian memandu penyusunan program perangkat
daerah. Program telah menunjukkan cara yang spesifik dan disertai dengan indikasi pendanaan. Program
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara umum menyasar pada perbaikan
kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur (sumber daya manusia) pemerintahan, serta program yang
berorientasi langsung menyasar dan digerakkan oleh masyarakat, misalnya program pengembangan
wawasan kebangsaan. Program rutin pemerintahan juga terwadahi dalam misi tata kelola pemerintahan,
yang secara umum dipilah pertama untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yakni
program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Kedua program rutin yang diarahkan untuk mencapai meningkatnya kapasitas aparatur, yakni program
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, dan program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS. Ketiga program rutin yang diarahkan untuk menyasar meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan keuangan, yakni program pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan. Program
perangkat daerah pada misi 1 berdasarkan urusan, sebagai berikut:
1. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat

 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

 Pendidikan politik masyarakat
2. Program Prioritas Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

 Penataan administrasi kependudukan
3. Program Prioritas Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

 Pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan

 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan

4. Program Prioritas Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
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 Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa

5. Program Prioritas Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Statistik

 Pengembangan data/informasi/statistik daerah

6. Program Prioritas Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Kearsipan

 Perbaikan sistem administrasi kearsipan

 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

7. Program Prioritas Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

 Perencanaan pembangunan daerah

 Kerjasama pembangunan

 Perencanaan pembangunan ekonomi

 Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

 Pengembangan inovasi pelayanan publik

8. Program Prioritas Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (peningkatan pendapatan
daerah)

 Manajemen aset daerah

9. Program Prioritas Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

 Pembinaan dan pengembangan aparatur

 Peningkatan disiplin aparatur

10. Program Prioritas Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan

 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

 Pencegahan dan pemberantasan korupsi

11. Program Prioritas Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan

 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Pengadaan barang dan jasa secara elektronik

 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah

 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

 Penataan peraturan perundang-undangan

12. Program Prioritas Penunjang Urusan Pemerintahan Rutin

 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS

 Pelayanan administrasi perkantoran
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 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Peningkatan disiplin aparatur

Misi 2: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Penjabaran misi infrastruktur dalam tujuan pembangunan jangka menengah dituangkan dalam sasaran dan
strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah
kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Program prioritas pembangunan
“Misi 2: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan” di Kota Bengkulu antara lain
adalah:
1. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 Peningkatan dan rehabilitasi jalan

 Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jembatan

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

 Pembangunan Jalan dan Jembatan

 Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

 Peningkatan sarana pendukung jaringan jalan

 Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Lingkungan

 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air  Minum/Air Limbah

 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong‑Gorong

 Pembangunan dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/ Air bersih

 Peningkatan Pengelolaan Bangunan

 Pemberdayaan jasa konstruksi

 Perencanaan tata ruang

 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

 Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh

 Pengembangan infrastruktur kebencanaan

 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
2. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

 Pengembangan Perumahan

 Lingkungan Sehat Perumahan

 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Limbah

3. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat

 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
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 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

 Kedaruratan dan Logistik Bencana

4. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan

 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU)

 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

 Peningkatan Pelayanan perhubungan

 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

5. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informasi

 Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet

6. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan  Dasar Lingkungan Hidup

 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

 Peningkatan kinerja pengelolaan kebersihan pemukiman dan kawasan wisata

MISI 3: Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia

Misi ketiga dari RPJMD Kota Bengkulu fokus pada peningkatan kualitas SDM. Misi tersebut berupa:
“Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia”. Pernyataan misi tersebut meliputi berbagai
urusan seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan,
perlindungan perempuan dan anak, dan sosial. Misi ini terdiri dari beberapa program seperti diuraikan
berikut ini:

1. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendiikan

 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

 Program Pendidikan Non Formal

 Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun

 Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan

 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
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3. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

 Program internalisasi kebudayaan lokal
4. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

 Perbaikan gizi masyarakat

 Program peningkatan kualitas puskesmas

 Program Jemput Sakit Pulang Sehat

 Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

 Program Obat dan Perbekalan kesehatan

 Program Perbaikan gizi masyarakat
5. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

 Program Sarana dan Prasarana Olahraga

 Program Pembinaan Peran serta Kepemudaan

 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

 Program pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS

 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
6. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Keluarga Berencana

 Program Keluarga Berencana (KB)

 Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

 Program bina keluarga lansia
7. Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

 Program Pemberdayaan dan penanganan fakir miskin (KUBE, BPNT)

 Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

 Program pengelolaan area pemakaman

 Program Pelayanan dan rehabilitasi sosial

 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
8. Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak

 Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga

 Program Pemberdayaan Perempuan

 Program pemberdayaan Dharma Wanita dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
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 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak

 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Misi 4: Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif

Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi ekonomi dijabarkan dalam berbagai sasaran dan
strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah
kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas
pembangunan “Misi 4: Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif” di Kota Bengkulu
antara lain adalah:

1. Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian

 Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan;

 Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh;

 Peningkatan produksi hasil peternakan;

 Pencegahan dan penolakan penyakit menular ternak;

 Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;

2. Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Penanaman Modal

 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

3. Program Prioritas Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

 Pengembangan perikanan tangkap;

 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

 Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengendalian dan pendayagunaan
sumber daya laut;

 Pengembangan budidaya perikanan;

 Pengembangan sistem penyuluhan kelautan dan perikanan;

 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
4. Program Prioritas Urusan Wajib Koperasi dan UKM

 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

 Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;

 Satu miliyar satu kelurahan (Samisake);

 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
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 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
5. Program Prioritas Urusan Pilihan Pariwisata

 Pengembangan destinasi wisata;

 Pengembangan pemasaran pariwisata;

 Pengembangan kemitraan.
6. Program Prioritas Urusan Pilihan Perdagangan

 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;

 Revitalisasi pasar tradisional dan pasar wisata;

 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

 Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
7. Program Prioritas Urusan Pilihan Perindustrian

 Pengembangan industri kecil dan menengah;

 Peningkatan kapasitas IPTEK;

 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM.
8. Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

 Peningkatan kesempatan kerja;

 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
9. Program Prioritas Urusan Wajib Ketahanan Pangan

 Peningkatan ketahanan pangan.

Selama lima tahun ke depan pembangunan ekonomi di Kota Bengkulu akan diprioritaskan pada berbagai
program pada tabel berikut:
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Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu

Kode Kapasitas Riil /Belanja
Proyeksi

Tahun n Tahun  n+1 Tahun n+2 Tahun  n+3 Tahun  n+4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

KAPASITAS RIIL KEUANGAN
BELANJA 1.449.776.852.269,75 1.244.007.086.463,37 1.364.375.629.594,00 1.503.452.515.872,36 1.657.756.808.679,28
Belanja Tidak Langsung 578.398.863.982,60 595.150.025.902,08 628.154.954.938,16 642.080.081.135,69 676.962.212.381,12
Belanja Pegawai 558.372.063.982,60 575.123.225.902,08 598.128.154.938,16 622.053.281.135,69 646.935.412.381,12
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah 14.821.800.000,00 14.821.800.000,00 24.821.800.000,00 14.821.800.000,00 24.821.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00
Belanja Bagi Hasil 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Belanja Langsung 871.377.988.287,15 648.867.060.561,29 736.220.674.655,84 861.372.434.736,67 980.794.596.298,17
Belanja Pegawai 88.483.564.128,15 89.317.915.194,34 91.190.396.832,42 93.100.328.103,26 95.048.457.999,51
Belanja Modal 503.352.661.017,00 266.020.294.067,85 319.224.352.881,42 411.799.415.217,03 493.626.177.740,64
Belanja Barang dan Jasa 279.541.763.142,00 293.518.851.299,10 325.805.924.942,00 356.472.691.416,38 392.119.960.558,02
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Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kota Bengkulu

Kode
Bidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
Kondisi
Kinerja
Awal

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi kinerja pada
akhir RPJMD OPD

Penanggungjaw
ab

2019 2020 2021 2022 2023

Target RP Target RP Target RP Target RP Target RP Targe
t Rp

MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1 19 15 Peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan

Cakupan petugas linmas per 1000
penduduk

0,17 0,2 237 0,25 40 0,3 250 0,4 40 0,5 250 0,5 817 Satpol PP

1 19 16 Pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal

Cakupan patroli Satpol PP 48 kali 52 kali 189 60 kali 117 72 kali 205 96 kali 140 104 kali 220 104 kali 871 Satpol PP

1 19 17 Pengembangan wawasan
kebangsaan

Persentase LSM/Ormas yang aktif
dalam pembangunan

96 95 38 90 40 90 40 90 40 90 40 90 198 Kesbangpol

1 19 21 Pendidikan politik masyarakat Persentase rata-rata partisipasi
masyarakat dalam pemilihan umum

71 80 388 0 - 80 397 0 - 80 397 80 1.182

1 20 20 Program Pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal

Persentase LSM/Ormas yang aktif
dalam pembangunan

96% 96% 223 97% 234 98% 246 99% 258 100% 271 100% Kesbangpol/Satp
ol

Cakupan patroli Satpol PP 48 kali 52 kali 189 60 kali 117 72 kali 205 96 kali 140 104 kali 220 104 kali 871 Satpol PP
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan

Cakupan LSM 96% 96% 100 97% 105 98% 110 99% 116 100% 122 100% Kesbangpol

Program Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan

Cakupan petugas linmas per 1000
penduduk

1% 1% 451 1% 474 1% 497 1% 522 1% 548 1% Satpol PP

Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat(Pekat)

Persentase kasus pekat yang
ditangani

NA 0% - 75% 40 80% 42 85% 44 90% 46 90% Satpol PP

Program Pengawasan dan
Penegakan Peraturan Perundang-
undangan

Persentase Pelanggaran Perda
yang di tindak

75% 80% 35 81% 37 82% 39 84% 41 85% 43 85% Satpol PP

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 22

1 10 11 Penataan administrasi
kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki
e-KTP 90 92 2.862 92 2.890 95 3.330 98 3.815 99 4.380 99 17.277 Disdukcapil
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Persentase Penduduk yang memiliki
akte kelahiran usia 0-tak terhingga 30,77 50 70 60 70 65,5 80 70 85 75 85 75 390 Disdukcapil

Persentase penduduk yang memiliki
akta kelahiran usia 0-18 Tahun 84,33 90,25 60 90 60 90.65 60 90.75 60 98 60 98 300

Persentase keluarga yang memiliki
KK 100 100 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 300

Persentase penduduk yang memiliki
Kartu Identitas Anak (KIA) NA 15 25 25 50 50 60 75 75 70 75 220

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

1 22 19 Program Peningkatan
Pengembangan kapasitas
kecamatan dan kelurahan

Persentase kecamatan yang
berkinerja prima NA 50 50 75 50 100 50 100 50 100 50 100 250 Setda

Persentase kelurahan yang
berkinerja prima NA 50 50 75 50 100 50 100 50 100 50 100 250 Kecamatan

Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan kelurahan

Persentase  Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
yang aktif

100 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 400

Persentase kelurahan yang
menerapkan TTG NA 40 40 50 40 60 45 65 45 70 45 70 215

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Statistik

1 23 15 Pengembangan
data/informasi/statistik daerah

Persentase kelengkapan data
sistem informasi pembangunan
daerah

NA 80 500 85 550 90 600 95 650 98 700 98 3.000
Dinas Statistik

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Kearsipan

1 24 15 Perbaikan sistem administrasi
kearsipan

Persentase OPD yang mengelola
arsip secara baku NA 25 65 50 68 75 72 80 75 90 79 90 359

Dinas
Perpusatakaan

dan Arsip
1 24 18 Penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip
daerah

Persentase arsip yang telah
diduplikasi dalam e-katalog NA 10 15 120 20 126 25 132 50 139 50 517

Program Pemeliharaan rutin /
berkala sarana dan prasarana
kearsipan

Persentase arsip yang tersimpan
dengan baik NA 20% 85 35% 89 50% 94 70% 98 95% 103 469

Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi

Persentase pelayanan informasi
arsip 10% 20% 60 40% 120 60% 126 75% 132 95% 139 95% 577

Penunjang Urusan Pemerintahan kerjasama Pembangunan

1 6 15 Kerjasama pembangunan Persentase perusahaan yang telah
menyalurkan CSR tepat sasaran NA 5 50 10 50 15 50 25 50 50 50 50 250 Setda
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Persentase kerjasama antar daerah
yang ditindaklanjuti 100 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 250 Setda

Persentase Monev TEPRA tepat
waktu 94% 95% 450 98% 473 100% 496 100% 521 100% 547 100% 2.487

Setda

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

1 25 15 Pengembangan komunikasi,
informasi, dan media masa

Persentase OPD yang menerapkan
aplikasi e-government NA 25 150 50 155 75 160 100 165 100 170 100 800 Diskominfo

Persentase data pembangunan
daerah yang terpublikasi 0 50 5.000 70 5.000 80 5.000 90 5.000 100 5.000 100 25.000

Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

1 6 21 Perencanaan pembangunan
daerah

Nilai sub Komponen Perencanaan
strategis, Penilaian dan pengukuran
Kinerja pada penilaian SAKIP

30% 50% 2.000 55% 2.500 55% 3.000 55% 3.000 55% 5.000 55% 15.500
Bapelitbang

Persentase hasil musrenbang yang
ditindaklanjuti 50 60 199 65 250 70 250 75 250 75 250 75 1.199 Bapelitbang

Persentase kesesuaian antara
RKPD dengan KUA PPAS dan
APBD

100 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1.250
Bapelitbang

1 6 22 Perencanaan pembangunan
ekonomi

Persentase Keselarasan Program
antara RPJMD dengan RKPD
bidang Ekonomi

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase kesesuaian antara
RKPD dengan KUA PPAS Bidang
Ekonomi

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase kesesuaian antara KUA-
PPAS dengan APBD Bidang
Ekonomi

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase hasil musrenbang
Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti 50 60 125 65 130 70 130 75 150 75 150 75 685

1 6 24 Perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya
alam

Persentasi Keselarasan Program
antara RPJMD dengan RKPD
bidang Inftrastruktur

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685
Bappelitbang

Persentase kesesuaian antara
RKPD dengan KUA PPAS Bidang
Infrastruktur

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase kesesuaian antara KUA-
PPAS dengan APBD Bidang
Infrastruktur

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685
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Persentase hasil musrenbang
Bidang Infrastruktur yang
ditindaklanjuti

50 60 125 65 130 70 130 75 150 75 150 75 685

1 6 Program perencanaan
Pembangunan Manusia
(PPM)

Persentasi Keselarasan Program
antara RPJMD dengan RKPD
bidang PPM

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase kesesuaian antara
RKPD dengan KUA PPAS Bidang
PPM

100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase kesesuaian antara KUA-
PPAS dengan APBD Bidang PPM 100 100 125 100 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase hasil musrenbang
Bidang PPM yang ditindaklanjuti 50 60 125 65 130 70 130 75 150 75 150 75 685

1 6 Pengembangan inovasi
pelayanan publik

Persentase OPD yang memiliki
minimal 1 inovasi pelayanan publik 125 130 130 150 150 685

Pengembangan inovasi
Daerah

Persentase Perangkat Daerah yang
difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah

NA 10 - 20 130 30 130 40 150 50 150 50 560

Program Penelitian
Pembangunan daerah

Persentase penelitian dan
pengembangan Bidang Ekonomi
dan Pembangunan yang
dimanfaatkan dalam Perencanaan
pembangunan daerah

NA 50 125 75 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase penelitian dan
pengembangan Bidang Sosial dan
Pemerintahan yang dimanfaatkan
dalam Perencanaan pembangunan
daerah

NA 50 125 75 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Persentase penelitian ,
pengembangan dan penerapan
IPTEK yang dimanfaatkan dalam
Pembangunan daerah

NA 50 125 75 130 100 130 100 150 100 150 100 685

Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

1 20 17 Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah

Persentase perangkat daerah yang
menyusun laporan keuangan sesuai
SAP

100 100 100 100 100 100 110 100 120 100 130 100 560
BPKAD

Proporsi belanja modal dan belanja
operasional

69,71
28,62

70,71
29,29 300 70,07

29,96 350 69,37
30,63 400 68,70

31,08 450 68,70
31,30 500 68,03

31,97 2.000

Persentase peningkatan realisasi
pajak dan retribusi daerah 3,40% 5% 500 10% 550 15% 600 20% 650 25% 700 75% 3.000 Bapenda;
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Persentase peningkatan hasil BUMD 98,52% 98,02% 600 98,51% 650 98,99% 700 99,48% 750 99,96% 800 100% 3.500
1 20 28 Manajemen aset daerah Persentase aset daerah yang

dilegalisasi 95% 96% 450 97% 450 98% 500 99% 500 100% 550 100% 2.450 BPKAD

Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

1 21 16 Peningakatan kapasitas
sumber daya aparatur

Persentase pejabat struktural yang
telah diklat pim sesuai syarat
jabatan

45,86 55 2.350 60 2.450 75 2.500 90 2.525 100 2.550 100 12.375
BKPP

Persentase aparatur yang telah lulus
diklat fungsional 10,99 20 250 30 275 40 300 75 325 100 350 100 1.500

Persentase aparatur yang telah lulus
diklat teknis sesuai kebutuhan 2 3 100 4 110 6 125 8 135 10 150 10 620

1 21 17 Pembinaan dan
pengembangan aparatur

Persentase pejabat struktural yang
memenuhi syarat kompetensi dan
kualifikasi

50 60
200

70
200

80
200

90
200

100
200 100 1.000

BKPP

Persentase pelayanan kenaikan
pangkat dan gaji berkala tepat waktu 100 100 100 100 100 100

Program Pendidikan
Kedinasan

Persentase ASN mendapatkan
Pendidikan Kedinasan 90 90 250 90 280 90 325 100 355 100 400 100 1.610

Program Fasilitasi pindah
tugas / purna tugas ASN

Jumlah ASN terfasilitasi 500 500 300 500 325 500 350 500 375 500 400 500 1.750

Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan

1 20 6 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Persentase OPD yang memiliki nilai
Evaluasi atas Implementasi SAKIP
minimal “BB”

29,73 60 85 70 55 80 65 90 75 100 85 100 365
Inspektorat

1 20 20 Sistem pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH

Tingkat maturitas SPIP 1,7 2
2.037

3
2.477

3
2.632

3
2.962

3
3.162

3
13.270

Inspektorat

Level kapabilitas APIP level OPD 2 3 3 3 3 3 3

Persentase Indikator Kinerja Kunci
(IKK) bidang pembangunan yang
memenuhi target

66 66 70 80 90 100 100 -
Setda

Persentase Indikator Kinerja Kunci
(IKK) bidang perekonomian yang
memenuhi target

66 66 70 80 90 100 100 -

Persentase Indikator Kinerja Kunci
(IKK) bidang kesejahteraan
masyarakat yang memenuhi target

66 66 70 80 90 100 100 -
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1 20 21 Peningkatan Profesionalisme
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan

Level kapabilitas APIP level daerah
3 3 299 3 332 3 347 3 290 3 495 3 1.763

Inspektorat

1 20 29 Pencegahan dan
pemberantasan korupsi

Kasus gratifikasi 2 2

40

2

50

2

60

2

70

2

80

2 300 Inspektorat

Persentase perangkat daerah yang
menjalankan WBK dan WBBM 2 2 2 2 2 2 2 -

Persentase kasus pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 -

Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan

1 20 6 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Persentase OPD yang memiliki nilai
SAKIP minimal "BB" 29,73 60 100 70 105 80 110 90 116 100 122 100 553

Setda

1 20 15 Peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
daerah

Tingkat kepuasan layanan pada
DPRD 55 60 18.000 70 18.00

0 80 20.000 90 30.000 100 50.000 100 136.000
Sekretariat

DPRD

Persentase fasilitasi rapat/reses
DPRD tepat waktu 55 60 56 70 889 80 934 90 980 100 1.029 100 3.888

Persentase kelengkapan bahan-
bahan penyusunan Raperda 100 100 100 100 100 100 100 -

Persentase perda yang terpublikasi 100 100 69 100 72 100 76 100 80 100 84 100 381
1 20 16 Peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah

Indeks (survey) kepuasan pimpinan
(melalui ajudan) dan tamu daerah 100 100 11.551 100 11.62

9 100 11.710 100 16.796 100 17.885 100 69.571
Setda

1 20 26 Penataan peraturan
perundang-undangan

Persentase raperda yang disahkan 90 90 250 90 628 90 265 93 265 95 270 95 1.678 Setda

Persentase permasalahan hukum
yang ditangani dan diselesaikan 100 100 1.066 100 1.070 100 1.070 100 1.070 100 1.075 100 5.351

1 20 31 Pelayanan Pengadaan
barang dan jasa Pemerintah

Persentase proses pengadaan
barang dan jasa tepat waktu
(elektronik)

NA 65 900 70 1.000 75 1.050 80 1.103 85 1.158 85 5.210
Setda

Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah

Persentase peningkatan tertib
pertanahan

NA 70% 4.548 75% 4.775 80% 5.014 85% 5.765 90% 6.553 90% 26.656

setda

Penunjang Urusan Pemerintahan Rutin
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Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Persentase Administrasi
perkantoran terpenuhi 100 100 153.069 100 158.725 100 170.759 100 199.198 100 208.057 100 889.808

Seluruh OPD

2 Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik 100 100 57.750 100 57.639 100 63.669 100 66.852 100 70.197 100 316.107

Seluruh OPD

3 Peningkatan disiplin aparatur Tingkat pelanggaran disiplin
aparatur NA 100 7.290 100 8.612 100 9.522 100 10.988 100 13.044 100 49.456 Seluruh OPD

5 Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang terpenuhi
kebutuhan diklat 100 100 3.477 100 3.957 100 4.155 100 4.365 100 4.584 100 20.538 Seluruh OPD

6 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan

Persentase OPD yang menyusun
laporan kinerja dan keuangan tepat
waktu

100 100 2.754 100 2.892 100 3.036 100 3.571 100 4.730 100 16.983
Seluruh OPD

JUMLAH 284.972 295.310 319.154 370.713 411.403 1.674.961

MISI 2 Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Peningkatan dan
Rehabilitasi Jalan

Persentase panjang jalan rusak yang
diperbaiki/ditingkatkan 70% 5% 3.214 7% 3.375 6% 5.224 6% 6.401 6% 6.587 100% 24.801 DPUPR

Program Rekonstruksi dan
Pemeliharaan Jembatan

Persentase  jembatan rusak yang
diperbaiki/ditingkatkan 56% 10 2.304 15 2.419 15 4.040 4 5.167 0 5.300 100% 19.230 DPUPR

Persentase ruas jalan yang bisa dilalui
kendaraan pemadam kebakaran 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2% 0

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebinamargaan

Persentase alat berat dalam kondisi
baik 2 Unit 1 Unit 47 1

Unit 49 1 Unit 51 1 Unit 54 1 Unit 57 7 Unit 258

Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan

Persentase pusat pariwisata
terhubung jaringan jalan dalam kondisi
baik

90% 5 163.552 5 31.627 0 59.558 0 61.586 0 63.716 100% 380.039

Program pembangunan
sistem informasi/ data base
jalan dan jembatan

Persentase jalan yang memiliki papan
nama dan status 2% 7 250 12 255 17 260 22 270 27 250 87 1.285

Persentase peningkatan ketersediaan
database 33 200 55 200 77 250 100 - 100 - 100 650

Program peningkatan sarana
pendukung jaringan jalan

Rasio panjang trotoar terhadap
panjang jalan NA 10 0 20 0 20 0 25 0 25 0 100 0

Rasio panjang drainase
10 20 0 10 0 10 0 20 0 30 0 100 0

terhadap panjang jalan
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Persentase ruas jalan yang ramah
disabilitas NA 5 0 5 0 10 0 10 0 10 0 40 0

Program  Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum/Air Limbah

Persentase RT memiliki MCK
memadai 97 98 3.413 99 2.584 100 14.763 100 14.951 100 15.149 100 50.860

Persentase MCK terlayani IPAL
memadai 35 40 325 45 369 50 388 55 407 60 427 60 1.916

Persentase RT yang terlayani akses
air minum 60 75 567 80 596 85 626 90 657 100 690 100 3.136

Lingkungan Sehat
Perumahan

Persentase RT di kawasan kumuh
memiliki MCK memadai 46 10 250 10 300 10 350 10 350 14 400 100 0

Persentase MCK di kawasan kumuh
terlayani IPAL memadai 46 10 10 10 10 14 100 0

Persentase Penduduk yang terlayani
Sistem Jaringan Drainase di kawasan
kumuh sehingga tidak terjadi
genangan

0 10 20 30 40 50 50 0

Persentase RT di kawasan kumuh
yang dapat mengakses air minum
aman

46 10 10 10 10 14 100 0

Program Pembangunan
Saluran Drainase/
Gorong-Gorong

Persentase Penduduk yang terlayani
Sistem Jaringan Drainase Skala Kota
sehingga tidak terjadi genangan

20 20 7.754 40 8.141 60 8.548 80 10.976 100 11.425 100 46.844

Program Pengembangan dan
pengelolaan jaringan
irigasi/rawa dan pengairan
lainnya

Persentase  jaringan irigasi terpelihara
31 36 3.000 41 3.200 46 3.300 51 3.500 56 3.500 61 16.500

Program  Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum/Air Limbah

Volume air tersalurkan 17 JT
M3 17 JT 6.500 18 JT 7.000 19 JT 9.000 20 JT 13.000 21 JT 16.000 21 JT 51.500

Program Peningkatan
Pengelolaan Bangunan

Persentase bangunan rusak diperbaiki NA 40
150

55
150

65
150

75
150

80
150

80
750Persentase bangunan gedung yang

diawasi NA 35 50 55 60 70 70

Program Sarana dan
Prasarana Aparatur

Persentase bangunan rusak diperbaiki NA 40 75.307 55 39.000 65 43.000 75 42.000 80 57.305 80 256.612

Pemberdayaan jasa
konstruksi

Persentase Penyedia Jasa Konstruksi
yang Memenuhi  Persyaratan
Kompetensi

NA 35 150 35 157 100 165 100 173 100 182 100 827

Perencanaan tata ruang Persentase dokumen perencanaan
ruang yang dipatuhi NA 60 2.257 65 2.370 70 500 75 500 85 500 85 6.127
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Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Persentase bangunan liar yang
ditertibkan NA 20 241 30 225 40 236 45 248 50 260 50 1.210

Persentase kecamatan memiliki RBTH
layak anak 30 50 75 100 100 100 100 0

Pengembangan wilayah
strategis cepat tumbuh

Persentase perencanaan kawasan
strategis yang ditindaklanjuti 75 85 460 90 483 100 507 100 532 100 559 100 2.541

Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana

Persentase daerah rawan memiliki
bangunan pengendali bencana
memadai

50 50 75 85 100 100 100

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pengembangan Perumahan Persentase rumah rusak diperbaiki NA 31.52

650

39.17

700

46.81

725

54.46

750

62.10

800

62.10 3.625 Dinas
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan

Pemukiman/
DPU-PR

Persentase rumah MBR rusak yang
diperbaiki NA 10 15 20 25 35 50 0

Backlog kepemilikan 75 5 5 5 5 5 100 0

Pemeliharaan dan
Pembangunan Jalan
Lingkungan

Persentase jalan lingkungan tidak
sesuai standar yang ditingkatkan NA 10

38.791
20

39.000
30

54.268
40

56.406
50

68.651
50

257.116
Persentase jalan lingkungan rusak
yang diperbaiki NA 10 20 30 40 50 50

Lingkungan sehat perumahan Persentase jalan lingkungan di
kawasan kumuh tidak sesuai standar
yang ditingkatkan

NA 5 - 10
500

15
500

20
500

25
500

25
2.000

Persentase jalan lingkungan rusak di
kawasan kumuh yang diperbaiki NA 5 10 15 20 25 25

Persentase Penanganan Kumuh yang
terakomodir NA 10 342 10 289 10 306 10 323 14 330 14 1.590

Persentase MCK di kawasan kumuh
terlayani IPAL memadai NA 5 0 10 100 15 100 20 100 25 100 25 400

Persentase Penduduk yang terlayani
Sistem Jaringan Drainase di kawasan
kumuh sehingga tidak terjadi
genangan

NA 10 0 10 1.000 10 1.500 10 1.500 14 2.500 14 6.500

Persentase RT di kawasan kumuh
yang dapat mengakses air minum
aman

NA 10 0 10 1.060 10 2.125 10 3.020 14 3.520 14 9.725

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan
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Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

Persentase ketersediaan fasilitas
perhubungan 65 65 75 775 85 1.075 90 1.075 100 1.075 100 4.000

Dinas
PerhubunganProgram Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan

Arus orang/barang melalui terminal
NA 1000 4.640 2000 4.000 3000 4.250 4000 4.500 5000 4.000 15.000 21.390

Program Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan Utama
(LPJU)

Persentase ketersediaan LPJU
NA 40 73.000 10 4.500 10 6.500 10 7.500 10 7.500 50 99.000

Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas keselamatan
perhubungan dalam kondisi baik 75 75

-
80

2.150
85

2.300
90

2.250
100

2.250
100

8.950
Persentase terminal dengan fasilitas
baik 25 25 50 75 90 100 100

Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor

Persentase kendaraan lolos uji KIR
75 75 2.267 80 2.500 85 2.500 90 2.500 100 2.500 100 12.267

Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan

Persentase angkutan yang dibina 75 75
375

80
500

85
500

90
500

100
500

100
2.375Persentase pelanggaran lalu lintas

angkutan umum yang ditindaklanjuti 70 80 85 90 95 100

Peningkatan Pelayanan
perhubungan

Persentase pelayanan perhubungan 0 5 250 10 500 10 500 10 500 10 500 451 2.250

Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas

Persentase rencana rekayasa lalu
lintas yang terealisasi 75 75

500
80

750
85

750
90

750
100

750
100

3.500
Persentase area parkir tertata 80 80 85 90 95 100

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat

Peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya
kebakaran

Rasio jumlah mobil pemadam
kebakaran di atas 30-5.000 liter pada
WMK terhadap jumlah/luas
pemukiman

25 35

646

45

889

55

902

60

2.577

75

2.500

75

7.514

Dinas Pemadam
Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana
kebakaran 80 85 90 95 100 100 Dinas Pemadam

Kebakaran
Persentase aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi standard
kualifikasi

3 13 23 35 45 60 Dinas Pemadam
Kebakaran

Persentase kelompok siaga bencana
aktif NA 2.98 5.96 8.94 11.92 14.09 14.09 0

Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana

Persentase kelurahan tangguh
bencana NA 2.98 256 5.96 1.000 8.94 2.500 11.92 2.900 14.09 3.400 14.9 10.056
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Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana

Persentase bangunan terdampak
bencana yang direhabilitasi NA 5% 110 10 350 15 400 20 450 25 500 30% 1.810

Kedaruratan dan Logistik
Bencana

Persentase penyediaan peralatan dan
bahan pangan tepat waktu

45
menit

45
menit 1.651 40

menit 2.677 35
menit 2.824 30

menit 2.987 25 menit 3.136 20
menit 13.275

Urusan Wajib Non Pelayanan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan jaringan
telekomunikasi dan internet

Persentase ruang publik terlayani
internet memadai NA 22% 0 22% 1.700 22% 1.785 22% 1.653 12% 1.736 100% 6.874 Dinas

Komunikasi dan
InformatikaPersentase OPD terlayani internet

memadai NA 6% 15% 20% 26% 33% 100%

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Program pengendalian
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup

Cakupan air limbah yang terkelola 1 1 758 1 889 1 1.039 2 1.143 2 1.408 7 5.237 Dinas
Lingkungan

HidupIndeks Pencemaran Udara 0-51 0-51 0 0-51 550 0-51 605 0-51 665 0-51 732 0.51 2.552

Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau

Persentase penambahan luas RTH 07.09 1 825 01.05 908 01.05 1.000 2 6.099 01.05 26.208 20% 35.040

Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan

Persentase peningkatan fasilitas
pengurangan sampah 15 20 4.364 22 4.798 24 5.276 26 8.801 26 9.379 26 32.618

Peningkatan kinerja
pengelolaan kebersihan
pemukiman dan Kawasan
wisata

Persentase Kawasan pemukiman
yang memiliki sistem pengelolaan
persampahan aktif

NA 0

604

5

655

10

731

10

805

10

885

35

3.680
Persentase Kawasan wisata yang
memiliki sistem pengelolaan
persampahan aktif

10 0 10 10 15 15 60

Jumlah 399.970 175.240 245.877 271.176 327.81
7 1.418.430

MISI III Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

1 1 # Program peningkatan mutu
pendidik dan tenaga
kependidikan

Persentase pencapaian SPM
Pendidikan (kategori kualitas
pendidikan)

NA 75,63
1.000

75,98
1.000

76,15
1.500

78
2.500

79,55
10.500

79,55 16.500
Dinas

Pendidikan

Persentase guru bersertifikat 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 -
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Program Pembinaan
Kurikulum

Persentase penegakan kurikulum
sesuai ketentuan 72,48 6.500 6.500 13.000

1 1 # Program Pendidikan Non
Formal

Persentase siswa PKBM yang lulus
72,48 6.500 72,48 6.500 72,48 6.500 72,48 6.500 72,48 6.500 72,48 32.500

1 1 # Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

Persentase Komite Sekolah Aktif 100
6.500

100
6.500

100
6.500

100
6.500

100
6.500

100 32.500

Persentase siswa tidak mampu yang
melanjutkan sekolah 93 94 96 98 100 100 -

Program Pendidikan Dasar
dan Menengah

Rasio RKB-Murid 93
16.500

94
16.500

96
16.500

98
16.500

100
16.500

82.500

Persentase ketersediaan fasilitas
pembelajaran 88,17 90,54 93,14 97,89 100 -

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Urusan Perpustakaan

1 1 21 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

Persentase perpustakaan yang
mendapatkan pembinaan NA 30% 1.500 40% 2.500 50% 3.500 70% 6.000 80% 8.000 80% 21.500

Dinas
Perpustakaan

dan Dinas
Pendidikan dan

Kebudayaan
Jumlah Kecamatan yang mempunyai
Pojok baca NA 1 Kec 100 3

Kec. 200 5 Kec. 250 7 Kec. 300 9 Kec. 350 9 Kec. 1.200

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Urusan Kebudayaan

1 17 16 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Persentase budaya lokal yang dikelola
dengan baik 82,71 850 88,87 850 89,11 850 94,25 850 100 850 100 4.250

Disdik

Program internalisasi
kebudayaan local

Persentase jenis-jenis budaya lokal
yang dipromosikan

88,17 90,54 850 93,14 850 97,69 850 100 850 100 850 100 4.250

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

1 2 32 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak

Cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan 94,39 98 680 100 714 100 749 100 787 100 826 100 5.469

Dinas Kesehatan

Persentase Kunjungan Ibu Hamil
minimal  4 kali (K4) 84,06 80 82 84 86 88 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita

Cakupan imunisasi lengkap 3 3 3 80 82 84 84 Dinkes

Cakupan Pelayan Kesehatan Anak
56,98% 85% 49 85,50

% 51 86% 54 87,50% 56 94 59 94 269
Dinkes
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Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

Persentase kasus filariasis yang
ditangani 0% 65% 824 65% 865 65% 908 65% 954 65% 1.001 65% 4.552

Dinas Kesehatan

Program Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular

Cakupan pelayanan orang dengan
Diabetes Melitus 57,9 100 188 100 198 100 207 100 218 100 229 100 1.040

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi
Kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan sesuai
standar 100% 100% 1.234 100

% 1.296 100% 1.361 100% 1.429 100% 1.500 100% 6.820
Dinas Kesehatan

Program obat dan perbekalan
kesehatan

Cakupan ketersediaan obat
70% 75% 1.805 80% 1.895 85% 1.990 90% 2.089 95% 2.194 95% 9.973

Dinas Kesehatan

Program Kemitraan
peningkatan pelayanan
kesehatan

Cakupan kunjungan Neonatal pertama
97,68% 98,15% 24 98,30

% 25 98,50
% 26 99% 27 100% 29 100% 131

Dinas Kesehatan

Program Jemput sehat
Warga

Cakupan pelayanan kesehatan
masyarakat 90 90 334 90 351 90 368 90 387 90 406 90 1.846 Dinas Kesehatan

Program Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar
Pasien Masyarakat Miskin 100% 100% 1.104 100

% 1.139 100% 1.217 100% 1.278 100% 1.341 100% 6.079 Dinas Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan
Nasional

Persentase Cakupan Peserta JKN 100% 100% 11.500 100
% 11.500 100% 11.500 100% 28.312 100% 33.978 100% 96.790 Dinas Kesehatan

Program Pengawasan Obat
dan Makanan

Persentase TPM memenuhi syarat
Kesehatan 50% 55% 64 60% 67 75% 70 80% 274 85% 378 85% 853 Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

Cakupan Desa/Kelurahan UCI
91 91,5 15.000 92 16.000 93 15.000 95 27.000 98 26.500 98 99.500

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan lansia

Persentase peningkatan pelayanan
lansia 89,50% 90% 85 92% 68 96% 72 98% 75 100% 79 100% 379 Dinas Kesehatan

Program Pembangunan
Daerah: Perbaikan Gizi
Masyarakat

Persentase Balita Gizi buruk yang
mendapatkan perawatan 4 4 250 4 300 3 300 3 550 2 650 2 2.050

Dinas Kesehatan

Program Promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat

Persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM
Terpadu

5% 10% 264 20% 277 30% 291 40% 450 50% 600 50% 1.882
Dinas Kesehatan

Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

Persentase rumah tangga yang
melaksanakan PHBS 75% 80% 343 82% 360 85% 378 90% 397 100% 416 100% 1.894

Dinas Kesehatan

Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya

Rasio sarana prasarana pelayanan
kesehatan puskesmas

60% 65% 11.526 70% 12.102 75% 12.708 80% 18.343 85% 21.010 90% 75.689

Dinas Kesehatan

Program Obat dan
perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan
kesehatan

380
jenis

380
jenis 1.352 380

jenis 2.000 380
jenis 2.500 380

jenis 3.000 380 jenis 3.500 12.352
RSUD
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Program Peningakatn sarana
dan prasarana rumah sakit

Jumlah Gedung 5 5 20.000 5 20.000 5 20.000 5 20.000 5 20.000 100.000 RSUD

Program peningkatan
pelayanan kesehatan BLUD

Persentase peningkatan pelayanan
BLUD 90 100 20.000 100 20.000 100 20.000 100 25.000 100 30.000 115.000 RSUD

Program Standarisasi
pelayanan Kesehatan

Akreditasi rumah sakit perdana madya 240 utam
a 500 paripu

rna
Paripur

na Paripurna 100% 740 RSUD

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1 18 20 Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga

Persentase kelompok olahraga terbina 50% 60% 966 70% 1.014 80% 1.065 90% 1.118 100% 1.174 100% 5.338 Dispora

1 18 21 Program Sarana dan
Prasarana Olahraga

Persentase fasilitas olahraga
NA 0 - 40% 35.000 50% 25.000 75% 20.000 90% 15.000 90% 95.000

Dispora

1 18 16 Pembinaan Peran serta
Kepemudaan

Persentase Pemuda yang berpotensi
dikembangkan 50% 60% 883 70% 927 80% 974 90% 1.022 100% 1.073 100% 4.879

Dispora

1 18 15 Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda

Persentase Wirausaha Muda Yang
Terbina 50% 0% - 70% 200 80% 210 90% 221 95% 232 95% 862

Dispora

1 18 17 Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda

Persentase Pemuda yang
berwirausaha 33% 0% 50% 100 66% 105 83% 110 100% 116 100% 431

Dispora

1 18 17 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah Pemuda Terbina
NA 50 40 60 42 70 44 80 46 90 49 221

Dispora

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
1 12 15 Program Keluarga Berencana

(KB)
Cakupan akseptor KB Aktif

76% 78% 2.034 79% 2.183 80% 2.209 85% 3.235 90% 4.260 90% 13.921
DP3AP2KB

1 12 16 Program pembinaan
ketahanan dan
pemberdayaan keluarga

Persentase keluarga yang terbina
60% 65% 151 70% 193 75% 208 80% 222 85% 236 85% 1.010

Program bina keluarga lansia Persentase lansia mandiri 50% 55% 40 60% 35 65% 35 70% 35 75% 35 75% 180

1 11 15 Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan

jumlah lembaga konsultasi bagi orang
tua/keluarga yang aktif 7 2 135 2 135 1 202 1 224 1 246 1 942

DP3AP2KB

1 13 15 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesos

Jumlah PMKS yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya 17000 17000 716 1650

0 716 16000 716 15500 716 15.000 716 15.000 3.580 Dinsos



- 270 -

Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesos

Jumlah lembaga kesos yang
diberdayakan 32 0 - 32 100 32 105 32 110 32 116 160 431 Dinsos

Program Pengelolaan Areal
Pemakaman

Jumlah TPU yang terkelola 3 1 150 3 250 3 263 3 276 3 289 16 1.228 Dinsos

Program Pembinaan para
Penyandang Cacat dan
Trauma

Jumlah Penyandang Disabilitas yang
terbina 175 175 120 175 150 175 160 175 175 175 200 1050 805

Dinsos

Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya

Jumlah PMKS yang tertangani

17.000 17.000 175 16.50
0 184 16.00

0 193 15.500 203 20.000 213 25.000 967

Dinsos

Program Pembinaan Eks
Penyandang penyakit Sosial
(Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial
Lainnya)

Jumlah Eks Penyandang Penyakit
Sosial yang terbina

100 100 150 150 100 200 100 250 100 300 100 1.000 550

Dinsos

Program Pembinaan Anak
Terlantar

Jumlah Anak terlantar yang dibina
500 0 - 525 100 550 105 575 110 600 116 2.250 431

Dinsos

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

1 11 15 Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan

Persentasi kelurahan yang
menerapkan TTG 15% 25%

140

35%

175

45%

175

55%

255

65%

245

65% 990 DP3AP2KB

Persentasi LPM yang aktif 100% 100% 100
% 100% 100% 100% 100% 0 DP3AP2KB

Skor Kota Layak Anak 661 680 700 720 740 760 760 0 DP3AP2KB

1 11 17 Program peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan
perempuan

Persentase OPD yang telah responsif
gender NA 30% 150 35% 160 40% 162 45% 164 50% 166 50% 802

DP3AP2KB

1 11 19 Program peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan Anak

persentase lembaga yang ramah anak 30% 40% 160 50% 260 60% 273 70% 287 80% 301 80% 1281 DP3AP2KB

Program pengetan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak

Cakupan kasus anak korban
kekerasan yang mendapatkan
penanganan

17 22 322 27 338 32 355 37 373 42 391 42 1779
DP3AP2KB

Cakupan kasus perempuan korban
kekerasan yang mendapatkan
penanganan

9 11 297 13 312 15 327 17 344 19 361 19 1641
DP3AP2KB
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Program Keserasian
Kebijakan peningkatan
kualitas anak dan perempuan

jumlah kebijakan tentang peningkatan
kualitas anak dan perempuan yang
disahkan

3 4 179 5 188 6 197 7 207 8 218 8 989
DP3AP2KB

Jumlah 127.474 167.470 159.332 206.679 227.09
8 889.766

MISI IV Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif

Urusan Pilihan Pertanian

2 1 19 Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan

Persentase petani terlatih 15% 20% 50 25% 57 30% 65 40% 72 50% 72 50% 316 Dinas Pangan
dan Pertanian

2 1 19 Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan

Persentase petani terlatih 15% 20% 51 125% 58 130% 66 140% 73 150% 73 150% 321 Dinas Pangan
dan PertanianPersentase peningkatan akses

bantuan permodalan 25% 30% 140 35% 147 40% 154 45% 161 50% 161 50% 763

Persentase saprodi yang digunakan 30%. 35% 80 40% 84 45% 88 50% 88 55% 88 55% 428

Persentase jaringan irigasi tersier yang
terintegrasi 60% 65% 200 70% 210 75% 220 80% 230 85% 230 85% 1.090

Persentase Alsintan (Alat dan mesin
pertanian) yang diterapkan 25% 30% 240 35% 252 40% 264 45% 276 50% 288 50% 1.320

Persentase penurunan OPT
(organisme pengganggu tanaman) 15% 20% 60 25% 63 27% 66 29% 66 30% 66 30% 321

Pemberdayaan dan
peningkatan kapasitas
penyuluh

Persentase penyuluh pertanian yang
bersertifikat 16% 20% 150 25% 157 30% 165 35% 172 40% 172 40% 816

2 1 22 Peningkatan produksi hasil
peternakan

Persentase kelompok peternak yang
terlatih 45% 60% 80 65% 84 70% 88 75% 92 80% 96 80% 440 Dinas

Peternakan

Persentase sarana prasarana
peternakan yang bekondisi baik 60% 62% 200 64% 210 68% 220 72% 230 75% 240 75% 1.100

Pencegahan dan penolakan
penyakit menular ternak

Persentase penurunan kasus penyakit
hewan menular strategis 15% 20% 150 20% 157 20% 165 20% 172 25% 280 25% 924

2 1 17 Peningkatan pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebunan

Persentase teknologi tepat guna pasca
panen yang diterapkan 25% 27% 45 30% 47 32% 50 34% 53 37% 68 37% 263

Dinas Pangan
dan Pertanian

2 1 23 Peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan

Persentase teknologi tepat guna
pengolahan hasil peternakan yang
diterapkan

25% 30% 60 32% 63 35% 66 37% 69 40% 72 40% 330
Dinas

Peternakan
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Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Penanaman Modal
-

1 16 Peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasi

Persentase perizinan yang
diselesaikan tepat waktu 75% 85% 460 95% 600 100% 700 100% 900 100% 900 100% 3.560

Peningkatan promosi dan
kerjasama investasi

Persentase peningkatan investor
1% 2% 500 7% 650 9% 750 11% 950 13% 1.000 13% 3.850

Urusan Pilihan Perikanan
-

Pengembangan perikanan
tangkap

Persentase armada/kapal penangkap
ikan yang berkondisi baik 60% 65% 200 70% 850 75% 900 80% 950 85% 1.000 85% 3.900 Dinas Kelautan

dan Perikanan
Persentase sarana perikanan tangkap
yang berkondisi baik 60% 65% 500 70% 500 75% 500 77% 500 80% 500 85% 2.500

Pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir

Persentase kelompok nelayan yang
terampil 30% 33% 35 35% 35 40% 50 45% 50 50% 50 50% 220

Persentase pelaku usaha kelautan dan
perikanan terlatih 25% 25% 45 30% 45 35% 45 40% 45 45% 45 45% 225

Peningkatan kesadaran dan
penegakan hukum dalam
pengendalian dan
pendayagunaan sumber daya
laut

Persentase wilayah terumbu karang
yang dilindungi 50% 50% 150 55% 150 60% 150 65% 200 70% 150 70% 800

Persentase alat tangkap yang
berstandar SNI 60% 60% 500 65% 500 70% 500 75% 500 80% 500 80% 2.500

Persentase kapal yang memiliki
dokumen sesuai aturan 30% 30% 50 35% 50 40% 50 45% 50 50% 50 50% 250

2 5 20 Pengembangan budidaya
perikanan

Persentase sarana BBI yang bekondisi
baik 65% 65% 550 70% 450 75% 400 80% 350 85% 350 85% 2.100

Persentase sarana budidaya ikan yang
berkondisi baik 50% 60% 400 65% 400 70% 450 75% 400 80% 350 80% 2.000

Persentase peningkatan akses
bantuan permodalan 50% 55% 100 60% 100 65% 100 70% 150 80% 200 80% 650

Persentase budidaya ikan keramba
yang berkembang 10% 15% 250 20% 200 30% 300 35% 150 40% 200 40% 1.100

Pengembangan sistem
penyuluhan kelautan dan
perikanan

Persentase penyuluh perikanan
bersertifikat 20% 20% 50 30% 50 40% 50 50% 50 60% 50 60% 250

2 5 23 Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan

Persentase pelaku usaha pengolahan
perikanan terampil 40% 40% 120 50% 120 60% 120 70% 125 75% 100 75% 585
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Persentase sarana dan prasarana
pengolahan  dan pemasaran
perikanan yang berkondisi baik

50% 50% 120 50% 120 60% 120 70% 125 75% 100 75% 585

Persentase peningkatan diversifikasi
produk olahan ikan 50% 60% 225 65% 175 70% 175 75% 200 80% 200 80% 975

Persentase inovasi strategi pemasaran
yang diterapkan 40% 50% 200 55% 150 60% 160 65% 165 70% 175 70% 850

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM -

1 15 18 Peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi

Persentase peningkatan kualitas
manajemen produksi koperasi 5% 6% 49 7% 50 8% 50 9% 51 10% 51 10% 251 Dinas Koperasi

1 15 15 Penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif

Persentase peningkatan pemantauan
koperasi dan UKM 14% 15% 56 16% 56 17% 57 18% 58 19% 58 19% 285

Persentase tenaga pendamping
terlatih NA 2% 25 3% 30 4% 35 5% 40 6% 45 6% 175

Satu miliyar satu kelurahan
(Samisake)

Persentase peningkatan akses
bantuan permodalan Samisake 2 3% 50 4% 60 5% 70 6% 80 7% 90 7% 350

Pengembangan sistem
pendukung usaha bagi UKM

Persentase sarana pemasaran UKM
yang berkondisi baik 10% 11% 63 12% 63 13% 12 14% 163 13% 164 15% 465

Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UKM

Persentase produk unggulan UKM
yang dikembangkan 2 3% 20 6% 20 7% 20 9% 111 10% 121 10% 292

Urusan Pilihan Pariwisata -

2 4 17 Pengembangan destinasi
pariwisata

Persentase destinasi wisata yang
dikembangkan 10% 30% 350 50% 500 70% 700 85% 850 90% 900 90% 3.300 Dinas Pariwisata

Pengembangan Pemasaran
Pariwisata

Persentase peningkatan media
promosi wisata NA 25% 300 60% 650 75% 850 90% 890 100% 1.000 100% 3.690

2 4 17 Pengembangan Kemitraan Persentase peningkatan mitra
kerjasama pengembangan dan
pemasaran wisata

50% 50% 703 60% 774 60% 851 70% 936 80% 1.030 80% 4.294

Urusan Pilihan Perdagangan -

2 18 Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri

Persentase peningkatan suplasi
barang 64% 66% 25 68% 26 70% 28 72% 89 72% 101 72% 269

Dinas
Perindustrian dan

Perdagangan
2 18 Revitalisasi pasar tradisional

dan pasar wisata
Persentase pedagang yang terlatih 65% 67% 53 69% 64 71% 75 73% 156 73% 177 73% 525
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Perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan

Persentase peningkatan pasar tertib
ukur 65,50% 72,03% 425 81,71% 455 85,80% 487 85,80% 521 85,80% 558 85,80% 2.446

Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan

Persentase peningkatan kemudahan
akses bantuan permodalan 64% 66% 25 68% 26 70% 28 72% 129 72% 131 72% 339

Persentase pedagang kaki lima dan
asongan yang dibina 19% 24% 158 29% 166 34% 175 39% 183 39% 193 39% 875

Urusan Pilihan Perindustrian -
2 7 Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah
Persentase pelaku IKM terlatih

75% 77% 24 79% 25 81% 27 83% 128 83% 179 83% 383
Dinas
Perindustrian dan
PerdaganganPeningkatan kapasitas IPTEK Persentase teknologi tepat guna yang

diterapkan 80% 82% 68 84% 72 86% 75 88% 279 88% 282 88% 776

Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif IKM

Persentae sentra IKM yang
dikembangkan 45% 50% 78 55% 82 60% 86 65% 241 70% 265 70% 752

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan -

2 1 Peningkatan
ketahanan pangan

Persentase peningkatan stok
cadangan pangan 12% 15% 280 18% 290 20% 300 22% 320 25% 340 25% 1.530

Dinas Pangan
dan Pertanian

Persentase toko tani yang dibentuk 20% 25% 150 27% 157 30% 165 32% 172 35% 180 35% 824
Persentase teknologi pengolahan
pangan non-beras yang diterapkan 25% 30% 120 32% 126 35% 130 37% 135 40% 150 40% 661

Persentase residu bahan kimia pada
pangan 35% 32% 85 30% 90 28% 95 26% 100 24% 115 24% 485

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Tenaga Kerja -

1 14 Peningkatan kesempatan
kerja

Persentase peningkatan wirausaha di
bisang pariwisata, industri dan jasa NA 20% 184 25% 191 25% 198 26% 205 30% 191 30% 969

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi1 14 Peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja
Persentase peningkatan tenaga kerja
terlatih NA 20% 158 27% 163 43% 168 45% 193 47% 129 47% 811

Perlindungan dan
pengembangan lembaga
ketenagakerjaan

Persentase kasus perselisihan
hubungan industrial yang diselesaikan
dengan perjanjian bersama

61,69% 65% 40 70% 54 70% 60 73% 166 78% 182 78% 502

Persentase kepersertaan pekerja
dalam program Jaminan sosial
ketenagakerjaan

27,7% 28% 158 28% 163 35% 168 37% 193 45% 198 45% 880

9.608 11.087 12.107 14.003 14.656 61.461

9.608 11.087 12.107 14.003 14.656 61.461

822.024 649.107 736.470 862.571 980.974 4.044.818
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BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah menggambarkan target capaian Indikator Kinerja  Utama  (IKU)  daerah dan
indikator  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Kunci (IKK). Berbagai indikator tersebut adalah target capaian pada berbagai aspek dan fokus
pembangunan jangka menengah Kota Bengkulu tahun 2018-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu
pada aspek-aspek pembangunan, sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

b. Kesejahteraan sosial

c. Seni Budaya dan Olahraga

2. Aspek Pelayanan Umum

a. Pelayanan Urusan Wajib

b. Pelayanan Urusan Pilihan

c. Pelayanan Urusan Penunjang

3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi;

b. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

c. Iklim Berinvestasi

d. Sumber Daya Manusia
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8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bengkulu

No. Indikator Target Tahun ke-
2019 2020 2021 2022 2023

1. Nilai SAKIP Daerah CC B BB BB BB
2. Peringkat Pada Penghargaan Perencanaan

Pembangunan Daerah
50 40 35 30 20

3. Indeks Kapasitas Fiskal 0,32 0,34 0,37 0,4 0,42
4. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
5. Indeks Persepsi Korupsi 0 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik III II I I I
7. Indeks Kepuasan Masyarakat 3,10 3,15 3,2 3,25 3,30
8. Indeks Profesionalitas ASN 71 73 75 76 80
9. Persentase Perda yang disahkan berdasarkan

prolegda 50 65 75 85 95

10. Peringkat EKPPD 83 75 70 65 50
11. Persentase Perda/Perkada yang ditegakkan 75 80 80 85 85
12. Persentase pusat kegiatan terhubung jaringan jalan

dalam kondisi baik
71 % 72 % 75 % 76 % 80 %

13. Persentase sarana dan prasarana perhubungan
layak terhadap kebutuhan

65 % 75 % 85 % 90 % 100%

14. Angka keselamatan lalu lintas 65 % 75 % 85 % 90 % 100 %
15. Rasio rumah layak huni 1,8 : 3 1,9 : 5 2,0 : 3 2,1 : 3 2,2 : 3
16. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air

minum yang aman
60 % 65 % 74 % 85 % 90 %

17. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

18. Persentase bangunan sesuai standar 60 % 65 % 74 % 85 % 90 %
19. Kesesuaian pemanfataan ruang sesuai dengan

peruntukannya
60 % 65 % 74 % 85 % 90 %

20. Cakupan layanan internet 2 kec 2 kec 2 kec 2 kec 1 kec
21. Responses Time Rate 45 menit 40 menit 30 menit 20 menit 20 menit
22. Indeks Kualitas Air 50,5 63 64 65 67
23. Indeks Kualitas Udara 95 95 96 96 96
24. Persentase RTH terhadap luas wilayah 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19
25. Persentase volume sampah yang tertangani 43 48 53 60 65
26. Angka Melek Huruf 99,38 99,45 99,59 99,71 99,88
27. Indeks Pendidikan
28. Persentase budaya lokal yang dilestarikan 82,71 88,87 89,11 94,25 100
29 Usia Harapan Hidup 71,9 72 72,2 72,5 72,9
30. Peringkat Kota Bengkulu di PORPROV Bengkulu Juara Umum Juara

Umum
Juara
Umum

Juara
Umum

Juara
Umum

31. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
kepemudaan/kemasyarakatan

11 25 35 45 55

32. Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun) 90 92 93 94 95
33. Rasio PMKS terhadap jumlah penduduk
34. Persentase OPD yang melaksanakan kebijakan

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan

35. Skor Kota Layak Anak 680 700 720 740 760
36. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 8,05 8,10 8,15 8,20 8,25



- 277 -

No. Indikator Target Tahun ke-
2019 2020 2021 2022 2023

37. Persentase peningkatan realisasi nilai investasi 5 5 5 5 5
38. Persentase peningkatan kontribusi sektor perikanan

terhadap PDRB
4,82 4,86 4,89 4,92 4,95

39. Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya 2 4 6 8,5 10
40. Persentase peningkatan kelas Usaha Kecil ke

Menengah
3 6 7 9 10

41. Persentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB

2,78 3,18 3,63 4,13 4,73

42. Persentase peningkatan kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB

20,38 20,93 21,58 22,33 23,18

43. Persentase peningkatan kontribusi sektor
perindustrian terhadap PDRB

3,67 3,89 4,17 5,19 5,49

44. Indeks Ketahanan Pangan 50,71 50,69 50,67 50,63 50,60
45. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,30 6,00 5,70 5,50 5,00
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abel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja
pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir

periode RPJMD2019 2020 2021 2022 2023

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
A Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 Pendidikan
01.01 Persentase pencapaian SPM Pendidikan (kategori

kualitas pendidikan)
NA 75,63 75,98 76,15 78 79,55 79,55

01.02 Persentase guru bersertifikat NA 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1
01.03 Persentase penegakan kurikulum sesuai ketentuan NA 72,48 72,48
01.04 Persentase siswa PKBM yang lulus NA 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48
01.05 Persentase Komite Sekolah Aktif NA 100 100 100 100 100 100
01.06 Persentase siswa tidak mampu yang melanjutkan

sekolah
NA 93 94 96 98 100 100

01.07 Rasio RKB-Murid NA 93 94 96 98 100 100
01.08 Persentase ketersediaan fasilitas pembelajaran NA 88,17 90,54 93,14 97,89 100 100

2 Kesehatan
02.01 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di

fasilitas kesehatan
94,39 98 100 100 100 100 100

02.02 Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal  4 kali
(K4)

84,06 80 82 84 86 88 88

02.03 Cakupan imunisasi lengkap 75 75 75 80 82 84 84

02.04 Cakupan kunjungan neonatal 97,68% 98,15% 98,30% 98,50% 99% 100% 100%
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02.05 Cakupan penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

02.06 Persentase puskesmas yang terakreditasi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

02.07 Cakupan Sarana, Prasarana Kesehatand an IPAL
Puskesmas

60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%

02.08 Cakupan penderita TB yang ditemukan 38% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
02.09 Cakupan penderita diabetes yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02.11 Cakupan Klinik Terakreditasi Komisi Akreditasi

FKTP
0% 25% 50% 75% 100% 100% 100%

02.12 Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM Terpadu

5% 10% 20% 30% 40% 50% 50%

02.13 Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan
kegiatan Posbindu PTM

89,5% 90% 92% 96% 98% 100% 100%

02.14 Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan
Perawatan

40% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

02.15 Persentase obat dan perbekalan kesehatan yang
sesuai standard

70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%

3 Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang
03.01 Persentase panjang jalan rusak yang

diperbaiki/ditingkatkan
70% 5% 7% 6% 6% 6% 100%

03.02 Persentase  jembatan rusak yang
diperbaiki/ditingkatkan

56% 10 15 15 4 0 100%

03.03 Persentase ruas jalan yang bisa dilalui kendaraan
pemadam kebakaran

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2%

03.04 Persentase alat berat dalam kondisi baik 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 7 unit
03.05 Persentase pusat pariwisata terhubung jaringan

jalan dalam kondisi baik
90% 5 5 0 0 0 100%
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03.06 Persentase peningkatan ketersediaan database 33% 33,3% 55,5% 77,07% 100% 100% 100%

03.07 Persentase jalan yang memiliki papan nama dan
status

2% 7 12 17 22 27 87%

03.08 Rasio panjang trotoar terhadap panjang jalan 10% 20 20 25 25 25 100%

03.09 Rasio panjang drainase terhadap panjang jalan 10 20 10 10 20 30 100%

03.10 Persentase ruas jalan yang ramah disabilitas 0 5 5 10 10 10 40%
03.11 Persentase RT memiliki MCK memadai 97 98 99 100 100 100 100%

03.12 Persentase MCK terlayani IPAL memadai 35 40 45 50 55 60 60%

03.13 Persentase RT di kawasan kumuh memiliki MCK
memadai

46 10 10 10 10 14 100%

03.14 Persentase MCK di kawasan kumuh terlayani IPAL
memadai

46 10 10 10 10 14 100%

03.15 Persentase Penduduk yang terlayani Sistem
Jaringan Drainase Skala Kota sehingga tidak terjadi
genangan

0 10 20 30 40 50 50%

03.16 Persentase Penduduk yang terlayani Sistem
Jaringan Drainase di kawasan kumuh sehingga
tidak terjadi genangan

20 20 40 60 80 100 100%

03.17 Volume air tersalurkan 17 JT 17 JT 18 JT 19 JT 20 JT 21 JT 21 JT

03.18 Persentase RT di kawasan kumuh yang dapat
mengakses air minum aman

46 10 10 10 10 14 100%

03.19 Persentase bangunan rusak diperbaiki 40 40 55 65 75 80 80%
03.20 Persentase bangunan gedung yang diawasi 35 35 50 55 60 70 70%

03.21 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang
Memenuhi  Persyaratan Kompetensi

35 35 35 100 100 100 100%

03.22 Persentase dokumen perencanaan ruang yang
dipatuhi

60 60 65 70 75 85 85%
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03.23 Persentase bangunan liar yang ditertibkan 20 20 30 40 45 50 50%
03.24 Persentase kecamatan memiliki RBTH layak anak 30 50 75 100 100 100 100%
03.25 Persentase perencanaan kawasan strategis yang

ditindaklanjuti
75 85 90 100 100 100 100%

03.26 Persentase daerah rawan memiliki bangunan
pengendali bencana memadai

50 50 75 85 100 100 100%

04.00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
04.01 Persentase rumah rusak diperbaiki 31,52 31,52 39,17 46.81 54,46 62,10 62,10%

04.02 Persentase rumah MBR rusak yang diperbaiki 0 10 15 20 25 35 50%

04.03 Backlog kepemilikan 75 5 5 5 5 5 100%

04.04 Persentase jalan lingkungan tidak sesuai standar
yang ditingkatkan

10 10 20 30 40 50 50%

04.05 Persentase jalan lingkungan rusak yang diperbaiki 10 10 20 30 40 50 50%
04.06 Persentase jalan lingkungan di kawasan kumuh

tidak sesuai standar yang ditingkatkan
0 5 10 15 20 25 25%

04.07 Persentase jalan lingkungan rusak di kawasan
kumuh yang diperbaiki

0 5 10 15 20 25 25%

05.00 Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
05.01 Rasio jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 30-

5000 liter pada WMK terhadap jumlah/luas
pemukiman

25 35 45 55 60 75 75%

05.02 Cakupan pelayanan bencana kebakaran 80 85 90 95 100 100 100%

05.03 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang
memenuhi standar kualifikasi

3 13 23 35 45 60 60%

05.04 Persentase kelompok siaga bencana aktif 2,98 5,96 8,94 11,92 14,09 14,09%
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05.05 Persentase kelurahan tangguh bencana 2,98 5,96 8,94 11,92 14,09 14,09%

05.06 Persentase bangunan terdampak bencana yang
direhabilitasi

Na 5% 10 15 20 25 30%

05.07 Persentase penyediaan peralatan dan bahan
pangan tepat waktu

45 menit 45 menit 40 menit 35 menit 30 menit 25 menit 30 menit

05.08 Cakupan petugas linmas per 1000 penduduk 1 1 1 1 1 1 1

05.09 Cakupan patroli Satpol PP 48 52 60 72 96 104 104

05.10 Persentase LSM/Ormas yang aktif dalam
pembangunan

96% 95% 90% 90% 90% 90% 90%

05.11 Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan
umum

71% 80% 80% 0 0 0 0

06.00 Sosial
06.01 Persentase PMKS mandiri 7,40% 7,10% 6,80% 6,30% 5,70% 5,70% 5,70%

06.02 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang
berdayakan

32 32 32 32 32 32 32

06.03 Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang
terkelola

3 1 3 3 3 3 3

06.04 Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 17.000 17.000 16.500
16.000 15.500 15.000

15.000

06.05 Persentase para penyandang disabilitas yang
terbina

175 175 175 175 175 175 175

B Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1 Tenaga Kerja

01.01 Persentase peningkatan wirausaha di bisang
pariwisata, industri dan jasa

NA 20% 25% 25% 26% 30% 30%

01.02 Persentase peningkatan tenaga kerja terlatih NA 20% 27% 43% 45% 47% 47%
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01.03 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial
yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

61,69% 65% 70% 70% 73% 78% 78%

01.04 Persentase kepersertaan pekerja dalam program
Jaminan sosial ketenagakerjaan

27,70% 25% 28% 35% 37% 45% 45%

2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

02.01 Persentase Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) yang aktif

50% 60% 70% 80% 85% 90% 90%

02.02 Persentase perempuan aktif dalam Musrenbang
(tingkat kelurahan, kecamatan, dan  kota)

NA 10 15 20 25 25 25

02.04 Persentase GOW aktif dalam pembangunan 50% 60% 70% 80% 85% 90% 90%

02.05 Cakupan kasus perempuan korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan

9 11 13 15 17 19 19

02.06 Persentase lembaga ramah anak yang aktif 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%

02.07 Cakupan kasus anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan

17 22 27 32 37 42 42

02.08 Jumlah kebijakan tentang peningkatan kualitas anak
dan perempuan yang ditindaklanjuti

3 4 5 6 7 8 8

03.00 Ketahanan Pangan
03.01 Persentase peningkatan stok cadangan pangan

pokok
12% 15% 18% 20% 22% 25% 25%

03.02 Persentase toko tani yang dibentuk 20% 25% 27% 30% 32% 35% 35%
03.03 Persentase teknologi pengolahan pangan non-beras

yang diterapkan
25% 30% 32% 35% 37% 40% 40%

03.04 Persentase residu bahan kimia pada pangan 35% 32% 30% 28% 26% 24% 24%

04.00 Lingkungan Hidup
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04.01 Cakupan air limbah yang terkelola 1 1 1 1 2 2 7
04.02 Indeks Pencemaran Udara 0-51 0-51 0-51 0-51 0-51 0-51 0-51
04.03 Persentase penambahan luas RTH 07.09 1 01.05 01.05 2 01.05 07.05
04.04 Persentase peningkatan fasilitas pengurangan

sampah
15 20 22 24 26 26 26

04.05 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki
sistem pengelolaan persampahan aktif

0 0 5 10 10 10 35

04.06 Persentase kawasan wisata yang memiliki sistem
pengelolaan persampahan aktif

10 0 10 10 15 15 60

05.00 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
05.01 Persentase penduduk yang memiliki e-KTP 90 92 92 95 98 99 99

05.02 Persentase keluarga yang memiliki KK 100 100 100 100 100 100 100

05.03 Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran 84 90,5% 90,6% 90,7% 90,8% 90,9%

05.04 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas
Anak (KIA)

NA 15 25 50 60 75 75

06.00 Pemberdayaan Masyarakat Kota dan Kelurahan
06.01 Persentase kecamatan yang berkinerja prima NA 50 75 100 100 100 100

06.02 Persentase kelurahan yang berkinerja prima NA 50 75 100 100 100 100

06.03 Persentase kelurahan yang berkinerja prima

07.00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

07.01 Unmet need 18,9 13 11 9 7 5,2 5,2

07.02 Persentase PUS dengan usia istri di bawah usia 20
tahun

15 13 11 9 7 5 5
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07.03 Persentase keluarga yang terbina 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%

07.04 Persentase lansia yang terbina 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%

07.05 Persentase  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) yang aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

07.06 Persentase kelurahan yang menerapkan TTG 15% 25% 35% 45% 55% 65% 65%

08.00 Komunikasi dan Informatika
08.01 Persentase ruang publik terlayani internet memadai NA 2 2 2 2 1 9

08.02 Persentase OPD terlayani internet memadai NA 2 4 6 8 10 30

08.03 Persentase data pembangunan daerah yang
terpublikasi

NA 25 50 75 100 100 100

08.04 Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-
government

NA 50 70 80 90 100 100

09.00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
09.01 Persentase peningkatan kualitas manajemen

produksi koperasi
5% 6% 7% 8% 9% 10% 10%

09.02 Persentase peningkatan pemantauan koperasi dan
UKM

14% 15% 16% 17% 18% 19% 19%

09.03 Persentase tenaga pendamping terlatih NA 2% 3% 4% 5% 6% 6%

09.04 Persentase peningkatan akses bantuan permodalan
Samisake

2% 3% 4% 5% 6% 7% 7%

09.05 Persentase sarana pemasaran UKM yang
berkondisi baik

10% 11% 12% 13% 14% 15% 15%

09.06 Persentase produk unggulan UKM yang
dikembangkan

2% 3% 6% 7% 9% 10% 10%

10.00 Penanaman Modal
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10.01 Persentase perizinan investasi yang diselesaikan
tepat waktu

75% 85% 95% 100% 100% 100% 100%

10.02 Persentase peningkatan investor 1% 2% 7% 9% 11% 13% 13%

11.00 Kepemudaan dan Olahraga
11.01 Persentase kelompok olahraga terbina 22 22 44 66 88 100 100

11.02 Rasio fasilitas olahraga per 10.000 penduduk 0 11 27 44 61 77 77

11.03 Persentase organisasi Pemuda yang dibina 7 9 18 27 36 45 45

11.04 Persentase Pemuda yang berpotensi
dikembangkan IMTAQ dan Prestasinya

50 50 66 83 100 100 100

11.05 Kasus penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS NA 50 40 30 20 10

11.06 Persentase wirasuha muda yang terbina 20 41 58 75 100 100

12.00 Statistik
12.01 Persentase kelengkapan data dalam sistem

informasi pembangunan daerah
NA 80 85 90 95 98 98

13.00 Kebudayaan
13.01 Persentase budaya lokal yang dikelola dengan baik NA 82,71 88,87 89,11 94,25 100 100

13.02 Persentase jenis-jenis budaya local yang
dipromosikan

88,17 90,54 93,14 97,69 100 100 100

14.00 Perpustakaan
14.01 Persentase perpustakaan yang mendapatkan

pembinaan
NA 30% 40% 50% 70% 80% 80%

14.02 Persentase kecamatan memiliki pojok baca NA 50% 60% 70% 80% 90%

15.00 Kearsipan
15.01 Persentase OPD yang menyusun arsip secara baku NA 25 50 75 80 90 90
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15.02 Persentase arsip yang telah diduplikasi dalam e-
katalog

NA 10 15 20 25 50 50

16.00 Perhubungan
16.01 Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 65% 65 75 85 90 100 100

16.02 Arus orang/barang melalui terminal NA 1000 2000 3000 4000 5000 15.000
16.03 Persentase ketersediaan LPJU NA 40 10 10 10 10 50
16.04 Persentase fasilitas keselamatan perhubungan

dalam kondisi baik
75% 75 80 85 90 100 100

16.05 Persentase terminal dengan fasilitas baik 25% 25 50 75 90 100 100
16.06 Persentase kendaraan lolos uji KIR 75% 75 80 85 90 100 100
16.07 Persentase angkutan yang dibina 75% 75 80 85 90 100 100
16.08 Persentase pelayanan perhubungan NA 5 10 10 10 10 45
16.09 Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum

yang ditindaklanjuti
80% 80 85 90 95 100 100

16.10 Persentase rencana rekayasa lalu lintas yang
terealisasi

75% 75 80 85 90 100 100

16.11 Persentase area parkir tertata 80% 80 85 90 95 100 100

C Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan

01.00 Pariwisata
01.01 Persentase destinasi wisata yang dikembangkan 10% 30% 50% 70% 85% 90% 90%
01.02 Persentase peningkatan media promosi wisata NA 25% 60% 75% 90% 100% 100%
01.03 Persentase peningkatan mitra kerjasama

pengembangan dan pemasaran wisata
50% 50% 60% 60% 70% 80% 80%

02.00 Pertanian
02.01 Persentase petani terlatih 15% 20% 25% 30% 40% 50% 50%



- 288 -

02.02 Persentase peningkatan akses bantuan permodalan 25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
02.03 Persentase saprodi yang digunakan 30%. 35% 40% 45% 50% 55% 55%
02.04 Persentase jaringan irigasi tersier yang terintegrasi 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
02.05 Persentase Alsintan (Alat dan mesin pertanian) yang

diterapkan
25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%

02.06 Persentase penurunan OPT 15% 20% 25% 27% 29% 30% 30%

02.07 Persentase penyuluh pertanian yang bersertifikat 16% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
02.08 Persentase kelompok peternak yang terlatih 45% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
02.09 Persentase sarana prasarana peternakan yang

bekondisi baik
60% 62% 64% 68% 72% 75% 75%

02.10 Persentase penurunan kasus penyakit hewan
menular strategis

15% 20% 20% 20% 20% 25% 25%

02.11 Persentase teknologi tepat guna pasca panen yang
diterapkan

25% 27% 30% 32% 34% 37% 37%

02.12 Persentase teknologi tepat guna pengolahan hasil
peternakan yang diterapkan

25% 30% 32% 35% 37% 40% 40%

03.00 Perdagangan dan Perindustrian
03.01 Persentase peningkatan suplasi barang 64% 66% 68% 70% 72% 72% 72%

03.02 Persentase pedagang yang terlatih 65% 67% 69% 71% 73% 73% 73%

03.03 Persentase peningkatan pasar tertib ukur 65,50% 72,03% 81,71% 85,80% 85,80% 85,80% 85,80%

03.04 Persentase peningkatan kemudahan akses bantuan
permodalan

64% 66% 68% 70% 72% 72% 72%

03.05 Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang
dibina

19% 24% 29% 34% 39% 39% 39%
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03.06 Persentase pelaku IKM terlatih 75% 77% 79% 81% 83% 83% 83%

03.07 Persentase teknologi tepat guna yang diterapkan 80% 82% 84% 86% 88% 88% 88%
03.08 Persentase sentra IKM yang dikembangkan 45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%

04.00 Perikanan
04.01 Persentase armada/kapal penangkap ikan yang

berkondisi baik
60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%

04.02 Persentase sarana perikanan tangkap yang
berkondisi baik

60% 65% 70% 75% 77% 80% 80%

04.03 Persentase kelompok nelayan yang terampil 30% 33% 35% 40% 45% 50% 50%
04.04 Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan

terlatih
25% 25% 30% 35% 40% 45% 45%

04.05 Persentase wilayah terumbu karang yang dilindungi 50% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
04.06 Persentase alat tangkap yang berstandar SNI 60% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
04.07 Persentase kapal yang memiliki dokumen sesuai

aturan
30% 30% 35% 40% 45% 50% 50%

04.08 Persentase sarana BBI yang bekondisi baik 65% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
04.09 Persentase sarana budidaya ikan yang berkondisi

baik
50% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

04.10 Persentase peningkatan akses bantuan permodalan 50% 55% 60% 65% 70% 80% 80%
04.11 Persentase budidaya ikan keramba yang

berkembang
10% 15% 20% 30% 35% 40% 40%

04.13 Persentase penyuluh perikanan bersertifikat 20% 20% 30% 40% 50% 60% 60%

04.14 Persentase pelaku usaha pengolahan perikanan
yang terampil

40% 40% 50% 60% 70% 75% 75%

04.15 Persentase sarana dan prasarana pengolahan dan
pemasaran perikanan yang berkondisi baik

50% 50% 50% 60% 70% 75% 75%
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04.16 Persentase peningkatan diversifikasi produk olahan
ikan

50% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

04.17 Persentase inovasi strategi pemasaran yang
diterapkan

40% 50% 55% 60% 65% 70% 70%

D Fokus : Urusan Penunjang

1 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
01.01 Nilai sub Komponen Perencanaan, Penilaian dan

pengukuran Kinerja pada penilaian SAKIP
30% 50% 55% 55% 55% 55% 55%

01.02 Persentase jabatan fungsional perencana yang telah
lulus diklat fungsional

3 3 5 6 8 10 10

01.03 Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti 50 60 65 70 75 75 75
01.04 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan KUA

PPAS dan APBD
100 100 100 100 100 100 100

01.05 Persentase Keselarasan Program antara RPJMD
dengan RKPD bidang Ekonomi

100 100 100 100 100 100 100

01.06 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan KUA
PPAS Bidang Ekonomi

100 100 100 100 100 100 100

01.07 Persentase kesesuaian antara KUA-PPAS dengan
APBD Bidang  Ekonomi

100 100 100 100 100 100 100

01.08 Persentase hasil musrenbang Bidang Ekonomi yang
ditindaklanjuti

50 60 65 70 75 75 75

01.09 Persentasi Keselarasan Program antara RPJMD
dengan RKPD bidang Inftrastruktur

100 100 100 100 100 100 100

01.10 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan KUA
PPAS Bidang Infrastruktur

100 100 100 100 100 100 100
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01.11 Persentase kesesuaian antara KUA-PPAS dengan
APBD Bidang Infrastruktur

100 100 100 100 100 100 100

01.12 Persentase hasil musrenbang Bidang Infrastruktur
yang ditindaklanjuti

50 60 65 70 75 75 75

01.13 Persentasi Keselarasan Program antara RPJMD
dengan RKPD bidang PPM

100 100 100 100 100 100 100

01.14 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan KUA
PPAS Bidang PPM

100 100 100 100 100 100 100

01.15 Persentase kesesuaian antara KUA-PPAS dengan
APBD Bidang PPM

100 100 100 100 100 100 100

01.16 Persentase hasil musrenbang Bidang PPM yang
ditindaklanjuti

50 60 65 70 75 75 75

01.17 Persentase perusahaan yang menyalurkan CSR
tepat sasaran

NA 5 10 15 20 25 25

01.18 Persentase kerjasama antar daerah yang
ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 100 100

01.19 Persentase OPD yang memiliki minimal 1 inovasi
pelayanan public

0,10% 10% 15% 40% 75% 100% 100%

2 Keuangan
02.01 Proporsi belanja modal dengan belanja operasional 71,29 70,71 70,04 69,37 68,7 68,03

10028,62 29,29 29,96 30,63 31,3 31,97
02.02 Persentase perangkat daerah yang menyusun

laporan keuangan sesuai SAP
100 100 100 100 100 100 100

05.01 Persentase peningkatan hasil kinerja BUMD 98,02 98,51 98,99 99,48 100 100 100

02.03 Persentase aset daerah yang dilegalisasi 95 96 97 98 99 100 100

02.04 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah 3,40% 5% 10% 15% 20% 25% 75%
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3 Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
03.01 Persentase pejabat struktural yang telah lulus diklat

pim sesuai syarat jabatan
45,86 55 60 75 90 100 100

03.02 Persentase aparatur yang telah lulus diklat
fungsional

10,99 20 30 40 75 100 100

03.03 Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis
sesuai kebutuhan

2 3 4 6 8 10 100

03.04 Persentase aparatur yang telah lulus diklat Pra
Jabatan

45% 55% 60% 75% 90% 100% 100%

04.00 Pengawasan
04.01 Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal

"BB"
29,73 60 70 80 90 100 100

04.02 Tingkat Maturitas SPIP 1,7 2 3 3 3 3 3

04.03 Level kapabilitas APIP level daerah 3 3 3 3 3 3 3

04.04 Persentase perangkat daerah yang menjalankan
WBK dan WBBM

100 100 100 100 100 100 100

04.05 Kasus gratifikasi 2 2 2 2 2 2

04.06 Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100

5 Umum/Sekretariat
05.02 Persentase proses pengadaan barang dan jasa

tepat waktu
NA 65% 70% 75% 80% 85% 85%

05.03 Persentase perangkat daerah yang telah
menjalankan SOP dan SPP

100 100 100 100 100 100 100

05.04 Persentase kecamatan yang berkinerja prima NA 50% 70% 100% 100% 100% 100%
05.05 Tingkat kepuasan layanan pada DPRD 55 60 70 80 90 100 100
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05.06 Persentase fasilitasi rapat/reses DPRD tepat waktu 55 60 70 80 90 100 100

05.07 Persentase kelengkapan bahan-bahan penyusunan
Raperda

100 100 100 100 100 100 100

05.08 Persentase perda yang terpublikasi 100 100 100 100 100 100 100

05.09 Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang
pembangunan yang memenuhi target

66 66 70 80 90 100 100

05.10 Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang
perekonomian yang memenuhi target

66 66 70 80 90 100 100

05.11 Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang
kesejahteraan masyarakat yang memenuhi target

66 66 70 80 90 100 100

05.12 Persentase raperkada yang disahkan 90 90 90 90 93 95 95
05.13 Persentase permasalahan hukum apartur

pemerintahan yang ditangani dan diselesaikan
100 100 100 100 100 100 100

05.14 Indeks (survey) kepuasan pimpinan (melalui ajudan)
dan tamu daerah

100 100 100 100 100 100

05.15 Persentase SILPA 0,76 0,61 0,45 0,31 0,16 0,01 0,01
05.16 Persentase efisiensi anggaran didasarkan pada

capaian kinerja 100%
99,61 95,68 96,75 97,8 98,89 99,96 100

06.00 Pemerintahan Rutin
06.01 Level kapabilitas APIP level OPD 2 3 3 3 3 3 3
06.04 Persentase pelayanan kenaikan pangkat dan gaji

berkala tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100

06.05 Tingkat pelanggaran disiplin aparatur 20 15 15 10 10 5 5
06.06 Jumlah aparatur yang pindah/purna tugas PNS tepat

waktu
500 500 500 500 500 500 500
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BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun
2018-2023 merupakan pedoman untuk merencanakan pembangunan daerah 5 tahun ke depan.
Dokumen RPJMD ini memuat visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dijabarkan dalam
bentuk program prioritas pembangunan. Penetapan prioritas-prioritas pembangunan dilakukan secara
sistematis dan rinci melalui logika perencanaan yang sinergis. Pada tahapan substantif, visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan melalui tujuan dan sasaran. Beberapa tujuan dan
sasaran diturunkan ke beberapa strategi dan arah kebijakan, dan ditetapkan secara formal menjadi
program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Selain itu, pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan pembangunan diperlukan untuk memastikan konsistensi tahapan pelaksanaan
pembangunan daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Pedoman Transisi

RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Substansi dalam dokumen ini akan menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun pertama
bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada periode selanjutnya. Rencana pembangunan
pada RPJMD Periode 2018-2023 ini diupayakan secara optimal untuk memenuhi target yang telah
ditetapkan. Periode transisi juga digunakan untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang belum tuntas.

B. Kaidah Pelaksanaan
RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat
Daerah, RKPD dan RAPBD. RPJMD dilaksanakan dengan memenuhi beberapa kaidah pelaksanaan
guna memastikan sinergi antar dokumen perencanaan di antaranya adalah:
1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, dunia usaha serta

masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan prioritas-prioritas
pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen ini;

2. Dokumen RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD;
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu wajib menyusun

Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang
berpedoman pada RPJMD ini. Dokumen ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-PD);

4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kota Bengkulu harus memastikan konsistensi
antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja;
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5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bengkulu wajib melakukan pemantauan terhadap
penjabaran RPJMD pada Renstra-PD.

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI


